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DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
 
1. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 



























Nama Huruf Latin Nama 
ا alif 
 













ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha 
 



































ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض 
 





ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ 
 
ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع 
 
‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ 
 
gain g ge 
ف 
 













Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 









Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 














a a  َا 
kasrah 
 













fatḥah  dan ya ai a dan i  َْﻰـ 





kaf k ka 
ل 
 
lam l el 
م 
 
mim m em 
ن 
 
nun n en 
و 
 
wau w we 
ھـ  
 
ha h ha 
ء 
 
hamzah ’ apostrof 
ى 
 
ya y ye 
ق 
 




 َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa 
  ْﻮَـھ َل  : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 











َﺎـﻣ  َت  : māta 
ﻰـَﻣَر : ramā 
 َﻞـْﯿِـﻗ : qīla 
 ُْﻮـﻤَـﯾ  ُت  : yamūtu 
4. Ta marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 ُﺔـَﺿْوَر ﻷا  ِلَﺎﻔْط  : rauḍah al-aṭfāl 
 ُﺔَـﻨـْﯾِﺪـَﻤـَْﻟا  َـﻔـَْﻟا َُﺔﻠــِﺿﺎ  : al-madīnah al-fāḍilah 
 ُﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 





fatḥah dan alif 
atau ya 
َ ... ا َ ... | ى  
 













a dan garis di 
atas 
i dan garis di 
atas 
u dan garis di 
atas 
 x 




 َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbanā 
 َﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjaīnā 
 ّﻖـَﺤْــَﻟا  ُ◌  : al-ḥaqq 
 ّﺞـَﺤْــَﻟا  ُ◌  : al-ḥajj 
 َﻢِــُّﻌﻧ : nu“ima 
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 
Contoh: 
 ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا  (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 
Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 
garis mendatar (-). 
Contohnya: 
 ﱠﺸَﻟا ُﺲـَْﻤـ   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 ُﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 َُﺔﻔـْﺴﻠَـﻔْــَﻟا  : al-falsafah 
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contohnya: 
 َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ  : ta’murūna 
 ُءَْﻮّـﻨْــَﻟا  : al-nau’ 
 ٌءْﻲـَﺷ  : syai’un 
أ  ْﺮـِﻣ◌ُ◌ُ  ُت  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 xi
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus dan 
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 ُْﻦـﯾِد  ِﷲ      dīnullāh  ِِﺎﺑ  ِﷲ      billāh   
Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ُھـ ْﻢ  ِْﻲﻓ  ِﺔَﻤْـــﺣَر  ِﷲ     hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī  bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 xii
Abū  Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiẓ  min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 









Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaih al-salām 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
Q.S. …(…): 4 = Quran, Surah …, ayat 4 
 
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 
ص  = ﻔﺻﺔﺤ  
مد  = نوﺪﺑ نﺎﻜﻣ  
ﻢﻌﻠﺻ  = ﻰﻠﺻ ﷲ ﮫﯿﻠﻋ و ﻢﻠﺳ  
ط  = ﺔﻌﺒط 
ند  = نوﺪﺑ ﺮﺷﺎﻧ  
ﺦﻟا  =  ﻰﻟا هﺮﺧا  \  ﻰﻟا  ﺎھﺮﺧا  
ج  = ءﺰﺟ 
 
 
Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 
al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad 
Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
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Judul : Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian  
   Perkara Pidana Hukum Islam 
 
 
Disertasi ini adalah analisis tentang Lembaga Pemaafan Sebagai Lembaga 
alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana Menurut Tinjauan Hukum 
Islam. Dalam Sistem Hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, belum ada lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara pidana, pada hal dalam perkara 
perdata lembaga semacam itu sudah banyak yang eksis, terutama setelah 
diundangkannya Undang-undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di lain pihak, pengadilan sebagai satu-satunya 
institusi penyelesaian sengketa, mendapat banyak sorotan, terkait dengan 
kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, seperti prosesnya yang harus memerlukan 
waktu lama sebelum keputusannya berkekuatan hukum tetap, memakan biaya yang 
mahal, tidak responsif, kadang tidak fair, dan keputusannya tidak menyelesaiakan 
masalah karena didasari prinsip win-lose solution.  
Atas dasar tersebut, maka persoalan-persoalan akademis yang diangkat 
dalam disertasi ini adalah Bagaimakah Lembaga Pemaafan sebagai lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum Islam? Bagaimanakah Lembaga 
pemaafan dalam berbagai sistem hukum? Bagaimanakah jejek-jejak pemaafan 
dalam sejarah Islam?Tindak Pidana apa sajakah yang dapat diselesaikan di luar 
pengadilan melalui mekanisme lembaga pemaafan dalam hukum Islam? Dan 
Mungkinkah dilakukan upaya memasukkan lembaga pemaafan ini dalam sistem 
hukum di Indonesia? Persoalan-persoalan ini dianalisis menggunakan pendekatan 
syar’ī. yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan ketentuan-
ketentuan yang bersumber dari Alquran dan hadis, yang didukung  tafsir dan 
syarahnya dari para ulama. 
Dengan menggunakan pendekatan syar’i di atas, diketahui bahwa dalam 
Hukum Islam, terdapat sebuah lembaga yang dikenal sebagai lembaga pemaafan, 
yang didasari bahwa pelaku pembunuhan dapat dimaafkan oleh keluarga korban, 
baik dengan ganti rugi (diat) atau tanpa ganti rugi. anjuran Nabi untuk saling 
memaafkan perkara-perkara ḥudūd sebelum perkaranya di bawah kepada beliau 
untuk diadili, serta terdapatnya konsep ḥakam dan iṣlāḥ dalam Alquran yang 
dikaitkan dengan persengketaan di antara sesama umat. Kewenangan lembaga 
pemaafan tidak hanya dalam perkara pembunuhan dan perdata saja, tetapi dapat 
dibuktikan bahwa lembaga ini juga bergerak dalam perkara pidana. 
Oleh karena itu, akan sangat baik jika lembaga ini dapat diserap ke dalam 
hukum Nasional, terutama ke dalam Rancangan KUHP baru yang saat ini masih 
digodok di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Dengan masuknya lembaga pemaafan 
dalam KUHP, maka diharapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada penyelesaian 






A. Latar Belakang Masalah 
Amin Suma, salah seorang anggota tim revisi KUHP, pernah menyatakan 
bahwa salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam Fiqh Jinayah yang 
bisa diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan. Seorang terdakwa bisa saja 
terbebas dari sanksi pidana jika ia dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.1 
Pada suatu wawancara dengan Nanang Shaikhu dari UIN Online, Amin 
mengatakan: 
Saya pernah menjadi tim perumus RUU KUHP. Saya memaparkan bahwa 
salah satu institusi dalam pidana Islam terdapat “pemaafan”. Institusi ini 
setahu saya adalah khas milik pidana Islam, dalam hukum pidana lain tidak 
ada. Dalam pidana Islam, seseorang yang melakukan pembunuhan tapi jika 
pihak keluarga korban memaafkan, maka dia bebas sama sekali dari 
hukum. Kalau dalam hukum pidana lain tidak demikian, tetap harus 
diproses.2 
Saat ini, ketika terjadi sebuah perkara atau kasus hukum dalam 
masyarakat, terutama dalam kasus-kasus pidana, maka pilihan penyelesaian 
perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya 
penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini, sehingga proses dan 
keputusan yang dimunculkannya sangat bersifat formal justice (keadilan formal). 
Mengapa dikatakan “formal”, mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh 
                                                 
1 “Fiqh Jinayah Bisa Memperkuat KUHP,” Situs Pemerhati dan Profesional Hukum, 
http://www.hukumonline.com/printedoc/hol19058, (31 Oktober 2012), dan “Penerapan Hukum 
Pidana Islam di Indonesia”, http://jinayatsiyasah.blogspot.com/2010/05/penerapan-hukum-
pidana-islam-di.html, Selasa, (11 Mei 2010)  
2 “Hukum Islam Berkontribusi terhadap Hukum Nasional” situs Resmi Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jaarta, http://fsh-uinjkt. net/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=132:hukum-islam-berkontribusi-terhadap-hukum-nasiona&catid=28: 
berita&Itemid=2, (13 Desember 2011). 
 2 
institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan 
terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, 
serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabadi.3 
Padahal, jika semua kasus pidana harus diselesaikan melalui proses 
peradilan pidana, seperti yang dianut oleh aliran yang berpandangan yuridis 
formal, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah dengan adanya putusan 
pengadilan, lalu masalahnya selesai? Atau dengan kata lain, apakah putusan 
pengadilan dapat menyelesaikan masalah? Bukankah seringkali terjadi, bahwa 
putusan pengadilan itu bukannya menyelesaikan masalah tapi justru 
menimbulkan masalah. Mengapa? Karena pandangan orang terhadap proses 
peradilan itu bukan masalah benar atau salah, tetapi adalah berkaitan dengan 
masalah kalah dan menang. 
Boleh jadi aparatur penegak hukum saat ini masih sulit menerima pikiran-
pikiran yang berlandaskan pada metode berpikir yuridis materiil, sebab pada 
umumnya aparat penegak hukum sudah terlanjur dan terbiasa berpikir bahwa 
yang dikatakan hukum itu adalah Undang-undang. Di luar Undang-Undang tidak 
ada hukum. Konsekuensinya adalah, bahwa setiap kali bertindak selalu saja 
mencari dasar hukumnya yaitu Undang-undang nomor berapa dan pasal berapa 
yang mengaturnya.4  
Memang tak dapat disangkal, bahwa segala persoalan kehidupan 
kemasyarakatan diatur secara hitam putih dalam peraturan perundang-undangan 
                                                 
3 Adrianus Meliala, “Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di 
Indonesia” official Website of Adrianus Melala,  http://www.adrianusmeliala.com/index. 
php?id=35&kat=4&hal=pub2det. (31 ktober 2012) 
4 Zul Akrial, “Perdamaian dalam Hukum Pidana”, official Website of Zul Akrial, 
http://zulakrial.blogspot.com/2009/04/perdamaian-dalam-hukum-pidana_06.html, (4 Maret 
2011). 
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tertulis. Padahal perlu diingat, bahwa proses pembentukan peraturan perundang-
undangan itu sendiri memakan waktu cukup lama. Sehingga dalam banyak hal, 
laju perkembangan masyarakat seringkali tidak terjangkau oleh materi peraturan 
perundang-undangan tersebut. Artinya, Undang-undang seringkali tertinggal 
dibandingkan dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan sosial 
kemasyarakatan. Konsekuensinya adalah, apabila kita terlalu berfikir yuridis 
formal, maka yang terjadi adalah kepincangan-kepincangan dalam proses 
penegakan hukum.5 
Di lain pihak, hukum dan proses hukum yang formal adalah terdapatnya 
fakta bahwa menggapai keadilan formal tadi, sekurang-kurangnya di Indonesia, 
ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan 
yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah 
satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat 
problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama 
bagi semua jenis masalah (one for all mechanism). Inilah yang mengakibatkan 
mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas 
masalahnya.6 
Selain itu, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan di 
dunia saat ini, posisi korban dan keluarga korban tindak pidana belum mendapat 
perhatian yang sepantasnya dan belum ditempatkan secara adil, bahkan 
cenderung terlupakan.  Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, 
yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim 
yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.7 
                                                 
5 Ibid.  
6 Adrianus Meliala, loc. cit. 
7 Angkasa, Agus Raharjo, Setya Wahyudi, dan Rili Widiansih, “Kedudukan Korban 
Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Tentang Model Perlindungan Hukum Bagi 
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Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di 
pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan 
meninggalkan korban.  Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum, 
penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan 
didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun (focus) pada pembuktian 
atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa.  Proses 
peradilan lebih berkutat pada perbuatan tersangka/ terdakwa memenuhi rumusan 
pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak.  Dalam proses seperti itu tampak 
hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari 
kebenaran materiil (substantial truth) sebagai kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia (protection of human right) 
tidak seluruhnya tercapai.8 
Kenyataan tersebut mendorong sejumlah pakar hukum untuk mencari 
alternatif penyelesaian perkara hukum di luar mekanisme peradilan. Dalam 
perkembangan dewasa ini, penyelesaian perkara di luar pengadilan terus 
mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat 
akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses penyelesaian perkara  
di luar pengadilan serta kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan perkara” 
dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih kepada 
“menyelesaikan perkara” yang berorientasi pada “win-win solution.” Keadilan 
formal (formal justice) yang diperoleh melalui proses hukum litigatif, yang 
selama ini menjadi trend sekaligus favorit dalam mencari putusan menang-kalah 
                                                                                                                                     
Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Peranan Korban” 
dalam Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi Hukum”, vol. 12 No. 2, Agustus 2007, h. 119 
8 Ibid., h. 120 
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atas suatu perkara, perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan 
karena sudah bukan rahasia umum lagi jika proses hukum melalui jalur litigasi 
membutuhkan biaya yang mahal, waktu berkepanjangan, melelahkan, tidak selalu 
menyelesaikan masalah, dan seringkali terdapat nuansa korupsi, kolusi, dan 
nepotisme yang sangat kental dalam putusan-putusan yang dihasilkan.  
Mas  Achmad Santosa  mengemukakan sekurang-kurangnya  ada 5 faktor 
utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian 
sengketa alternatif di Indonesia, yaitu: 
1. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman 
modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem 
penyelesaian sengketa yang efisien dan reliabel merupakan faktor penting 
bagi pelaku ekonomi mau menanamkan modalnya di Indonesia. 
Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian 
dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang 
keberadaan forum penyelesaian sengketa yang reliabel (mampu menjamin 
rasa keadilan);  
2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang 
efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan; 
3. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang 
dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan 
(termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik). Hak 
masyarakat berperan serta dalam penetapan kebijakan publik tersebut 
menimbulkan konsekuensi diperlukannya wadah atau mekanisme 
penyelesaian sengketa untuk mewadahi perbedaan pendapat (conflicting 
opinion) yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut; 
4. Menumbuhkan iklim persaingan sehat (peer pressive) bagi lembaga 
peradilan. Kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif 
dan kuasi pengadilan (tribunal) apabila sifatnya pilihan (optional), maka 
akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Kehadiran 
pembanding (peer) dalam bentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif 
ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa 
tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;   
5. Sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus perkara mengalir 
ke pengadilan.9 
                                                 
9 Mas Achmad Santoso ”Perkembangan ADRD Indonesia”, Makalah Disampaikan dalam 
Lokakarya Hasil Penelitian Teknik Mediasi Tradisional, Diselenggarakan The Asia Fondation 
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Dari situasi dan kondisi yang demikian, dibutuhkan adanya proses 
penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dikenal dengan Alternative Dispute 
Resolution (ADR). Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti 
Alternatif penyelesaian perkara, yaitu suatu proses penyelesaian perkara non 
litigasi dimana para pihak yang berperkara dapat membantu atau dilibatkan 
dalam penyelesaian perkara  tersebut  atau  melibatkan pihak ketiga yang bersifat 
netral.10 
Menurut Adrianus Meliala, bila dikaitkan dengan cita-cita mendirikan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia guna membentuk negara hukum (recht 
staat), dan bukan negara kekuasaan (macht staat), maka salah satu indikator 
capaiannya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan warga negara atau 
masyarakat untuk patuh hukum (citizen who abides the law), atau bahkan 
masyarakat yang patuh hukum (law abiding citizen). Dalam situasi tersebut, 
proses penegakan hukum tidak seyogyanya, sepenuhnya atau selamanya 
dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal, yang salah satu 
berupa tindakan represif kepolisian dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif 
(law enforcement process). Sebagaimana disadari, tindakan formal litigatif 
tersebut banyak bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum 
yang melakukannya. Selanjutnya, kalaupun muncul suatu hasil, maka umumnya 
akan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (lost-lost)  atau “menang-kalah” (win-
lost)11. 
                                                                                                                                     
Indonesia Centre for Environmental Law, kerjasama dengan Pusat Kajian Pilihak Penyelesaian 
Sengketa Uinversitas Andalas. Di Sedona Bumi Minang, 27 November.1999 
10 Joni Emerzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 38.. 
11 Pikiran ini berasal dari buah pikir Irjen Pol. DR. Teguh Soedarsono, Kadiv Binkum 
Polri, dalam presentasi mengenai ”Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative 
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Memang, Lanjut Meliala, tidak terlalu tepat untuk mengatakan yang 
sebaliknya, bahwa dalam suatu negara kekuasaan atau macht staat tadi, yang 
cenderung dilakukan adalah proses penegakan hukum formal via litigasi. Dalam 
kenyataannya, di negara-negara seperti itu, kalaupun dilakukan suatu proses 
penegakan hukum terhadap suatu perbuatan melanggar hukum, yang sering terjadi 
adalah suatu formalitas hukum atau bahkan pengenyampingan hukum sama 
sekali.  Adalah kooptasi besar-besaran pada elemen-elemen negara bidang hukum 
itulah  (contoh terjelas adalah terhadap peradilan), sehingga mampu menghasilkan 
putusan  yang  tidak  hanya bias  dan diskriminatif,  tetapi justru malah tidak 
adil.12 
Dalam konteks kehadiran masyarakat yang mau patuh pada hukum 
ataupun yang telah patuh hukum dalam suatu negara kesatuan tersebut, maka 
semangat yang muncul dewasa ini adalah juga semangat pengenyampingan untuk 
tidak mempergunakan proses penegakan hukum via litigasi tersebut. Namun 
bedanya adalah, dalam konteks ini, pengenyampingan dilakukan guna mencapai 
suatu situasi “menang-menang” (win-win) antara pihak-pihak terkait, yang 
diperkirakan juga akan lebih menyembuhkan (healing) terkait para pihak yang 
terlibat (khususnya korban), serta lebih resolutif (sebagai suatu kata bentukan “re-
solusi” yang dapat diartikan sebagai “tercapainya kembali solusi yang sebelumnya 
tidak lagi diperoleh”). Minimal, pengakhiran konflik atau perkara bisa dilakukan 
tanpa ada pihak yang kehilangan muka atau elegant solution13. Alternatif terkait 
pengenyampingan tersebut adalah, bahwa diperkirakan akan lebih tepat apabila 
                                                                                                                                     
Dispute Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community Policing 
dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri”, Jakarta, Mabes Polri, Desember 2006 
12 Adrianus Meliala, ”Adakah Model-Model Resolusi Konflik”, artikel, Koran Tempo, 10 
April 2001 
13 Mas Achmad Santosa & Wiwiek Awiati, Alternative Dispute Resolution (Negosiasi & 
Mediasi), naskah presentasi, ICEL, Jakarta, tanpa tahun 
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dalam kondisi, alasan  dan atau perbuatan tertentu, bisa dilakukan mekanisme 
penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolutions (selanjutnya 
disebut dengan ADR).14 
Di tahun 1999 Pemerintah Negara RI di bawah pemerintahan presiden BJ 
Habibie telah mengundangkan Undang-undang RI nomor 30 tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut 
ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan 
dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa 
untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di 
antara para pihak dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. 
Suatu forum diharapkan mengakomodir kepentingan para pihak yang 
bersengketa.15 Dalam Undang-undang  RI Nomor 30 tahun 1999 ini, setidaknya 
ditemukan enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 
yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat dan 
arbitrase. 
Undang-undang RI No. 30 Tahun 1999 merupakan Undang-undang yang 
secara khusus mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Keberadaan 
Undang-undang tersebut, bukan hanya memperkaya khasanah hukum nasional, 
namun diharapkan secara berangsur-angsur mampu mendorong terciptanya 
kepastian hukum yang merupakan persyaratan utama dalam meningkatkan iklim 
usaha. Hal ini sejalan dengan konsideran Undang-undang RI No. 30 Tahun 1999, 
yang memuat setidaknya dua pertimbangan utama pembentukan Undang-undang 
ini yaitu:  
                                                 
14 Adrianus Meliala,  “Penyelesaian Sengketa Alternatif ...”, loc. cit 
15 Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2001), h. 1. 
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1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan 
umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan 
alternatif penyelesaian sengketa; dan  
2. Bahwa peraturan perundang undangan yang kini berlaku untuk 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. 16 
Hanya saja, Undang-undang RI nomor 30 tahun 1999 ini hanya berlaku 
pada kasus-kasus perdata17, terutama yang terkait dengan sengketa perdagangan. 
Kasus pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam 
undang-undang ini. Menurut Rudy Satriyo Mukantardjo, penyelesaian perkara 
pidana di luar pengadilan tidak punya landasan hukum formal. Akibatnya, tak 
jarang suatu kasus yang telah didamaikan secara informal, seperti hukum adat, 
tetap saja diproses ke pengadilan sesuai dengan hukum.18 
Sejumlah pakar mengusulkan pemberlakuan Restorative Justice yaitu 
sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana 
dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang 
dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana 
yang ada pada saat ini. Dalam sistem restorative justice, sistem mencoba 
memberdayakan korban dan masyarakat di dalam proses pemidanaan yang 
bekerja dalam sistem peradilan pidana. Pelaku diminta berperan aktif dalam 
proses pemidanaannya sehingga keadilan yang dicapai tidak hanya berdaya guna 
kepada pelaku, tetapi juga kepada korban dan masyarakat dalam arti luas.19  
                                                 
16 Konsideran Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif penyelesaian sengketa 
17 Ibid,  pasal 6. 
18 Rita Triana Budiarti, dan Wisnu Wage Pamungkas, “Mediasi Penal, Mungkinkah?” 
dalam Gatra Nomor 7, Kamis, 24 Desember 2009, h. 15 
19 Eva Achjani Zulfa, “Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia” dalam Jurnal 
Hukum dan Pembangunan, tahun ke 36 No. 3 Juli-September 2006, h. 399, http://jurnal.pdii.lipi. 
go.id/admin/jurnal/36306389403.pdf, (31 Oktober 2012), 
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Dalam pandangan restorative justice makna tindak pidana pada dasarnya 
sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap 
individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam 
pendekatan restorative justice, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana 
bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. 
Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya 
hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai 
sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara 
pidana yang keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam 
usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan 
tersebut.20 
Restorative justice mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang 
menempatkan keadilan restorative sebagai  nilai dasar yang dipakai dalam 
merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan 
fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan 
pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. 
Pentingnya penerapan sistem Restorative Justice ini misalnya ditegaskan 
oleh Muzakkir. Ia mencontohkan, kasus pembunuhan seorang kepala rumah 
tangga. Terhadap kasus tersebut, Menurut Muzakkir, negara memang mewakili 
keluarga korban menghukum pelaku. Namun, kebutuhan istri korban setelah 
kasus selesai tidak lagi jadi perhatian negara.  Terhadap nasib istri korban 
                                                 
20 Eva Achjani Zulfa, “Restorative Justice di Indonesia (Peluang dan Tantangan 
Penerapannya”, Blog Eva Achjani Zulfa,   http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-
indonesia.html (31 Oktober 2012), 
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selanjutnya, negara sepertinya cuci tangan. Padahal, pelaku yang terbukti 
bersalah justru dipenjara atas biaya negara."21 
Muzakkir menjelaskan, yang dimaksud Restorative Justice  yaitu 
penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman yang ditujukan 
untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban seperti sebelum 
peristiwa pidana menimpa korban. Hukuman penjara hanya sebagai sanksi 
alternatifnya."22 
Ide tentang pelibatan korban dan keluarga korban dalam perkara hukum, 
sebenarnya bukanlah hal yang baru sebab dalam hukum perdata, penyelesaian 
perkara di luar peradilan, dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa sudah 
diatur dengan baik dalam banyak kasus. Terbukti dengan lahirnya Undang-
undang arbitrase dan undang-undang lainnya. Demikian halnya dalam perkara 
pidana yang terkait dengan hukum adat. Sebuah tindak pidana di dalam 
masyarakat kadang kala hanya diselesaikan di depan majelis adat, dan biasanya 
penyelesaian seperti itu lebih diterima oleh masyarakat dan dianggap lebih 
memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. 
Selain sistem restorative justice yang masih menggunakan lembaga 
peradilan sebagai satu-satunya lembaga untuk menyelesaikan perkara hukum, 
solusi lain yang dapat ditempuh adalah mengadopsi alternatif penyelesaian 
sengketa di luar mekanisme peradilan. Sebagaimana telah disebutkan, dalam 
hukum perdata, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa ini telah 
diberlakukan berdasarkan Undang-undang RI nomor 30 tahun  1999. Jika dalam 
hukum perdata bisa, tentu saja dalam hukum pidana pun bisa, jika ada upaya 
                                                 
21 Muzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: 
Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2001), h. 13 
22 Ibid. 
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dilakukan ke sana. Terutama saat ini, di mana Rancangan Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (RKUHP) masih sementara dibahas di legislatif. Apalagi 
alternatif penyelesaian sengketa ini sesungguhnya dijiwai oleh dua sumber 
hukum nasioanl lainnya selain hukum Barat, yaitu hukum Adat dan hukum Islam. 
Sementara itu, dalam hukum Islam, seperti dikemukakan oleh Amin 
Summa di awal tulisan ini, bahwa lembaga pemaafan adalah lembaga yang dapat 
diadopsi oleh KUHP dari hukum Islam (fikih jinayah). Lembaga pemaafan 
dimaksud di sini adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar 
mekanisme peradilan. 
Dalam fikih jinayah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama 
tentang kebolehan keluarga korban pembunuhan memaafkan pelaku. Melalui 
pemaafan, hukuman kisas, dapat dihapus dan diganti dengan hukuman lain 
berupa diat. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS al-Baqarah/2 : 178 : 
 َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ  ُصﺎَﺼِﻘْﻟا ُﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ اﻮُﻨَﻣآ  ﱢﺮُﺤْﻟِﺎﺑ ﱡﺮُﺤْﻟا ﻰَﻠ ْـﺘَﻘْﻟا ﻲِﻓ  ِﺪْﺒَﻌْﻟِﺎﺑ ُﺪْﺒَﻌْﻟاَو
 ِﻪﻴِﺧَأ ْﻦِﻣ ُﻪَﻟ َﻲِﻔُﻋ ْﻦَﻤَﻓ ﻰَﺜْـﻧﻷِﺎﺑ ﻰَﺜْـﻧﻷاَو  َﻚِﻟَذ ٍنﺎَﺴْﺣِِﺈﺑ ِﻪَْﻴﻟِإ ٌءاَدَأَو ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ ٌعﺎَﺒـﱢﺗَﺎﻓ ٌءْﻲَﺷ  ٌﻒﻴِﻔْﺨَﺗ
 َﻠَـﻓ َﻚِﻟَذ َﺪْﻌَـﺑ ىَﺪَﺘْﻋا ِﻦَﻤَﻓ ٌﺔَﻤْﺣَرَو ْﻢُﻜﱢَﺑر ْﻦِﻣ ٌباَﺬَﻋ ُﻪ  ٌﻢِﻴﻟَأ    ةﺮﻘﺒﻟا)2  :178 (  
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). 
Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya 
siksa yang sangat pedih.23 
                                                 
23 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 
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Menurut ayat ini, sanksi  yang dikenakan kepada pembunuh menjadi hak 
otonom bagi keluarga korban  untuk memilih hukuman yang bakal 
dikenakan  terhadapnya, apakah mengambil kisas atau memaafkannya dan 
meminta diat.  
Lembaga  maaf adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk menyalurkan 
aspirasi korban dan keluarga korban, apakah akan memilih hukuman yang telah 
ditentukan terhadap pelaku tindak pidana atau memilih hukuman lain dengan 
kompensasi-kompensasi yang disepakati. Lembaga pemaafan adalah sebuah 
lembaga yang dapat digunakan oleh korban atau pihak keluarga korban untuk 
menyelesaikan kasus pidana yang menimpa keluarganya di luar pengadilan.     
Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar 
mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Alquran. 
Misalnya konsep iṣlāḥ (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-
Hujurat/49 : 9  
 ِنﺎَﺘَِﻔﺋَﺎﻃ ْنِإَو َﻦِﻣ ﺎَﻤُﻫاَﺪْﺣِإ ْﺖَﻐَـﺑ ْنِﺈَﻓ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻََﺄﻓ اﻮُﻠَـﺘَﺘْـﻗا َﻦﻴِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا  ىَﺮْﺧﻷا ﻰَﻠَﻋ
 ِﻪﱠﻠﻟا ِﺮْﻣَأ ﻰَﻟِإ َءﻲَِﻔﺗ ﻰﱠﺘَﺣ ﻲِﻐْﺒَـﺗ ﻲِﺘﱠﻟا اﻮُِﻠﺗﺎَﻘَـﻓ  ﱠنِإ اُﻮﻄِﺴْﻗَأَو ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻَﺄَﻓ ْتَءَﺎﻓ ْنَِﺈﻓ
 َﻪﱠﻠﻟا  ْﻘُﻤْﻟا ﱡﺐِﺤُﻳ َﻦﻴِﻄِﺴ   تاﺮﺠﺤﻟا)49  :9 ( 
Terjemahnya: 
Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu 
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan 
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah 
Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.24 
                                                 
24Ibid., h. 846 
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Iṣlāḥ adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu 
persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara.25 Iṣlāḥ merupakan sebab 
untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan 
pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan 
kehancuran, untuk itu maka iṣlāḥ mencegah hal-hal yang menyebabkan 
kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan 
pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni 
persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan 
oleh syara.26 Iṣlāḥ  dimaksudkan di sini, tentu saja perdamaian sebelum kasusnya 
diajukan ke pengadilan.  
Juga ada konsep taḥkīm dan al-ḥakam atau hakamain, yang diterapkan 
dalam hukum perceraian, sebagaimana  firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4 : 
35 
و َقﺎَﻘِﺷ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِإ  ْنِإ ﺎَﻬِﻠْﻫَأ ْﻦِﻣ ﺎًﻤَﻜَﺣَو ِﻪِﻠْﻫَأ ْﻦِﻣ ﺎًﻤَﻜَﺣ اُﻮﺜَﻌْـﺑَﺎﻓ ﺎَﻤِﻬِﻨْﻴَـﺑ  ِﻖﱢﻓَﻮُـﻳ ﺎًﺣﻼْﺻِإ اَﺪِﻳُﺮﻳ
ﺎًﻤﻴِﻠَﻋ َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ُﻪﱠﻠﻟا اًﺮﻴِﺒَﺧ   ءﺎﺴﻨﻟا)4  :35 (  
Terjemahnya:  
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.27 
Meski pun konsep taḥkīm, al-ḥakam, dan ḥakamain, dalam Alquran lebih 
mengacu pada perkara perdata, yaitu perceraian, tetapi dirujuk di sini karena 
                                                 
25 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), h. 305 
26 Ala’ al-Dīn al-Tabarlisī, Mu‘īn al-Ḥukkām fī Mā Yataraddad bain al-Khaṣamain min 
al-Aḥkām (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 123. 
27 Departemen Agama RI, op. cit., h. 123. 
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dalam perkembangannya, ternyata konsep tersebut juga digunakan dalam 
perkara-perkara yang terkait dengan pidana. Misalnya, perkara yang terjadi 
antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebabkan 
terjadinya perang Siffin diselesaikan dengan sebuah mekanisme yang dikenal 
dalam sejarah sebagai  “taḥkīm”.  
Melihat ayat yang pertama di atas, maka kasus pidana yang secara jelas 
dapat diserahkan kepada lembaga pemaafan ini, adalah kasus pidana 
pembunuhan, sebab kasus itulah yang disebutkan secara tegas dan langsung 
dalam Alquran, yang memberikan hak kepada keluarga korban untuk menentukan 
jenis hukuman apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Namun ada 
Hadis Nabi saw. yang menunjukkan bahwa kasus-kasus pidana yang lain pun 
dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan ini. Pada salah satu 
hadis, yang diriwayatkan oleh ’Amr bin Syuaib dari Bapak dari Kakeknya, Nabi 
saw. bersabda: 
لﺎﻗ ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا ﻦﻋ ﻩﺪﺟ ﻦﻋ ﻪﻴﺑأ ﻦﻋ ﺐﻴﻌﺷ ﻦﺑ وﺮﻤﻋ ﻦﻋ   اْﻮَـﻓﺎَﻌَـﺗ
 َﺐَﺟَو ْﺪَﻘَـﻓ ﱟﺪَﺣ ْﻦِﻣ ﻲِﻧَﺎﺗَأ ﺎَﻤَﻓ ِِﻪﺑ ﻲِﻧُﻮﺗَْﺄﺗ ْنَأ َﻞْﺒَـﻗ َدوُﺪُﺤْﻟا  ( ﻲﺋﺎﺴﻨﻟا ﻩاور)
28 
Artinya: 
Dari  ‘Amr bin Syu‘aib dari Bapak dari Kakeknya dari Nabi saw. Bersabda: 
Saling memaafkanlah kalian dalam kasus-kasus hukum sebelum datang 
kepada saya (untuk mendapatkan putusan), sebab kasus hukum apa saja 
yang sampai kepada saya, maka saya wajib menegakkan ḥadd.29  
Merujuk hadis Nabi saw. tersebut, maka sesungguhnya menurut 
pandangan Islam, setiap perkara hukum seharusnya terlebih dahulu diselesaikan 
                                                 
28 Aḥmad bin Syu‘aib bin Abd al-Rahmān al-Nasaī, Sunan al-Nasaī al-Kubrā, Juz IV 
(Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 1991), h. 330.  
29 Ḥadd adalah hukuman yang telah ditentukan (macam, batasan dan sanksinya) dan 
menjadi hak dari Allah Ta‘ala. Lihat Abd al-Qadī Audah, al-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī Muqārin bi 
al-Qānūn al-Waḍ ‘ī, jilid II, (T.tp: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 88 
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melalui mekanisme di luar peradilan, sebab suatu perkara yang sudah sampai ke 
pengadilan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku,  
dan tampaknya semua kasus hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme 
lembaga pemaafan ini. Sebab di dalam hadis Nabi saw. tersebut dinyatakan 
selesaikanlah kasus hukum di antara kalian sebelum diserahkan kepada beliau. 
Kasus hukum di sini bersifat umum, tidak mengacu pada kasus-kasus hukum 
tertentu. 
Hal ini tentu menarik diteliti, apakah mungkin mengembangkan 
kewenangan lembaga penyelesaian perkara alternatif ini pada kasus-kasus pidana 
lain selain pembunuhan. Artinya, apakah dapat diterima secara syar‘ī, jika kasus-
kasus pidana selain pembunuhan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian 
perkara alternatif, sehingga kasus-kasus itu tidak perlu harus dibawa ke 
pengadilan, karena penyelesaiannya dapat dibicarakan dengan melibatkan dua 
pihak yang terkait sehingga putusannya lebih bisa diterima oleh keduanya, baik 
pelaku tindak pidana maupun korbannya. 
Jika dimungkinkan, maka dalam kasus-kasus apa saja? sebab sejumlah 
perkara pidana dalam Islam, hukumannya jelas dan tampaknya tidak bisa 
ditawar-tawar. Kasus perkosaan dan perzinaan, misalnya, hukumannya jelas 
dalam hukum Islam, yaitu jika pelakunya telah memiliki pasangan, maka 
hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dirajam, sedangkan jika 
pelakunya belum memiliki pasangan sah, maka hukumannya adalah pengasingan 
dan dicambuk sebanyak 100 kali, sebagaimana sabda Nabi saw. dari Ubādah bin 
al-Ṣāmit dan ditakhrij oleh Abū Dāwūd  
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 ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ َلَﺎﻗ ِﺖِﻣﺎﱠﺼﻟا ِﻦْﺑ َةَدﺎَﺒُﻋ ْﻦَﻋ-ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ- اوُﺬُﺧ ﻰﱢﻨَﻋ اوُﺬُﺧ 
ﻰﱢﻨَﻋ  ْﺪَﻗ  َﻞَﻌَﺟ  ُﻪﱠﻠﻟا  ﱠﻦُﻬَﻟ  ًﻼﻴِﺒَﺳ  ُﺐﱢﻴـﱠﺜﻟا  ِﺐﱢﻴـﱠﺜﻟِﺎﺑ  ُﺪْﻠَﺟ  ٍَﺔﺋﺎِﻣ  ٌﻰْﻣَرَو  َِةرﺎَﺠِﺤْﻟِﺎﺑ  ُﺮْﻜِﺒْﻟاَو  ِﺮْﻜِﺒْﻟِﺎﺑ  ُﺪْﻠَﺟ  ٍَﺔﺋﺎِﻣ 
 ُﻰْﻔَـﻧَو  ٍﺔَﻨَﺳ (دواد ﻮﺑأ ﻩاور)
30 
Artinya: 
Dari Ubādah bin al-Ṣāmit Nabi saw. telah bersabda: “Ambillah dari saya, 
ambillah dari saya, sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan bagi 
mereka, yaitu apabila orang yang sudah memiliki pasangan (berzina) 
dengan yang punya pasangan, maka ia dicambuk seratus kali dan dilempari 
batu (dirajam), sedangkan apabila yang belum memiliki pasangan (berzina) 
dengan yang belum berpasangan, dicambuk seratus kali dan diasingkan 
selama setahun”. 
Dalam hukum Islam, ada tiga macam tindak pidana (jarimah), yaitu 
jarimah ḥudūd, jarimah kisas/diat, dan jarimah takzir. Jarimah ḥudūd adalah 
perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan 
oleh nas yaitu hukuman ḥadd (hak Allah). Hukuman ḥadd  yang dimaksud tidak 
mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh 
perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (uli al-amr). 
Para ulama  sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah ḥudūd ada 
tujuh, yaitu zina, menuduh zina (qażf), mencuri (sariqah), perampok dan 
penyamun (hirābah), minum-minuman keras (syurbah), dan murtad (riddah).31 
                                                 
30 Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘aṡ al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Juz IV (Beirut: 
Dār al-Kutub al-Arabī, t.th), h. 249 dan Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisabūrī, Saḥīḥ Muslim, Juz V 
(Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), h. 115. 
31 Abd al-Qādir Audah, op. cit., h. 88. Menurut Al-Na‘īm, Ḥudūd hanya 4 macam saja: 
Zina, Qażf, Sariqah dan Hirābah. Jadi khamar bukan ḥudūd, tetapi takzīr dengan alasan tidak ada 
ketegasan sanksi dalam Alquran. Sanksi hanya tersebut dalam hadis-hadis (40 x) dan ijtihad 
sahabat (menurut Hadis Anas, Umar menambah jadi 80 x) Peminum khamar pernah dipukul 
dengan sandal atau pelepah kurma. Ini indikasi khamar itu wewenang penguasa. Demikian juga 
riddah. Menurut An-Na ‘īm: murtad yang dihukum mati adalah yg disertai unsur pemberontakan, 
seperti mereka yang enggan membayar zakat pada zaman khalifah Abubakar. Riddah ialah keluar 
dari Islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Misalnya, enggan 
membayar zakat, puasa atau haji karena dianggap tidak wajib atau meyakini Muhammad dusta. 
Tapi keyakinan yang tidak disertai perbuatan, belum dianggap murtad. Sebagaimana dalam Al 
Baqara 217 yang  mengisyaratkan hukuman berat di Akhirat. Hukuman mati berasal dari Hadis 
Ahad riwayat Bukhary: sedangkan Sanksi ḥudūd tidak bisa dilakukan atas dasar hadis Ahad. 
(Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law, Syracuse 
Univ. Press, 1996) 
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Jarimah kisas/diat adalah perbuatan pidana yang diancam dengan 
hukuman kisas dan diat. Baik kisas maupun diat merupakan hukuman yang telah 
ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak 
perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman ḥadd yang 
menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman kisas/diat ada beberapa 
kemungkinan, seperti hukuman kisas bisa berubah menjadi hukuman diat, 
hukuman diat apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam 
kategori jarimah kisas/diat antara lain pembunuhan sengaja (qatl al-amd), 
pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al-amd), pembunuhan keliru (qatl al-
khaṭa'), penganiayaan sengaja (jarh al-amd) dan penganiayaan salah (jarh 
khaṭa').32  
Sedangkan jarimah takzir adalah tindak pidana yang jenis sanksinya 
secara penuh berada pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan 
umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya 
pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran 
lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah takzir prinsip utama yang mejadi 
acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap 
anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya). Di samping itu, penegakan 
jarimah takzir harus sesuai dengan prinsip syar'ī (nas).33 
Apakah semua jenis tindak pidana ini dapat diselesaikan melalui 
mekanisme alternatif penyelesaian perkara. Tampaknya tidak, sebab yang 
diutamakan dalam alternatif penyelesaian perkara ini adalah ditemukannya solusi 
hukum yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. Jenis 
                                                 
32 Abd al-Qadir Audah, loc. cit.  
33 Ibid., h. 88-89, Lihat juga Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhā, Juz 
VII, (cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h.. 240-244 
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hukuman ditentukan oleh pihak yang terlibat dalam perkara. Karena itu, jarimah 
hudud tampaknya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif 
penyelesaian perkara. Karena yang menentukan jenis hukumannya adalah Tuhan, 
dan hak Tuhan itu tidak boleh diambil alih oleh manusia dengan membuat 
hukuman yang berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. 
Selain itu, dalam teori hukum, korban tidak selalu individu-individu 
tertentu, tetapi kadangkala korban suatu tindak pidana adalah masyarakat dan 
atau negara. Karena itu, tentu harus ada batasan di mana letak kewenangan 
lembaga pemaafan. Lembaga pemaafan dalam Islam tampaknya hanya untuk 
mewakili kepentingan korban dan keluarganya. Adapun kepentingan masyarakat 
secara luas yang juga harus dilindungi tidak menjadi wilayah kewenangan 
lembaga pemaafan. 
Satu hal penting lainnya untuk dipertimbangkan adalah urgensi dari 
keberadaan lembaga alternatif penyelesaian perkara itu dalam kasus-kasus pidana 
terkait. Akhir-akhir ini, kita disuguhi berita mengharukan dengan adanya 
sejumlah kasus pidana yang sesungguhnya sangat sepele, tetapi diselesaikan 
dengan proses pidana di peradilan, sehingga menimbulkan polemik di tengah 
masyarakat. Kasus nenek Minah misalnya, yang hanya mencuri 3 biji kakao, 
harus menjadi pesakitan di depan meja hijau dan dijatuhi hukuman 1 bulan 15 
hari dengan masa percobaan 3 bulan tanpa kurungan. Kasus ini dianggap 
memalukan wajah hukum di Indonesia, karena menilai kasus tersebut hanya dari 
sudut pandang positivisme dan meninggalkan sudut pandang sosiologisnya.  
Kasus nenek Minah ini, dan sejumlah kasus lain, jika diselesaikan melalui 
mekanisme lembaga pemaafan, tentu akan sangat efektif, sebab, selain dapat 
diselesaikan dalam waktu yang singkat dan murah, juga tidak akan menciderai 
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rasa keadilan masyarakat, sebab penyelesaiannya dapat diterima oleh dua pihak 
yang berperkara. 
Keberadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa juga sangat 
dibutuhkan pada kasus pidana yang melibatkan dua sistem hukum pidana yang 
berbeda dari dua negara yang berbeda pula. Kasus-kasus tenaga kerja (TKI dan 
TKW) di luar negeri, selama ini belum dapat ditangani negara secara baik. Boleh 
jadi ini disebabkan karena hukum yang berlaku di negara tempat terjadinya kasus 
pidana berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Arab Saudi, 
misalnya, sebagai salah satu tujuan utama penempatan tenaga kerja dari 
Indonesia, menerapkan hukum yang berbeda dengan Indonesia, yaitu hukum 
Islam. Sehingga ketika terjadi sebuah kasus pidana yang melibatkan TKI atau 
TKW, sangat dibutuhkan terlibatnya sebuah lembaga yang dapat menjembatani 
kepentingan korban (yang dalam hal ini adalah TKI dan TKW) dan kepentingan 
pelaku tindak pidana (dalam hal ini, biasanya adalah majikan tempat TKI dan 
TKW bekerja). 
Sejumlah kasus hukum yang melibatkan TKI dan TKW akhir-akhir ini 
tidak dapat dituntaskan secara baik, tampaknya karena pemahaman terhadap 
hukum yang berlaku di kedua negara tidak maksimal, sehingga sering muncul 
kesan, adanya pihak, baik korban maupun pelaku tindak pidana, yang 
dikorbankan. Di sinilah tampak pentingnya sebuah lembaga alternatif 
penyelesaian perkara untuk memediasi kepentingan kedua pihak yang terlibat. 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 
pokok dalam tulisan ini adalah “Bagaimanakah Lembaga Pemaafan sebagai 
Lembaga Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Tinjauan Hukum 
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Islam”. Permasalahan pokok ini kemudian melahirkan sub-sub permasalahan 
berikut : 
1. Bagaimana eksistensi lembaga pemaafan dalam berbagai sistem hukum? 
2. Bagaimana jejek-jejak pemaafan dalam sejarah Islam? 
3. Tindak Pidana apa sajakah yang dapat diselesaikan di luar pengadilan 
melalui mekanisme lembaga pemaafan dalam hukum Islam? 
4. Mungkinkah dilakukan upaya memasukkan lembaga pemaafan dalam 
sistem hukum di Indonesia? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Secara etimologis, lembaga pemaafan terdiri dari dua kata, yaitu, lembaga 
dan maaf. Menurut bahasa, kata lembaga dalam kamus Bahasa Indonesia berarti 
badan, (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau 
melaksanakan suatu usaha.34 Sedangkan maaf adalah sama dengan pemaafan. 
Kata ini merupakan serapan dari bahasa Arab dari kata `afw atau al-‘afw. Dalam 
Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa, secara etimologis ‘afw atau al-‘afw berarti 
hilang dan terhapus; pemaafan. Istilah ini dalam fikih dibahas sehubungan 
dengan persoalan hukuman atas tindak pidana pembunuhan.35 
Jadi lembaga pemaafan adalah lembaga yang mengurus keinginan 
keluarga korban penganiayaan atau tindak pidana berupa pelukaan atau 
pembunuhan, apakah keluarga tersebut menginginkan pelaksanaan kisas atau 
hanya menuntut ganti rugi atau memaafkan sama sekali.  
Penambahan awalan “pe” dan akhiran “an” pada kata maaf menunjukkan 
                                                 
34 Departemen PendidikanNasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008), h. 839 
35 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam, Jilid I (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 
2003), h. 30 
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arti melakukan sebuah tindakan sehingga maksud dari kata pelembagaan adalah 
melakukan usaha  untuk terjadinya pemaafan terhadap perkara pidana yang telah 
terjadi. 
Demikian halnya pada kata penyelesaian, awalan “pe” dan akhiran “an” 
dapat menunjukkan arti melakukan usaha untuk menyelesaikan, atau proses atau 
cara menyelesaikan.36 Dalam hal ini yang diselesaikan adalah perkara pidana. 
Kata perkara sendiri menurut bahasa Indonesia mengandung beberapa 
pengertian, yaitu: 1) masalah; persoalan; 2) urusan (yg perlu diselesaikan atau 
dibereskan); 3) tindak pidana; 4) tentang; mengenai; dan 5) cak karena;.37 
Perkara yang dimaksudkan tulisan ini adalah pengertian ketiga, yaitu tindak 
pidana. 
Kata pidana adalah secara bahasa adalah kejahatan.38 Dimaksudkan di 
sini adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap 
kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang 
merupakan suatu penderitaan.39 
Adapun yang dimaksudkan dengan hukum Islam secara terminologis 
adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang 
tingkah laku manusia mukallaf yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua 
orang yang beragama Islam.”40 Makna hukum Islam ini identik dengan makna 
fikih sebagai “ketentuan-ketentuan hukum syara yang berhubungan dengan 
                                                 
36 Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 1391 
37 Ibid. 
38 Ibid., h. 1178 
39 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 
216. 
40Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam 
Kontemporer di Indonesia  (Cet.I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 4.  
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amaliah yang diusahakan dari dalil-dalil yang jelas (tafsīlī).”41 Dengan kata lain 
hukum Islam, ialah “kumpulan hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan 
manusia mukalaf yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci (  ُﺔَﻋﻮُﻤَْﳎ  ◌ِِمﺎَﻜْﺣَْﻷا
 ِﺔﱠﻴِﻠَﻤَﻌْﻟا ِﺔﱠﻴِﻋْﺮﱠﺸﻟا  ِﺔﱠﻴِﻠﻴِﺼْﻔﱠـﺘﻟا ﺎَﻬِﺘﱠﻟَِدأ ْﻦِﻣ ِﺔَﺒَﺴَﺘْﻜُﻤْﻟا  )”42 
Dari uraian di atas, maka yang dimaksudkan dengan judul tulisan ini 
adalah usaha untuk menjelaskan tentang kedudukan lembaga pemaafan sebagai 
lembaga khusus yang berfungsi sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian 
perkara pidana di luar mekanisme peradilan, di mana lembaga pemaafan itu 
adalah lembaga yang diadopsi dari hukum pidana Islam. 
Adapun ruang lingkup pembahasan adalah penjelasan tentang  lembaga 
pemaafan dengan argumentasi rasional dan ilmiah untuk menjadikan lembaga ini 
sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara pada perkara-perkara hukum 
pidana. 
D. Tinjauan Pustaka 
Kajian tentang lembaga pemaafan tampaknya belum mendapatkan 
perhatian yang sepantasnya dari para penulis, baik dari para ulama klasik 
maupun ahli hukum kontemporer. Dalam berbagai literatur yang ditemukan, 
pembahasan mengenai hal ini hanya disinggung pada saat penjelasan tentang 
hukum kisas bagi pelaku pembunuhan sengaja yang dapat diganti denganl  diat 
jika korban atau keluarganya dapat memaafkan pembunuhan tersebut. Belum 
                                                 
41Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Cet. II; 
Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 15.  
42 Abd al-Wahhab Khallāf, ‘Ilmu Usul al-Fiqh (Beirut: Dār al-Fikr, [t.th.]), h. 1.  
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ada usaha yang sistematis   untuk  membahas  masalah  lembaga  maaf  yang  
disebutkan  secara  jelas  dalam  Alquran ini secara komprehensif. 
Osman Abd al-Malek al-Saleh, dalam artikelnya berjudul “The Right of 
The Individual to Personal Security in Islam,” mengungkapkan salah satu 
prinsip hukum pidana Islam – khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana 
atau jarimah, bahwa “no person can be accused of a crime of suffer punishment 
except as specified by law” (tidak seorang pun dapat didakwa atas suatu 
kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan dalam undang-undang). 
Di dalamnya  juga dikemukakan tentang prinsip-prinsip perdamaian antara 
keluarga korban dengan pelaku jarimah pembunuhan atau penganiayaan yang 
mengakibatkan anggota tubuh korban terluka.43 
Demikian juga pembahasan yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmed 
al-Naim dalam Dekonstruksi Syariah misalnya  hanya menyinggung sedikit 
masalah ini. Ia berpendapat bahwa mungkin ada ruang bagi kebijaksanaan 
eksekutif dan yudikatif dalam menentukan kondisi-kondisi untuk menjatuhkan 
pilihan bagi individu, tetapi logika syariah sebagai hukum agama akan 
mencegah eliminasi pilihan individu karena ia dijamin Alquran.44 
Lebih jauh al-Naim mengatakan reaksi resmi terhadap kehendak pribadi 
korban (atau keluarganya) tergantung pada sifat kemasuk-akalan kehendak-
kehendak tersebut. Jika seseorang atau beberapa orang mendesakkan 
kepentingannya, negara boleh jadi menuntut untuk memberlakukan 
                                                 
43 Osman Abd al-Malek al-Saleh, The Right of the Individual to Personal Security in 
Islam.” Dalam M. Cherif Bassiouni, The Islamic Criminal Justice System (London, Roma, New 
York, Oceana Publications, 1982), h. 157 – 159. Hal ini sesungguhnya didasarkan pada kaidah 
ushul yang mengatakan bahwa “lā jarīmat wa lā uqūbat illā bi nass” (tidak ada jarimah dan tidak 
ada dakwaan tanpa ada nas). 
44 Abdullahi Ahmed Al-Na‘im, loc. cit. 
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pandangannya sendiri dengan dalih demi kepentingan umum, mungkin 
dilakukan melalui takzir. Namun, jika korban (atau keluarganya) mendesakkan 
tuntutannya dalam kondisi yang menurut perkiraan resmi tidak dapat 
dibenarkan, badan-badan resmi itu dapat mengurangi tuntutan atas dasar bahwa 
kondisi-kondisi yang mendesak bagi penggunaan kebijaksanaan perdata tidak 
muncul. 
Ini menunjukkan bahwa Al-Naim setuju jika ada sebuah lembaga 
dibentuk dalam rangka memfasilitasi hak-hak keluarga dalam menentukan 
apakah hukuman kisas yang dipilih ataukah hukum diat. Lembaga ini tidak 
boleh menghalangi hak-hak korban atau keluarganya tersebut, meskipun 
pertimbangan-pertimbangan kondisional. 
Dalam sejumlah kitab fikih klasik  ditemukan pembahasan tentang 
beberapa jarimah dalam hukum pidana Islam. Di antaranya jarimah ḥudūd, 
jarimah diat, dan jarimat takzir, seperti terdapat dalam kitab al-Tasyrī’ al-Jināī 
al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī,  Berkaitan dengan ketentuan 
beberapa jarimah tersebut, memang disinggung juga tentang adanya hak 
keluarga korban pembunuhan untuk memaafkan pembunuh dari hukuman 
(dalam tindak pidana pembunuhan sengaja), termasuk juga memaafkan 
pembunuh dari hukuman diat (dalam pembunuhan tidak sengaja).45  
Penulis hukum pidana Islam di Indonesia juga demikian, di antaranya 
Ahmad Hanafi dalam  “Azas-azas Hukum Pidana Islam”, yang mengulas 
prosedur pemaafan pelaku jarimah. Menurutnya, korban atau keluarganya hanya 
bisa memaafkan hukuman pelaku jarimah yang merugikan korban atau keluarga 
korban secara langsung (hak privat). Sedangkan hukuman yang berkaitan 
                                                 
45 Abd al-Qadir Audah, op. cit., h. 68 - 72 
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dengan kepentingan masyarakat (hak publik) tidak bisa dimaafkan oleh korban 
atau keluarganya. Misalnya dalam kasus pembunuhan sengaja, keluarga korban 
berhak mengeksekusi pembunuh – yang terbukti bersalah membunuh korban – 
dengan hukuman (yang diwakili oleh penegak hukum). Tetapi keluarga korban 
juga berhak memaafkan hukuman terhadap pembunuh. Dalam hal ini keluarga 
korban dapat menuntut ganti  rugi  atau diat, atau bahkan membebaskan 
pembunuh dari hukuman diat juga. Namun demikian, jika hakim menjatuhkan 
hukuman takzir kepada pembunuh tersebut, maka keluarga korban tidak berhak 
memaafkan hukum takzir karena hukuman yang terakhir ini merupakan 
kepentingan publik.46 
Sementara itu, dalam ranah hukum positif, sejumlah pakar hukum 
pidana nasional saat ini, mengusulkan pemberlakuan restorative justice untuk 
diadopsi dalam revisi KUHP, sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini. 
Misalnya dilakukan oleh Muzakkir, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum 
Universitas Islam Indonesia (UII), yang menulis disertasi doktornya berjudul 
Muzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. Di 
sini Muzakkir banyak menyinggung tentang lemahnya posisi korban tindak 
pidana dalam sistem hukum nasional. Karena itu, ia mengusulkan pemberlakuan 
sistem Restorative Justice.47   
Ide tentang pemberlakuan sistem Restorative Justice ini juga banyak 
ditemukan dari gagasan sejumlah pakar hukum pidana melalui sumber-sumber 
internet. Jika sistem Restorative Justice bisa masuk dalam KUHP, maka tentu 
saja posisi lembaga pemaafan, menjadi sangat strategis, sebab untuk menampung 
                                                 
46 Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam  (cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 
1990), h. 153 – 154  
47 Muzakkir, loc. cit. 
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aspirasi dari korban atau keluarga korban tindak pidana, tentu dibutuhkan sebuah 
lembaga yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut dan itu 
adalah fungsi utama dari lembaga pemaafan.  
Dengan demikian, tulisan ini akan mengaloborasi sejumlah pandangan 
dan dalil-dalil syar’iy untuk mendukung upaya dimungkinkannya penyelesaian 
kasus-kasus pidana di luar pengadilan melalui pelembagaan lembaga pemaafan 
dalam sistem hukum yang berlaku. 
E. Kerangka Teori 
1. Lembaga pemaafan 
Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa lembaga pemaafan adalah 
salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh hukum Islam. Lembaga seperti ini 
tidak ditemukan dalam hukum nasional di bidang pidana. Karena itu, untuk 
mengatasi kelemahan-kelemahan yang dialami sistem peradilan pidana saat ini, 
maka sangat wajar jika ada upaya untuk mengusulkan lembaga pemaafan ini 
masuk ke dalam hukum nasional, melalui Rancangan Undang-undang tentang 
KUHP yang saat ini masih belum selesai pembahasannya di DPR. Hal ini tentu 
saja dimungkinkan sebab bagaimanapun, hukum Islam adalah salah satu sumber 
pembentukan hukum nasional, selain hukum Barat dan hukum adat. 
Ide tentang lembaga pemaafan ini sesungguhnya lahir dari hukum kisas 
yang kadang dihitung sebagai hukum Barbarian yang bertentangan dengan hak 
asasi manusia, karena sanksi terhadap kasus pembunuhan adalah pelakunya harus 
dihukum bunuh juga. Orang kadang tidak melihat bahwa dalam rangkaian hukum 
mengenai pembunuhan itu ada jalan untuk menghindari hukuman kisas, yaitu jika 
keluarga korban pembunuhan memafkan pelaku pembunuhan. 
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Pemaafan dari keluarga korban bisa pemaafan mutlak tanpa menuntut 
bentuk hukuman yang lain, tetapi dapat juga keluarga korban menuntut bentuk 
hukuman yang lain berupa ganti rugi dari pelaku pembunuhan. Jika dipikir-pikir, 
hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum nasional selama ini adalah 
hukuman penjara lima sampai puluhan tahun dan hanya sedikit yang dijatuhi 
hukuman mati. Hukuman seperti ini jelas tidak menyelesaikan masalah, sebab 
selain tidak memuaskan, juga tidak ada perhatian terhadap keluarga korban 
pembunuhan. Coba bayangkan jika yang terbunuh itu adalah kepala keluarga 
yang menjadi satu-satunya tulang punggung nafkah keluarga. Siapa yang akan 
bertanggung jawab terhadap nasib keluarga itu.  
Hukum Islam memberi hak kepada keluarga itu untuk menuntut hukuman 
mati terhadap pelakunya. Tetapi keluarga itu bisa juga menuntut ganti rugi yang 
dapat menjamin kelangsungan hidup keluarga itu. Inilah wajah hukum Islam 
yang sesungguhnya. Sangat memperhatikan nasib korban tindak pidana atau 
keluarganya.  
Agar korban atau keluarga korban  dapat menyalurkan aspirasi dan 
keinginannya dengan baik, maka perlu ada sebuah lembaga yang dibentuk untuk 
itu. Itulah lembaga pemaafan. Fungsi utama lembaga ini adalah menyalurkan 
aspirasi keluarga korban pembunuhan yang ingin menuntut ganti rugi (diat), 
tetapi selain itu ia juga dapat memfungsikan diri dalam kaitan mendamaikan 
(iṣlāh) atau menjadi ḥakam (mediator) di antara pihak-pihak yang bersengketa 
dalam perkara pidana.  
Lembaga Pemaafan di sini, mirip dengan lembaga Pemaafan dan 
Perdamaian antara kedua pihak (Lajnah al-’Afw wa al-Iṣlāḥ żāt al-Bain) di Arab 
Saudi. Lembaga ini adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk 
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mengupayakan pemaafan dan perdamaian antara pihak pihak dan anggota 
masyarakat yang bertikai dalam kasus kasus yang diperbolehkan secara hukum 
untuk mengupayakan pemaafan hingga detik detik terakhir sebelum eksekusi 
dilakukan. Para anggota dalam hal ini terdiri dari tokoh tokoh bijak yang 
berpengaruh dalam masyarakat dan pemerintahan biasanya dari unsur hakim, 
ulama dan tokoh masyarakat, serta pejabat tinggi di kantor gubernur dan 
kepolisan. Komisi ini tidak mengupayakan pemaafan terhadap kasus perampokan 
dan penyimpangan seksual disertai pembunuhan dan kasus terhadap kehormatan 
seseorang (pemerkosaan) disertai pembunuhan dan kasus besar lain yang 
mengusik keamanan negara.48 
Pemaafan terhadap terpidana di Saudi Arabia justru tidak bisa dilakukan 
oleh kepala pemerintahan seperti halnya di Indonesia, pemaafan hanya boleh 
dilakukan oleh keluarga korban sehingga hukum pidana di Arab Saudi terdapat 
dua macam hak dalam setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian 
terhadap seseorang yaitu hak umum dan hak khusus, hak umum adalah hak dan 
kewajiban negara untuk menghukum orang orang yang telah melakukan tindak 
pidana di wilayah hukum Arab Saudi berdasarkan ketentuan hukum setempat.  
Sedangkan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pribadi dan ahli warisnya 
yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi 
materi atau untuk menuntut diterapkannya hukuman.49 
Pada tahun 2011, siaran pers KBRI Riyad menyebutkan, Menhukham RI, 
yang saat itu dijabat oleh Patrialis Akbar, menyampaikan permohonan keringan 
hukuman terhadap 23 WNI terpidana mati melalui mekanisme bantuan pemaafan 
                                                 
48 Jiddan, “Hukum Pancung di Arab Saudi” Kompasiana; Sharing, Connecting. 
http://hukum.kompasiana.com/2012/10/07/hukum-pancung-di-saudi-arabia/ (2 Desember 2012) 
49 Ibid. 
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dari pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan pemaafan dari keluarga korban 
melalui bantuan ”Lajnah Al-‘Afw” (lembaga pemaafan).50 
Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Kehakiman Arab Saudi 
menjelaskan bahwa pemerintahnya tidak dapat turut campur selama proses 
peradilan dan terhadap putusan vonis hakim berdasarkan syariah Islam apabila 
suatu perkara hukum telah diputuskan pengadilan. Peradilan Arab Saudi bersifat 
independen dan hakim tidak mungkin bisa dipengaruhi.51 
Menteri Kehakiman Saudi menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi 
memiliki tiga tingkat makamah, antara lain tingkat I, tingkat II dan Mahkamah 
Agung. Dalam kasus hukuman mati, institusi-institusi tersebut akan meneliti 
tidak hanya dari sisi hukum saja, melainkan juga dari bukti-bukti atas kejadian. 
Keputusan hakim atas perkara hukum adalah ijtihad manusia.52 
Dilihat dari sifatnya, lembaga pemaafan yang dimaksudkan di sini 
berbeda dengan lembaga pemaafan di Arab Saudi, sebab sebagaimana terlihat di 
atas, lembaga pemaafan di Arab Saudi mengupayakan pemaafan terhadap 
terpidana yang sudah divonis pengadilan, sementara lembaga pemaafan 
dimaksudkan di sini adalah lembaga pemaafan yang bekerja sebagai alternatif 
penyelesaian perkara masalah sebelum kasusnya di bawah ke pengadilan. 
Selain itu, perbedaan juga terjadi pada kewenangan kasus yang ditangani, 
jika di Arab Saudi, kewenangan lembaga pemaafan hanya terfokus pada upaya 
pengampunan terpidana dari hukuman mati kepada keluarga korban, maka 
lembaga pemaafan di sini memiliki kewenangan yang lebih luas dari itu, yaitu 
                                                 
50 Yahoo!News Indonesia, ” Pemerintah Saudi bebaskan 316 WNI Terlibat Hukum”, 
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sebagai alternatif penyelesaian perkara selain pengadilan, sehingga tidak seluruh 
perkara pidana harus dibawa dan diselesaikan melalui mekanisme pengadilan.  
 
  
2. Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana  
Lazimnya, setiap perkara hukum diselesaikan kasusnya melalui 
mekanisme pengadilan. Hanya saja, penyelesaian melalui peradilan ini memiliki 
sejumlah kelemahan. Antara lain, lama dan berbelit-belit. Sebuah kasus misalnya, 
harus melewati berbagai tahap pemeriksaan sebelum di sidangkan di pengadilan 
tingkat pertama. Setelah itu pun jika putusannya tidak memuaskan, masih dapat 
ditempuh pengadilan tingkat kedua untuk banding. Lalu di atasnya pun masih 
ada kasasi, dan peninjauan kembali sebelum kasus itu berkekuatan hukum tetap. 
Karena prosesnya yang lama dan bertele-tele itu, ongkos perkara pun menjadi 
mahal. 
Selain itu,  selama proses peradilan itu, kasus hanya bertumpu pada 
pembuktian terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan akibat yang ditimbulkan 
dari pelanggaran hukum itu tidak mendapat perhatian yang selayaknya. Karena 
itu, muncul pemikiran untuk membuat suatu lembaga yang bisa mengatasi 
kelemahan-kelemahan di atas, yaitu lembaga di luar pengadilan yang dapat 
menyelesaikan perkara hukum sebelum diajukan ke pengadilan. 
Kata “alternatif” di sini berarti pilihan di antara dua atau lebih 
kemungkinan”.53 Dalam konteks Alternatif Penyelesaian Perkara berarti ada 
”jalan yang lebih utama”, yaitu pengadilan, sebab di Indonesia pengadilan 
merupakan lembaga resmi negara yang menyelenggarakan hukum dan keadilan, 
                                                 
53 Departemen PendidikanNasional, op. cit., h. 45. 
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sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman : 
1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia.54  
2. MA dan MK adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman.55  
3. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,mengadili dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya.56 
Penggunaan terminologi “Alternatif Penyelesaian Sengketa” seeperti 
dalam Undang-undang RI nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, sesungguhnya kurang tepat karena pada dasarnya yang 
dimaksud adalah padanan dari istilah asing “Alternative Dispute Resolution”. 
Istilah “Alternatif Penyelesaian Sengketa” memiliki arti sebagai pilihan yang 
dapat ditempuh dalam penyelesaian suatu sengketa. Pengadilan adalah salah satu 
alternatif atau pilihan yang dapat ditempuh dalam penyelesaian suatu sengketa. 
Dengan demikian, istilah “Alternatif Penyelesaian Sengketa” mencakup juga 
penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Sedangkan istilah “Alternative 
Dispute Resolution” adalah pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan selain 
di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan makna yang mendasar 
                                                 
54 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, pasal 1 butir 1 
55 Ibid., butir 2 dan butir 3 
56 Ibid., pasal 10 butir 1 
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antara terminologi “Alternative Dispute Resolution” dengan terminologi 
“Alternatif Penyelesaian Sengketa”.  
Istilah “Alternative Dispute Resolution” lebih tepat jika dipadankan 
dengan istilah “Penyelesaian Sengketa Alternatif” yang maknanya adalah 
penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif atau di luar jalur reguler yang 
dalam hal ini adalah pengadilan, layaknya seseorang yang ingin pergi ke suatu 
tujuan dengan menggunakan jalur alternatif dengan maksud agar dapat sampai ke 
tujuan dengan lebih cepat dan mudah. Namun karena istilah inilah yang 
digunakan dalam Undang-undang, maka istilah tersebut yang dipakai sebagai 
padanan dari istilah asing "Alternative Dispute Resolution" 
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ini, sesungguhnya sudah 
dikenal dalam kasus-kasus hukum perdata, dengan lahirnya Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Juga dalam hukum adat, dengan dimungkinkannya 
penyelesaian sengketa, baik perdata maupun pidana, yang terkait dengan adat, di 
depan pengadilan adat. Tetapi, lembaga semacam itu, tidak dikenal di dalam 
KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini. Sedangkan di zaman penjajahan 
Belanda, pengadilan adat ini diakui secara resmi oleh negara. 
Rudy Satriyo Mukantardjo, menegaskan bahwa mediasi tidak dikenal 
dalam ranah hukum pidana. "Mediasi hanya ada dalam hukum perdata," 
Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tidak punya landasan hukum 
formal. Akibatnya, tak jarang suatu kasus yang telah didamaikan secara informal, 
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seperti hukum adat, tetap saja diproses ke pengadilan sesuai dengan ketentuan 
hukum.57 
 Jika di dalam hukum pidana nasional, penyelesaian perkara pidana di luar 
pengadilan tidak dikenal, maka dalam hukum Islam hal itu dimungkinkan dengan 
adanya lembaga pemaafan sebagai penengah di antara dua pihak yang 
bersengketa. Di sinilah letak pentingnya upaya pelembagaan lembaga pemaafan 
sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum 
pidana. 
Adapun alur kerangka pikir dalam tulisan ini dapat dilihat pada 










                                                 
57 Rita Triana Budiarti, dan Wisnu Wage Pamungkas, “Mediasi Pidana, Mungkinkah?” 
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F. Metode Penelitian 
1. Pendekatan 
Dalam penulisan disertasi ini digunakan pendekatan syar’ī dan 
pendekatan sosiologis. Pendekatan syar’ī untuk menganalisis permasalahan 
dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Alquran dan 
hadis serta tafsirnya. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk 
menganalisis permasalahan berdasarkan kondisi sosial masyarakat dalam 
kaitannya dengan penerapan lembaga pemaafan dalam tindak pidana.  
Di samping itu, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang 
dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum yang berlaku, 
maka penelitian seperti ini dikenal sebagai “studi dogmatik” atau “doctrinal 
research”.58 
Penelitian doktrinal ini sesungguhnya serupa dengan proses penelitian 
emperis, baik yang termasuk dalam bidang ilmu-ilmu sosial maupun ilmu alam. 
Penelitian ini selalu bergerak menyelenggarakan proses abstraksi untuk sampai 
pada tujuannya, dengan menundukkan diri tanpa syarat kepada kontrol logika 
agar terhindar dari pengaruh subyektifitas. Perbedaan antara penelitian 
doktrinal dengan penelitian emperis hanyalah, bahwa penelitian-penelitian 
doktrinal ini berdasarkan postulat-postulat normatif yang disebut dengan norma 
hukum dan doktrin. Sedangkan penelitian empiris bertolak dari data-data 
empiris yang konsekuensi logisnya berakhir pada penemuan-penemuan teori. 
                                                 
58 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 
h. 86 
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Sama seperti dalam penelitian-penelitian empiris, doktrin-doktrin hukum yang 
diperoleh dari proses penelitian doktrinal ini, kebenarannya ditentukan 
sepenuhnya pada berlakunya norma-norma hukum yang dikoleksi, diklasifikasi, 
dan diinterpretasi. Penelitian doktrinal ini sepenuhnya juga  tunduk kepada 
disiplin metodologis penelitian ilmiah yang diikuti ilmu-ilmu empirik. 
Perbedaan yang ada tidaklah dapat dicari dalam aspek metodologisnya, akan 
tetapi pada obyeknya. Penelitian-penelitian empiris mengejar pengetahuan  dan 
teori baru di dunia aktual. Sedang penelitian doktrinal terhadap hukum, di 
pihak lain, berkehendak mengejar asas-asas dan doktrin-doktrin di dunia 
hukum, di mana penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-
bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan hukum tersebut 
mengandung kaidah-kaidah hukum. 
2. Pengumpulan Data 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan (library research) yang mengandalkan sumber datanya pada 
sumber-sumber tertulis, yang terdiri dari sumber data primer, yaitu bahan-
bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini adalah sumber-sumber hukum 
dalam hukum Islam, yaitu Alquran dan sunnah Nabi Muhammad saw, dan 
sumber sekunder, yaitu sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer, seperti kitab-kitab tafsir, syarah hadis, dan referensi-
referensi hukum lainnya, baik  yang terkait langsung dengan pokok kajian 
maupun tidak langsung. 
Selain kedua sumber tersebut, digunakan pula sumber/bahan hukum 
tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap 
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bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia, fail 
internet dan sebagainya. 
3. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Oleh karena tulisan ini bersifat deskriptif, maka metode pengolahan dan 
analisis data yang digunakan adalah metode deduktif,  yaitu menganalisis data 
yang bertolak dari data yang bersifat umum, untuk memperoleh kesimpulan 
bersifat khusus.59 
Content analysis (analisis isi) digunakan untuk menganalisis data yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan kitab suci sehingga diperoleh 
suatu hasil atau pemahaman berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan 
oleh peraturan perundang-undangan dan kitab suci, atau sumber informasi lain 
yang secara obyektif, sistematis dan relevan secara sosiologis.60 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
 Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara teoritis dan 
rasional tentang upaya lembaga pemaafan sebagai alternatif penyelesaian perkara 
pidana di luar mekanisme peradilan, dengan meneliti dasar hukum, tugas-tugas 
dan kewenangannya dalam hukum Islam sebagai salah satu sumber materil 
hukum nasional.  
2. Kegunaan Penelitian  
                                                 
59 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I (cet. Xxi; Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 
h. 14 
60 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Cet. II; 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 154.  
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Adapun kegunaannya adalah dapat menjadi salah satu pertimbangan 
dalam pengambilan kebijakan untuk perubahan KUHP yang saat ini masih dalam 
pembahasan di lembaga legislatif. 
H. Garis-garis Besar Isi 
Disertasi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama ini menguraikan 
sejumlah hal tehnis menyangkut tulisan ini. Dimulai dari pemaparan latar 
belakang dan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya dikemukakan definisi 
operasional dan ruang lingkup pembahasan, lalu tujuan dan kegunaan penelitian 
dan diakhiri dengan pembahasan tinjauan pustaka dan metode penelitian. 
Bab kedua adalah bab teoritis. Di sini dibicarakan tentang pengertian 
Lembaga pemaaafan, Pemaafan dalam Ajaran Islam dan Pemaafan dalam lintas 
sejarah Islam. Pembahasan-pembahasan ini penting untuk mengantar dan 
menjelaskan pentingnya pemaafan dalam Islam dan pentingnya pemaafan itu 
dilembagakan untuk menangani kasus kasus pidana yang terjadi dalam 
masyarakat. 
Bab ketiga masih merupakan bab teoritis yang membicarakan tentang 
Penyelesaian Perkara Alternatif dalam Sistem Hukum di Indonesia. Pembahasan 
diawali dengan penjelasan tentang pengertian Lembaga Alternatif Penyelesaian 
Perkara yang merupakan padanan dari istilah Alterative Dispute Resolution yang 
biasa disingkat ADR dalam bahasa Inggeris, lalu pembahasan mengenai manfaat 
lembaga alternatif penyelesaian perkara, kemudian bentuk-bentuk alternatif 
penyelesaian perkara dan diakhiri dengan pembahasan tentang contoh lembaga-
lembaga alternatif penyelesaian perkara yang telah eksis dalam sistem hukum di 
Indonesia. 
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Bab keempat adalah bab Analisis. Di sini dibicarakan analisis tentang 
lembaga pemaafan sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara pidana 
hukum Islam, dasar hukumnya, kewenangan dan batas kewenangannya, diat dan 
kaitannya dengan keadilan restoratif, serta diakhiri dengan pembahasan 
pentingnya lembaga pemaafan ini diupayakan untuk dimasukkan ke dalam 
KUHP, sehingga lembaga pemaafan tersebut memiliki dasar yuridis yang kuat, 
sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara di bidang pidana, yang sampai 
hari ini tidak ada, padahal di sistem hukum lainnya, yaitu di dalam hukum 
perdata, lembaga alternatif penyelesaian perkara itu sudah banyak. 
Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi 




PEMAAFAN DALAM AJARAN ISLAM 
A. Memaknai Lembaga Pemaafan 
Lembaga pemaafan terdiri dari dua kata, yaitu, lembaga dan pemaafan. 
Menurut bahasa, kata lembaga dalam kamus Bahasa Indonesia, setidaknya 
memiliki enam pengertian, yaitu : 
1. Asal mula (yang akan menjadi sesuatu), bakal (binatang, manusia, atau 
tumbuhan); 
2. Bentuk (rupa, wujud) yang asli; 
3. Acuan, lekatan (tt. mata cincin, dsb.); 
4. Badan, (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan 
keilmuan atau melaksanakan suatu usaha; 
5. Kepala suku (di negeri sembilan);1 
Adapun kata pemaafan merupakan serapan dari bahasa Arab dari kata 
‘afā atau al-‘afw. Ulama berbeda  dalam mengungkapkan makna kata ini secara 
bahasa. Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā mengatakan, kata ini memiliki dua 
makna dasar. Pertama menunjuk pengertian meninggalkan atau mengabaikan 
sesuatu, kedua menunjuk pada tuntutan melaksanakan sesuatu itu. Berdasarkan 
dua pengertian ini kemudian lahir pengertian-pengertian yang lain,2 misalnya, 
pernyataan Allah memberikan pemaafan terhadap hamba-Nya, yang maksudnya 
adalah Allah membiarkan mereka tanpa menghukumnya sebagai fadīlah dari-
Nya.3  
Menurut al-Khalīl sebagaimana dikutip dari Ibnu Zakariyā, semua yang 
                                                          
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta:Pusat Bahasa, 
2008), h. 839 
2 Aḥmad bin Fāriz bin Zakariyā, Mu’jam al-Maq y s f  al-Lugah (Beirut: D r al-
Fikr, 1994), h. 667 
3 Ibid. 
 41
berhak diberi sanksi hukum kemudian dibiarkan, maka itulah yang dimaksud 
pemaafan.4 Namun kadang-kadang pemaafan itu berasal dari pemberian yang 
bukan hak, misalnya sabda Nabi saw. dari Ali r.a. yang diriwayatkan oleh al-
Tirmizī sebagai berikut:  
ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ : لﺎﻗ ﻲﻠﻋ ﻦﻋ  ْﺪَﻗ  ُتْﻮَﻔَﻋ  ْﻢُﻜَﻟ  ْﻦَﻋ  ِﺔَﻗَﺪَﺻ 
 ِﻞْﻴَﺨْﻟا (يﺬﻣﺮﺘﻟا ﻩاور)5  
Artinya:  
"Dari Ali ia berkata: Nabi saw. telah berabda: saya meninggalkan atau 
melepaskan kalian dari (kewajiban) zakat kuda". 
Al-Rāgib al-Isfahāni mengatakan, makna kata al-‘afw adalah keinginan 
memberikan sesuatu, misalnya kalimat ‘afat al-rīh al-dār maksudnya angin 
memberikan sesuatu pada rumah, yakni kesegaran karena yang dirasakan 
penghuni rumah karena angin. Atau kalimat ‘afawtu ‘anh (saya 
memaafkannya), maksudnya, saya berkeinginan menghilangkan dosanya dan 
mengalihkan dosa itu darinya.6 Muḥammad Ismā‘īl Ibrāhīm mengatakan 
kalimat ‘afā ‘an al-żanb ‘afwan maksudnya adalah mengampuninya dan tidak 
menyiksanya. Atau kalimat ‘a’faytuhū artinya adalah membiarkannya tumbuh 
dan berkembang.7 
Menurut Ensiklopedi Islam, secara etimologis 'afā atau al-‘afw berarti 
hilang dan terhapus; pemaafan. Istilah ini dalam fikih dibahas sehubungan 
dengan persoalan sanksi pidana atas tindak pidana pembunuhan.8 
                                                          
4 Ibid. 
5 Muḥammad bin Isa Abū Īsā al-Tirmizī, Sunan al-Tirmiz , Juz III (Beirut: D r Ihy  
al-Tur s al-Arab , t.th.), h. 16 
6 Al-Rāgib al-Iṣfahānī, Mufrad t Alfāẓ al-Qur’ n (Beirut: D r al-Fikr, t.th.), h. 351 
7Muḥammad Ismā‘īl Ibrahim, Mu’jam al-Alf z wa al-A’l m al-Qur’ niyyah (Kairo: 
D r al-Fikr al-Arab , t.th.), h. 349 
8Abdul Aziz Dahlan,  Ensiklopedi Islam, Jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 
h. 30 
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Sementara itu, M. Quraish Shihab menguraikan perkembangan makna 
kata ‘afā. Menurutnya, kata ini disebutkan dalam Alquran dengan derivasinya 
sebanyak 34 ayat.9 Mulanya  kata ini berarti kelebihan,10 seperti terdapat dalam 
firman Allah QS al-Baqarah/2 : 219  
 …  ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ ِتَﺎﻳَْﻵا ُﻢُﻜَﻟ ُﻪﱠﻠﻟا ُﻦﱢﻴَـﺒُـﻳ َﻚِﻟَﺬَﻛ َﻮْﻔَﻌْﻟا ِﻞُﻗ َنﻮُﻘِﻔْﻨُـﻳ اَذﺎَﻣ َﻚَﻧﻮَُﻟﺄْﺴَﻳَو
 َنوُﺮﱠﻜَﻔَـﺘَـﺗ) ةﺮﻘﺒﻟا2  :219(  
Terjemahnya : 
‘… dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 
Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.11 
Kata M. Quraish Shihab, yang berlebih harus ‘diberikan’ sehingga 
‘keluar’. Hal ini menyebabkan apa yang tadinya berada di dalam atau dimiliki 
menjadi tidak di dalam dan tidak dimiliki lagi, sehingga kata al-’afw 
berkembang maknanya menjadi ‘keterhapusan’. Memaafkan berarti menghapus 
luka atau bekas-bekas kekesalan yang ada di dada, atau mengeluarkan apa yang 
terdapat di dalam  dada dari kesalahan orang lain, sehingga hilang dari 
ingatan.12 
Dalam bahasa Inggeris, pemaafan dikenal sebagai "forgiveness".13 
Konsep ini telah menarik perhatian para peneliti dalam konsep kepribadian dan  
                                                          
9 H.M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 
Umat (Bandung: Mizan,19  ), h. 246 . Namun setelah dicek ulang dengan menggunakan al-
Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān, ternyata jumlahnya yang benar adalah 35 ayat. Lihat 
Muḥammad Fuād Abd al-Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’ān (Beirut: Dār al-Fikr, 
1992), h. 592-593 
10 H.M. Quraish Shihab, op. cit., h. 247 
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Medinah Munawwarah: 
Mujamma’ al-Malik Fahd li Ṭiba’at al-Musḥaf, t.th.), h. 53 
12 H.M. Quraish Shihab, loc. cit. 
13 ”Maaf” Kamus Bahasa Inggeris Online-Kamus Inggeris-Indonesia, http://kamusbahasa 
inggris.com/, (31 Oktober 2012). 
 43
psikologi  sosial selama beberapa tahun terakhir.  Salah satu alasannya, selain 
karena efek interpersonal yang positif, memaafkan sering diasumsikan memiliki 
efek intrapersonal positif pada penyesuaian psikologis individu yang 
memaafkan. Jika memaafkan memiliki pengaruh penyesuaian psikologis, maka 
hal itu memiliki implikasi yang penting bagi konseling dan psikoterapi pada 
pengalaman menyakitkan.14 
"Forgiveness" memiliki arti terminologis dengan dua hal, yaitu meminta 
maaf dan memaafkan. Menurut Leonardo Horwitz pakar ahli psikoanalisa dari 
Greater Kansas City Psycoanalitic Institute, untuk melakukan dua hal ini ada 
elemen yang dilibatkan termasuk korban, pelaku, juga berbagai tingkat trauma, 
luka dan  ketidakadilan.15 
Selama satu dekade terakhir, kelompok pertama riset "forgiveness" yang 
dipimpin oleh Michael E. McCullough (tokoh yang menghabiskan waktunya 
dalam penelitian "forgiveness"), memberikan definisi bahwa "forgiveness" 
didefinisikan sebagai satu set perubahan-perubahan motivasi dimana suatu 
organisme menjadi (a) semakin menurun motivasi untuk membalas terhadap 
suatu hubungan mitra; (b) semakin menurun motivasi untuk menghindari pelaku; 
dan (c) semakin termotivasi oleh niat baik, dan keinginan untuk berdamai dengan 
pelanggar, meskipun pelanggaran termasuk tindakan berbahaya.16 
Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa pemaafan merupakan 
perubahan serangkaian perilaku dengan jalan menurunkan motivasi untuk 
membalas dendam, menjauhkan diri atau menghindar dari perilaku kekerasan 
                                                          
14 Dita Septeria, "Bab II Kajian Teori" Perpustakaan Online UIN Malang. http://lib.uin-




dan meningkatkan motivasi ataupun keinginan untuk berdamai dengan pelaku.  
Selain itu terdapat definisi pemaafan yang dikemukakan oleh Enright, 
Gassin & Wu, yaitu:  
 
 “the overcoming of negative effect and judgement toward the offender, 
not by  denying ourselves the right to such ffect and judgement, but by 
endeavoring  to view the offender with compassion, benevolence, and 
love”17 
Gustafson mendefenisikan pemaafan ke dalam lima point yaitu adanya; 
deciding, punishing, perceiving an injustice, taking action, experiecing 
emotional relief.  Kelima poin tersebut diambil dari pengertian yang ia buat 
yaitu: “forgiveness means deciding not to punish a perceived injustice, taking 
action  on thet decesion, and experiencing the emosional relief that follows”.18  
Pemaafan dari pengertian tersebut adalah pengambilan keputusan untuk 
tidak menghukum, merasakan ketidakadilan, mengambil tindakan dalam 
keputusan dan mengikuti untuk mengurangi pengalaman yang emosional.   
 Worthington & Wade mendefinisikan pemaafan sebagai suatu pilihan 
internal korban (baik sengaja maupun tidak) untuk melepaskan rasa tidak 
memaafkan dan untuk mencari perdamaian/rekonsialisasi dengan pelaku jika 
aman, bijaksana, dan mungkin untuk dilakukan.  
 “is a victim’s internal choice (either unconscious or deliberate) to 
relinquish  unforgiveness and to seek reconciliation with the offender if 
safe, prudent and  possible to do so”19  
                                                          
17 Sikap untuk mengatasi hal-hal yang negatif dan penghakiman terhadap orang yang 
bersalah dengan tidak menyangkal rasa sakit itu sendiri tetapi dengan rasa kasihan, iba dan cinta 
kepada pihak yang menyakiti. Lihat ”Definisi Pemaafan” dalam 
http://www.psychologymania.com/2013/01/definisi-pemaafan.html (1 Mei 2013)  
18 Pengampunan berarti memutuskan untuk tidak menghukum ketidakadilan, mengambil 




McCullought, Worthington, & Rachal mendefinisikan pemafaan 
sebagai perubahan motivasional, menurunnya motivasi untuk balas dendam dan 
motivasi untuk menghindar orang yang telah menyakiti, yang cenderung 
mencegah seseorang berespon yang destruktif dalam interaksi sosial dan 
mendorong  seseorang untuk menunjukan perilaku yang konstruktif terhadap 
orang yang telah menyakitinya.  
“is a motivational transformation-reduction in avoidance motivation and 
revenge motivation that inclines people to inhibit relationship-detructive 
responses and to behave constructively toward someone who has behaved  
destructively toward them”20  
“Forgiveness" menurut McCullough dan Worthington adalah “fenomena 
yang kompleks yang berhubungan dengan emosi, pikiran dan tingkah laku, 
sehingga dampak dan penghakiman yang negatif terhadap orang yang menyakiti 
dapat dikurangi.”. Worthington membuat perbedaan antara keputusan untuk 
mengampuni dan memaafkan secara emosi. Waktu orang yang disakiti 
memutuskan untuk mengampuni, ia memutuskan tidak membalas dendam atau 
menghindarinya. Individu bertindak seperti sebelum terjadi kesalahan, dan bila  
mungkin dan aman individu berusaha untuk rekonsiliasi.21 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memaafkan merupakan cara 
mengatasi hubungan yang rusak dengan dasar prososial untuk memperoleh 
kesembuhan dari ingatan yang terluka tanpa harus melupakannya. 
Sementara itu, dalam bahasa Arab, ‘afā atau al-‘afw yang dimaksudkan 
di sini selalu terkait dengan kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang 
lain. Menghapus atau tidak menuntut balas kesalahan atau dosa itu disebut ‘afā 
dan perbuatannya disebut al-‘afw. Jadi lembaga pemaafan adalah lembaga yang 
                                                          
20 Ibid. 
21 Ibid . 
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mengurusi masalah ini. Lembaga di sini mengacu pada pengertian lembaga 
yang keempat dalam pengertian bahasa tersebut, yaitu badan atau organisasi 
yang tujuannya melaksanakan suatu usaha.  
Sebenarnya lembaga itu tidak harus dalam bentuk suatu badan atau 
organisasi berstruktur formal, sebab dalam hukum Islam, lembaga ini memang 
ada, yaitu keluarga korban penganiayaan atau tindak pidana berupa pelukaan 
atau pembunuhan (yang hanya saja dalam perkembangan zaman sekarang, 
lembaga ini perlu diformalkan dengan memasukkan beberapa unsur aparat 
penegak hukum untuk memberikan pencerahan kepada keluarga korban), yang 
secara tegas disebutkan di dalam Alquran. Apakah keluarga tersebut 
menginginkan pelaksanaan kisas atau hanya menuntut ganti rugi atau 
memaafkan sama sekali. Inilah yang dimaksudkan di sini sebagai lembaga 
pemaafan. 
Oleh karena itu, menurut istilah, ulama merumuskan definisi ‘afw 
secara berbeda-beda. Mazhab Hanafi dan Maliki mendefinisikannya sebagai 
melepaskan hak kisas (pembunuhan) terhadap pembunuh tanpa imbalan.22 
Berdasarkan  definisi ini, ahli waris korban pembunuhan hanya memiliki salah 
satu di antara dua hak, yaitu hak menuntut pelaksanaan kisas terhadap 
pembunuh atau memaafkannya tanpa menerima diat (denda). Pembayaran diat 
tergantung pada persetujuan dari pelaku pembunuhan. Tetapi, jika pelaku 
pembunuhan tidak rela membayarnya, ahli waris tidak berhak menuntutnya.23 
Sementara itu, menurut Mazhab Syafi`i dan Hambali, definisi 'afwun 
adalah melepaskan hak kisas dengan menerima diat.24 Definisi ini memberikan 
                                                          




pengertian bahwa ahli waris berhak memilih di antara dua hak, yaitu menuntut 
penerapan kisas atau memaafkannya dengan menerima diat, baik dengan 
persetujuan pelaku pembunuhan maupun tidak. Definisi menurut pendapat 
mazhab Syafi’i dan Hambali inilah yang digunakan  oleh penulis dalam tulisan 
ini. 
B. Pemaafan dalam Ajaran Islam 
Sikap altruistik (lebih mengutamakan kepentingan orang lain) dalam 
berbagai ajaran agama serta kepercayaan, dijadikan bentuk idealisme perilaku. 
Maksudnya, manusia diharapkan secara tulus memohon maaf atas kesalahan 
mereka dan memberi maaf atas tindakan keliru yang mengena pada mereka. 
Saling memaafkan merupakan salah satu bentuk tradisi hubungan antar 
manusia. Akan tetapi, tradisi ini sering kali juga hanya merupakan ritual 
belaka.25  
Dengan kata lain, perilaku tersebut dilakukan namun tidak disertai 
ketulusan yang sungguh-sungguh. Pada sisi lain, terdapat anggapan yang 
mengatakan bahwa dengan memberi maaf, maka beban psikologis yang ada 
akan hilang. Pada kenyataannya banyak orang yang memberi maaf kepada 
orang lain kemudian kecewa dengan tindakan tersebut. Hal ini terjadi karena 
permintaan maaf sering tidak ditindaklanjuti dengan perilaku yang konsisten 
dengan permintaan maaf tersebut.  
Hal yang sama pentingnya dengan memberikan maaf adalah kemauan 
meminta maaf. Seseorang akan sulit memaafkan jika orang yang bersalah tidak 
minta maaf dan berupaya memperbaiki kesalahannya. Beberapa penelitian   
                                                          
25 Lathifah Tri Wardati dan Faturochman, “Psikologi Pemaafan”, Ebook PDF 
http://fatur.staff. ugm.ac.id/file/Psikologi%20%20Pemaafan.pdf, (23 Oktober 2012)  
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menemukan bahwa meminta maaf sangat efektif dalam mengatasi konflik 
interpersonal. Permintaan maaf merupakan sebuah penyataan tanggung jawab 
tidak bersyarat atas  kesalahan  dan  sebuah  komitmen  untuk 
memperbaikinya.26  
Proses pemaafan sulit dilakukan oleh satu pihak saja karena individu 
tidak mungkin mengharapkan hanya salah satu pihak saja yang aktif meminta 
maaf ataupun memberi maaf. Proses maaf-memaafkan juga tidak dapat 
dilakukan tanpa intensi. Di satu pihak yang bersalah secara enteng memohon 
maaf, sementara di lain pihak yang tersakiti sekedar menyetujui saja dan  
komunikasi terhenti sampai di situ. Kondisi ini menimbulkan kesan seolah-olah 
peristiwa itu berlalu tanpa makna, dan karena itu masih terdapat api dalam 
sekam yang pada suatu saat tertentu akan menimbulkan letupan kekecewaan 
dan sakit hati ketika interaksi mereka menghadapi masalah lain.  
Maaf-memaafkan dalam rangka memperbaiki hubungan interpersonal 
memerlukan tindak lanjut sesuai dengan tujuan masa depan, tidak berhenti pada 
sekedar mengatakan maaf. Maaf-memaafkan merupakan suatu momentum awal 
untuk melangkah jauh ke masa depan secara bersama-sama. Kedua belah pihak 
seharusnya bersama-sama membina kembali suatu hubungan seperti halnya 
membuka lembaran baru hubungan interpersonal di antara mereka.  
Idealnya, sikap dan perasaan negatif dalam memaafkan memang 
digantikan dengan sikap dan perasaan positif, namun pada kenyataanya hal ini 
tidak mudah dilakukan secara cepat. Selalu ada persoalan psikologis di antara 
dua pihak yang pernah mengalami keretakan hubungan akibat suatu kesalahan. 
                                                          
26 Ibid. 
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Oleh karena itu, pemaafan secara dewasa bukan berarti menghapus seluruh  
perasaan  negatif, akan  tetapi menjadi sebuah keseimbangan perasaan.27  
Keinginan untuk berbuat positif tidak berarti menghapuskan perasaan 
negatif yang pernah ada. Suatu keseimbangan akan dicapai jika hal yang positif 
dan negatif berkoeksistensi. Hal ini hanya dapat dicapai bila masing-masing 
individu mampu belajar menyadari bahwa setiap orang mempunyai kekurangan 
masing-masing. Peristiwa menyakitkan boleh jadi dilakukan oleh seorang 
teman tetapi mungkin dirinya juga turut berperan atas terjadinya peristiwa 
tersebut. Kesadaran seperti inilah yang lebih dibutuhkan daripada usaha 
membuat ilusi mengganti semua pengalaman negatif menjadi hal positif  
Kesiapan memberikan ampunan/maaf bagi orang lain harus ada dalam 
proses pemaafan, baik diminta ataupun tidak diminta. Keterbukaan diri untuk 
memberi maaf kepada orang lain adalah tanda utama yang dapat segera 
ditangkap orang lain. Ada empat fase dalam proses pemberian maaf menurut 
Enright yaitu: (1) fase pengungkapan (uncovering phase), yaitu ketika 
seseorang merasa sakit hati dan dendam; (2) fase keputusan (decision phase), 
yaitu orang tersebut mulai berpikir rasional dan memikirkan kemungkinan 
untuk memaafkan, namun pada fase ini orang belum dapat memberikan maaf 
sepenuhnya; (3) fase tindakan (work phase), yaitu adanya tingkatan pemikiran 
baru untuk secara aktif memberikan maaf kepada orang yang telah melukai 
hati; dan yang terakhir (4) fase pendalaman (outcome/deepening phase), yaitu 
internalisasi kebermaknaan dari proses memaafkan. Di sini orang sudah 
                                                          
27 Ibid. 
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memahami bahwa dengan memaafkan, ia akan memberi manfaat bagi dirinya 
sendiri, juga lingkungan, dan semua orang yang berada di sekitarnya.28  
Menurut Luskin, ada tiga hal yang menjadikan kehidupan orang yang 
suka memberi maaf menjadi sehat, yaitu (1) orang yang memberi maaf tidak 
mudah tersinggung saat diperlakukan tidak menyenangkan oleh orang lain; (2) 
mereka tidak mudah menyalahkan orang lain ketika hubungannya dengan orang 
tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan; dan (3) mereka memiliki 
penjelasan nalar terhadap sikap orang lain yang telah menyakiti mereka.29 
Sedangkan Azyumardi Azra mengemukakan empat dimensi pemaafan, (1) 
Pemaafan dimulai dengan penilaian moral; dalam konteks Islam disebut 
muhasabah, melakukan introspeksi dan penilaian moral terhadap peristiwa pahit 
yang telah melukai itu. (2) Memutuskan restitusi, kompensasi kepada korban, 
atau hukuman kepada pelaku. Pemaafan tidak selalu menghapuskan hukuman, 
namun harus menghentikan pembalasan dendam. (3) Menumbuhkan empati 
kepada pelaku;  sebab bagaimana pun pelaku adalah seorang manusia biasa. (4) 
Mengembangkan pemahaman bahwa pemaafan murni diperlukan guna 
memperbarui hubungan antar manusia, kesiapan hidup berdampingan secara 
damai dengan segala kelemahan dan kekeliruan masing-masing.30 
Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
perilaku suka memaafkan antara lain: 
1. Melatih diri untuk memaafkan 
2. Menyadari bahwa memaafkan adalah bagian penting dari upaya untuk 
meraih taqwa 
                                                          
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Azyumardi Azra, Konflik Baru antar Peradaban; Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas 
(Jakarta: Pluralitas, 2002), h. 244. 
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3. Memanfaatkan atau menciptakan momen pemaafan 
4. Meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama Islam.31 
Pemaafan dalam Islam, tidak harus dimulai dari permintaan maaf dari 
pihak yang bersalah. Dalam Alquran, ada tujuh ayat yang menggunakan kata 
’afā  dan berbicara tentang pemaafan  kesemuanya dikemukakan tanpa ada 
usaha terlebih dahulu dari yang bersalah untuk meminta maaf. Perhatikan QS 
al-Baqarah/2 : 187 
  …  ْﻢُﻜْﻨَﻋ ﺎَﻔَﻋَو ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َبﺎَﺘَـﻓ ْﻢُﻜَﺴُﻔْـﻧَأ َنُﻮﻧﺎَﺘْﺨَﺗ ْﻢُﺘْﻨُﻛ ْﻢُﻜﱠﻧَأ ُﻪﱠﻠﻟا َﻢِﻠَﻋ  … )  ةﺮﻘﺒﻟا
2  :187( 
Terjemahnya :  
‘… Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, 
karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. ….’32 
Juga firman Allah dalam QS al-Taubah/9 : 43 
 َﻠْﻌَـﺗَو اﻮُﻗَﺪَﺻ َﻦﻳِﺬﱠﻟا َﻚَﻟ َﻦﱠﻴَـﺒَﺘَـﻳ ﻰﱠﺘَﺣ ْﻢُﻬَﻟ َﺖْﻧِذَأ َﻢِﻟ َﻚْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﺎَﻔَﻋ ﺔﺑﻮﺘﻟا)  َﻦِﻴﺑِذﺎَﻜْﻟا َﻢ
9  :43(  
Terjemahnya : 
‘Semoga Allah mema`afkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada 
mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang 
yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang 
yang berdusta?’33 
Demikian  juga QS al-Syūrā/42 : 40 
 َو  َﻦﻴِﻤِﻟﺎﱠﻈﻟا ﱡﺐِﺤُﻳ َﻻ ُﻪﱠﻧِإ ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻠَﻋ ُﻩُﺮْﺟَﺄَﻓ َﺢَﻠْﺻَأَو ﺎَﻔَﻋ ْﻦَﻤَﻓ ﺎَﻬُﻠ ْـﺜِﻣ ٌﺔَﺌﱢﻴَﺳ ٍﺔَﺌﱢﻴَﺳ ُءاَﺰَﺟ
 ىرﻮﺸﻟا)42  :40( 
Terjemahnya : 
                                                          
31
Hendra Sugiantroro, ”Makna Tradisi Syawalan,” Blog Pribadi http://pena-
profetik.blogspot.com/2011/10/blog-post.html (06 November 2012). 
32 Departemen Agama RI, op. cit., h. 45 
33 Ibid., h. 285 
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‘Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka 
barangsiapa mema`afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas 
(tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang 
zalim..’34 
Bahkan, tidak ditemukan satu ayat pun yang menunjuk pada 
permintaan maaf yang ditujukan kepada sesama umat manusia. Yang ada 
hanyalah perintah untuk memberi maaf. Seperti dalam QS al-Nūr/24 : 22 
 َﻦِﻳﺮِﺟﺎَﻬُﻤْﻟاَو َﻦﻴِﻛﺎَﺴَﻤْﻟاَو ﻰَﺑْﺮُﻘْﻟا ﻲِﻟوُأ اﻮُﺗْﺆُـﻳ ْنَأ ِﺔَﻌﱠﺴﻟاَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ ِﻞْﻀَﻔْﻟا ﻮُﻟوُأ ِﻞَﺗَْﺄﻳ َﻻَو
ﻨﻟا)  ٌﻢﻴِﺣَر ٌرﻮُﻔَﻏ ُﻪﱠﻠﻟاَو ْﻢُﻜَﻟ ُﻪﱠﻠﻟا َﺮِﻔْﻐَـﻳ ْنَأ َنﻮﱡﺒِﺤُﺗ َﻻَأ اﻮُﺤَﻔْﺼَﻴْﻟَو اﻮُﻔْﻌَـﻴْﻟَو ِﻪﱠﻠﻟا ِﻞﻴِﺒَﺳ ﻲِﻓ ﻮ ر24 
 :22(  
Terjemahnya : 
‘Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan 
di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) 
kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang 
yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema`afkan dan 
berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? 
Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..’35 
Kesan yang ditimbulkan dari ayat-ayat ini adalah anjuran untuk tidak 
menunggu permohonan maaf dari orang yang bersalah, tetapi hendaknya 
memberinya maaf sebelum diminta. Ketika Mistah yang menjadi latar belakang 
dari ayat tersebut menggambarkan bagaimana Mistah yang diberi bantuan oleh 
Abu Bakar, lalu menyebarluaskan isu negatif terhadap Aisyah, istri Nabi dan 
putri Abu Bakar. Sang Ayah bersumpah untuk tidak membantunya lagi. Tetapi, 
sikapnya ini ditegur oleh firman Allah dalam al-Nur di atas.36 Karena itu, 
mereka yang enggan memberi maaf, pada hakikatnya enggan memperoleh 
                                                          
34 Ibid., h. 789. Kata al-‘afw yang lain dengan makna seperti ini terdapat dalam QS Ali 
Imrān/3 : 152, dan 155, QS al-Māidah/5 : 95 dan 101. 
35 Ibid., h. 546 
36 Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukh r , Ṣaḥīḥ al-Bukh r , Juz VI (Beirut: D r Ibnu 
Kaṡ r, 1987), h. 2458 
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pengampunan dari Allah swt. dan karena itu pula, tidak dikenal dalam kamus 
agama ungkapan ‘tiada maaf bagimu’.37 
Selanjutnya, Pemaafan dalam Islam, tidak hanya menyangkut dosa atau 
kesalahan kecil, tetapi Alquran juga menggunakan kata ‘memberi maaf’ untuk 
dosa dan kesalahan-kesalahan besar. Misalnya QS al-Baqarah/2 : 51–52 yang 
berkaitan dengan pemaafan Tuhan atas umat Nabi Musa a.s. yang 
mempertuhankan lembu.  
 َﻧْﻮَﻔَﻋ ﱠُﻢﺛ .َنﻮُﻤِﻟَﺎﻇ ْﻢُﺘْـﻧَأَو ِﻩِﺪْﻌَـﺑ ْﻦِﻣ َﻞْﺠِﻌْﻟا ُﻢُﺗْﺬَﺨﱠﺗا ﱠُﻢﺛ ًﺔَﻠ ْـَﻴﻟ َﻦﻴَِﻌﺑْرَأ ﻰَﺳﻮُﻣ َﺎﻧْﺪَﻋاَو ْذِإَو ﺎ
  َنوُﺮُﻜْﺸَﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َﻚِﻟَذ ِﺪْﻌَـﺑ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜْﻨَﻋ)  ةﺮﻘﺒﻟا2  :51 - 52( 
Terjemahnya : 
‘Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, 
sesudah) empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu 
(sembahanmu) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. 
Kemudian sesudah itu Kami ma`afkan kesalahanmu, agar kamu 
bersyukur.’38 
Berkaitan dengan dimensi esoteris Islam sebagai  basic of  imperative 
value  yang mempunyai daya dorong terhadap perilaku manusia adalah dimensi 
teologis dan moral dalam Islam.39 Dimensi teologis adalah dasar dari 
pembentukan pandangan dunia Islam yang  mempunyai efek konsekuensional 
dalam dataran moralitas dan perilaku keberagamaan seseorang.  Ada beberapa 
argumentasi yang menjadi legitimasi pemaafan sebagai tindakan yang dianjurkan 
dalam agama Islam: 
1. Meneladani Sifat Tuhan  
                                                          
37 H.M. Quraish Shihab,. op. cit., h. 248 
38 Departemen Agama RI, op. cit., h. 17 
39 Siti Aisyah, “Konsep Memaafkan dalam Islam; Upaya Menyelesaikan Kejahatan Masa 
Lalu”, PDF File, http://www.scribd.com/doc/100201453/Konsep-Memaafkan-Dalam-Islam, (9 
Novem ber 2012) 
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Dalam Islam, Tuhan adalah pusat dari segala kehidupan. Tuhan adalah 
sumber dan tempat kembali hidup. Orientasi hidup seorang muslim adalah 
kembali kepada haribaan Tuhan dengan kerelaan dan kepasrahan hidup. Kerelaan 
dan kepasrahan terhadap Tuhan diwujudkan dengan menerima segala apa yang 
diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Kerelaan yang 
demikian  ini diharapkan mampu meraih kerelaan Tuhan terhadap diri seorang 
muslim.40 Hal ini tergambar dalam QS al-Fajr/89 : 27-30:  
 ـﱠَﻳﺄَٰﻳ ُﺲْﻔﱠـﻨﻟٱ ﺎَﻬُـﺘ  ُﺔﱠﻨِﺌَﻤْﻄُﻤْﻟٱ   ًﺔَﻴِﺿَار ِﻚﱢَﺑر ٰﻰَﻟِإ ﻰِﻌِﺟْرٱ  ًﺔﱠﻴِﺿْﺮﱠﻣ   ﻰِﻠُﺧْدٱَو ىِﺪَٰﺒِﻋ ﻰِﻓ ﻰِﻠُﺧْدﭑَﻓ
ﻰِﺘﱠﻨَﺟ  ﺮﺠﻔﻟا )89  :27 - 30 (  
Terjemahnya: 
Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas 
lagi diridai-Nya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku, dan 
masuklah ke dalam surga-Ku.41 
Salah satu fungsi manusia  adalah khalifah Allah. Sebagai khalifah yang 
secara kebahasaan dapat diartikan sebagai pengganti, maka seyogyanyalah orang 
yang menggantikan merupakan personifikasi dari yang digantikan. Untuk  
konteks manusia, sudah semestinya jika manusia “menghadirkan Tuhan” pada 
dirinya. “Menghadirkan Tuhan”  bukan berarti menyamai Tuhan akan tetapi 
meneladani sifat-sifat Tuhan untuk diterjemahkan kedalam realitas kesejarahan 
manusia di bumi. Semakin sempurna seseorang dalam meneladani sifat Tuhan, 
maka semakin sempurnalah manusia menjadi khalifah.42 
HM. Quraish Shihab menguraikan tentang sifat-sifat Allah mengutip 
nasehat “Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah”.43 Keberhasilan seorang 
                                                          
40 Ibid. 
41 Departemen Agama RI, op. cit., h. 1059 
42 Siti Aisyah, loc. cit. 
43 H.M. Quraish Shihab,  Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al Husna dalam Persepktif Al-
Qur’an  (Jakarta: Lentera Hati, 1998), h..xxxviii. Pernyataan yang banyak ditemukan dalam 
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muslim  dalam beragama dapat bermakna keberhasilan dalam meneladani Tuhan 
dalam sifat-sifat-Nya.44 Meneladani  sifat Tuhan ini sejalan dengan fungsi 
manusia sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah).  Sebagai wakil,  tugas dan 
fungsi utama adalah menghadirkan Tuhan di muka bumi. Menghadirkan Tuhan 
bermakna bahwa kehendak Tuhan dan sifat-sifatnya diaplikasikan kedalam 
kehidupan manusia di bumi, tentu saja dengan kapasitasnya sebagai manusia. 
Berkaitan dengan hal tersebut, adalah sebuah keniscayaan jika peneladanan akan 
mustahil bisa dilakukan jika manusia sendiri tidak mengenal yang akan 
diteladani. Maka  syarat pertama dalam proses peneladanan adalah mengenal 
Tuhan.45  
Para pakar tasawuf berpendapat bahwa keberhasilan meneladani sifat 
Tuhan diraih dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:  pertama,  
meningkatkan makrifat melalui pengetahuan dan ketakwaan. Kedua,  
membebaskan diri dari perbudakan syahwat  dan hawa nafsu,  ketiga,  
menyucikan jiwa dengan berakhlak dengan akhlak Allah 46 
Bagaimanakah manusia dapat mengenal Tuhan? Salah satunya adalah 
dengan mengenal sifat-sifat-Nya. Dengan itu maka sebenarnya memaafkan 
merupakan bentuk dari peneladanan sifat Tuhan. Referensi otentik yang dapat 
                                                                                                                                                               
kitab-kitab tasawuf ini sering diklaim sebagai hadis dari Nabi saw. tetapi berdasarkan penelitian 
al-Albānī, pernyataan ini tidak dapat disebut hadis karena tidak memiliki sumber yang jelas (lā 
aṣla lah). Lihat Nasir al-Dīn al-Albānī, Silsilah al-Ḥadīṡ al-Ḍa‘īfah wa al-Maudūah wa Aṡaruhā 
al-Sayyi’ fī al-Ummah, Juz VI (Riyad: Dār al-Ma’arif, 1992), h. 348 




dirujuk dalam mengetahui sifat Tuhan adalah  al-asmā al-husna  (nama-nama 
yang bagus).47 
Memiliki sifat pemaaf atau memberikan pemaafan terhadap 
pengejawantahan dari salah satu sifat Tuhan, al-’Afuww (Yang Maha Pemaaf). 
Tuhan senantiasa memberikan pemaafan terhadap manusia, meskipun Tuhan 
sesungguhnya juga Maha Mampu (al-Qadīr) untuk membalas segala kesalahan 
dan pembangkangan dari manusia. Oleh karena itulah, salah satu di antara sifat-
sifat mulia adalah memberikan maaf dikala mampu, inilah ibadah yang banyak 
ditinggalkan.  Memberikan maaf dengan tanpa kemampuan bisa jadi karena faktor 
kelemahan dan paksaan, akan tetapi memaafkan yang di sertai dengan 
kemampuan untuk membalas tidak di ragukan lagi bahwa inilah sifat yang agung 
yang dimiliki Allah, yang terkandung di dalamnya sifat kesempurnaan. Allah  
yang Maha suci mencintai sifat memaafkan, dan juga mencintai bila melihat 
hamba-Nya memberikan maaf atas kesalahan yang dilakukan manusia. Kesalahan 
dalam berbagai bentuknya, termasuk yang berkaitan dengan perkara-perkara 
pidana. 
2. Argumentasi Etis 
Memaafkan sejatinya adalah upaya memperbaiki hubungan manusia 
dengan yang lainnya. Oleh karenanya secara kategoris memaafkan adalah urusan 
muamalah yang berkaitan  dengan  relasi  antara  manusia dengan manusia 
lainnya dan alam sekitar. Karena sifatnya yang horizontal, maka memaafkan 
adalah manifestasi nyata dari komitmen teologis yang telah dibicarakan di atas.  
Manifestasi ini adalah berwujud akhlak atau budi pekerti.48 Karenanya, berikut 
                                                          
47 Siti Aisyah, loc. cit. 
48 Ibid. 
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ini dipaparkan argumentasi etis mengapa memaafkan penting dan dianjurkan 
dalam Islam.  
a.  Husn al-Khuluq 
Basis relasi manusia dengan yang lain dalam Islam adalah  husn al-khuluq.  
Sebagai sesuatu yang sangat fundamental maka tidak salah jika memaafkan  
merupakan ajaran inti Islam. Nabi saw. dalam berbagai hadis tampak sangat 
menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini. Bahkan dalam salah satu 
statemennya, Nabi menegaskan bahwa kerasulannya membawa misi 
penyempurnaan budi pekerti manusia.   
أ ﱠن  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو  َلَﺎﻗ  ُﺖْﺜُِﻌﺑ  َﻢﱢﻤَُﺗِﻷ  َﻦْﺴُﺣ  ِقَﻼْﺧَْﻷا    ﻩاور)
(ﻚﻟﺎﻣ49  
Artinya:  
“Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk 
menyempurnakan akhlak (budi pekerti) manusia.   
Husn al-khuluq  secara asal bahasa mirip dengan  husn al-khalq (bagusnya 
penciptaan).50 Jika yang pertama merujuk pada kondisi batin atau hati sedang 
yang kedua merupakan sifat dari fisik seseorang. Menurut istilah,  yang dimaksud  
husn al-khuluq   adalah sebuah ungkapan dari “perbuatan” atau kondisi jiwa yang 
lapang serta mudah dengan tanpa banyak pertimbangan, atau singkatnya watak 
jiwa yang condong ke  arah kebaikan,  sehingga seseorang tidak akan berpikir 
lebih dahulu untuk melakukan sebuah perbuatan bagus.  Semua  berjalan alami 
sebab jiwanya sudah mempunyai watak yang bagus.51 Oleh karenanya husn al-
                                                          
49 Malik bin Anas, Muwaṭṭa’ Mālik, Juz V (t.t.: Mustafā Zayid Sulṭān bin Ali Nahyān, 
2004), h. 1330.  
50 Nurkholis Madjid,  Fatsoen Nurkholis Madjid  (Jakarta: Penerbit republika, 2002), h. 
98 
51 Abu Hamid al-Gazāli, Ihyā Ulūm al-Dīn, juz III (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.), h. 53 
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khuluq merupakan sebuah kualitas batin yang mampu mendorong manusia untuk 
melahirkan perbuatan-perbuatan yang  mulia. Secara ontologis dapat dijelaskan 
bahwa  husn al-khuluq  merupakan kondisi batin manusia  yang  mampu  
mengendalikan sisi-sisi negatif  dari dirinya dan memunculkan sisi positif secara 
natural.  Bisa  dikatakan bahwa husn al-khuluq   adalah dominannya  nasf al-
mutmainnah  dalam diri manusia.52 
Terkait  dengan hal tersebut, memaafkan dalam ajaran Islam termasuk 
dalam kategori akhlak yang bagus. Oleh sebab itu, dengan sendirinya, 
memaafkan merupakan salah satu basis relasi antar manusia. Hal itu juga sejalan 
dengan basis relasi dalam Islam yang didasarkan dalam  ukhuwah  atau  
persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam tidak didasarkan pada keuntungan 
sebagaimana halnya yang terjadi di masyarakat kapitalis yang terbukti membuat 
keterasingan manusia dari jati dirinya.  Dalam Islam,  basis ukhuwah-nya adalah 
cinta karena Allah swt.53 
Dalam kerangka persaudaraan itu, Islam menganjurkan agar setiap 
masalah dan perselisihan yang terjadi di antara sesama umat sedapat mungkin 
diselesaikan secara damai tanpa harus memperkarakannya di depan hakim. Sebab 
berperkara tidak hanya akan murusak hubungan persaudaraan di antara pihak-
pihak yang terlibat langsung dengan perkara itu, tetapi bisa melebar ke berbagai 
pihak lain yang tidak terlibat langsung.  
b. Larangan marah dan anjuran kaẓm al-gaid  
Ketika seorang muslim dilalimi maka dilarang marah dan dianjurkan 
untuk menahan marah (kaẓm al-gaid).  Marah dalam ajaran Islam adalah hal yang 
patut dihindari  sebab marah adalah pertanda nafsu angkara murka mendominasi 
                                                          
52 Siti Aisyah, loc. cit. 
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dalam diri manusia. Kemampuan menahan marah dianggap sebagai salah satu 
karakter orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imrān/3 :  
133-134.  
ﺎَﻬُﺿْﺮَﻋ ٍﺔﱠﻨَﺟَو ْﻢُﻜﱢﺑﱠر ﻦﱢﻣ ٍةَﺮِﻔْﻐَﻣ ٰﻰَﻟِإ اﻮُِﻋرﺎَﺳَو ٱ َﻦﻴِﻘﱠﺘُﻤْﻠِﻟ ْتﱠﺪِﻋُأ ُضْرَْﻷٱَو ُت َٰﻮ َٰﻤﱠﺴﻟٱ َﻦﻳِﺬﱠﻟ
 ِءاﱠﺮﱠﺴﻟٱ ﻰِﻓ َنﻮُﻘِﻔُﻨﻳ  ُﻪﱠﻠﻟٱَو  ِسﺎﱠﻨﻟٱ ِﻦَﻋ َﻦﻴِﻓﺎَﻌْﻟٱَو َﻆَْﻴﻐْﻟٱ َﻦﻴِﻤِﻈ َٰﻜْﻟٱَو ِءاﱠﺮﱠﻀﻟٱَو  لآ) َﻦﻴِﻨِﺴْﺤُﻤْﻟٱ ﱡﺐِﺤُﻳ
 ناﺮﻤﻋ3  :132-133( 
Terjemahnya: 
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga 
yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang 
yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 
waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya 
dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebajikan.54 
Anjuran untuk menahan marah juga tergambar dari hadis dari Abu 
Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 
  ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ﻰِﺑَأ ْﻦَﻋ-ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ-  َلَﺎﻗ َﺲَْﻴﻟ  ُﺪﻳِﺪﱠﺸﻟا  ِﺔَﻋَﺮﱡﺼﻟِﺎﺑ 
ﺎَﻤﱠﻧِإ  ُﺪﻳِﺪﱠﺸﻟا ىِﺬﱠﻟا  ُﻚِﻠْﻤَﻳ  ُﻪَﺴْﻔَـﻧ  َﺪْﻨِﻋ  ِﺐَﻀَﻐْﻟا  ( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور)
55 
Artinya; 
“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: 
orang yang kuat bukan karena pukulannya, tetapi orang yang kuat adalah 
orang yang menguasai dirinya ketika marah” 
Namun demikian, bukan berarti sifat marah secara mutlak dilarang oleh 
Tuhan. Marah yang dilarang Tuhan adalah marah yang muncul dari nafsu 
amarah. Marah yang muncul dari nafsu negatif akan mengakibatkan persepsi dan 
attitude yang negatif pula sehingga sangat potensial memunculkan perilaku-
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perilaku konflik dan kekerasan. Marah yang diperbolehkan adalah marah karena 
Allah. Maksudnya marah dalam melihat kemaksiatan kepada Allah. 
c. Larangan al-ḥiqd (dendam) 
Dendam dalam Islam disebut juga al-ḥiqd. Al-Gazālī menjelaskan bahwa  
al-ḥiqd  adalah perasaan marah yang tidak bisa dihilangkan.56 Bagi al-Gazālī,  
menyimpan perasaan seperti ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hubungan 
antar manusia sebab hal itu ia akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang 
dapat memicu perpecahan atau konflik baru dalam masyarakat. Menurut  Ḥujjah 
al-Islām  ini,  al-ḥiqd  dapat menyebabkan  timbulnya sifat  dengki, 
diskomunikasi, fitnah, hilangnya  penghargaan terhadap orang lain, dan 
memunculkan sikap yang menimbulkan konflik baru.57 
Sifat dendam juga sangat berbahaya dalam masalah yang berkaitan 
dengan perkara pidana. Untuk mencegah hal tersebut, dalam Islam selain 
memperkenalkan sanksi kisas yang memberikan peluang kepada korban untuk 
melakukan tindakan yang serupa terhadap pelaku pidana, Islam juga 
memperknalkan sanksi diat, yaitu semacam ganti rugi terhadap korban tindak 
pidana, jika mereka memaafkan pelaku, dan itu lebih ditekankan dibanding 
sanksi kisas.   
d. Anjuran memaafkan 
Berdasarkan ketiga ajaran moralitas itu, maka ketika seseorang menerima 
sebuah kejahatan,  pada  prinsipnya harus tetap dalam koridor akhlak yang bagus, 
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dapat meredam marah serta tidak menyimpan dendam. Karenanya,  dalam situasi 
seperti itu dianjurkan untuk memaafkan dan berbuat baik. 
Memaafkan dalam Islam ada dua jenis. Pertama  memaafkan tetapi masih 
menyimpan rasa marah;   kedua memaafkan dengan tanpa menyimpan rasa 
marah, bahkan sebaliknya membalas berbuat baik. Kategori yang terakhir inilah 
yang disebut  ḥilm,  lapang dada atau sebuah sikap yang  legowo.  Al-Gazālī 
mengatakan  bahwa ḥilm  adalah sebuah sikap mental yang sudah tertanam 
dengan kuat untuk berlapang dada dalam mensikapi kesalahan orang lain yang 
menimpa dirinya. Ḥilm adalah cerminan unggulnya sikap rasionalitas atas hawa 
nafsu atau rasa marah yang dapat menghilangkan pertimbangan rasionalitas 
dalam bertindak.58 
Hal inilah yang disebut dalam QS al-Mu’minūn/23: 96  
 َﻰِﻫ ﻰِﺘﱠﻟِﭑﺑ ْﻊَﻓْدٱ  ُﻦَﺴْﺣَأ  َنﻮُﻔِﺼَﻳ ﺎَﻤِﺑ ُﻢَﻠْﻋَأ ُﻦْﺤَﻧ  َﺔَﺌﱢﻴﱠﺴﻟٱ  نﻮﻨﻣﺆﻤﻟا )23 :96 (  
Terjemahnya: 
Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih 
mengetahui apa yang mereka sifatkan. 59 
Pada ayat lain dalam QS al-Fussilat/41 : 34 
 َﻻَو يِﻮَﺘْﺴَﺗ ا ُﺔَﻨَﺴَﺤْﻟ  َﻻَو  ُﺔَﺌﱢﻴﱠﺴﻟا  ْﻊَﻓْدا ﻲِﺘﱠﻟِﺎﺑ  َﻲِﻫ  ُﻦَﺴْﺣَأ اَذِﺈَﻓ يِﺬﱠﻟا  َﻚَﻨ ْـﻴَـﺑ  ُﻪَﻨ ْـﻴَـﺑَو  ٌةَواَﺪَﻋ 
 ُﻪﱠَﻧﺄَﻛ  ﱞﻲِﻟَو  ٌﻢﻴِﻤَﺣ  ﺖﻠﺼﻔﻟا)41  :34(  
Terjemahnya:  
Dan tidaklah sama kebaikan  dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) 
dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan 
antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat 
setia.60  
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Sebagian kalangan memberikan penjelasan keterkaitan memaafkan 
dengan ḥilm dengan pernyataan sebagai berikut: 
“Bukanlah orang yang mempunyai watak  ḥilm  orang yang saat dianiaya 
(pada saat dia lemah) dia berlapang dada akan tetapi ketika dia mempunyai  
kemampuan untuk membalas orang tersebut ia melakukan aksi 
pembalasan.  Yang  dimaksud orang yang mempunyai sifat  ḥilm adalah 
orang yang pada saat lemah dan dianiaya dia berlapang dada akan tetapi 
ketika berkuasa orang tersebut memaafkan (tidak melakukan aksi 
pembalasan)”61 
Berkaitan dengan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
sikap ḥilm adalah sebuah sikap yang menjauhi balas dendam baik ketika 
seseorang tuna kuasa maupun mempunyai kekuasaan untuk membalas. Seorang 
yang lapang dada melihat kesalahan seseorang terhadap dirinya bukanlah sebuah 
alasan untuk dilakukan balas dendam. Akan tetapi yang sangat utama adalah 
memaafkan sekaligus terus berbuat baik. Hal itu dimaksudkan agar keadaan tidak 
akan bertambah buruk. Harapannya, yang berbuat dosa dapat kembali  menjadi 
baik dan selanjutnya hal tersebut dapat menjadi landasan yang kokoh untuk 
memperbaiki relasi.62 
Memahami pemaafan dalam Islam tidak bisa hanya mengacu pada lafal 
al-’afw saja, sebab dalam Islam, utamanya dalam Alquran, pemaafan tidak 
hanya tercakup dalam konsep al-’afw, tetapi sejumlah term lain juga memuat 
ajaran tentang pemaafan dalam Islam. Term itu antara lain adalah: 
1. al-Taubah 
Tobat yang merupakan terjemahan kata al-taubah dalam bahasa Arab 
dilihat dari segi etimologi adalah bentuk masdar dari kata  بﺎﺗ- بﻮﺘﯾ- ﺔﺑﻮﺗ .  Kata ini 
memiliki arti asal   عﻮﺟﺮﻟا (kembali). Contoh dalam kalimat  ﮫﺒﻧذ ﻦﻣ بﺎﺗ  sama 
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dengan kalimat   ﮫﻨﻋ ﻊﺟر , berarti ia telah meninggalkan perbuatan dosanya.63  
Menurut Abu Mansur, asal dari kata tobat adalah kembali kepada Allah. 
yakni ketika seorang hamba telah bertobat kepada Allah, maka Allah akan 
kembali menerima hamba-Nya dengan pemberian ampunan.64 Sedangkan menurut  
Ibrahim Anis, tobat adalah pengakuan penyesalan, pencabutan terhadap perbuatan 
masa lalunya yang kelam, dan tekat  manusia untuk tidak membinasakan 
(mengulang-ulangi) dosa yang telah diperbuatnya.65  
Berdasarkan pada  beberapa pengertian tobat di atas, yang inti dari kata 
tobat itu adalah kata kembali. Yang dimaksud kembali dalam konteks ini adalah 
kembali kepada Allah dengan ketaatan dan ketundukan, mengerjakan apa yang 
diperintahkan Allah  serta meninggalkan perbuatan yang dilarang-Nya. Seorang 
yang bertobat kepada Allah adalah mereka yang mengakui perbuatan kelamnya, 
menyesalinya serta  mencabut segala kekhilafan masa lalunya dan beriktikad 
untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kelam yang dilarang oleh Allah tersebut 
dengan penuh kesungguhan. 
Term  tāba dan kata-kata yang seakar dengannya ditemukan dalam  
Alquran sebanyak 85 kali dengan berbagai derivasinya.66  Term-term tersebut 
pada umumnya dikaitkan dengan perbuatan kesalahan, dosa, maksiat, kebodohan, 
kezaliman serta bentuk penyimpangan dari jalan Tuhan yang lain, semisal 
kekufuran. Tetapi tidak berarti bahwa tobat hanya berasal dari manusia saja, sebab 
dalam Alquran, pelaku tobat ada dua yaitu manusia dan Tuhan. 
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Tobat manusia adalah tobat yang diperintahkan oleh Allah swt. 
Perhatikan misalnya firman Allah dalam QS al-Taḥrīm/66 : 8  
 ُﻜِﺗَﺎ ٔـﱢﻴَﺳ ْﻢُﻜﻨَﻋ َﺮﱢﻔَُﻜﻳ نَأ ْﻢُﻜﱡَﺑر ٰﻰَﺴَﻋ ﺎًﺣﻮُﺼﱠﻧ ًَﺔﺑْﻮَـﺗ ِﻪﱠﻠﻟٱ ﻰَﻟِإ اُﻮﺑُﻮﺗ اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ ﺎَﻬـﱡَﻳﺄَٰﻳ ْﻢُﻜَﻠِﺧُْﺪﻳَو ْﻢ
 ... ُﺮ َٰﻬْـَﻧْﻷٱ ﺎَﻬِﺘْﺤَﺗ ﻦِﻣ ىِﺮْﺠَﺗ ٍﺖٰﱠﻨَﺟ  
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat 
yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus 
kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, ....67 
Juga firman Allah dalam QS al-Nūr/24 : 31 
 
 ُﺗَو َنﻮُﺤِﻠْﻔُـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟٱ َﻪﱡﻳَأ ﺎًﻌﻴِﻤَﺟ ِﻪﱠﻠﻟٱ ﻰَﻟِإ اُﻮﺑﻮ 
Terjemahnya:  
Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman 
supaya kamu beruntung.68  
Perintah bertobat dalam ayat di atas menunjukkan bahwa tobat adalah 
kewajiban yang mutlak dilaksanakan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Tobat 
adalah kembali kepada Allah baik karena sebab-sebab kesalahan, penyimpangan 
yang dilakukannya selama ini maupun karena kewajibannya sebagai orang Islam 
dan orang yang beriman. Hal ini ditujukan di samping sebagai bentuk pengakuan 
atas segala kesalahan yang telah dilakukannya juga sebagai bukti dari seorang 
hamba yang senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah. 
Adapun tobat yang pelakunya adalah Allah swt. dapat ditemukan pada 
dua ayat berikut ini:  
1. QS  al-Nisā/4 : 26 
                                                          
67 Departemen Agama RI, op. cit., h. 951 
68 Departemen Agama RI, op. cit., h. 548 
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 ْﻢُﻜَﻟ َﻦﱢﻴَـﺒُِﻴﻟ ُﻪﱠﻠﻟٱ ُﺪِﻳُﺮﻳ  ُﻪﱠﻠﻟٱَو ﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َبﻮُﺘَـﻳَو ْﻢُﻜِﻠْﺒ َـﻗ ﻦِﻣ َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ َﻦَﻨُﺳ ْﻢُﻜَﻳِﺪْﻬَـﻳَو  ٌﻢﻴِﻠَﻋ
 ٌﻢﻴِﻜَﺣ  ءﺎﺴﻨﻟا)4  :26 ( 
Terjemahnya: 
Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu, dan 
menunjukimu kepada jalan orang-orang yang sebelum kamu (para nabi dan 
salihin) dan (hendak) menerima tobatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.69 
2. QS al-Māidah/5 : 39  
 ْﻊَﺑ ﻦِﻣ َبَﺎﺗ ﻦَﻤَﻓ  ِﻪِﻤُْﻠﻇ ِد  ْﻴَﻠَﻋ ُبﻮُﺘَـﻳ َﻪﱠﻠﻟٱ ﱠنَِﺈﻓ َﺢَﻠْﺻَأَو ٌرﻮُﻔَﻏ َﻪﱠﻠﻟٱ ﱠنِإ  ِﻪ   ٌﻢﻴِﺣﱠر ةﺪﺋﺎﻤﻟا)
5  :39( 
Terjemahnya: 
Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah 
melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah 
menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.70 
Ayat pertama mengisyaratkan  langkah  pertama tobat  Allah,  yang 
dilakukan-Nya kepada mereka yang diketahui terketuk hatinya atau  memiliki  
kesadaran  terhadap  dosanya. Langkah   tersebut   dilakukan  oleh  Allah  karena  
Dia  Maha Mengetahui  segala  sesuatu,  termasuk  bisikan-bisikan   hati 
manusia,  dan  karena  Dia Maha Bijaksana. Pada posisi inilah Allah memberi 
petunjuk kepada Adam dengan kalimat-kalimat yang wajar diucapkan untuk 
memohon ampun, karena betapapun, manusia selalu membutuhkan petunjuk-
Nya, lebih-lebih pada saat ia jauh dari Allah swt.71 
Sedangkan pada ayat kedua, juga berbicara tentang tobat Allah, tetapi 
kali ini manusia benar-benar  telah  "tobat"  (kembali)  ke posisi semula. Namun 
harus disadari bahwa hal ini baru terjadi jika sang hamba yang berdosa bertobat  
                                                          
69 Departemen Agama RI, op. cit., h. 121 
70 Ibid., h. 165 
71 H.M. Quraish Shihab, “Wawasan” op. cit., h. 246 
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dan  memperbaiki  diri. Allah   mendekatkan   diri   dan  kembali  ke  posisi  
semula, disebabkan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.72 
Jika memperhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang tobat dan maaf, 
ditemukan  bahwa kebanyakan ayat menggunakan kata taba didahului oleh usaha 
manusia untuk bertobat. Sebaliknya, ayat-ayat yang menggunakan kata 'afā, dan 
berbicara tentang pemaafan semuanya dikemukakan tanpa adanya usaha terlebih 
dahulu dari orang yang bersalah.73 
Kesan yang disampaikan oleh ayat-ayat ini adalah anjuran untuk tidak  
menanti  permohonan  maaf  dari  orang  yang  bersalah, melainkan hendaknya 
memberi maaf sebelum diminta. Mereka  yang enggan memberi  maaf pada 
hakikatnya  enggan  memperoleh pengampunan dari Allah swt. Tidak  ada  alasan  
untuk  berkata, "Tiada  maaf  bagimu",  karena  segalanya  telah  dijamin  dan 
ditanggung oleh Allah swt. 
Dari dua macam tobat tersebut, tampaknya tobat yang pelakunya adalah 
Tuhan yang pengertiannya lebih dekat dengan pemaafan atau term 'afā, karena 
tobat Tuhan berarti memposisikan kembali manusia pada posisinya semula, 
sebelum ia melaksanakan kesalahan atau dosa.  
2. al-Ṣafḥ 
Kata ini, dalam berbagai bentuknya, terulang dalam Alquran sebanyak 
delapan kali.74 Kata itu pada mulanya berarti ‘lapang’. Halaman dalam sebuah 
buku atau ruangan dinamai ṣafḥah karena kelapangan dan keluasannya. Dari 
sini al-ṣafḥ diartikan ‘kelapangan dada’. Berjabat tangan dinamai ‘musāfaḥah’  
                                                          
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Muḥammad Fuād Abd al-Bāqī, op. cit., h. 518 -519 
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karena jabat tangan merupakan perlambang kelapangan dada orang-orang yang 
berjabatan tangan itu.75  
Ada delapan kali bentuk kata al- af  yang dikemukakan Alquran, 
empat di antaranya didahului perintah memberi maaf. Perhatikan ayat-ayat 
berikut : 
1. QS al-Tagābun/64 : 14 
 ﱠنِإ اﻮُﻨَﻣَآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡﻳَﺄﻳ  اﻮُﻔْﻌَـﺗ ْنِإَو ْﻢُﻫوُرَﺬْﺣﺎَﻓ ْﻢُﻜَﻟ ا وُﺪَﻋ ْﻢُِﻛدَﻻْوَأَو ْﻢُﻜِﺟاَوْزَأ ْﻦِﻣ
 ﱠنِﺈَﻓ اوُﺮِﻔْﻐَـﺗَو اﻮُﺤَﻔْﺼَﺗَو   ٌرﻮُﻔَﻏ َﻪﱠﻠﻟا   ٌﻢﻴِﺣَر   ﻦﺑﺎﻐﺘﻟا)64  :14( 
Terjemahnya:  
‘Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu 
dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah 
kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi 
serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.’76 
2. QS al-Māidah/5 : 13 
َﺎﺜﻴِﻣ ْﻢِﻬِﻀْﻘَـﻧ ﺎَﻤَِﺒﻓ ِﻪِﻌِﺿاَﻮَﻣ ْﻦَﻋ َﻢِﻠَﻜْﻟا َنﻮُﻓﱢﺮَﺤُﻳ ًﺔَﻴِﺳﺎَﻗ ْﻢُﻬَـﺑﻮُﻠُـﻗ ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَو ْﻢُﻫﺎﱠﻨَﻌَﻟ ْﻢُﻬَـﻗ
 ُﻬ ْـﻨَﻋ ُﻒْﻋﺎَﻓ ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ًﻼﻴِﻠَﻗ ﱠﻻِإ ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ٍﺔَِﻨﺋﺎَﺧ ﻰَﻠَﻋ ُﻊِﻠﱠﻄَﺗ ُلاَﺰَـﺗ َﻻَو ِﻪِﺑ اوُﺮ ﱢُﻛذ ﺎﱠﻤِﻣ ﺎ ﻈَﺣ اﻮُﺴَﻧَو ْﻢ
ا ﱡﺐِﺤُﻳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ْﺢَﻔْﺻاَو  َﻦﻴِﻨِﺴْﺤُﻤْﻟ ةﺪﺋﺎﻤﻟا)5  :13( 
 
Terjemahnya : 
‘(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan 
Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merobah 
perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) 
melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, 
dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka 
kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka 
maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat baik.’77 
                                                          
75 M. Quraish Shihab, “Wawasan” op. cit., h. 248 
76 Departemen Agama RI, op. cit., h. 942 
77 Ibid., h. 160 
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3. QS al-Baqarah/2 : 109. 
 ِﺪْﻨِﻋ ْﻦِﻣ اًﺪَﺴَﺣ ًارﺎﱠﻔُﻛ ْﻢُﻜِﻧﺎَﻤﻳِإ ِﺪْﻌَـﺑ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻧوﱡدُﺮَـﻳ ْﻮَﻟ ِبﺎَﺘِﻜْﻟا ِﻞْﻫَأ ْﻦِﻣ ٌﺮﻴِﺜَﻛ ﱠدَو
 َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ِِﻩﺮْﻣَِﺄﺑ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺗَْﺄﻳ ﻰﱠﺘَﺣ اﻮُﺤَﻔْﺻاَو اﻮُﻔْﻋﺎَﻓ ﱡﻖَﺤْﻟا ُﻢُﻬَﻟ َﻦﱠﻴَـﺒَـﺗ ﺎَﻣ ِﺪْﻌَـﺑ ْﻦِﻣ ْﻢِﻬِﺴُﻔْـﻧَأ  ﱢﻞُﻛ ﻰَﻠَﻋ
 ٍءْﻲَﺷ   ٌﺮﻳِﺪَﻗ)  ةﺮﻘﺒﻟا2  :109( 
Terjemahnya : 
 ‘Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat 
mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena 
dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka 
kebenaran. Maka ma`afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah 
mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu’.78 
Ulama-ulama Alquran seperti Al-Rāgib al-Isfahānī, menyatakan bahwa 
al- af  lebih tinggi kedudukannya dari al-‘afw.79 Pernyataan itu dapat 
dipahami melalui ilustrasi kebahasaan berikut.  
Kata al-ṣafḥ melahirkan kata ṣafḥah yang berarti halaman. Jika 
seseorang memiliki selembar kertas yang ditulisi satu kesalahan, maka jika 
kesalahan itu ditulis dengan pensil, orang itu  dapat mengambil penghapus dari 
karet untuk menghapusnya. Perbuatan tersebut dinamakan al-‘afw (menghapus/ 
memberi maaf). Akan tetapi, betapa pun seseorang menghapus bekas kesalahan 
itu, pasti sedikit atau banyak lembaran tersebut tidak lagi sepenuhnya sama 
dengan lembaran baru. Boleh jadi kertasnya telah kusut. Keadaan demikian, 
jelas berbeda dengan al- af  yang mengandung arti ‘lapang’ dan ‘lembaran 
baru’. Dengan al- af  seseorang dituntut untuk membuka lembaran baru 
sehingga hubungan tidak ternodai sedikit pun, tidak kusut dan tidak seperti 
halaman yang telah dihapus kesalahannya itu.80  
                                                          
78 Departemen Agama RI, op. cit., h. 30.  Satu ayat lainnya adalah QS al-Nur (42) : 22 
seperti telah disebutkan sebelumnya. 
79 Al-Rāgib al-Isfahānī, op. cit., h. 290 
80 M. Quraish Shihab, “Wawasan” op. cit., h. 249. 
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Menarik pula diamati QS Āli Imrān/3 : 133 - 134 yang mengemukakan 
sifat-sifat orang bertaqwa, antara lain: yang mampu menahan amarah dan 
memaafkan manusia (yang bersalah). Perhatikan ayat berikut : 
 َﻮَﻤﱠﺴﻟا ﺎَﻬُﺿْﺮَﻋ ٍﺔﱠﻨَﺟَو ْﻢُﻜﱢَﺑر ْﻦِﻣ ٍةَﺮِﻔْﻐَﻣ ﻰَﻟِإ اﻮُِﻋرﺎَﺳَو . َﻦﻴِﻘﱠﺘُﻤْﻠِﻟ ْتﱠﺪِﻋُأ ُضْرَْﻷاَو ُتا
 ﱡﺐِﺤُﻳ ُﻪﱠﻠﻟاَو ِسﺎﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ َﻦﻴِﻓﺎَﻌْﻟاَو َﻆْﻴَﻐْﻟا َﻦﻴِﻤِﻇﺎَﻜْﻟاَو ِءاﱠﺮﱠﻀﻟاَو ِءاﱠﺮﱠﺴﻟا ﻲِﻓ َنﻮُﻘِﻔْﻨُـﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟا
 َﻦﻴِﻨِﺴْﺤُﻤْﻟا  ناﺮﻤﻋ لآ)3  :133  - 134( 
Terjemahnya : 
‘Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga 
yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang 
yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 
waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya 
dan mema`afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebajikan.’81 
Ada tiga tingkat sikap positif terhadap orang-orang bersalah yang dapat 
dilihat dalam ayat ini; Yang terendah adalah menahan amarah. Yang 
bersangkutan belum menghapus luka hatinya. Berikutnya adalah memaafkan, 
tetapi yang ini boleh jadi belum memulihkan hubungan harmonis, sedangkan 
yang tertinggi dan yang dicintai Allah adalah yang berbuat kebajikan terhadap 
yang pernah berbuat salah kepadanya.82 
Adanya perintah memberi maaf yang disusul  dengan perintah al- af . 
Dalam beberapa ayat Alquran, menunjukkan bahwa perintah memaafkan itu 
tetap perlu karena manusia tidak diharapkan membuka lembaran baru dan 
membiarkan lembaran lama yang salah tetap ada kesalahannya tanpa dihapus. 
Adapun Ayat-ayat yang memerintahkan al- af   yang dikemukakan tanpa 
didahului oleh perintah memaafkan, selalu dirangkaikan dengan kata jamīl 
                                                          
81 Departemen Agama RI., op. cit.,  h. 98 
82 M. Quraish Shihab, loc. cit. 
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(yang indah), atau digandengkan dengan perintah menyatakan kedamaian dan 
keselamatan bagi semua pihak.83 Perhatikan ayat-ayat berikut : 
1. QS al-Ḥijr/15 : 85 
 ْﻔﱠﺼﻟا ِﺢَﻔْﺻﺎَﻓ ٌﺔَِﻴﺗََﻵ َﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا ﱠنِإَو ﱢﻖَﺤْﻟِﺎﺑ ﱠﻻِإ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ﺎَﻣَو َضْرَْﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ﺎَﻣَو َﺢ
 َﻞﻴِﻤَﺠْﻟا   ﺮﺠﺤﻟا)15  :85( 
 
Terjemahnya:  
‘Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu 
pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.’84 
2. QS al-Zukhruf/43 : 89  
  َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ َفْﻮَﺴَﻓ ٌمَﻼَﺳ ْﻞُﻗَو ْﻢُﻬ ْـﻨَﻋ ْﺢَﻔْﺻﺎَﻓ فﺮﺧﺰﻟا)43  :89(  
Terjemahnya : 
‘Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: "Salam 
(selamat tinggal)." Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang 
buruk).85 
Kelapangdadaan adalah suatu kondisi psiko-spiritual yang ditandai oleh 
kemampuan menerima berbagai kenyataan yang tidak menyenangkan dengan 
tenang dan terkendali. Orang yang lapang dada memiliki kekuatan dalam 
jiwanya untuk bertahan dan tidak berputus asa manakala menghadapi berbagai 
situasi yang secara objektif tidak menyenangkan secara psikis dan menyakitkan 
secara fisik. Semakin tinggi kelapangdadaan seseorang semakin mampu 
                                                          
83 Ibid. h. 250 
84 Departemen Agama RI, op. cit., h. 398 
85 Ibid., h. 805 
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seseorang itu menerima realitas yang beragam, termasuk yang tidak 
menyenangkan.86 
Menurut Fuad  Nashori, ada tujuh ciri  dari pribadi yang lapang dada, 
yaitu kesadaran spiritual, kesiapan psikologis, keyakinan akan kesanggupan diri 
menanggung beban, pertobatan, pemaafan, pencarian hikmah dan berpikir positif 
tentang masa depan.87 Berikut uraian singkatnya. 
Pertama, kesadaran spiritual (spiritual awareness), yaitu kesadaran bahwa 
keadaan yang tidak menyenangkan merupakan ujian dari Allah swt. Orang yang 
lapang dada adalah seseorang yang kokoh menghadapi berbagai kenyataan hidup 
dan memandang kenyataan hidup sebagai ujian. Kekokohan itu dapat dicapai bila 
seseorang dilatih atau diuji secara terus menerus oleh Allah swt. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah dalam QS al-Ankabūt/29 : 2 
 َنﻮُﻨَـﺘْﻔُـﻳ َﻻ ْﻢُﻫَو ﺎﱠﻨَﻣاَء اﻮُﻟﻮُﻘَـﻳ نَأ اﻮَُﻛﺮ ْـﺘُـﻳ نَأ ُسﺎﱠﻨﻟٱ َﺐِﺴَﺣَأ   تﻮﺒﻜﻧﻷا)29 :2(  
Terjemahnya: 
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 
"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?88 
Kedua, kesiapan psikologis (psychological preparatory), yaitu kesiapan 
untuk menerima stimulasi yang tidak menyenangkan. Setelah sadar bahwa orang 
yang kokoh atau yang hebat harus melewati banyak ujian, maka tumbuhlah 
dalam diri orang tersebut kesiapan untuk berhadapan dengan hal-hal yang tidak 
menyenangkan.Kesiapan ini merupakan respons atas kepastian datangnya ujian 
dari Allah  swt.  Allah berfirman dalam QS Āli Imrān/3 :186 
                                                          
86 Lihat Fuad Nashori, Dzikir Melapangkan Dada, dalam http://majalahqalam.wordpress. 
com/artikel-2/artikel-agama/dzikir-melapangkan-dada/ (22 Mei 2013) 
87 Ibid.  
88 Departemen Agama RI, op. cit., h. 620 
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ﻳِﺬـﱠﻟٱ َﻦـِﻣَو ْﻢُﻜِﻠْﺒـَـﻗ ﻦـِﻣ َﺐـ َٰﺘِﻜْﻟٱ اﻮُـﺗوُأ َﻦﻳِﺬـﱠﻟٱ َﻦـِﻣ ﱠﻦُﻌَﻤْﺴََﺘﻟَو ْﻢُﻜِﺴُﻔَﻧأَو ْﻢُﻜِﻟ َٰﻮْﻣَأ ﻰِﻓ ﱠنُﻮَﻠ ْـُﺒَﺘﻟ َﻦ
 ِرﻮُُﻣْﻷٱ ِمْﺰَﻋ ْﻦِﻣ َﻚِﻟ َٰذ ﱠنَِﺈﻓ اﻮُﻘﱠـﺘَـﺗَو اوُﺮِﺒْﺼَﺗ نِإَو اًﺮﻴِﺜَﻛ ىًذَأ اﻮَُﻛﺮْﺷَأ ) ناﺮﻤﻋ لآ3 :186( 
Terjemahnya: 
Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) 
kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab 
sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, 
gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan 
bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang 
patut diutamakan.89 
Ketiga, keyakinan akan kesanggupan diri menanggung beban, yaitu 
keyakinan bahwa kesulitan yang ditanggung tak akan melebihi kesanggupan 
dirinya untuk menerima beban itu. Apapun ujian yang bakal atau dijalani 
seseorang, pasti telah tersedia kemampuan psiko-spiritual dan atau kemampuan 
fisik dalam diri seseorang untuk mampu menerima beban itu. Allah berfirman 
dalam QS al-Baqarah/2 :286  
 َُﻜﻳ َﻻﺎَﻬَﻌْﺳُو ﱠﻻِإ ﺎًﺴْﻔَـﻧ ُﻪﱠﻠﻟٱ ُﻒﱢﻠ  ةﺮﻘﺒﻟا) 2 :286( 
Terjemahnya: 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.90 
Keempat, pertaubatan, yaitu melakukan pertaubatan atas dosanya kepada 
Tuhan. Orang yang lapang dada ini sadar salah satu yang menjadikan kesulitan 
adalah dosa-dosa yang dilakukan manusia. Kadang kesulitan, yang sesungguhnya 
merupakan ujian itu, akibat dari kesalahan manusia. Bila seseorang sadar hal itu 
merupakan kesalahannya, maka ia akan meminta ampunan dari Allah. Aktivitas 
bertaubat akibat kesalahan ini dicontohkan oleh Nabi Dawud. Allah berfirman 
dalam QS Ṣād/38 : 34-35 
                                                          
89 Ibid., h. 109 
90 Ibid., h. 72 
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 ِﻪﱢﻴـِﺳْﺮُﻛ ٰﻰَـﻠَﻋ ﺎَـﻨ ْـﻴَﻘْﻟَأَو َﻦ َٰﻤْﻴَﻠـُﺳ ﺎـﱠﻨَـﺘَـﻓ ْﺪـَﻘَﻟَوۦ  َبﺎَـﻧَأ ﱠﻢُـﺛ اًﺪـَﺴَﺟ   ﻰِـﻟ ْﺐـَﻫَو ﻰِـﻟ ْﺮـِﻔْﻏٱ ﱢبَر َلﺎَـﻗ
 ُبﺎﱠﻫَﻮْﻟٱ َﺖﻧَأ َﻚﱠﻧِإ ىِﺪْﻌَـﺑ ﻦﱢﻣ ٍﺪَﺣَِﻷ ﻰِﻐَﺒَﻨﻳ ﱠﻻ ﺎًﻜْﻠُﻣ  دﺎﺻ)38 :34-35( 
Terjemahnya: 
Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) 
tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit), 
kemudian ia bertaubat. Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan 
anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun 
sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi".91 
Kelima, pemaafan (forgiveness), yaitu kesiapan memberikan 
ampunan/maaf bagi orang lain. Keterbukaan diri untuk memberi maaf kepada 
orang lain adalah tanda utama yang dapat segera ditangkap orang lain. Setiap 
kali  menerima stimulasi yang tidak menyenangkan, Nabi Muhammad selalu 
memiliki kesiapan  untuk memberikan maaf atau pengampunan terhadap 
seseorang yang menyakitinya. Salah satu contohnya adalah saat Nabi 
Muhammad mencoba berdakwah terhadap masyarakat Ṭaif. Orang-orang Ṭaif 
ternyata tidak menerima dakwah yang disampaikan Nabi, bahkan lebih dari itu 
mereka mengusir dan melempari Nabi. Akibatnya, Nabi Muhammad pulang 
dengan tubuh dalam keadaan berdarah. Melihat keadaan yang tidak manusiawi 
tersebut, seorang malaikat menawarkan diri untuk melakukan pembalasan atas 
perilaku yang diterima Nabi. Tetapi Nabi Muhammad ternyata sangat pemaaf. 
Nabi Muhammad memberi isyarat memaafkan mereka sambil berdoa semoga 
anak cucu mereka akan menjadi orang- orang yang taat kepada Allah dan Rasul-
Nya. 
Keenam, pencarian hikmah (seeking meaning), yaitu keyakinan akan 
adanya hikmah atau pelajaran di balik peristiwa. Orang yang sehat secara ruhani 
akan dapat mengambil pelajaran bahwa di balik kesulitan ada pelajaran atau 
hikmah yang dapat diambil. Sementara orang-orang yang yang tidak sehat 
                                                          
91 Ibid., h. 737 
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(munafik) tidak dapat mengambil pelajaran. Allah berfirman dalam QS al-
Taubat/9:126 
 ٍمﺎـَﻋ ﱢﻞــُﻛ ﻰـِﻓ َنﻮــُﻨَـﺘْﻔُـﻳ ْﻢـُﻬـﱠَﻧأ َنْوَﺮــَـﻳ َﻻَوَأ ◌ۢ ـُﻫ َﻻَو َنﻮـُـﺑﻮُﺘَـﻳ َﻻ ﱠﻢُـﺛ ِﻦْﻴَـﺗﱠﺮــَﻣ ْوَأ ًةﱠﺮــﱠﻣ َنوُﺮﱠﻛﱠﺬَـﻳ ْﻢ 
 ﺔﺑﻮﺘﻟا)2 :126(  
Terjemahnya: 
Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka 
diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak (juga) 
bertobat dan tidak (pula) mengambil pengajaran?92 
Ketujuh, berpikir positif tentang masa depan (positive thinking), yaitu 
keyakinan akan adanya perbaikan keadaan setelah berlangsungnya keadaan yang 
tidak menyenangkan. Keadaan yang tidak menyenangkan pasti akan berlalu dan 
akan datang keadaan yang menyenangkan, tentu saja melalui usaha. Allah 
berfirman dalam QS al-Insyirah/94 :5-6:  
اًﺮْﺴُﻳ ِﺮْﺴُﻌْﻟٱ َﻊَﻣ ﱠنَِﺈﻓ اًﺮْﺴُﻳ ِﺮْﺴُﻌْﻟٱ َﻊَﻣ ﱠنِإ   حﺮﺸﻧﻹا)94 :5-6(  
 
Terjemahnya: 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.93 
Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya 
kelapangdadaan seseorang, antara lain: 
1. Keimanan.  
Seseorang yang memiliki iman yang kokoh di dalam hatinya percaya 
akan adanya takdir (ketentuan), ketentuan baik dan ketentuan buruk. 
Seseorang yang selalu beribadah adalah seseorang yang cenderung 
mengukuhkan iman terhadap takdir. 
2. Zikir.  
Menurut Subandi, zikir sendiri menghasilkan adanya perasaan lapang 
atau perasaan los (terbebas dari beban yang menghimpit) 
3. Tingkat penderitaan yang dialami. 
                                                          
92 Ibid., h. 302 
93 Ibid., h. 1073 
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Berat ringannya penderitaan yang dialami ikut serta mempengaruhi 
kelapangdadaan. Penderitaan yang luar biasa berat cenderung diterima 
dengan lapang dada daripada penderitaan yang agak kurang berat 
4. Sumber penderitaan. 
Jika sumber penderitaan itu bersumber dari manusia, cenderung sulit 
untuk berlapang dada. Namun jika sumber penderitaan itu berasal dari 
Allah, maka mereka cenderung berlapang dada 
5. Usia. 
 Usia yang sudah tua cenderung dapat menerima lapang dada secara 
aktif, lain halnya dengan orang-orang yang masih muda, mereka 
cenderung tidak berlapang dada 
6. Lingkungan.  
Seseorang yang berada dalam lingkungan yang terlatih untuk 
berhadapan dengan suasana yang tidak menyenangkan lebih besar 
kelapangdadaannya dibanding mereka yang berada dalam lingkungan 
yang tidak terlatih untuk menerima beragam situasi 
7. Pengalaman penderitaan sebelumnya.  
Berbagai macam pengalaman penderitaan semisal kehilangan orang-
orang penting dalam kehidupannya akan menjadikan seseorang lebih 
kokoh ketika menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan.94 
 
Dalam Islam, sifat lapang dada disimbolkan dengan berjabatan tangan 
(Musāfaḥaḥ), yang berarti kesediaan seseorang untuk membuka lembaran baru 
dan tidak mengingat atau menggunakan lagi lembaran lama, yang walaupun 
telah dihapus kesalahannya, mungkin sedikit kekusutannya masih ada. 
3. al-Gufrān 
Kata al-gufrān terambil dari kata kerja gafara yang pada mulanya berarti 
menutup.95 Rambut putih yang disemir hingga tertutup putihnya disebutkan 
dengan gafara al-sya'ra. Dari akar kata yang sama, lahir kata gifārah, yang 
berarti sepotong kain yang menghalangi kerudung sehingga tidak ternoda oleh 
minyak rambut. Magfirah Ilahi adalah  perlindungan  Tuhan  dari siksa 
                                                          
94 Fuad Nashori, loc. cit. 
95 H.M. Quraish Shihab, “Wawasan”, loc. cit. 
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neraka.96 
Kata al-gufrān dengan segala perubahannya termasuk banyak digunakan 
di dalam Alquran, yaitu 234 ayat.97 Beberapa contohnya adalah sebagai berikut: 
a. QS Āli Imrān/3 : 31 
 ِﺣَر ٌرﻮُﻔَﻏ ُﻪﱠﻠﻟاَو ْﻢُﻜَﺑُﻮﻧُذ ْﻢُﻜَﻟ ْﺮِﻔْﻐَـﻳَو ُﻪﱠﻠﻟا ُﻢُﻜْﺒِﺒْﺤُﻳ ﻲِﻧﻮُﻌِﺒﱠﺗَﺎﻓ َﻪﱠﻠﻟا َنﻮﱡﺒِﺤُﺗ ْﻢُﺘْﻨُﻛ ْنِإ ْﻞُﻗ ٌﻢﻴ 
) ناﺮﻤﻋ لآ3  :31( 
Terjemahnya : 
‘Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.’98 
b. QS al-Anfāl/8 : 29 
 ِﻔْﻐَـﻳَو ْﻢُﻜِﺗﺎَﺌﱢﻴَﺳ ْﻢُﻜْﻨَﻋ ْﺮﱢﻔَﻜُﻳَو ًﺎﻧﺎَﻗْﺮُـﻓ ْﻢُﻜَﻟ ْﻞَﻌْﺠَﻳ َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘ ـﱠﺘَـﺗ ْنِإ اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡﻳَأَﺎﻳ ْﺮ
وُذ ُﻪﱠﻠﻟاَو ْﻢُﻜَﻟ  ِﻢﻴِﻈَﻌْﻟا ِﻞْﻀَﻔْﻟا  ) لﺎﻔﻧﻷا8  :29( 
Terjemahnya : 
‘Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, 
niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqaan dan menghapuskan 
segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Dan 
Allah mempunyai karunia yang besar.'99 
Berdasarkan kedua ayat di atas terlihat bahwa yagfir dirangkaikan 
dengan menyebutkan dosa (seperti contoh ayat pertama), berarti menutup dosa 
dengan sesuatu. Sedangkan bila tidak dirangkaikan dengan dosa (seperti contoh 
ayat kedua), berarti melindungi manusia dari siksa atau bencana. Ayat-ayat 
tersebut, baik dalam konteks pertama maupun konteks  kedua,  memperlihatkan  
bahwa al-gufrān, tidak dapat diperoleh kecuali setelah memenuhi syarat-syarat 
                                                          
96 Ibid.  
97  Muḥammad Fuād Abd al-Bāqī, op. cit., h. 634-638 
98 Departemen Agama RI, op. cit., h. 80 




Kata al-takfīr terambil dari kata kerja kaffara yang berarti menutup. 
Alquran menggunakan kata kaffara dengan berbagai bentuknya sebanyak 14 
kali (selain kaffārat), pelakunya adalah Allah swt, dan selalu digandengkan 
dengan syarat melakukan amal-amal saleh, atau upaya  meninggalkan dosa-dosa 
besar.101 
Perhatikan misalnya firman Allah dalam QS Al-Nisā/4 : 31   
 ِإ ـْﻨُـﺗ ﺎَﻣ َﺮِﺋﺎَﺒَﻛ اﻮُﺒِﻨَﺘْﺠَﺗ ْنﺎًﻤِﻳﺮَﻛ ًﻼَﺧْﺪُﻣ ْﻢُﻜْﻠِﺧُْﺪﻧَو ْﻢُﻜِﺗﺎَﺌﱢﻴَﺳ ْﻢُﻜْﻨَﻋ ْﺮﱢﻔَﻜُﻧ ُﻪْﻨَﻋ َنْﻮَﻬ 
) ءﺎﺴﻨﻟا4  :31( 
Terjemahnya : 
`Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang 
kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu 
(dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang 
mulia (surga).’102 
Juga firman Allah dalam QS al-Ankabūt/29 : 7 
  يِﺬﱠﻟا َﻦَﺴْﺣَأ ْﻢُﻬ ـﱠﻨَـِﻳﺰْﺠََﻨﻟَو ْﻢِﻬِﺗﺎَﺌﱢﻴَﺳ ْﻢُﻬ ْـﻨَﻋ ﱠنَﺮﱢﻔَﻜَُﻨﻟ ِتﺎَﺤِﻟﺎﱠﺼﻟا اﻮُﻠِﻤَﻋَو اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو
 َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﻳ اُﻮﻧﺎَﻛ ) تﻮﺒﻜﻧﻷا29  :7( 
Terjemahnya : 
Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami 
hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri 
mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.’103 
Teramati pula bahwa dari ke-14 kata kaffara dan perubahannya dalam 
Alquran, 13 di antaranya dirangkaikan dengan kata al-sayyiāt yang 
                                                          
100 M. Quraish Shihab, “Wawasan” op. cit., h. 251 
101 Ibid. Bandingkan dengan Muhammad Fuād Abd al-Bāqī, op. cit., h. 774 
102 Departemen Agama RI, op. cit., h. 122 
103 Ibid., h. 629 
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diterjemahkan sebagai kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil. Hanya satu 
ayat saja yang tidak menyebut kata al-sayyiāt melainkan menggunakan istilah 
aswā allażī `amilū (perbuatan terjelek yang mereka lakukan), yang pada 
hakikatnya dapat juga diartikan sebagai dosa-dosa kecil. Hal ini menunjukkan 
bahwa dosa-dosa kecil seseorang dapat ditoleransi atau dimaafkan oleh Allah 
swt. akibat adanya amal-amal saleh yang menutupinya.104 
5. Syafaat 
Syafaat berasal dari kata asy-syafa’ (ganda) yang merupakan lawan kata 
dari al-witru (tunggal), yaitu menjadikan sesuatu yang tunggal menjadi ganda, 
seperti membagi satu menjadi dua, tiga menjadi empat, dan sebagainya. Ini 
pengertian secara bahasa. 
Sedangkan secara istilah, syafaat berarti menjadi penengah bagi orang lain 
dengan memberikan manfaat kepadanya atau menolak mudharat, yakni pemberi 
syafaat itu memberikan manfaat kepada orang itu atau menolak mudharatnya. 
Syafaat adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang 
lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. Syafa’at yang tidak 
diterima di sisi Allah adalah syafaat orang-orang kafir. 
Syafaat disebutkan pertama kali dalam Al-Qur’an adalah pada QS. al-Baqarah 
ayat 47: 
 َﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻜُﺘْﻠﱠﻀَﻓ ﱢﱐَأَو ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُﺖْﻤَﻌْـَﻧأ ِﱵﱠﻟا َِﱵَﻤِْﻌﻧ اوُﺮُْﻛذا َﻞِﻴﺋَاﺮْﺳِإ ِﲏَﺑ َﺎﻳ 
                                                          
104 M. Quraish Shihab, “Wawasan”, op. cit., h. 252 
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“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan 
kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas 
segala umat.” 
 ُﻫ ﻻَو ٌلْﺪَﻋ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ ُﺬَﺧْﺆُـﻳ ﻻَو ٌﺔَﻋﺎَﻔَﺷ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ ُﻞَﺒْﻘُـﻳ ﻻَو ﺎًﺌْﻴَﺷ ٍﺲْﻔَـﻧ ْﻦَﻋ ٌﺲْﻔَـﻧ ِيﺰَْﲡ ﻻ ﺎًﻣْﻮَـﻳ اﻮُﻘـﱠﺗاَو ْﻢ
نوُﺮَﺼْﻨُـﻳ 
“Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak 
dapat membela orang lain, walau sedikit pun; dan (begitu pula) tidak diterima 
syafa`at dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.” 
Dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah kepada Bani Israil untuk bertaqwa 
dengan alasan di akhirat nanti tidak akan ada syafaat (pertolongan) dari siapapun 
kecuali amal manusia masing-masing. 
Syafaat hakikatnya adalah doa, atau memerantarai orang lain untuk mendapatkan 
kebaikan dan menolak keburukan. Atau dengan kata lain syafaat adalah 
memintakan kepada Allah di akhirat untuk kepentingan orang lain. Dengan 
demikian meminta syafa’at berarti meminta doa, sehingga permasalahan syafaat 
ialah sama dengan doa. 
Hukum Meminta Syafaat 
Bagaimanakah hukumnya meminta syafaat. Telah kita ketahui bersama bahwa 
syafaat adalah milik Allah, maka meminta kepada Allah hukumnya disyariatkan, 
yaitu meminta kepada Allah agar para pemberi syafaat diizinkan untuk 
mensyafaati di akhirat nanti. Seperti, “Ya Allah, jadikanlah Muhammad Saw 
pemberi syafaaat bagiku. Dan janganlah engkau haramkan atasku syafaatnya.” 
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Adapun meminta kepada orang yang masih hidup, maka jika ia meminta agar 
orang tersebut berdoa kepada Allah agar ia termasuk orang yang mendapatkan 
syafaat di akhirat maka hukumnya boleh, karena meminta kepada yang mampu 
untuk melakukanya. Namun, jika ia meminta kepada orang tersebut syafaat di 
akhirat maka hukumnya syirik, karena ia telah meminta kepada seseorang suatu 
hal yang tidak mampu dilakukan selain Allah. Adapun meminta kepada orang 
yang sudah mati maka hukumnya syirik akbar baik dia minta agar didoakan atau 
meminta untuk diberi syafaat dari orang tersebut. 
Macam-macam Syafaat 
Syafaat terdiri dari dua macam, yaitu: 
Pertama: Syafaat yang didasarkan pada dalil yang kuat dan shahih, yaitu yang 
ditegaskan Allah Swt dalam Kitab-Nya, atau dijelaskan Rasulullah. Syafaat tidak 
diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertauhid dan ikhlas; karena Abu 
Hurairah berkata, “Wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia mendapatkan 
syafaatmu?” Beliau menjawab, “Orang yang mengatakan, ‘Laa ilaaha illallah’ 
dengan ikhlas dalam hatinya.” (HR. Bukhari, kitab Al-Ilm). 
Syafaat mempunyai tiga syarat: 
1. Allah meridhai orang yang memberi syafaat. 
2. Allah meridhai orang yang diberi syafaat. 
3. Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. 
Syarat-syarat di atas secara global dijelaskan Allah dalam firman-Nya, “Dan 
berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna 
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kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai 
(Nya).” (QS. An- Najm: 26). 
Kemudian firman Allah: “Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa 
izin-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 255). 
Lalu firman Allah:  “Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali (syafaat) orang 
yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai 
perkataannya.” (QS. Thahaa: 109). 
Kemudian firman Allah: “Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan 
mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi 
syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu 
berhati-hati karena takut kepada-Nya.” (QS. Al-Anbiya: 28). 
Agar syafaat seseorang diterima, maka harus memenuhi ketiga syarat di atas. 
Menurut penjelasan para ulama, syafaat yang diterima, dibagi menjadi dua 
macam: 
1. Syafaat umum. Makna umum, Allah mengizinkan kepada salah seorang 
dari hamba-hamba-Nya yang shalih untuk memberikan syafaat kepada 
orang-orang yang diperkenankan untuk diberi syafaat. Syaaat ini 
diberikan kepada Nabi Muhammad Saw, nabi-nabi lainnya, orang-orang 
jujur, para syuhada, dan orangorang shalih. Mereka memberikan syafaat 
kepada penghuni neraka dari kalangan orang-orang beriman yang berbuat 
maksiat agar mereka keluar dari neraka. 
2. Syafaat khusus, yaitu syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi 
Muhammad Saw dan merupakan syafaat terbesar yang terjadi pada hari 
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Kiamat. Tatkala manusia dirundung kesedihan dan bencana yang tidak 
kuat mereka tahan, mereka meminta kepada orangorang tertentu yang 
diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat. Mereka pergi kepada 
Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Tetapi mereka semua tidak bisa 
memberikan syafaat hingga mereka datang kepada Nabi saw, lalu beliau 
berdiri dan memintakan syafaat kepada Allah, agar menyelamatkan 
hamba-hamba-Nya dari adzab yang besar ini. Allah pun memenuhi 
permohonan itu dan menerima syafaatnya. Ini termasuk kedudukan 
terpuji yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya : “Dan pada sebagian 
malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah 
tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke 
tempat yang terpuji.” (Al-Israa’: 79). 
Di antara syafaat khusus yang diberikan kepada Rasulullah Saw adalah 
syafaatnya kepada penghuni syurga agar mereka segera masuk surga, karena 
penghuni surga ketika melewati jembatan, mereka diberhentikan di tengah 
jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Hati sebagian mereka bertanya-
tanya kepada sebagian lain, hingga akhirnya mereka bersih dari dosa. Kemudian 
mereka baru diizinkan masuk surga. Pintu surga itu bisa terbuka karena syafaat 
Nabi saw. 
Kedua. Syafaat batil yang tidak berguna bagi pemiliknya, yaitu anggapan orang-
orang musyrik bahwa tuhan-tuhan mereka dapat memintakan syafaat kepada 
Allah. Syafaat semacam ini tidak bermanfaat bagi mereka seperti yang 
difirmankan-Nya, “Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang 
yang memberikan syafaat.” (QS. Al-Mudatstsir: 48). 
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Demikian itu karena Allah tidak rela kepada kesyirikan yang dilakukan 
oleh orang-orang musyrik itu dan tidak mungkin Allah memberi izin kepada para 
pemberi syafaat itu, untuk memberikan syafaat kepada mereka; karena tidak ada 
syafaat kecuali bagi orang yang diridhai Allah. Allah tidak meridhai hamba-
hamba-Nya yang kafir dan Allah tidak senang kepada kerusakan. 
Ketergantungan orang-orang musyrik kepada tuhan-tuhan mereka dengan 
menyembahnya dan mengatakan, “Mereka adalah pemberi syafaat kepada kami 
di sisi Allah.” (QS. Yunus: 18), adalah ketergantungan batil yang tidak 
bermanfaat. Bahkan demikian itu tidak menambah mereka kecuali semakin jauh, 
karena orang-orang musyrik itu meminta syafaat kepada berhala-berhala itu 
dengan cara yang batil, yaitu menyembahnya. Itulah kebodohan mereka yang 
berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tetapi sebenarnya tidak lain hanya 
menjadikan mereka semakin jauh. 
Teramati pula bahwa dari ke-14 kata kaffara dan perubahannya dalam 
Alquran, 13 di antaranya dirangkaikan dengan kata al-sayyiāt yang 
diterjemahkan sebagai kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil. Hanya satu 
ayat saja yang tidak menyebut kata al-sayyiāt melainkan menggunakan istilah 
aswā allażī `amilū (perbuatan terjelek yang mereka lakukan), yang pada 
hakikatnya dapat juga diartikan sebagai dosa-dosa kecil. Hal ini menunjukkan 
bahwa dosa-dosa kecil seseorang dapat ditoleransi atau dimaafkan oleh Allah 
swt. akibat adanya amal-amal saleh yang menutupinya.105 
f. Syafaat 
Syafaat berasal dari kata al-syaf‘a (ganda) yang merupakan lawan kata 
dari al-witr (tunggal), yaitu menjadikan sesuatu yang tunggal menjadi ganda, 
                                                          
105 M. Quraish Shihab, “Wawasan”, op. cit., h. 252 
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seperti membagi satu menjadi dua, tiga menjadi empat, dan sebagainya.106 Secara 
istilah, syafaat berarti menjadi penengah bagi orang lain dengan memberikan 
manfaat kepadanya atau menolak mudharat, yakni pemberi syafaat itu 
memberikan manfaat kepada orang itu atau menolak mudaratnya.107 Syafaat 
adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau 
mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain.108  
Syafaat dapat digambarkan sebagai berikut: pemberi syafaat menghadap 
kepada Allah swt. dan meminta-Nya agar meringankan siksaan dan mengampuni 
seseorang yang pantas dihukum lantaran perbuatan buruknya. Pemberi syafaat itu 
sendiri bisa berupa amal saleh yang dilakukan oleh seseorang atau bisa pula 
seorang wali saleh yang mendapatkan hak dari Allah swt. Ia bermohon kepada 
Allah swt agar meringankan hukuman atau mengampuni orang yang berdosa. 
Syafaat dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok: 
1. Syafaat amal, yaitu amal yang dilakukan oleh seseorang, semisal shalat, 
puasa, haji, amal saleh, berjuang di jalan Allah, dan lain sebagainya. 
Amal-amal tersebut memberikan syafaat kepada pelakunya untuk 
meringankan hukuman perbuatan mungkarnya, bahkan hingga 
mengampuninya. Syafaat Alquran termasuk dalam kategori syafaat ini. 
Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Nabi saw bersabda, 
“Sungguh, Alquran adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya 
dan penuntut yang dibenarkan tuntutannya.” Syafaat kepemimpinan 
yang dijadikan petunjuk oleh seseorang selama hidupnya juga masuk 
dalam kategori ini.109 
2. Syafaat awal dari Allah, yaitu ampunan-Nya yang diberikan sejak 
semula tanpa diminta oleh seseorang untuk yang lain. Begitulah adanya, 
karena belas kasih Allah mendahului murka-Nya. 
3. Syafaat yang dilestarikan di kalangan kaum muslimin, yaitu seorang 
hamba yang berdosa meminta kepada pemberi syafaat agar memberinya 
syafaat di hadapan Allah Swt. Permintaannya berpengaruh terhadap 
pemberi syafaat sehingga dia bersemangat mengharap kebaikan untuk 
orang berdosa itu. Dia memohon kepada Tuhan agar mengampuni 






hamba yang berdosa atau minimal meringankan hukumannya. Pemberi 
syafaat dengan perannya tersebut berpengaruh kepada Tuhan, sehingga 
Dia mengubah keputusan-Nya dan mengampuni hamba-Nya yang 
berdosa.110 
Dua jenis syafaat yang pertama tidak bermasalah, karena syafaat amal 
berarti amal seseorang diterima oleh Allah swt kemudian hukuman untuknya 
diringankan karena magfirah Allah. Adapun syafaat awal dari Allah, berarti Dia 
memberikan rahmat dan magfirah kepada seorang hamba tanpa diminta lantaran 
belas kasih-Nya. Syafaat ini serupa dengan pemberian air dan makanan kepada 
hamba-Nya di dunia. Bedanya, kedua jenis syafaat ini bersifat formal, yaitu 
semacam penghormatan yang jelas kepada pemberi syafaat. 
Adapun syafaat kategori ketiga menjadi perdebatan di kalangan umat 
Islam. Sebagian umat berpendapat bahwa syafaat dapat berasal dari Allah, 
Malaikat, para Nabi dan orang mukmin. Pemberian syafa’at oleh malaikat berupa 
bisikan (dorongan) kepada manusia supaya berbuat baik, dan doa agar Allah 
berkenan memberi rahmat dan ampunan kepada makhluknya. Syafa’at para nabi 
beberapa usaha membebaskan manusia dari dosa, memimpin manusia pada jalan 
yang benar, serta suri tauladan (Para Nabi) mengangkat manusia dari kegelapan 
(kejahatan) menuju sinar kemurahan dan rahmatnya. Sedangkan syafa’at yang 
diberikan orang mukmin berupa bantuan kepada orang-orang mukmin yang 
tingkat rohaninya masih rendah, berupa doa suri tauladan yang baik dan 
bermanfaat bagi mereka. 
Akan tetapi, syafaat yang terakhir ini tidak diterima oleh sebagian umat 
Islam lainnya. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa syafaat adalah milik Allah, 
maka meminta kepada Allah hukumnya disyariatkan, yaitu meminta kepada Allah 
agar para pemberi syafaat diizinkan untuk mensyafaati di akhirat nanti. Seperti, 
“Ya Allah, jadikanlah Muhammad Saw pemberi syafaaat bagiku. Dan janganlah 
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engkau haramkan atasku syafaatnya.” Adapun meminta kepada orang yang masih 
hidup, maka jika ia meminta agar orang tersebut berdoa kepada Allah agar ia 
termasuk orang yang mendapatkan syafaat di akhirat maka hukumnya boleh, 
karena meminta kepada yang mampu untuk melakukanya. Namun, jika ia 
meminta kepada orang tersebut syafaat di akhirat maka hukumnya syirik, karena 
ia telah meminta kepada seseorang suatu hal yang tidak mampu dilakukan selain 
Allah. Adapun meminta kepada orang yang sudah mati maka hukumnya syirik 
akbar baik dia minta agar didoakan atau meminta untuk diberi syafaat dari orang 
tersebut.111 
Berdasarkan uraian tentang term-term maaf dalam Alquran dapat 
diketahui bahwa term Alquran yang dapat dihubungkan dengan makna maaf ada 
lima, yaitu al-afw, taba, al-ṣafḥ, al-gufrān dan al-takfīr. Term-term ini sekalipun 
semuanya dapat diartikan dengan maaf atau memaafkan, tetapi masing-masing 
memiliki pengertian tersendiri yang berbeda dengan lainnya. 
C. Praktik Pemaafan dalam Lintas Sejarah Islam 
Meminta maaf adalah satu hal positif yang semestinya dilakukan 
seseorang yang melakukan kesalahan. Hal ini bertujuan untuk menghapus 
perbuatan salah atau memalukan, kalau perbuatan salah itu terarah kepada 
seseorang atau keluarga yang menjadi korban. Bila kesalahan itu tertuju kepada 
banyak orang, maka permintaan maaf semestinya dilakukan secara terbuka. 
Budaya meminta maaf ini kurang berkembang di Indonesia, terutama 
permintaan maaf secara terbuka. Adanya hari raya idul fitri untuk meminta 
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maaf adalah sikap positif, semestinya berkembang di luar hari raya, dan 
dilakukan secara terbuka. 
Kebiasaan orang Jepang ketika seseorang telah melakukan kesalahan 
atau dosa, maka ia akan melakukan harakiri. Tidak dikenal adanya konsep itu 
dalam Islam, yang dikenal adalah pemaafan, karena pemaafan itu merupakan 
perbuatan yang dianjurkan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-
Māidah/5 : 45  
 ﱠنَأ ﺎَﻬﻴِﻓ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻨ ْـﺒَﺘََﻛو  َنُذُْﻷٱَو ِﻒﻧَْﻷِﭑﺑ َﻒﻧَْﻷٱَو ِﻦْﻴَﻌْﻟِﭑﺑ َﻦْﻴَﻌْﻟٱَو ِﺲْﻔ ـﱠﻨﻟِﭑﺑ َﺲْﻔ ـﱠﻨﻟٱ  ِنُذُْﻷﭑِﺑ
 ٌصﺎَﺼِﻗ َحوُﺮُﺠْﻟٱَو ﱢﻦﱢﺴﻟِﭑﺑ ﱠﻦﱢﺴﻟٱَو ◌ۚ  ِﻪِﺑ َقﱠﺪَﺼَﺗ ﻦَﻤَﻓۦ  ُﻪﱠﻟٌَةرﺎﱠﻔَﻛ َﻮُﻬَـﻓۥ  ◌ۚ  ِﺑ ﻢُﻜْﺤَﻳ ْﻢﱠﻟ ﻦَﻣَو َلَﺰﻧَأ ﺎَﻤ
 ُﻪﱠﻠﻟٱ  َنﻮُﻤِﻠٰﱠﻈﻟٱ ُﻢُﻫ َﻚِﺌَٰﻟوُﺄَﻓ  ةﺪﺋﺎﻤﻟا )  5  :45 ( 
Terjemahnya: 
“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka 
(pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka 
itu adalah orang-orang yang lalim”.112 
Perbuatan memaafkan adalah salah satu karakter orang bertaqwa 
sebagaimana diungkap dalam QS Āli Imrān/3 : 134, yaitu seseorang yang selalu 
memaafkan orang lain, meskipun mampu membalas. Memaafkan dianggap 
sebagai sikap yang melebihi sifat mengendalikan diri, sebab sifat 
mengendalikan diri kadang-kadang disertai perasaan sebal dan dendam. 
Sedangkan memaafkan bersih dari kedua sifat itu.113 
Menurut ajaran Islam, ada toleransi terjadinya pertengkaran atau 
perselisihan pendapat di antara sesama muslim, tetapi toleransi hanya diberikan 
sampai tiga hari saja untuk terjadinya saling memaafkan di antara keduanya. 
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Sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dari Abū Ayyūb al-Anṣārī 
r.a. 
 ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ ﱢىِرﺎَﺼَْﻧﻷا َبﻮﱡﻳَأ ﻰِﺑَأ ْﻦَﻋ -ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ-  َلَﺎﻗ  َﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍﻢِﻠْﺴُﻤِﻟ  ْنَأ 
 َﺮُﺠْﻬَـﻳ  ُﻩﺎَﺧَأ  َقْﻮَـﻓ  َِﺔَﺛﻼَﺛ  ٍمﺎﱠﻳَأ  ِنﺎَﻴِﻘَﺘْﻠَـﻳ  ُضِﺮْﻌُـﻴَـﻓ اَﺬَﻫ  ُضِﺮْﻌُـﻳَو اَﺬَﻫ ﺎَﻤُﻫُﺮ ْـﻴَﺧَو اىِﺬﱠﻟ  ُأَﺪْﺒَـﻳ  ِمَﻼﱠﺴﻟِﺎﺑ  
(دواد ﻮﺑأ ﻩاور) 114  
 
Artinya: 
Dari Abū Ayyūb al-Anṣārī bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: Tidak 
halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya di 
atas tiga hari. Mereka bertemu lalu saling memalingkan muka dan yang 
paling baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. 
Memaafkan menjadi penting karena kesalahan dan perbuatan tidak 
menyenangkan tidak hanya dapat bersumber dari orang yang nyata-nyata 
memusuhi, tetapi justru kadang-kadang datang dari orang-orang yang paling 
disayangi. Allah swt. berfirman dalam QS al-Tagābun/64 : 14 
 ﱠنِإ اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ ﺎَﻬـﱡﻳَأﺎﻳ نِإَو  ْﻢُﻫوُرَﺬْﺣﭑَﻓ ْﻢُﻜﱠﻟ ا وُﺪَﻋ ْﻢُِﻛﺪَٰﻟْوَأَو ْﻢُﻜِﺟ َٰوْزَأ ْﻦِﻣ  اﻮُﻔْﻌَـﺗ
 ٌﻢﻴِﺣﱠر ٌرﻮُﻔَﻏ َﻪﱠﻠﻟٱ ﱠنِﺈَﻓ اوُﺮِﻔْﻐَـﺗَو اﻮُﺤَﻔْﺼَﺗَو  ﻦﺑﺎﻐﺘﻟا)64  :14(  
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan 
anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah 
kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi 
serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.”115 
Pemaafan meskipun terasa berat dilakukakan, akan tetapi hasilnya akan 
membahagiakan. Pemaafan adalah salah satu akhlak terpuji yang akan 
menghilangkan segala dampak merusak dari kemarahan, dan membantu pelaku-
pelakunya untuk hidup sehat, baik secara lahir maupun batin. Meskipun 
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demikian, tujuan sesungguhnya dari pemaafan adalah mencari ridha Allah swt.  
Praktik pemaafan dalam kasus-kasus pidana banyak dijumpai sejak 
zaman Rasulullah saw., para sahabat dan generasi-generasi setelah mereka. 
Pemaafan lebih diutamakan dari pada pelaksanaan kisas. Alquran menegaskan 
bahwa barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah 
(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang 
diberi maaf; membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang 
baik (pula). Hal yang demikian itu  adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu 
dan suatu rahmat.116  
Nabi Muhammad saw. sendiri adalah pribadi yang mudah memberi maaf 
dalam sejarah kemanusiaan. Nabi Muhammad saw. dikenal mudah memaafkan 
seseorang yang menyakitinya. Beberapa peristiwa berikut menggambarkan 
karakter Muhammad sebagai Nabi yang gemar memberi maaf. 
1. Peristiwa Hijrah ke Ṭāif 
Ketika Nabi Muhammad saw. menyampaikan dakwah kepada orang-
orang daerah Taif, ternyata mereka bereaksi negatif yaitu menolak bahkan 
menyakiti Rasulullah saw. secara fisik. Atas sikap kasar ini, Nabi Muhammad 
menunjukkan pemberian maafnya, bahkan Nabi optimis bahwa anak cucu 
orang-orang Ṭāif kelak akan menjadi orang-orang yang beriman, sebagaimana 
tergambar dalam hadis dari Urwah bin al-Zubair yang ditakhrij oleh Imam 
Muslim  
 ِﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  ٍبﺎَﻬِﺷ ﻰَِﻨﺛ ﱠﺪَﺣ  ُةَوْﺮُﻋ  ُﻦْﺑ  ِﺮْﻴَـﺑﱡﺰﻟا  ﱠنَأ  َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ  َجْوَز  ﱢﻰِﺒﱠﻨﻟا  -ﻰﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ 
ﻢﻠﺳو -  ُﻪْﺘَـﺛ ﱠﺪَﺣ ﺎَﻬـﱠﻧَأ  ْﺖَﻟَﺎﻗ  ِلﻮُﺳَﺮِﻟ  ِﻪﱠﻠﻟا  -ﻰﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو - َﺎﻳ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ْﻞَﻫ ﻰَﺗَأ  َﻚْﻴَﻠَﻋ 
 ٌمْﻮَـﻳ  َنﺎَﻛ  ﱠﺪَﺷَأ  ْﻦِﻣ  ِمْﻮَـﻳ  ٍﺪُﺣُأ  َلﺎَﻘَـﻓ »  ْﺪَﻘَﻟ  ُﺖﻴِﻘَﻟ  ْﻦِﻣ  ِﻚِﻣْﻮَـﻗ  َنﺎََﻛو  ﱠﺪَﺷَأ ﺎَﻣ  ُﺖﻴِﻘَﻟ  ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ  َمْﻮَـﻳ 
                                                          
116 Lihat kembali QS Al-Baqarah (2) : 178 
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 ِﺔَﺒَﻘَﻌْﻟا  ْذِإ  ُﺖْﺿَﺮَﻋ ﻰِﺴْﻔَـﻧ ﻰَﻠَﻋ  ِﻦْﺑا  ِﺪْﺒَﻋ  َﻞِﻴﻟَﺎﻳ  ِﻦْﺑ  ِﺪْﺒَﻋ  ٍلَﻼُﻛ  ْﻢَﻠَـﻓ ﻰِﻨْﺒِﺠُﻳ ﻰَﻟِإ ﺎَﻣ  ُتْدَرَأ 
 ُﺖْﻘََﻠﻄْﻧﺎَﻓ َﺎﻧَأَو  ٌمﻮُﻤْﻬَﻣ ﻰَﻠَﻋ ﻰِﻬْﺟَو  ْﻢَﻠَـﻓ  ْﻖِﻔَﺘْﺳَأ  ﱠﻻِإ  ِنْﺮَﻘِﺑ  ِﺐِﻟﺎَﻌـﱠﺜﻟا  ُﺖْﻌَـﻓَﺮَـﻓ ﻰِﺳَْأر اَذِﺈَﻓ َﺎﻧَأ 
 َﺴِﺑ ٍَﺔﺑﺎَﺤ  ْﺪَﻗ ﻰِﻨْﺘﱠَﻠﻇَأ  ُتْﺮَﻈَﻨَـﻓ اَذِﺈَﻓ ﺎَﻬﻴِﻓ  ُﻞِﻳﺮْﺒِﺟ ﻰِﻧاَدﺎَﻨَـﻓ  َلﺎَﻘَـﻓ  ﱠنِإ  َﻪﱠﻠﻟا  ﱠﺰَﻋ  ﱠﻞَﺟَو  ْﺪَﻗ  َﻊِﻤَﺳ  َلْﻮَـﻗ 
 َﻚِﻣْﻮَـﻗ  َﻚَﻟ ﺎَﻣَو اوﱡدَر  َﻚْﻴَﻠَﻋ  ْﺪَﻗَو  َﺚَﻌَـﺑ  َﻚَْﻴﻟِإ  َﻚَﻠَﻣ  ِلﺎَﺒِﺠْﻟا  ُﻩَﺮُﻣْﺄَِﺘﻟ ﺎَﻤِﺑ  َﺖْﺌِﺷ  ْﻢِﻬﻴِﻓ  َلَﺎﻗ  ِﻧاَدﺎَﻨَـﻓﻰ 
 ُﻚَﻠَﻣ  ِلﺎَﺒِﺠْﻟا  َﻢﱠﻠَﺳَو  ﱠﻰَﻠَﻋ . ﱠُﻢﺛ  َلﺎَﻗ َﺎﻳ  ُﺪﱠﻤَﺤُﻣ  ﱠنِإ  َﻪﱠﻠﻟا  ْﺪَﻗ  َﻊِﻤَﺳ  َلْﻮَـﻗ  َﻚِﻣْﻮَـﻗ  َﻚَﻟ َﺎﻧَأَو  ُﻚَﻠَﻣ 
 ِلﺎَﺒِﺠْﻟا  ْﺪَﻗَو ﻰَِﻨﺜَﻌَـﺑ  َﻚﱡَﺑر  َﻚَْﻴﻟِإ ﻰِﻧَﺮُﻣْﺄَِﺘﻟ  َكِﺮْﻣَِﺄﺑ ﺎَﻤَﻓ  َﺖْﺌِﺷ  ْنِإ  َﺖْﺌِﺷ  ْنَأ  َﻖِﺒْﻃُأ  ُﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ  َﺸْﺧَﻷا ِﻦْﻴَـﺒ 
« . َلﺎَﻘَـﻓ  ُﻪَﻟ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  -ﻰﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو - »  ْﻞَﺑ ﻮُﺟْرَأ  ْنَأ  َجِﺮْﺨُﻳ  ُﻪﱠﻠﻟا  ْﻦِﻣ  ْﻢِﻬِﺑَﻼْﺻَأ  ْﻦَﻣ 
 ُﺪُﺒْﻌَـﻳ  َﻪﱠﻠﻟا  ُﻩَﺪْﺣَو  َﻻ  ُكِﺮْﺸُﻳ  ِﻪِﺑ ﺎًﺌْﻴَﺷ «
117 
Artinya: 
Dari Ibnu Syihāb dari Urwah bin al-Zubair, ia menceritakan bahwa 
Aisyah, Istri Rasulullah saw. berkata, "Wahai Rasulullah saw., pernahkah 
engkau mengalami peristiwa yang lebih berat dari peristiwa Uhud?“ 
Jawab Nabi saw, “Aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari 
kaumku. Tetapi penganiayaan terberat yang pernah aku rasakan ialah 
pada hari ‘Aqabah di mana aku datang dan berdakwah kepada Ibnu Abdi 
Yalil bin Abdi Kilal, tetapi tersentak dan tersadar ketika sampai di Qarn 
al-Sa’alib. Lalu aku angkat kepalaku, dan aku pandang dan tiba-tiba 
muncul Jibril memanggilku seraya berkata, “Sesungguhnya Allah telah 
mendengar perkataan dan jawaban kaummu terhadapmu, dan Allah telah 
mengutus Malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan 
sesukamu,“ Rasulullah saw. melanjutkan. "Kemudian Malaikat penjaga 
gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku lalu berkata, 
“Wahai Muhammad! Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan 
kaummu terhadapmu. Aku adalah Malaikat penjaga gunung, dan Rabb-
mu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu, 
jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung Akhsyabin ini ke atas 
mereka." Jawab Rasulullah saw. “Bahkan aku menginginkan semoga 
Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang 
menyembah Allah swt. semata, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun 
Demikianlah sifat Rasulullah saw. pada saat mendapat hinaan, cacian 
bahkan dilukai secara fisik, tidak dibalas dengan dendam kusumat dan 
perlakuan yang sama, melainkan pemaafanlah yang muncul dari Rasulullah saw. 
                                                          
117 Muslim bin al-Hajjaj, op. cit., h. 181 
 91
Justru  mendoakan orang-orang yang melakukannya agar mendapat hidayah 
dari Allah swt. Pertimbangan utama Rasulullah pada saat itu hanyalah masa 
depan dakwah Islam. Rasul  berharap, dari kota Ṭāif itu lahir generasi-generasi 
Islam yang dapat membela agama ini. Tidak seperti yang terjadi pada umat 
Nabi-nabi sebelumnya, yang melakukan pembangkangan terhadap Nabinya, 
kemudian balas dihancurleburkan. 
2. Kisah Daksur  
Daksur suatu ketika mendapati Rasulullah sedang duduk di bawah pohon 
yang rindang dan ketiduran. Pada saat yang sama Daksur mengambil pedang 
Rasul serta menghunusnya sambil mengancamkannya kepada Rasul dengan 
ucapan “siapa yang dapat membelamu dari ancamanku sekarang ini?” Dengan 
tegas Nabi menjawab “Allah“.  Orang itu pun gemetar, sehingga pedang yang ada 
di tangannya terjatuh dan segera dipungut oleh Nabi yang kemudian 
mengancamkannya kembali kepada Daksur. Nabi bersabda: siapa yang 
membelamu dariku hari ini?” Daksur menjawab : “tidak seorang pun”.  Tetapi  
yang dilakukan oleh Nabi malah memaafkannya, Daksur pulang ke desanya 
menceritakan hal itu kepada tetangga dan handai taulan bahwa ia semestinya 
sudah mati, tetapi Muhammad adalah orang yang berbudi luhur. Daksur pun 
mengajak teman-temannya untuk masuk Islam.118  
3. Kisah Rubay  
Pada masa Rasulullah saw. juga pernah terjadi seorang perempuan 
bernama Rubay’ binti al-Nadr mengakibatkan gigi depan seorang budak 
                                                          
118 Muḥammad bin Afīf al-Khudrī, Nūr al-Yaqīn fī Sīrat Sayyid al-Mursalīn (Bairut: Dār 
al-Ma’rifah, 2004), h. 98. Penggalan kisah ini juga termuat dalam beberapa kitab hadis di 
antaranya , seperti dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhari  dan Ṣaḥīḥ Muslim. Lihat al-Bukhārī, op. cit., Juz III, 
h. 1064 dan Muslim bin al-Hajjaj, op. cit., Juz II, h. 62 
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(jāriyah) perempuan rusak. Perempuan itu menuntut ganti rugi. Rubay’ 
meminta maaf tetapi ditolak oleh budak tersebut. Lalu kasus itu disampaikan 
kepada Rasulullah saw. dan beliau memerintahkan mereka untuk melaksanakan 
kisas. Kemudian Anas bin Nadr (saudara Rubay’) berkata: Wahai Rasulullah! 
Apakah anda akan merusak gigi depan Rubay’. Demi Allah, semoga giginya 
tidak dirusak. Rasulullah bersabda; “wahai Anas, kitab (perintah) Allah adalah 
kisas. Tetapi kemudian budak itu memaafkan perbuatan Rubay’. Karena itu, 
Rasulullah bersabda; “Sesunguhnya di antara hamba Allah ada yang jika 
bersumpah akan diberi kemuliaan oleh-Nya. 
Kisah di atas tergambar dalam hadis riwayat al-Bukhārī dari Ānas bin 
al-Nadr 
  اْﻮَـﺑَﺄَﻓ َﻮْﻔَﻌْﻟا اﻮُﺒََﻠﻃَو َشْرَْﻷا اﻮُﺒََﻠﻄَﻓ ٍَﺔِﻳرﺎَﺟ َﺔﱠﻴَِﻨﺛ ْتَﺮَﺴَﻛ ِﺮْﻀﱠﻨﻟا ُﺔَﻨ ْـﺑا َﻲِﻫَو َﻊﱢﻴَـﺑﱡﺮﻟا ﱠنَأ اْﻮَـﺗَﺄَﻓ
 ﱠﻨﻟا ُﻦْﺑ ُﺲَﻧَأ َلﺎَﻘَـﻓ ِصﺎَﺼِﻘْﻟِﺎﺑ ْﻢُﻫَﺮَﻣَﺄَﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا َﺎﻳ ِﻊﱢﻴَـﺑﱡﺮﻟا ُﺔﱠﻴَِﻨﺛ ُﺮَﺴْﻜُﺗَأ ِﺮْﻀ
 َﺮَـﻓ ُصﺎَﺼِﻘْﻟا ِﻪﱠﻠﻟا ُبﺎَﺘِﻛ ُﺲَﻧَأ َﺎﻳ َلﺎَﻘَـﻓ ﺎَﻬ ُـﺘﱠﻴَِﻨﺛ ُﺮَﺴْﻜُﺗ َﻻ ﱢﻖَﺤْﻟِﺎﺑ َﻚَﺜَﻌَـﺑ يِﺬﱠﻟاَو َﻻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﻲِﺿ
 ِﻣ ﱠنِإ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا َلﺎَﻘَـﻓ اْﻮَﻔَﻋَو ُمْﻮَﻘْﻟا ُﻩﱠﺮَـﺑََﻷ ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻠَﻋ َﻢَﺴْﻗَأ ْﻮَﻟ ْﻦَﻣ ِﻪﱠﻠﻟا ِدﺎَﺒِﻋ ْﻦ  
(يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور)119 
Artinya: 
‘sesungguhnya Rubay’ binti al-Nadr mengakibatkan gigi depan seorang 
budak (jāriyah) perempuan rusak, lalu perempuan itu menuntut ganti rugi. 
Rubay’ meminta maaf tetapi ditolak oleh budak tersebut. Lalu kasus itu 
disampaikan kepada Rasulullah saw. dan beliau memerintahkan mereka 
untuk melaksanakan kisas. Kemudian Anas bin Nadr (saudara Rubay’) 
berkata: wahai Rasulullah! Apakah anda akan merusak gigi depan Rubay’. 
Demi Allah, semoga giginya tidak dirusak. Rasulullah bersabda; “wahai 
Anas, kitab (perintah) Allah adalah kisas. Tetapi kemudian budak itu 
memaafkan perbuatan Rubay’. Karena itu, Rasulullah bersabda; 
“sesunguhnya di antara hamba Allah ada yang jika ia bersumpah akan 
diberi kemuliaan oleh-Nya. 
Hadis ini menggambarkan bahwa hukum kisas bagi pelaku kejahatan 
                                                          
119 Al-Bukhārī, op cit., Juz II, h. 961. 
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adalah hukuman yang pasti. Hukum kisas tidak boleh diubah karena merupakan 
ketentuan dari Allah swt. Tetapi di lain pihak, hadis ini juga menekankan 
kepada pihak korban kejahatan untuk menerima permintaan maaf dari pelaku 
kejahatan. Karena satu-satunya yang dapat mengubah hukum kisas itu adalah 
pemaafan dari pihak korban. 
 
4. Pada Peristiwa Fath Makkah 
Salah satu praktik perdamaian dan memaafkan yang paling dikenal dalam 
sejarah hidup Nabi, adalah pada peristiwa fath Makkah.  Pada peristiwa tersebut, 
Nabi dan para pengikutnya dapat memasuki kota Mekah kembali setelah selama 
satu dasawarsa dipaksa keluar. Di Mekah Nabi saw. mengalami banyak 
pengalaman dan perlakuan menyakitkan dari para penguasa Mekah (kaum 
Quraisy) dan sekutunya, baik berupa kekerasan atau perang fisik, pengkhianatan 
perjanjian hingga embargo ekonomi. Setelah serangkaian aksi perlawanan, 
kompromi dan perjanjian, Nabi dan pengikutnya dapat menaklukkan Makkah. 
Pada peristiwa Fath Makkah tersebut, sebenarnya Nabi memiliki peluang untuk 
membalas semua perlakuan buruk musuh-musuhnya karena posisinya sudah 
berbalik. Namun Nabi memilih aksi damai dan memaafkan semua kesalahan 
mereka.  Dengan begitu, Nabi menaklukkan Mekah tanpa meneteskan setitik 
darah pun. Salah satu  bukti spesifik dalam sejarah Nabi adalah kisah  Hindun  
binti ’Utbah, seorang perempuan Quraisy yang membunuh paman Nabi, Hamzah 
bin Abd al-Muttalib, melalui tangan Wahsyi seorang budak.  Ketika Nabi 
melihat mayat pamannya dalam kondisi sangat memprihatinkan, beliau menjadi 
sangat marah dan bersumpah akan membalas perbuatan keji tersebut dengan 
kekejaman yang berlipat-lipat. Namun, Allah memperingatkan Nabi dengan 
turunnya wahyu pada  QS  al-Nahl/16 : 126 :  
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- ْنِإَو  ْﻢُﺘْﺒَـﻗﺎَﻋ اﻮُﺒِﻗﺎَﻌَـﻓ  ِﻞْﺜِﻤِﺑ ﺎَﻣ ﻢُﺘْﺒِﻗﻮُﻋ ﻦَِﺌﻟَو ِِﻪﺑ  ْﻢُﺗْﺮَـﺒَﺻ  ٌﺮ ْـﻴَﺧَﻮُﻬَﻟ  َﻦِﻳﺮِﺒٰﱠﺼﻠﱢﻟ   ﻞﺤﻨﻟا)16  :
126( 
Terjemahnya:  
Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang 
sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu 
bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang 
sabar.120.  
Ketika kekuatan kaum muslimin pada peristiwa fath Makkah sudah 
sangat besar dan dapat menaklukkan kota Mekah secara damai, Nabi memiliki 
kesempatan untuk membalas perbuatan Hindun dan kaum kafir Quraisy lain yang 
dahulu telah bertindak semena-mena terhadap Nabi dan kaum muslimin. Tapi 
Nabi lebih memilih untuk  memaafkan kesalahan-kesalahan dan melindungi 
mereka.  Bahkan Nabi membuat mereka tertarik untuk menjadi pengikutnya. 
Kisah ini menggambarkan bahwa tindakan memaafkan justru memberikan 
keuntungan jangka panjang yaitu kehidupan harmonis antar kelompok yang 
semula selalu berkonflik.121 
Bentangan sejarah praktik pemaafan dalam Islam terkait dengan kasus-
kasus pidana tidak hanya melibatkan kisah Nabi Muhammad saw, tetapi praktik 
serupa dapat juga dijumpai pada kisah tokoh-tokoh terbaik dalam Islam dari 
masa sahabat sampai generasi-generasi sesudahnya. Terkait dengan sejarah 
pemaafan ini, sebuah kisah menarik terjadi di masa kekhalifahan Umar bin al-
Khattab, kisah yang melibatkan seorang bernama Hassan dengan dua orang 
pemuda serta Abū Zarr al-Gifārī. Kisah tersebut dialih bahasakan oleh 
Habiburrahman al-Syirazi dalam salah satu karyanya, Ketika Cinta Berbuah 
Surga, sebagai berikut: 
 
                                                          
120 Departemen Agama RI, op. cit., h. 421 
121 Siti Aisyah, loc. cit 
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Kisah ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra. Ada seorang 
pemuda kaya, hendak pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah 
umrah. Dia mempersiapkan segala perbekalannya., termasuk unta yang 
aka n digunakan sebagai kendaraannya. Setelah semua dirasanya siap, dia 
pun memulai perjalanannya. 
Di tengah perjalanan, dia menemukan sebuah tempat yang ditumbuhi 
rumput hijau nan segar. Dia berhenti di tempat itu untuk beristirahat 
sejenak. Pemuda itu duduk di bawah pohon. Akhirnya, dia terlelap dalam 
tidurnya yang nyenyak. 
Saat dia tidur, tali untanya lepas sehingga unta itu pergi kesana kemari. 
Akhirnya, unta itu masuk ke kebun yang ada di dekat situ. Unta itu 
memakan tanam-tanaman dan buah-buahan di dalam kebun. Dia juga 
merusak segala yang dilewatinya.  
Penjaga kebun itu adalah seorang kakek yang sudah tua. Sang kakek 
berusaha mengusir unta itu. Namun, dia tidak bisa. Karena khawatir unta 
itu akan merusak seluruh kebunnya, lalu sang kakek membunuhnya. 
Ketika bangun, pemuda itu mencari untanya. Ternyata dia menemukan 
unta itu telah tergeletak mati dengan leher menganga di dalam kebun. 
Pada saat itu seorang kakek datang. 
Pemuda itu bertanya,”Siapa yang membunuh unta ini?  
Kakek itu menceritakan apa yang telah dilakukan oleh si unta. Karena 
kuatir akan merusak seluruh isi kebun, terpaksa dia membunuhnya.  
Mendengar hal itu, sang pemuda sangat marah hingga tak terkendalikan. 
Serta merta, dia memukul kakek penjaga kebun itu. Naasnya, kakek itu 
meninggal seketika. Pemuda itu menyesal atas apa yang diperbuatnya. 
Dia berniat kabur. 
Saat itu, datanglah dua orang anak sang kakek tadi. Mengetahui ayahnya 
telah tergeletak tidak bernyawa dan di sebelahnya berdiri pemuda itu, 
mereka lalu menangkapnya 
Kemudian, keduanya membawa pemuda itu untuk menghadap Amirul 
Mukminin; Khalifah Umar bin Khatab ra. Mereka berdua menuntut 
dilaksanakan qishash (hukuman bagi orang yang membunuh) kepada 
pemuda yang telah membunuh ayah mereka.  
Lalu, Umar bertanya kepada pemuda itu. Pemuda itu mengakui 
perbuatannya. Dia benar-benar menyesal atas apa yang telah 
dilakukannya. 
Umar berkata,”Aku tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan hukum 
Allah.” 
Seketika itu, sang pemuda meminta kepada Umar agar dia diberi waktu 
dua hari untuk pergi ke kampungnya, sehingga dia bisa membayar 
hutang-hutangnya. 
Umar bin Khattab berkata,”Hadirkan padaku orang yang menjamin, 
bahwa kau akan kembali lagi ke sini. Jika kau tidak kembali , orang itu 
yang akan diqishash sebagai ganti dirimu.” 
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Pemuda itu menjawab,’ aku orang asing di negeri ini. Amirul Mukminin, 
aku tidak bisa mendatangkan seorang penjamin. 
Sahabat Abu Zar ra yang saat itu hadir di situ berkata,”Hai Amirul 
Mukminin, ini kepalaku, aku berikan padamu jika pemuda ini tidak 
datang lagi setelah dirimu. 
Dengan terkejut Umar bin Khattab ra berkata,”Apakah kau yang menjadi 
penjaminnya, wahai Abu Zar.. wahai sahabat Rasulullah?” 
“Benar Amirul Mukminin,” jawab Abu Zar lantang  
Pada hari yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan hukuman qishash, 
orang-orang menantikan datangnya pemuda itu. Sangat mengejutkan! 
Dari jauh sekonyong-konyong mereka melihat pemuda itu datang dengan 
memacu kudanya. Sampai akhirnya, dia sampai di tempat pelaksanaan 
hukuman. Orang-orang memandangnya dengan rasa takjub Umar 
bertanya pada pemuda itu,”Mengapa kau kembali lagi kesini Anak Muda, 
padahal kau bisa menyelamatkan diri dari maut?”  
Pemuda itu menjawab,”Wahai Amirul Mukminin, aku datang kesini agar 
jangan sampai orang-orang berkata,’tidak ada lagi orang yang menepati 
janji di kalangan umat Islam,’ dan agar orang-orang tidak mengatakan, 
’tidak ada laki-laki sejati, ksatria yang berani mempertanggung 
jawabkannya di kalangan umat Muhammad saw.” 
Lalu Umar melangkah ke arah Abu Zar Al Ghiffari dan berkata, ”Dan kau 
wahai Abu Zar, bagaimana kau bisa mantap menjamin pemuda ini, 
padahal kau tidak kenal dengan pemuda ini?” 
Abu Zar menjawab,”Aku lakukan itu agar orang-orang tidak mengatakan 
bahwa, ’tidak ada lagi lelaki jantan yang bersedia berkorban untuk 
saudaranya seiman dalam umat Muhammad saw..’”  
Mendengar itu semua, dua orang lelaki anak kakek yang terbunuh itu 
berkata, ”Sekarang tiba giliran kami, wahai Amir al-Mukminin, kami 
bersaksi di hadapanmu bahwa pemuda ini telah kami maafkan, dan kami 
tidak minta apapun darinya. Tidak ada yang lebih utama dari memberi 
maaf di kala mampu. Ini kami lakukan agar orang tidak mengatakan 
bahwa tidak ada lagi orang berjiwa besar, yang mau memaafkan 
saudaranya di kalangan umat Muhammad saw.122 
Kisah pemaafan juga tergambar dalam kisah berikut yang dilakoni oleh 
Salah al-Dīn al-Ayyūbi, Panglima Islam dalam Perang Salib. Menurut penuturan 
ahli sejarah, Michaud, pada waktu Jerusalem direbut oleh tentara Salib pada 
tahun 1099 Masehi, kaum muslimin dibunuh secara besar-besaran di jalan-jalan 
raya dan di rumah-rumah kediaman. Jerusalem tidak memiliki tempat berlindung 
                                                          
122 Habiburahman El Syirazy, Ketika Cinta Berbuah Surga, (Jakarta: MQS Publishing, 
2008), h. 58. 
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bagi umat Islam yang menderita kekalahan itu. Ada yang melarikan diri dari 
cengkeraman musuh dengan menjatuhkan diri dari tembok-tembok yang tinggi, 
ada yang lari masuk istana, menara-menara, dan tak kurang pula yang masuk 
masjid. Tetapi mereka tidak terlepas dari kejaran tentara Salib. Tentara Salib 
yang menduduki masjid Umar tempat kaum Muslimin dapat bertahan untuk 
waktu yang singkat, mereka mengulangi lagi tindakan-tindakan yang penuh 
kekejaman. Pasukan infantri dan kavaleri menyerbu kaum pengungsi yang lari 
tunggang langgang.  
Di tengah-tengah kekacaubalauan kaum peenyerbu itu yang terdengar 
hanyalah serangan dan teriakan maut. Pahlawan Salib yang berjasa itu berjalan 
menginjak-injak tumpukan mayat muslimin, mengejar mereka yang masih 
berusaha dengan sia-sia melarikan diri. Raymond d’ Angiles yang menyaksikan 
peristiwa itu mengatakan bahwa “di serambi masjid mengalir darah sampai 
setinggi lutut, dan sampai ke tali tukang kuda prajurit.”123 
Penyembelihan manusia biadab ini berhenti sejenak, ketika tentara Salib 
berkumpul untuk melakukan misa syukur atas kemenangan yang telah mereka 
peroleh. Tetapi setelah beribadah itu, mereka melanjutkan kebiadaban dengan 
keganasan. “semua tawanan yang tertolong nasibnya karena kelelahan tentara 
Salib, semua dibunuh dengan tanpa ampun. Kaum Muslimin terpaksa 
menjatuhkan diri mereka dari menara dan rumah kediaman; mereka dibakar 
hidup-hidup, mereka diseret dari tempat persembunyiannya di bawah tanah; 
mereka dipancing dari tempat perlindungannya agar keluar untuk dibunuh di atas 
timbunan mayat.”124 
                                                          
123 M. Rizal Ismail, “Akhlak Penakluk Palestina, Salahuddin al-Ayyubi”, Blog Khutbah 
Termasyhur di Dunia,  http://mrizalismail.blogspot.com/2012/01/akhlaq-penakluk-palestina-
salahuddin-al.html#.ULbT8OSE3AM (28 November 2012) 
124 Ibid. 
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Cucuran air mata kaum wanita, pekikan anak-anak yang tak bersalah, 
bahkan juga kenangan dari tempat di mana Nabi lsa memaafkan algojo-
algojonya, tidak dapat meredakan nafsu angkara tentara yang menang itu. 
Penyembelihan kejam itu berlangsung selama seminggu. Sejumlah kecil yang 
dapat melarikan diri dari pembunuhan jatuh menjadi budak yang hina dina. 
Seorang ahli sejarah Barat, Mill menambahkan pula bahwa pada saat itu telah 
diputuskan, bahwa kaum Muslimin tidak boleh diberi ampun oleh karena itu 
harus diseret ke tempat-tempat umum untuk dibunuh hidup-hidup. Ibu-ibu 
dengan anak yang melengket pada buah dadanya, anak laki-laki dan perempuan, 
seluruhnya disembelih. Lapangan-lapangan kota, jalan-jalan raya, bahkan 
pelosok-pelosok Jerusalem yang sepi telah dipenuhi oleh bangkai-bangkai mayat 
laki-laki dan perempuan, dan anggota tubuh anak-anak. Tiada hati yang menaruh 
belas kasih atau teringat untuk berbuat kebajikan.”125 
Demikianlah rangkaian riwayat pembantaian secara masal kaum 
muslimin di Jerusalem sekira satu abad sebelum Sultan Salahuddin merebut 
kembali kota suci ini. Saat itu, lebih dari 70.000 umat Islam yang tewas. 
Sebaliknya, ketika Sultan Salahuddin merebut kembali kota Jerusalem 
pada tahun 1193 M, Salahuddin memberi pengampunan umum kepada penduduk 
Nasrani untuk tinggal di kota itu. Hanya para prajurit Salib yang diharuskan 
meninggalkan kota dengan pembayaran uang tebusan yang ringan. Bahkan sering 
terjadi bahwa Sultan Salahuddin yang mengeluarkan uang tebusan itu dari 
kantongnya sendiri dan diberikannya alat pengangkutan. Sejumlah kaum wanita 
Nasrani dengan mendukung anak-anak mereka datang menjumpai Sultan dengan 
penuh tangis seraya berkata: “Tuan saksikan kami berjalan kaki, para istri serta 
anak-anak perempuan para prajurit yang telah menjadi tawanan tuan, kami ingin 
                                                          
125 Ibid. 
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meninggalkan negeri ini untuk selama-lamanya. Para prajurit itu adalah tumpuan 
hidup kami. Bila kami kehilangan mereka akan hilang pulalah harapan kami. 
Bilamana Tuan serahkan mereka kepada kami mereka akan dapat meringankan 
penderitaan kami dan kami akan mempunyai sandaran hidup.”126 
Sultan Salahuddin sangat tergerak hatinya dengan permohonan mereka 
itu dan dibebaskannya para suami kaum wanita Nasrani itu. Mereka yang 
berangkat meninggalkan kota, diperkenankan membawa seluruh harta bendanya. 
Sikap dan tindakan Sultan Salahuddin yang penuh kemanusiaan serta dari jiwa 
yang mulia ini memperlihatkan suasana kontras yang sangat mencolok dengan 
penyembelihan kaum Muslimin di kota Jerusalem dalam tangan tentara Salib 
satu abad sebe1umnya. Para komandan pasukan tentara Salahuddin saling 
berlomba dalam memberikan pertolongan kepada tentara Salib yang telah 
dikalahkan itu.127 
Para pelarian Nasrani dari kota Jerusalem itu tidaklah mendapat 
perlindungan oleh kota-kota yang dikuasai kaum Nasrani. “Banyak kaum Nasrani 
yang meninggalkan Jerusalem,” kata Mill, pergi menuju Antioch, tetapi panglima 
Nasrani Bohcmond tidak saja menolak memberikan perlindungan kepada mcreka, 
bahkan merampas harta benda mereka. Pergilah mereka menuju ke tanah kaum 
Muslimin dan diterima di sana dengan baik. Michaud mcmberikan keterangan 
yang panjang lebar tentang sikap kaum Nasrani yang tak berperikemanusiaan ini 
terhadap para pelarian Nasrani dari Jerusalem. Tripoli menutup pintu kotanya 
dari pengungsi ini, kata Michaud. “Seorang wanita karena putus asa 
melemparkan anak bayinya ke dalam laut sambil menyumpahi kaum Nasrani 
yang menolak untuk memberikan pertolongan kepadanya,” kata Michaud. 




Sebaliknya Sultan Salahuddin bersikap penuh timbang rasa terhadap kaum 
Nasrani yang ditaklukkan itu. Sebagai pertimbangan terhadap perasaan mereka, 
Salahuddin tidak memasuki Jerusalem sebelum mereka meninggalkannya.128 
Lane-Poole, seorang penulis Barat, mengagumi kebaikan hati Salahuddin 
yang mampu mencegah dan meredam amarah umat Islam dari upaya balas 
dendam. Lane-Poole juga melukiskan Salahuddin telah menunjukkan ketinggian 
akhlaknya ketika orang Kristian menyerah kalah. ''Tentaranya sangat 
bertanggungjawab, menjaga peraturan di setiap jalan, mencegah segala bentuk 
kekerasan sehingga tidak ada kedengaran orang Kristian dianiaya.'' Lane-Poole 
juga menuliskan kekejaman dan tindak-tanduk tentara Perang Salib ketika 
berhasil menaklukan Baitul Maqdis kali pertama pada tahun 1099.129 
Demikianlah sejumlah kisah pemaafan dalam lintas sejarah Islam yang 
menunjukkan bahwa pemaafan adalah ajaran yang sangat penting dalam Islam, 
tidak hanya karena dengan pemaafan, dapat mencegah dua pihak yang berperkara 
terlibat saling demdam satu dengan lainnya, tetapi pemaafan itu juga dapat 
menimbulkan reaksi positif dari pihak yang bersalah sehingga dapat terjalin 
harmoni kembali di antara dua pihak tersebut. 
 
Berdasarkan uraian tentang term-term maaf dalam Alquran dapat 
diketahui bahwa term Alquran yang dapat dihubungkan dengan makna maaf 
ada lima, yaitu al-afw, taba, al-ṣafḥ, al-gufrān dan al-takfīr. Term-term ini 
sekalipun semuanya dapat diartikan dengan maaf atau memaafkan, tetapi 
masing-masing memiliki pengertian tersendiri yang berbeda dengan lainnya. 
 




C. Praktik Pemaafan dalam Lintas Sejarah Islam 
Meminta maaf adalah satu hal positif yang semestinya dilakukan 
seseorang yang melakukan kesalahan. Hal ini bertujuan untuk menghapus 
perbuatan salah atau memalukan, kalau perbuatan salah itu terarah kepada 
seseorang atau keluarga yang menjadi korban. Bila kesalahan itu tertuju kepada 
banyak orang, maka permintaan maaf semestinya dilakukan secara terbuka. 
Budaya meminta maaf ini kurang berkembang di Indonesia, terutama 
permintaan maaf secara terbuka. Adanya hari raya idul fitri untuk meminta 
maaf adalah sikap positif, semestinya berkembang di luar hari raya, dan 
dilakukan secara terbuka. 
Kebiasaan orang Jepang ketika seseorang telah melakukan kesalahan 
atau dosa, maka ia akan melakukan harakiri. Tidak dikenal adanya konsep itu 
dalam Islam, yang dikenal adalah pemaafan, karena pemaafan itu merupakan 
perbuatan yang dianjurkan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-
Māidah/5 : 45  
 ﱠنَأ ﺎَﻬﻴِﻓ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻨ ْـﺒَﺘََﻛو  َنُذُْﻷٱَو ِﻒﻧَْﻷِﭑﺑ َﻒﻧَْﻷٱَو ِﻦْﻴَﻌْﻟِﭑﺑ َﻦْﻴَﻌْﻟٱَو ِﺲْﻔ ـﱠﻨﻟِﭑﺑ َﺲْﻔ ـﱠﻨﻟٱ  ِنُذُْﻷﭑِﺑ
 ﱢﻦﱢﺴﻟِﭑﺑ ﱠﻦﱢﺴﻟٱَو ٌصﺎَﺼِﻗ َحوُﺮُﺠْﻟٱَو ◌ۚ  ِﻪِﺑ َقﱠﺪَﺼَﺗ ﻦَﻤَﻓۦ  ُﻪﱠﻟٌَةرﺎﱠﻔَﻛ َﻮُﻬَـﻓۥ  ◌ۚ  َلَﺰﻧَأ ﺎَﻤِﺑ ﻢُﻜْﺤَﻳ ْﻢﱠﻟ ﻦَﻣَو
 ُﻪﱠﻠﻟٱ  َنﻮُﻤِﻠٰﱠﻈﻟٱ ُﻢُﻫ َﻚِﺌَٰﻟوُﺄَﻓ  ةﺪﺋﺎﻤﻟا )  5  :45 ( 
Terjemahnya: 
“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka 
(pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka 
itu adalah orang-orang yang lalim”.130 
                                                          
130 Departemen Agama RI, op. cit., h. 167 
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Perbuatan memaafkan adalah salah satu karakter orang bertaqwa 
sebagaimana diungkap dalam QS Āli Imrān/3 : 134, yaitu seseorang yang selalu 
memaafkan orang lain, meskipun mampu membalas. Memaafkan dianggap 
sebagai sikap yang melebihi sifat mengendalikan diri, sebab sifat 
mengendalikan diri kadang-kadang disertai perasaan sebal dan dendam. 
Sedangkan memaafkan bersih dari kedua sifat itu.131 
Menurut ajaran Islam, ada toleransi terjadinya pertengkaran atau 
perselisihan pendapat di antara sesama muslim, tetapi toleransi hanya diberikan 
sampai tiga hari saja untuk terjadinya saling memaafkan di antara keduanya. 
Sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dari Abū Ayyūb al-Anṣārī 
r.a. 
 ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ ﱢىِرﺎَﺼَْﻧﻷا َبﻮﱡﻳَأ ﻰِﺑَأ ْﻦَﻋ -ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ-  َلَﺎﻗ  َﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍﻢِﻠْﺴُﻤِﻟ  ْنَأ 
 َﺮُﺠْﻬَـﻳ  ُﻩﺎَﺧَأ  َقْﻮَـﻓ  َِﺔَﺛﻼَﺛ  ٍمﺎﱠﻳَأ  ِنﺎَﻴِﻘَﺘْﻠَـﻳ  ُضِﺮْﻌُـﻴَـﻓ اَﺬَﻫ  ُضِﺮْﻌُـﻳَو اَﺬَﻫ ﺎَﻤُﻫُﺮ ْـﻴَﺧَو  ِﺬﱠﻟاى  ُأَﺪْﺒَـﻳ  ِمَﻼﱠﺴﻟِﺎﺑ  
(دواد ﻮﺑأ ﻩاور) 132  
Artinya: 
Dari Abū Ayyūb al-Anṣārī bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: Tidak 
halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya di 
atas tiga hari. Mereka bertemu lalu saling memalingkan muka dan yang 
paling baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. 
Memaafkan menjadi penting karena kesalahan dan perbuatan tidak 
menyenangkan tidak hanya dapat bersumber dari orang yang nyata-nyata 
memusuhi, tetapi justru kadang-kadang datang dari orang-orang yang paling 
disayangi. Allah swt. berfirman dalam QS al-Tagābun/64 : 14 
 ﱠنِإ اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ ﺎَﻬـﱡﻳَأﺎﻳ نِإَو  ْﻢُﻫوُرَﺬْﺣﭑَﻓ ْﻢُﻜﱠﻟ ا وُﺪَﻋ ْﻢُِﻛﺪَٰﻟْوَأَو ْﻢُﻜِﺟ َٰوْزَأ ْﻦِﻣ  اﻮُﻔْﻌَـﺗ
 ٌﻢﻴِﺣﱠر ٌرﻮُﻔَﻏ َﻪﱠﻠﻟٱ ﱠنِﺈَﻓ اوُﺮِﻔْﻐَـﺗَو اﻮُﺤَﻔْﺼَﺗَو  ﻦﺑﺎﻐﺘﻟا)64  :14(  
                                                          
131 Dita Septeria, loc. cit. 
132 Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṡ al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, jus IV (Beirut: 
Dār al-Kutub al-Arabī, t.th.), h. 431 
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Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan 
anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah 
kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi 
serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.”133 
Pemaafan meskipun terasa berat dilakukakan, akan tetapi hasilnya akan 
membahagiakan. Pemaafan adalah salah satu akhlak terpuji yang akan 
menghilangkan segala dampak merusak dari kemarahan, dan membantu pelaku-
pelakunya untuk hidup sehat, baik secara lahir maupun batin. Meskipun 
demikian,  tujuan  sesungguhnya  dari pemaafan adalah  mencari ridha Allah 
swt.  
Praktik pemaafan dalam kasus-kasus pidana banyak dijumpai sejak 
zaman Rasulullah saw., para sahabat dan generasi-generasi setelah mereka. 
Pemaafan lebih diutamakan dari pada pelaksanaan kisas. Alquran menegaskan 
bahwa barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah 
(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang 
diberi maaf; membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang 
baik (pula). Hal yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu 
dan suatu rahmat.134  
Nabi Muhammad saw. sendiri adalah pribadi yang mudah memberi maaf 
dalam sejarah kemanusiaan. Nabi Muhammad saw. dikenal mudah memaafkan 
seseorang yang menyakitinya. Beberapa peristiwa berikut menggambarkan 
karakter Muhammad sebagai Nabi yang gemar memberi maaf. 
5. Peristiwa Hijrah ke Ṭāif 
                                                          
133 Departemen Agama RI, op. cit., h. 942 
134 Lihat kembali QS Al-Baqarah (2) : 178 
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Ketika Nabi Muhammad saw. menyampaikan dakwah kepada orang-
orang daerah Taif, ternyata mereka bereaksi negatif yaitu menolak bahkan 
menyakiti Rasulullah saw. secara fisik. Atas sikap kasar ini, Nabi Muhammad 
menunjukkan pemberian maafnya, bahkan Nabi optimis bahwa anak cucu 
orang-orang Ṭāif kelak akan menjadi orang-orang yang beriman, sebagaimana 
tergambar dalam hadis dari Urwah bin al-Zubair yang ditakhrij oleh Imam 
Muslim  
 ِﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  ٍبﺎَﻬِﺷ ﻰَِﻨﺛ ﱠﺪَﺣ  ُةَوْﺮُﻋ  ُﻦْﺑ  ِﺮْﻴَـﺑﱡﺰﻟا  ﱠنَأ  َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ  َجْوَز  ﱢﻰِﺒﱠﻨﻟا  -ﻰﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ 
ﻢﻠﺳو -  ُﻪْﺘَـﺛ ﱠﺪَﺣ  َﻬـﱠﻧَأﺎ  ْﺖَﻟَﺎﻗ  ِلﻮُﺳَﺮِﻟ  ِﻪﱠﻠﻟا  -ﻰﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو - َﺎﻳ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ْﻞَﻫ ﻰَﺗَأ  َﻚْﻴَﻠَﻋ 
 ٌمْﻮَـﻳ  َنﺎَﻛ  ﱠﺪَﺷَأ  ْﻦِﻣ  ِمْﻮَـﻳ  ٍﺪُﺣُأ  َلﺎَﻘَـﻓ »  ْﺪَﻘَﻟ  ُﺖﻴِﻘَﻟ  ْﻦِﻣ  ِﻚِﻣْﻮَـﻗ  َنﺎََﻛو  ﱠﺪَﺷَأ ﺎَﻣ  ُﺖﻴِﻘَﻟ  ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ  َمْﻮَـﻳ 
 ِﺔَﺒَﻘَﻌْﻟا  ْذِإ  ُﺖْﺿَﺮَﻋ ﻰِﺴْﻔَـﻧ ﻰَﻠَﻋ  ِﻦْﺑا  ِﺪْﺒَﻋ  َﻞِﻴﻟَﺎﻳ  ِﻦْﺑ  ِﺪْﺒَﻋ  ٍلَﻼُﻛ  ْﻢَﻠَـﻓ ﻰِﻨْﺒِﺠُﻳ ﻰَﻟِإ ﺎَﻣ  ُتْدَرَأ 
 ُﺖْﻘََﻠﻄْﻧﺎَﻓ َﺎﻧَأَو  ٌمﻮُﻤْﻬَﻣ ﻰَﻠَﻋ ﻰِﻬْﺟَو  ْﻢَﻠَـﻓ  ْﻖِﻔَﺘْﺳَأ  ﱠﻻِإ  ِنْﺮَﻘِﺑ  ِﺐِﻟﺎَﻌـﱠﺜﻟا  ُﺖْﻌَـﻓَﺮَـﻓ ﻰِﺳَْأر اَذِﺈَﻓ َﺎﻧَأ 
 ٍَﺔﺑﺎَﺤَﺴِﺑ  ْﺪَﻗ ﻰِﻨْﺘﱠَﻠﻇَأ  ُتْﺮَﻈَﻨَـﻓ اَذِﺈَﻓ ﺎَﻬﻴِﻓ  ُﻞِﻳﺮْﺒِﺟ ﻰِﻧاَدﺎَﻨَـﻓ  َلﺎَﻘَـﻓ  ﱠنِإ  َﻪﱠﻠﻟا  ﱠﺰَﻋ  ﱠﻞَﺟَو  ْﺪَﻗ  َﻊِﻤَﺳ  َلْﻮَـﻗ 
 َﻚِﻣْﻮَـﻗ  َﻚَﻟ ﺎَﻣَو اوﱡدَر  َﻚْﻴَﻠَﻋ  ْﺪَﻗَو  َﺚَﻌَـﺑ  َﻚَْﻴﻟِإ  َﻚَﻠَﻣ  ِلﺎَﺒِﺠْﻟا  ُﻩَﺮُﻣْﺄَِﺘﻟ ﺎَﻤِﺑ  َﺖْﺌِﺷ  ْﻢِﻬﻴِﻓ  َلَﺎﻗ ﻰِﻧاَدﺎَﻨَـﻓ 
 ُﻚَﻠَﻣ  ِلﺎَﺒِﺠْﻟا  َﻢﱠﻠَﺳَو  ﱠﻰَﻠَﻋ . ﱠُﻢﺛ  َلﺎَﻗ َﺎﻳ  ُﺪﱠﻤَﺤُﻣ  ﱠنِإ  َﻪﱠﻠﻟا  ْﺪَﻗ  َﻊِﻤَﺳ  َلْﻮَـﻗ  َﻚِﻣْﻮَـﻗ  َﻚَﻟ َﺎﻧَأَو  ُﻚَﻠَﻣ 
 ِلﺎَﺒِﺠْﻟا  ْﺪَﻗَو ﻰَِﻨﺜَﻌَـﺑ  َﻚﱡَﺑر  َﻚَْﻴﻟِإ ﻰِﻧَﺮُﻣْﺄَِﺘﻟ  َكِﺮْﻣَِﺄﺑ ﺎَﻤَﻓ  َﺖْﺌِﺷ  ْنِإ  َﺖْﺌِﺷ  ْنَأ  َﻖِﺒْﻃُأ  ُﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ  ِﻦْﻴَـﺒَﺸْﺧَﻷا 
« . َلﺎَﻘَـﻓ  ُﻪَﻟ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  -ﻰﻠﺻ ﷲا ﻴﻠﻋﻪ ﻢﻠﺳو - »  ْﻞَﺑ ﻮُﺟْرَأ  ْنَأ  َجِﺮْﺨُﻳ  ُﻪﱠﻠﻟا  ْﻦِﻣ  ْﻢِﻬِﺑَﻼْﺻَأ  ْﻦَﻣ 
 ُﺪُﺒْﻌَـﻳ  َﻪﱠﻠﻟا  ُﻩَﺪْﺣَو  َﻻ  ُكِﺮْﺸُﻳ  ِﻪِﺑ ﺎًﺌْﻴَﺷ «
135 
Artinya: 
Dari Ibnu Syihāb dari Urwah bin al-Zubair, ia menceritakan bahwa 
Aisyah, Istri Rasulullah saw. berkata, "Wahai Rasulullah saw., pernahkah 
engkau mengalami peristiwa yang lebih berat dari peristiwa Uhud?“ 
Jawab Nabi saw, “Aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari 
kaumku. Tetapi penganiayaan terberat yang pernah aku rasakan ialah 
pada hari ‘Aqabah di mana aku datang dan berdakwah kepada Ibnu Abdi 
Yalil bin Abdi Kilal, tetapi tersentak dan tersadar ketika sampai di Qarn 
al-Sa’alib. Lalu aku angkat kepalaku, dan aku pandang dan tiba-tiba 
muncul Jibril memanggilku seraya berkata, “Sesungguhnya Allah telah 
mendengar perkataan dan jawaban kaummu terhadapmu, dan Allah telah 
                                                          
135 Muslim bin al-Hajjaj, op. cit., h. 181 
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mengutus Malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan 
sesukamu,“ Rasulullah saw. melanjutkan. "Kemudian Malaikat penjaga 
gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku lalu berkata, 
“Wahai Muhammad! Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan 
kaummu terhadapmu. Aku adalah Malaikat penjaga gunung, dan Rabb-
mu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu, 
jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung Akhsyabin ini ke atas 
mereka." Jawab Rasulullah saw. “Bahkan aku menginginkan semoga 
Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang 
menyembah Allah swt. semata, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun 
Demikianlah sifat Rasulullah saw. pada saat mendapat hinaan, cacian 
bahkan dilukai secara fisik, tidak dibalas dengan dendam kusumat dan 
perlakuan yang sama, melainkan pemaafanlah yang muncul dari Rasulullah saw. 
Justru  mendoakan orang-orang yang melakukannya agar mendapat hidayah 
dari Allah swt. Pertimbangan utama Rasulullah pada saat itu hanyalah masa 
depan dakwah Islam. Rasul berharap, dari kota Ṭāif itu lahir generasi-generasi 
Islam yang dapat membela agama ini. Tidak seperti yang terjadi pada umat 
Nabi-nabi sebelumnya, yang melakukan pembangkangan terhadap Nabinya, 
kemudian balas dihancurleburkan. 
6. Kisah Daksur  
Daksur suatu ketika mendapati Rasulullah sedang duduk di bawah pohon 
yang rindang dan ketiduran. Pada saat yang sama Daksur mengambil pedang 
Rasul serta menghunusnya sambil mengancamkannya kepada Rasul dengan 
ucapan “siapa yang dapat membelamu dari ancamanku sekarang ini?” Dengan 
tegas Nabi menjawab “Allah“.  Orang itu pun gemetar, sehingga pedang yang ada 
di tangannya terjatuh dan segera dipungut oleh Nabi yang kemudian 
mengancamkannya kembali kepada Daksur. Nabi bersabda: siapa yang 
membelamu dariku hari ini?” Daksur menjawab : “tidak seorang pun”.  Tetapi  
yang dilakukan oleh Nabi malah memaafkannya, Daksur pulang ke desanya 
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menceritakan hal itu kepada tetangga dan handai taulan bahwa ia semestinya 
sudah mati, tetapi Muhammad adalah orang yang berbudi luhur. Daksur pun 
mengajak teman-temannya untuk masuk Islam.136  
7. Kisah Rubay  
Pada masa Rasulullah saw. juga pernah terjadi seorang perempuan 
bernama Rubay’ binti al-Nadr mengakibatkan gigi depan seorang budak 
(jāriyah) perempuan rusak. Perempuan itu menuntut ganti rugi. Rubay’ 
meminta maaf tetapi ditolak oleh budak tersebut. Lalu kasus itu disampaikan 
kepada Rasulullah saw. dan beliau memerintahkan mereka untuk melaksanakan 
kisas. Kemudian Anas bin Nadr (saudara Rubay’) berkata: Wahai Rasulullah! 
Apakah anda akan merusak gigi depan Rubay’. Demi Allah, semoga giginya 
tidak dirusak. Rasulullah bersabda; “wahai Anas, kitab (perintah) Allah adalah 
kisas. Tetapi kemudian budak itu memaafkan perbuatan Rubay’. Karena itu, 
Rasulullah bersabda; “Sesunguhnya di antara hamba Allah ada yang jika 
bersumpah akan diberi kemuliaan oleh-Nya. 
Kisah di atas tergambar dalam hadis riwayat al-Bukhārī dari Ānas bin 
al-Nadr 
  ٍَﺔِﻳرﺎَﺟ َﺔﱠﻴَِﻨﺛ ْتَﺮَﺴَﻛ ِﺮْﻀﱠﻨﻟا ُﺔَﻨ ْـﺑا َﻲِﻫَو َﻊﱢﻴَـﺑﱡﺮﻟا ﱠنَأ اْﻮَـﺗَﺄَﻓ اْﻮَـﺑََﺄﻓ َﻮْﻔَﻌْﻟا اﻮُﺒََﻠﻃَو َشْرَْﻷا اﻮُﺒََﻠﻄَﻓ
 ﱡﺮﻟا ُﺔﱠﻴَِﻨﺛ ُﺮَﺴْﻜُﺗَأ ِﺮْﻀﱠﻨﻟا ُﻦْﺑ ُﺲَﻧَأ َلﺎَﻘَـﻓ ِصﺎَﺼِﻘْﻟِﺎﺑ ْﻢُﻫَﺮَﻣَﺄَﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا َﺎﻳ ِﻊﱢﻴَـﺑ
 ُﺗ َﻻ ﱢﻖَﺤْﻟِﺎﺑ َﻚَﺜَﻌَـﺑ يِﺬﱠﻟاَو َﻻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﻲِﺿَﺮَـﻓ ُصﺎَﺼِﻘْﻟا ِﻪﱠﻠﻟا ُبﺎَﺘِﻛ ُﺲَﻧَأ َﺎﻳ َلﺎَﻘَـﻓ ﺎَﻬ ُـﺘﱠﻴَِﻨﺛ ُﺮَﺴْﻜ
 ﻰَﻠَﻋ َﻢَﺴْﻗَأ ْﻮَﻟ ْﻦَﻣ ِﻪﱠﻠﻟا ِدﺎَﺒِﻋ ْﻦِﻣ ﱠنِإ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا َلﺎَﻘَـﻓ اْﻮَﻔَﻋَو ُمْﻮَﻘْﻟا ُﻩﱠﺮَـﺑََﻷ ِﻪﱠﻠﻟا  
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‘sesungguhnya Rubay’ binti al-Nadr mengakibatkan gigi depan seorang 
budak (jāriyah) perempuan rusak, lalu perempuan itu menuntut ganti rugi. 
Rubay’ meminta maaf tetapi ditolak oleh budak tersebut. Lalu kasus itu 
disampaikan kepada Rasulullah saw. dan beliau memerintahkan mereka 
untuk melaksanakan kisas. Kemudian Anas bin Nadr (saudara Rubay’) 
berkata: wahai Rasulullah! Apakah anda akan merusak gigi depan Rubay’. 
Demi Allah, semoga giginya tidak dirusak. Rasulullah bersabda; “wahai 
Anas, kitab (perintah) Allah adalah kisas. Tetapi kemudian budak itu 
memaafkan perbuatan Rubay’. Karena itu, Rasulullah bersabda; 
“sesunguhnya di antara hamba Allah ada yang jika ia bersumpah akan 
diberi kemuliaan oleh-Nya. 
Hadis ini menggambarkan bahwa hukum kisas bagi pelaku kejahatan 
adalah hukuman yang pasti. Hukum kisas tidak boleh diubah karena merupakan 
ketentuan dari Allah swt. Tetapi di lain pihak, hadis ini juga menekankan 
kepada pihak korban kejahatan untuk menerima permintaan maaf dari pelaku 
kejahatan. Karena satu-satunya yang dapat mengubah hukum kisas itu adalah 
pemaafan dari pihak korban. 
8. Pada Peristiwa Fath Makkah 
Salah satu praktik perdamaian dan memaafkan yang paling dikenal dalam 
sejarah hidup Nabi, adalah pada peristiwa fath Makkah.  Pada peristiwa tersebut, 
Nabi dan para pengikutnya dapat memasuki kota Mekah kembali setelah selama 
satu dasawarsa dipaksa keluar. Di Mekah Nabi saw. mengalami banyak 
pengalaman dan perlakuan menyakitkan dari para penguasa Mekah (kaum 
Quraisy) dan sekutunya, baik berupa kekerasan atau perang fisik, pengkhianatan 
perjanjian hingga embargo ekonomi. Setelah serangkaian aksi perlawanan, 
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kompromi dan perjanjian, Nabi dan pengikutnya dapat menaklukkan Makkah. 
Pada peristiwa Fath Makkah tersebut, sebenarnya Nabi memiliki peluang untuk 
membalas semua perlakuan buruk musuh-musuhnya karena posisinya sudah 
berbalik. Namun Nabi memilih aksi damai dan memaafkan semua kesalahan 
mereka.  Dengan begitu, Nabi menaklukkan Mekah tanpa meneteskan setitik 
darah pun. Salah satu  bukti spesifik dalam sejarah Nabi adalah kisah  Hindun  
binti ’Utbah, seorang perempuan Quraisy yang membunuh paman Nabi, Hamzah 
bin Abd al-Muttalib, melalui tangan Wahsyi seorang budak.  Ketika Nabi 
melihat mayat pamannya dalam kondisi sangat memprihatinkan, beliau menjadi 
sangat marah dan bersumpah akan membalas perbuatan keji tersebut dengan 
kekejaman yang berlipat-lipat. Namun, Allah memperingatkan Nabi dengan 
turunnya wahyu pada  QS  al-Nahl/16 : 126 :  
- ْنِإَو  ْﻢُﺘْﺒَـﻗﺎَﻋ اﻮُﺒِﻗﺎَﻌَـﻓ  ِﻞْﺜِﻤِﺑ ﺎَﻣ ﻢُﺘْﺒِﻗﻮُﻋ ﻦَِﺌﻟَو ِِﻪﺑ  ْﻢُﺗْﺮَـﺒَﺻ  َﺧَﻮُﻬَﻟ ٌﺮ ْـﻴ  َﻦِﻳﺮِﺒٰﱠﺼﻠﱢﻟ   ﻞﺤﻨﻟا)16  :
126( 
Terjemahnya:  
Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang 
sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu 
bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang 
sabar.138.  
Ketika kekuatan kaum muslimin pada peristiwa fath Makkah sudah 
sangat besar dan dapat menaklukkan kota Mekah secara damai, Nabi memiliki 
kesempatan untuk membalas perbuatan Hindun dan kaum kafir Quraisy lain yang 
dahulu telah bertindak semena-mena terhadap Nabi dan kaum muslimin. Tapi 
Nabi lebih memilih untuk memaafkan kesalahan-kesalahan dan melindungi 
                                                          
138 Departemen Agama RI, op. cit., h. 421 
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mereka.  Bahkan Nabi membuat mereka tertarik untuk menjadi pengikutnya. 
Kisah ini menggambarkan bahwa tindakan memaafkan justru memberikan 
keuntungan jangka panjang yaitu kehidupan harmonis antar kelompok yang 
semula selalu berkonflik.139 
Bentangan sejarah praktik pemaafan dalam Islam terkait dengan kasus-
kasus pidana tidak hanya melibatkan kisah Nabi Muhammad saw, tetapi praktik 
serupa dapat juga dijumpai pada kisah tokoh-tokoh terbaik dalam Islam dari 
masa sahabat sampai generasi-generasi sesudahnya. Terkait dengan sejarah 
pemaafan ini, sebuah kisah menarik terjadi di masa kekhalifahan Umar bin al-
Khattab, kisah yang melibatkan seorang bernama Hassan dengan dua orang 
pemuda serta Abū Zarr al-Gifārī. Kisah tersebut dialih bahasakan oleh 
Habiburrahman al-Syirazi dalam salah satu karyanya, Ketika Cinta Berbuah 
Surga, sebagai berikut: 
 
Kisah ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra. Ada seorang 
pemuda kaya, hendak pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah 
umrah.  
Dalam perjalanan, pemuda tersebut beristiraat di bawah pohon dan 
terlelap dalam tidurnya yang nyenyak. 
Di tengah perjalanan, dia menemukan sebuah tempat yang ditumbuhi 
rumput hijau nan segar. Dia berhenti di tempat itu untuk beristirahat 
sejenak. Pemuda itu duduk di bawah pohon. Akhirnya, dia terlelap dalam 
tidurnya yang nyenyak. Ketika bangun, pemuda itu mencari untanya. 
Ternyata dia menemukan unta itu telah tergeletak mati dengan leher 
menganga di dalam kebun. Pada saat itu seorang kakek datang. 
Pemuda itu bertanya,”Siapa yang membunuh unta ini?  
Kakek itu menceritakan apa yang telah dilakukan oleh si unta. Karena 
kuatir akan merusak seluruh isi kebun, terpaksa dia membunuhnya.  
Mendengar hal itu, sang pemuda sangat marah hingga tak terkendalikan. 
Serta merta, dia memukul kakek penjaga kebun itu. Naasnya, kakek itu 
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meninggal seketika. Pemuda itu menyesal atas apa yang diperbuatnya. 
Dia berniat kabur. 
Bertepatan dengan itu, datanglah dua orang anak sang kakek dan 
menangkap pemuda tersebut. 
Kemudian, keduanya membawa pemuda itu untuk menghadap Amirul 
Mukminin; Khalifah Umar bin Khatab ra. Mereka berdua menuntut 
dilaksanakan qishash (hukuman bagi orang yang membunuh) atas 
kematian ayah mereka.  
Lalu, Umar bertanya kepada pemuda itu. Pemuda itu mengakui 
perbuatannya. Dia benar-benar menyesal atas apa yang telah 
dilakukannya. 
Umar berkata,”Aku tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan hukum 
Allah.” 
Kemudian, sang pemuda meminta kepada Umar diberi waktu dua hari 
untuk pergi ke kampungnya, untuk membayar hutang-hutangnya. 
Umar bin Khattab berkata,”Hadirkan padaku orang yang menjamin, 
bahwa kau akan kembali lagi ke sini. Jika kau tidak kembali , orang itu 
yang akan diqishash sebagai ganti dirimu.” 
Pemuda itu menjawab,’ aku orang asing di negeri ini. Amirul Mukminin, 
aku tidak bisa mendatangkan seorang penjamin. 
Sahabat Abu Zar r.a. berkata,”Hai Amirul Mukminin, ini kepalaku, aku 
berikan padamu jika pemuda ini tidak datang lagi setelah dirimu. 
Dengan terkejut Umar bin Khattab ra berkata,”Apakah kau yang menjadi 
penjaminnya, wahai Abu Zar.. wahai sahabat Rasulullah?” 
“Benar Amirul Mukminin,” jawab Abu Zar lantang  
Pada hari yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan hukuman kisas sangat 
mengejutkan, pemuda itu. datang di tempat pelaksanaan hukuman. 
Orang-orang memandangnya dengan rasa takjub Umar bertanya pada 
pemuda itu,”Mengapa kau kembali lagi kesini Anak Muda, padahal kau 
bisa menyelamatkan diri dari maut?”  
Pemuda itu menjawab,”Wahai Amirul Mukminin, aku datang kesini agar 
jangan sampai orang-orang berkata,’tidak ada lagi orang yang menepati 
janji di kalangan umat Islam,’ dan agar orang-orang tidak mengatakan, 
’tidak ada laki-laki sejati, ksatria yang berani mempertanggung 
jawabkannya di kalangan umat Muhammad saw.” 
Lalu Umar melangkah ke arah Abu Zar Al Ghiffari dan berkata, ”Dan kau 
wahai Abu Zar, bagaimana kau bisa mantap menjamin pemuda ini, 
padahal kau tidak kenal dengan pemuda ini?” 
Abu Zar menjawab,”Aku lakukan itu agar orang-orang tidak mengatakan 
bahwa, ’tidak ada lagi lelaki jantan yang bersedia berkorban untuk 
saudaranya seiman dalam umat Muhammad saw..’”  
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Mendengar itu semua, dua orang lelaki anak kakek yang terbunuh itu 
berkata, ”Sekarang tiba giliran kami, wahai Amir al-Mukminin, kami 
bersaksi di hadapanmu bahwa pemuda ini telah kami maafkan, dan kami 
tidak minta apapun darinya. Tidak ada yang lebih utama dari memberi 
maaf di kala mampu. Ini kami lakukan agar orang tidak mengatakan 
bahwa tidak ada lagi orang berjiwa besar, yang mau memaafkan 
saudaranya di kalangan umat Muhammad saw.140 
Kisah pemaafan juga tergambar dalam kisah berikut yang dilakoni oleh 
Salah al-Dīn al-Ayyūbi, Panglima Islam dalam Perang Salib. Menurut penuturan 
ahli sejarah, Michaud, pada waktu Jerusalem direbut oleh tentara Salib pada 
tahun 1099 Masehi, kaum muslimin dibunuh secara besar-besaran di jalan-jalan 
raya dan di rumah-rumah kediaman. Jerusalem tidak memiliki tempat berlindung 
bagi umat Islam yang menderita kekalahan itu. Ada yang melarikan diri dari 
cengkeraman musuh dengan menjatuhkan diri dari tembok-tembok yang tinggi, 
ada yang lari masuk istana, menara-menara, dan tak kurang pula yang masuk 
masjid. Tetapi mereka tidak terlepas dari kejaran tentara Salib. Tentara Salib 
yang menduduki masjid Umar tempat kaum Muslimin dapat bertahan untuk 
waktu yang singkat, mereka mengulangi lagi tindakan-tindakan yang penuh 
kekejaman. Pasukan infantri dan kavaleri menyerbu kaum pengungsi yang lari 
tunggang langgang.  
Di tengah-tengah kekacaubalauan kaum peenyerbu itu yang terdengar 
hanyalah serangan dan teriakan maut. Pahlawan Salib yang berjasa itu berjalan 
menginjak-injak tumpukan mayat muslimin, mengejar mereka yang masih 
berusaha dengan sia-sia melarikan diri. Raymond d’ Angiles yang menyaksikan 
                                                          
140 Habiburahman El Syirazy, Ketika Cinta Berbuah Surga, (Jakarta: MQS Publishing, 
2008), h. 58. 
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peristiwa itu mengatakan bahwa “di serambi masjid mengalir darah sampai 
setinggi lutut, dan sampai ke tali tukang kuda prajurit.” 
Seorang ahli sejarah Barat, Mill menambahkan pula bahwa pada saat itu 
telah diputuskan, bahwa kaum Muslimin tidak boleh diberi ampun oleh karena 
itu harus diseret ke tempat-tempat umum untuk dibunuh hidup-hidup. Ibu-ibu 
dengan anak yang melengket pada buah dadanya, anak laki-laki dan perempuan, 
seluruhnya disembelih. Lapangan-lapangan kota, jalan-jalan raya, bahkan 
pelosok-pelosok Jerusalem yang sepi telah dipenuhi oleh bangkai-bangkai mayat 
laki-laki dan perempuan, dan anggota tubuh anak-anak. Tiada hati yang menaruh 
belas kasih atau teringat untuk berbuat kebajikan.”141 
Demikianlah rangkaian riwayat pembantaian secara masal kaum 
muslimin di Jerusalem sekira satu abad sebelum Sultan Salahuddin merebut 
kembali kota suci ini. Saat itu, lebih dari 70.000 umat Islam yang tewas. 
Sebaliknya, ketika Sultan Salahuddin merebut kembali kota Jerusalem 
pada tahun 1193 M, Salahuddin memberi pengampunan umum kepada penduduk 
Nasrani untuk tinggal di kota itu. Hanya para prajurit Salib yang diharuskan 
meninggalkan kota dengan pembayaran uang tebusan yang ringan. Bahkan sering 
terjadi bahwa Sultan Salahuddin yang mengeluarkan uang tebusan itu dari 
kantongnya sendiri dan diberikannya alat pengangkutan. Sejumlah kaum wanita 
Nasrani dengan mendukung anak-anak mereka datang menjumpai Sultan dengan 
penuh tangis seraya berkata: “Tuan saksikan kami berjalan kaki, para istri serta 
anak-anak perempuan para prajurit yang telah menjadi tawanan tuan, kami ingin 
                                                          
141 Ibid. 
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meninggalkan negeri ini untuk selama-lamanya. Para prajurit itu adalah tumpuan 
hidup kami. Bila kami kehilangan mereka akan hilang pulalah harapan kami. 
Bilamana Tuan serahkan mereka kepada kami mereka akan dapat meringankan 
penderitaan kami dan kami akan mempunyai sandaran hidup.” 
Permohonan mereka dikabulkan, bahkan komandan pasukan tentara 
Salahuddin saling berlomba dalam memberikan pertolongan kepada tentara Salib 
yang telah dikalahkan itu.142 Para pelarian Nasrani dari kota Jerusalem itu 
tidaklah mendapat perlindungan oleh kota-kota yang dikuasai kaum Nasrani. 
“Banyak kaum Nasrani yang meninggalkan Jerusalem,” kata Mill, pergi menuju 
Antioch, tetapi panglima Nasrani Bohcmond tidak saja menolak memberikan 
perlindungan kepada mcreka, bahkan merampas harta benda mereka. Pergilah 
mereka menuju ke tanah kaum Muslimin dan diterima di sana dengan baik. 
Michaud mcmberikan keterangan yang panjang lebar tentang sikap kaum Nasrani 
yang tak berperikemanusiaan ini terhadap para pelarian Nasrani dari Jerusalem. 
Tripoli menutup pintu kotanya dari pengungsi ini, kata Michaud. “Seorang 
wanita karena putus asa melemparkan anak bayinya ke dalam laut sambil 
menyumpahi kaum Nasrani yang menolak untuk memberikan pertolongan 
kepadanya,” kata Michaud. Sebaliknya Sultan Salahuddin bersikap penuh 
timbang rasa terhadap kaum Nasrani yang ditaklukkan itu. Sebagai pertimbangan 
terhadap perasaan mereka, Salahuddin tidak memasuki Jerusalem sebelum 
mereka meninggalkannya.143 




Demikianlah sejumlah kisah pemaafan dalam lintas sejarah Islam yang 
menunjukkan bahwa pemaafan adalah ajaran hukum universal yang terdapat 
dalam Alquran dan Sunnah Nabi, tidak saja merupakan teori hukum, tetapi ajaran 
pemaafan telah dipraktikkan dalam negara  dan masyarakat Islam sebagai hukum 
positif yang membawa dampak adanya perlindungan hukum bagi hak-hak korban 
tindak pidana atau keluarga korban, bahkan lebih luas lagi ajaran pemaafan ini 
juga berdampak positif bagi penganut di luar Islam dan saat perang. Hukum 
posistif dalam Islam tersebut dalam sejarah peradaban manusia, tidak ditemukan 
dalam ajaran hukum mana pun selain Islam dan telah tercatat dengan tinta emas 





LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA  
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA 
A. Pengertian Lembaga Alternatif Penyelesaian Perkara  
Istilah Alternatif Penyelesaian Perkara adalah terjemahan dari istilah 
dalam bahasa Inggeris Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR sendiri 
adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif 
atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya 
selain melalui jalur pengadilan. Ada beberapa terjemahan lain dari ADR yang 
juga biasa digunakan, seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), 
Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA), Pilihan Penyelesaian sengketa (PPS), 
Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian 
Sengketa di luar pengadilan, dan Mekanisme penyelesaian sengketa secara 
kooperatif.1  
Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai ketentuan hukum resmi di Indonesia 
menggunakan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai padanan 
ADR. Meskipun demikian, istilah ini sesungguhnya mendapat kritikan karena 
dianggap tidak sesuai dengan terjemahan Inggerisnya yang seharusnya 
Penyelesaian Sengketa Alternatif dan karena istilah ini menimbulkan kerancuan. 
                                                 
1  “Mengenal ADR (Alternative Dispute Resolution)”, Shvoong.com the Global Source 
for Summeries & Reviews, http://id.shvoong.com/law-and-politics/1909002-mengenal-adr-
alternative-dispute-resolution/#ixzz1Z6TWczyx,  (14 September 2011) 
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Menurut Nurfaqih Irfani : 
Penting untuk diketahui bahwa penggunaan terminologi “Alternatif 
Penyelesaian Sengketa” sebagai padanan dari istilah “Alternative Dispute 
Resolution” nampaknya kurang tepat. Istilah “Alternatif Penyelesaian 
Sengketa” memiliki arti sebagai pilihan yang dapat ditempuh dalam 
penyelesaian suatu sengketa. Pengadilan adalah salah satu alternatif atau 
pilihan yang dapat ditempuh dalam penyelesaian suatu sengketa. Dengan 
demikian, istilah “Alternatif Penyelesaian Sengketa” mencakup juga 
penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Sedangkan istilah 
“Alternative Dispute Resolution” sebagaimana dikemukakan di atas adalah 
pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan selain di pengadilan. Ini 
menunjukkan bahwa secara etimologi terdapat perbedaan makna yang jelas 
antara terminologi “Alternative Dispute Resolution” dengan terminologi 
“Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Istilah “Alternative Dispute 
Resolution” lebih tepat jika dipadankan dengan istilah “Penyelesaian 
Sengketa Alternatif” yang maknanya adalah penyelesaian sengketa melalui 
jalur alternatif atau di luar jalur reguler yang dalam hal ini adalah 
pengadilan, layaknya seseorang yang ingin pergi ke suatu tujuan dengan 
menggunakan jalur alternatif dengan maksud agar dapat sampai ke tujuan 
dengan lebih cepat dan mudah.2 
Kata ”sengketa” dalam kedua istilah di atas menjadi perdebatan sendiri, 
sebab kata itu mengesankan bahwa yang dimaksud adalah perselisihan yang 
terkait dengan masalah perdata saja. Misalnya dalam definisi yang dikemukakan 
oleh Ali Ahmad Chamzah tentang sengketa yaitu: “pertentangan antara dua pihak 
atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau 
hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”.3 Kata ”hak 
milik” yang terdapat dalam definisi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa 
sengketa menyangkut hukum perdata saja. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sengketa  dapat berarti;  
                                                 
2 Nurfaqih Irfani, “Perkembangan Penyelesaian Sengketa Alterntif di Indonesia”, Blog 
Nurfaqih Irfani, http://irfaninurfaqih.files.wordpress.com/2009/07/aps.pdf, h. 3 (1 November 
2012) 
3 Achmad Chomzah Ali, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas 
Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah (Jakarta : Prestasi 
Pustaka, 2003), h. 14 
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1. sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; 
perbantahan  
2. pertikaian; perselisihan:  
3. perkara (dl pengadilan): 4  
Kata ”sengketa” dalam pengertian ini dipadankan dengan kata ”perkara” 
yang biasa terjadi di pengadilan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kata 
sengketa tidak hanya masalah perdata saja, tetapi juga perkara pidana. Namun 
untuk menghindari kesan itu, maka di sini akan dipilih kata ”perkara” sebagai 
ganti kata ”sengketa”. Kemudian, mengingat tidak adanya kata baku tentang 
terjemahan istilah alternatif dispute resolution dalam istilah hukum di Indonesia, 
maka di sini untuk menyebut istilah itu digunakan istilah aslinya yang disingkat 
menjadi ADR. 
Istilah ADR  sendiri relatif masih baru dikenal dalam dunia hukum di 
Indonesia, meskipun sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara 
konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada 
upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR 
mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem  
sosial  budaya tradisional berdasarkan pada musyawarah dan mufakat.5 
Untuk memperoleh gambaran umum tentang tentang apa yang disebut 
ADR, George Applebey, dalam tulisannya “An Overview of Alternative Dispute 
Resolution” berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu 
eksperimen untuk mencari model-model : 
a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa  
b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama  
c. Forum-forum baru bagi penyelesian sengketa 
                                                 
4 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2008), h. 1315 
5 Randi Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era 
Perdagangan Bebas (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 177 
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d. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.6  
Definisi lain yang lebih sempit dan akademis dikemukakan oleh Philip 
D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan 
teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk :  
a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar 
pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang 
bersengketa  
b. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut 
diselesaikan melalui litigasi konvensional  
c. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.7 
Beberapa pengertian ADR dapat disebutkan antara lain: 
a. The 'Lectric Law Library's Legal Lexicon mengartikan ADR sebagai 
“Methods for resolving problems without going to court… The most 
common forms of ADR (some times referred to as appropriate dispute 
resolution) are mediation, arbitration, conciliation and a combination 
of mediation and arbitration called med-arb (in which the mediator will 
decide the issues for the parties if they fail to reach agreement in the 
mediation).8  
b. Dalam Wikipedia dinyatakan “ADR is generally classified into at least 
four types: negotiation, mediation, collaborative law, and arbitration. 
(Sometimes a fifth type, conciliation, is included as well, but for 
present purposes it can be regarded as a form of mediation).9  ADR  
umumnya diklasifikasikan  menjadi setidaknya empat  jenis: negosiasi, 
mediasi, hukum  kolaboratif,  dan arbitrase. (Kadang-kadang  tipe 
kelima,  konsiliasi,  termasuk juga, tetapi untuk  tujuan ini  dapat 
dianggap  sebagai bentuk mediasi) 
c. Dalam Duhaime Law Dictionary dinyatakan “methods by which legal 
conflicts and disputes are resolved privately and other than by trial the 
public courts, usually through one of two forms: mediation or 
                                                 
6 Shvoong.com the Global Source for Summeries & Reviews, loc. cit. 
7 H Priyatna Abdul Rasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: PT 
Fikahati Aneska. 2002). h. 17 
8 “Metode untuk menyelesaikan masalah tanpa pergi ke pengadilan ... Bentuk paling 
umum dari ADR  adalah mediasi, arbitrase, konsiliasi dan kombinasi antara mediasi dan 
arbitrase  (dimana mediator akan memutuskan masalah untuk  para pihak  jika mereka gagal 
untuk mencapai kesepakatan dalam mediasi). Lihat “Alternative Dispute Resolution”, The 
'Lectric Law Library's,  http://www.lectlaw.com /def/a044.htm, (14-Desember-2011)  
9 “Alternative Dispute Resolution” Wikipedia, The Free Encyclopedia,  http://en. 
wikipedia.org/wiki/Alternative_dispute_resolution, (14-Desember-2011) 
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arbitration.”10 (Metode-metode  dimana pertentangan dan  perselisihan 
hukum diselesaikan secara pribadi  dan  selain  oleh  sidang  pengadilan 
umum,  biasanya  melalui  salah  satu dari dua  bentuk:  mediasi  atau 
arbitrase) 
d. Christopher Kuner menyatakan: The term ‘alternative dispute 
resolution” can include a wide variety of dispute resolution mechanism 
outside the court system, including arbitration, mediation, consumer 
compalint systems, etc., so that it can be difficult to define exactly 
what is meant by the term.11 (Istilah  'Alternative Dispute resolusion" 
dapat mencakup berbagai macam  mekanisme  penyelesaian sengketa  
di luar sistem pengadilan, termasuk arbitrase, mediasi, konsumen 
 sistem compalint,  dan lain-lain, sehingga bisa sulit untuk  
mendefinisikan dengan tepat  apa yang dimaksud  dengan istilah itu). 
Sementara itu H. Priyatna Abdurrasyid, mendefinisikan ADR sebagai : 
Sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif 
atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk 
APS/arbitrase [negosiasi dan mediasi] agar memperoleh putusan akhir dan 
mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan 
intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta 
membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut”.12  
Dengan demikian ADR merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak 
yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, 
dalam arti di luar mekanisme ajudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, 
meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi 
menggunakan prosedur ajudikasi non standar, mekanisme tersebut masih 
merupakan ADR.  
Pada Bab I Ketentuan Umum Undang-undang RI No. 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10, 
disebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 
                                                 
10 “Alternative Dispute Resolution” Duhaime Law Dictionary, Learn Law,  http://www 
.duhaime.org/LegalDictionary/A/AlternativeDisputeResolution.aspx , (14-12-2011) 
11  Nurfaqih Irfani, loc. cit. 
12 Ibid. 
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pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di 
luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau 
penilaian ahli.13  
Pada praktiknya, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai Alternative to 
litigation atau alternative to adjudication. Alternative to litigation berarti semua 
mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini 
arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan Alternative to adjudication 
berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau 
kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang 
berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan 
termasuk ADR.14 
Ada pendapat lain mengatakan bahwa istilah “penyelesaian di luar 
pengadilan” tidak sama dengan istilah ADR, meskipun terdapat kesamaan ketika 
suatu perkara pelanggaran pidana tidak diajukan ke pengadilan. Apabila ADR 
merupakan lembaga yang diakui secara hukum sebagai lembaga penyelesai 
perkara yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui 
mekanisme mediasi, arbitrase, negosiasi atau rekonsiliasi, tidak demikian halnya 
dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan.  
Penyelesaian perkara di luar pengadilan,  pada umumnya dikenal sebagai 
kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang 
untuk melakukan beberapa hal. Tidak saja sebagai penentu keluaran akhir dari 
suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki 
wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan 
                                                 
13 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
Penyelesaian Sengketa Alternatif, Pasal 1 butir 10. 
14 shvoong.com the Global Source for Summeries & Reviews,  loc. cit.  
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oleh pihak tertentu, sekaligus (tidak dalam semua hal) dilanjutkan dengan 
permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban.  
Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara 
pelanggaran hukum pidana.15 
Menurut Takdir Rahmadi, konsep ADR sendiri mengandung dua 
pengertian. Ia  mengatakan :  
dalam kepustakaan hukum berbahasa Inggris dapat ditemukan adanya dua 
pandangan tentang konsep alternative dispute resolution. Satu pandangan 
menyatakan bahwa alternative dispute resolution merupakan sebuah 
konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa 
selain dari proses peradilan atau litigasi (litigation). Bentuk atau cara-cara 
penyelesaian sengketa selain dari peradilan, antara lain, meliputi negosiasi, 
mediasi, pencari fakta, dan arbitrase. Pandangan ini merupakan pandangan 
yang diterima umum di kalangan sarjana pada umumnya. Namun, ada 
pandangan lain yang menyatakan bahwa alternative dispute resolution 
 merupakan konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara 
penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pendekatan konsensus atau 
mufakat para pihak, sedangkan penyelesaian sengketa yang bersifat 
memutus (ajudicative) tidak termasuk ke dalam alternative dispute 
resolution. Dengan demikian, menurut pandangan kedua ini, arbitrase tidak 
termasuk ke dalam alternative dispute resolution karena arbitrase 
merupakan proses penyelesaian sengketa dengan cara memutus 
(ajudicative) oleh arbiter seperti halnya hakim dalam proses peradilan.16 
Berbagai pengertian tersebut, lebih cenderung pada ADR adalah suatu 
mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain 
bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya, selain 
melalui jalur pengadilan. Lembaga Pemaafan yang menjadi obyek kajian utama 
dalam tulisan ini merupakan salah satu bentuk lembaga ADR yang ingin digagas. 
                                                 
15 Adrianus Meliala, “Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia” Law Community, 
http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/alternatif-penyelesaian-sengketa-di-indonesia/ (25 
September 2012) 





Berbeda dengan lembaga-lembaga ADR lain yang sudah terbentuk dan  bergerak 
dalam bidang hukum perdata, Lembaga Pemaafan digagas untuk menangani 
perkara-perkara pidana. 
B. Manfaat Lembaga Alternatif Penyelesaian Perkara  
Sebagai suatu mekanisme yang bersifat alternatif, ADR berkembang 
karena adanya kebutuhan pencari keadilan yang tidak sepenuhnya diperoleh dari 
mekanisme pengadilan. Menurut Adrianus Meliala : 
Konsep ADR pada awalnya muncul dewasa ini sebagai semangat 
pengenyampingan untuk tidak mempergunakan proses penegakan hukum 
via litigasi yang formal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di 
masyarakat. Alternatif terkait pengenyampingan tersebut adalah bisa 
dilakukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau alternative 
dispute resolutions (selanjutnya disebut dengan ADR).17 
Lebih Jauh, Adrianus mengatakan,  
pengenyampingan dilakukan guna mencapai suatu situasi “menang-
menang” (win-win) antara pihak-pihak terkait, yang diperkirakan juga 
akan lebih menyembuhkan (healing) terkait para pihak yang terlibat 
(khususnya korban), serta lebih resolutif (sebagai suatu kata bentukan “re-
solusi” yang dapat diartikan sebagai “tercapainya kembali solusi yang 
sebelumnya tidak lagi diperoleh”). Minimal, pengakhiran konflik atau 
sengketa bisa dilakukan tanpa ada pihak yang kehilangan muka atau 
elegant solution. Alternatif terkait pengenyampingan tersebut adalah, 
bahwa diperkirakan akan lebih tepat apabila dalam kondisi, alasan dan atau 
perbuatan tertentu, bisa dilakukan mekanisme penyelesaian sengketa 
alternatif atau alternative dispute resolutions.18 
Bilamana terjadi perselisihan atau sengketa, penyelesaiannya dapat 
dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pada praktiknya, 
penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan kerap menjadi 
                                                 
17 Adrianus Meliala, loc. cit. 
18 Adrianus Meliala, “Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di 
Indonesia” official Website of Adrianus Melala,  http://www.adrianusmeliala.com/index.php? 
id=35&kat=4&hal=pub2det. (31 ktober 2012) 
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pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang 
bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang 
mengedepankan “win-win solution”, melainkan kepada pencarian putusan 
menang-kalah. Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi 
kurang diminati karena hal tersebut masih belum dipahamai secara menyeluruh 
oleh aparat penegak hukum ataupun para pihak yang bersengketa. Faktor lain 
yang juga berpengaruh, dunia peradilan menyuguhkan gaya hidup yang glamour 
ketika para penegak hukum/pengacara diidentikkan sebagai figur yang mapan 
dan elit sebagaimana digambarkan dalam berbagai film yang bercerita tentang 
dunia peradilan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa peradilan merupakan 
institusi dengan prestise yang tinggi sehingga mengundang ketertarikan 
masyarakat untuk berkecimpung dalam dunia peradilan.19 
Pada perkembangan dewasa ini, penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya 
pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari 
proses di luar pengadilan serta kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan 
perkara” dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih 
kepada “menyelesaikan perkara” yang berorientasi pada “win-win solution.” 
Keadilan formal (formal justice) yang diperoleh melalui proses hukum litigatif, 
yang selama ini menjadi trend sekaligus favorit dalam mencari putusan menang-
kalah atas suatu sengketa, perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan. Hal ini 
disebabkan karena sudah bukan rahasia umum lagi jika proses hukum melalui 
jalur litigasi membutuhkan biaya yang mahal, waktu berkepanjangan, 
melelahkan, tidak selalu menyelesaikan masalah, dan seringkali terdapat nuansa 
                                                 
19 Nurfaqih Irfani, loc. cit. 
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korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat kental dalam putusan yang 
dihasilkan.20 
Suyud Margono dalam menguraikan beberapa kritikan penting 
terhadap lembaga peradilan secara umum sebagai berikut:  
 
1. Lambatnya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses 
litigasi pada umumnya lambat dan membuang banyak waktu (waste of 
time) dan hal ini dikarenakan proses pemeriksaan sangat formal dan 
sangat teknis.  
2. Mahalnya biaya perkara. Makin lama penyelesaian mengakibatkan makin 
tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah 
pengacara yang harus ditanggung. Hal ini berakibat orang yang 
berperkara di pengadilan menjadi lumpuh dan terkuras sumber daya, 
waktu dan pikiran (litigation paralyze people).  
3. Peradilan tidak tanggap dan tidak responsif (unresvonsive). Pengadilan 
kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum serta sering 
mengabaikan perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat. Dan 
pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil (unfire). Ini didasarkan atas 
alasan pengadilan dalam memberikan kesempatan serta keleluasaan 
pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya.  
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Putusan pengadilan 
dianggap tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan 
kepada para pihak, putusan pengadilan tidak mampu memberikan 
kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara, hal ini 
disebabkan salah satu pihak menang dan pihak lain pasti kalah (win-lose) 
dan keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pernah membawa 
kedamaian, tetapi menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan serta 
kebencian. Selain itu putusan pengadilan juga kadang membingungkan 
dan tidak bisa diprediksi (unpredictable).  
5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis. Para hakim dianggap 
hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Ilmu pengetahuan 
yang mereka miliki hanya di bidang hukum, di luar itu pengetahuan 
mereka hanya bersifat umum. Sangat susah bagi mereka untuk 
menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam berbagai 
bidang.21 
                                                 
20 Ibid. 
21 Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase, Proses 
Pelembagaan dan Aspek Hukum,  (Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 56-59 
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Sebaliknya, penyelesaian  sengketa  di luar  peradilan  sangat 
menguntungkan  dari pada  penyelesaian  sengketa melalui jalur peradilan. 
Keuntungan  dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan 
dalam hitungan hari, minggu atau bulan, tidak seperti halnya 
penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-
bulan bahkan tahunan; 
b. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik melalui 
jalur litigasi; 
c. Sifatnya informal karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para 
pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat 
pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka, dan 
sebagainya; 
d. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui 
oleh kalangan terbatas, sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak 
tersebar luas atau terpublikasikan; 
e. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat 
memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai 
serta mempunyai keahlian dibidangnya. 
f. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang 
informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai 
penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat 
menjaga hubungan baik. 
g. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila 
menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan 
terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali 
suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang 
menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum. 
h. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final 
sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak. 
i. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang 
menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda 
untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi. 
j. Tata cara penyelesaiannya sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab 
tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku.22 
                                                 
22 I Nyoman Gede Remaja, “Pengaturan Alternative Dispute Resolution (ADR) Kajian 
terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999”, http://www.fakultashukum-universitas 
panjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/34-pengaturan-alternative-dispute-resolution-
adr-kajian-terhadap-undang-undang-nomor-30-tahun-1999.html?showall=1, (14 Desember 2011)  
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Ada banyak kritikan ditujukan pada penyelesaian perkara di pengadilan. 
Juga telah banyak dikemukakan keuntungan-keuntungan penyelesaian perkara 
melalui jalur non litigasi, serta hal-hal yang melatarbelakangi pentingnya 
penyelesaian perkara melalui jalur alternatif. Semua itu menunjukkan bahwa 
pilihan penyelesaian perkara melalui jalur alternatif sangat penting dan akan 
menjadi kecendrungan pihak-pihak berperkara di masa akan datang. Di samping 
itu, dalam menyongsong era globalisasi dalam menyelesaikan suatu sengketa 
diperlukan adanya jaminan keamanan dan keadilan, yang keikutsertaan 
masyarakat sangat menentukan. 
C. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Perkara 
Bentuk alternatif penyelesaian sengketa sesungguhnya banyak sekali, 
seperti dikatakan oleh Moch. Basarah : 
Seperti halnya mekanisme APS yang dikembangkan oleh Undang-undang 
No. 30 tahun 1999 yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi dan 
penilaian ahli atau aprisal. Bahkan jika melihat mekanisme APS yang 
dapat disepakati oleh para pihak sesungguhnya sangat banyak, seperti 
dialogue, negotiation, mediation, conciliation, dispute prevention, binding 
apinion, valuation, expert appraisal, expert determination, special masters, 
ombudmens, minitrial, private judges, summary trial, musyawarah untuk 
mufakat, runggun adat, begundem, rembug desa, hakim perdamaian, 
barangay/barrio, quality arbitratian, arbitration, combinatian of 
processes.23 
Di sini tidak akan dijelaskan keseluruhan dari bentuk dan mekanisme 
alternatif penyelesaian sengketa tersebut, hanya akan menjelaskan beberapa di 
antaranya, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI No. 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa 
                                                 
23 Moch. Basarah, Proedur Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Tradisional dan 
Modern (Online), (Bandung: Genta Publishing, 2011), h. 5 
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bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diperkenalkan oleh Undang-undang 
ini adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian Ahli, meskipun 
dalam kenyataannya tidak semuanya dibahas secara terperinci dan tuntas.   
Pranata alternatif penyelesaian sengketa yang diperkenalkan oleh 
Undang-undang No. 30 Tahun1999  sebagaimana diatur dalam pasal 6 terdiri 
dari: 
 
1. Penyelesaian yang dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak dalam 
bentuk ´negosiasi´ sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2.  
2. Penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui (dengan bantuan) 
pihak ketiga yang netral diluar para pihak yaitu dalam bentuk mediasi 
yang diatur dalam pasal 6 ayat  3, pasal 6 ayat 4, dan ayat  5  
3. Penyelesaian melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 9.  
Berikut uraian beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa: 
1. Arbitrase  
Arbitrase berasal dari kata arbitrare (bahasa latin) yang berarti 
kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan.24 
Meskipun arbitrase sudah ada dan dipraktikkan selama berabad-abad, namun 
sampai sekarang definisi pasti mengenai apa itu arbitrase masih ditemukan 
perbedaan pendapat. Banyak pakar mencoba mendefinisikan arbitrase dari sudut 
pandang yang berbeda, sehingga tidak terdapat satu pun pengertian yang 
komprehensif dan akurat yang menggambarkan seluruh sistem arbitrase. 
Perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna 
arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan 
                                                 
24 Gatot P. Soemartanto, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2005), 
h. 25. 
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konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase.25 Sebagai referensinya, berikut 
dikemukakan beberapa definisi arbitrase dari berbagai sumber. 
Gatot P. Soemartono mengatakan 
Secara umum arbitrase adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih 
menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparsial 
(disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. 
Dari pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu: (1) adanya 
suatu sengketa; (2) kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga; dan 
(3) putusan final dan mengikat akan dijatuhkan.26  
Menurut Martokusumo, Arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang 
berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka pada seorang wasit atau 
arbiter.27 
Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan pengertian dari arbitration 
sebagai berikut: 
arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person 
chosen by the parties to the dispute wha agree in advaance to abide by the 
arbitrator’s award issues after hearing at which both parties have an 
opportunity to be heard. 28  
Subekti menyatakan bahwa arbitrase ialah “pemutusan suatu sengketa 
oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang 
bersengketa sendiri, di luar hakim atau pengadilan”.29 
                                                 
25 Dodik Setiawan Nur Heriyanto,  “Definisi Arbitrase”, Blog Dodik Setiawan, 
http://dodiksetiawan.word press.com/2009/04/14/definisi-arbitrase/, (01 September 2012) 
26 Gatot P. Soemartanto, loc. cit.. 
27 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: suatu Pengantar (Yogyakarta: Penerbit 
Liberty, 1999), h. 144. suatu cara penyclesaian sengketa melalui pihak ketiga yang bersilat netral 
yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk mematuhi suatu putusan yang dibuat oleh 
arbiter atas pokok persoalan setelah mendengarkan dan memberikan kesempatan yang sama 
kepada kedua belah pihak." (terjemahan bebas). 
28 Moch. Basarah, op. cit., h. 11 
29 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 1995), h. 181 
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Menurut Tineke Louise Teugeh Longdong, Arbitrase adalah “Suatu cara 
penyelesaian sengketa dengan suatu putusan yang mempunyai kekuatan yang 
pasti dan tetap, berdasarkan hukum atau dengan persetujuan para pihak 
berdasarkan keadilan dan kepatutan.”30 
Sedangkan pengertian arbitrase menurut Priyatna Abdurrasyid adalah 
sebagai berikut: 
“Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa – 
apa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-
undang dimana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidak 
sefahamannya – ketidaksepakatannya dengan salah satu pihak lain atau 
lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli 
yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta 
yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati 
bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai kepada putusan yang final 
dan mengikati.”31 
Pengertian lain mengenai arbitrase sebagaimana dinyatakan dalam 
peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), adalah 
“Arbitrase adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-
sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik 
yang bersifat nasional maupun internasional.”32 
Jean Robert menyatakan sebagai berikut : 
“Arbitration means insituting a private jurisdiction by which litigations are 
withdrawn from the public jurisdiction in order to be resolved by 
individuals vested, for a given case, with the powered to judge such 
litigations.”33  
                                                 
30 Tineke Louise Teugeh Longdong, Asas Ketertiban {Urnum dan Konvensi New york 
1958, Sebuah Tinjauan atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 pada Putusan Mahkantah 
Agung M dan Pengadilan Asing, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), h. 26 
31 Priyatna Abdul Rasyid, op. cit., h. 56-57 
32 Lihat Pasal 1 Anggaran Dasar BANI 
33 Huala Adolf , Arbitrase Komersial Internasional, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 
10-11. Arbitrase adalah suatu lembaga yang bersifat privat yang terpisah dari lembaga litigasi 
yang bersifat publik dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu secara individu, 
yang memiliki kewenangan untuk memutuskan serupa dengan litigasi (terjemahan bebas) 
 107 
Dalam Undang-undang RI no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri Arbitrase didefinisikan sebagai cara 
penyelesaian suatu sangketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada 
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa.34 
Dari beberapa pengertian mengenai arbitrase yang telah dikemukakan di 
atas, maka dapat disimpulkan pengertian arbitrase itu, menurut Moch. Basarah 
adalah: 
1. Arbitrase merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis 
berdasarkan kesepakatan para pihak. 
2. Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan 
umum 
3. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh 
pihak ketiga yang bersifat netral dan professional di bidangnya serta 
dipilih oleh para pihak yang bersengketa. 
4. Pihak ketiga tersebut atau yang lebih dikenal sebagai arbiter atau 
majelis arbitrase bertindak sebagai pembuat keputusan yang harus 
dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa  
5. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat.35 
Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih para pihak yang 
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga 
tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat tentang suatu 
hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.  
Beberapa pertimbangan untuk membentuk lembaga Arbitrase adalah 
sebagai berikut :  
 
1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelesaian 
sengketa perdata disamping dapat dilakukan ke peradilan umum juga 
terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa diajukan melalui Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
                                                 
34 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1  
35 Moch. Basarah, op. cit., h. 14 
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2. Peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.  
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b 
perlu membentuk undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa.36 
Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan 
perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau 
beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum 
tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif 
penyelesaian sengketa.  
Lembaga arbitrase yang dikenal adalah arbitrase ad hoc dan arbitrase 
institusional. Jenis arbitrase ad hoc atau disebut juga “arbitrase volunter” dapat 
dilihat dalam rumusan klausul. Apabila klausul pactunt de compromintendo 
dan/atau akta kompromis menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh 
arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase "Institusional", maka perselisihan 
tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase ad hoc. Dengan kata lain, apabila 
klausula menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari 
"arbiter perseorangan" maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase ad 
hoc. Ciri pokok penunjukkan para arbiternya adalah secara perseorangan.37 
Sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang sifatnya permanen 
atau melembaga, yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa 
                                                 
36 Mariam Darus, “Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang 
Ekonomi Keuangan di Luar Pengadilan”, Makalah Seminar di Bali, 16 Juli 2003 http://www. 
lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Penyelesaian%20sangketa%20dibidang%20ekonomi%20keu 
angan %20diluar%20pengadilan%20-%20mariam%20darus.pdf. (01 Januari 2012)  
37 M. Yahya Harahap, Arbitrase (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 105 
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administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan 
prosedur sebagai pedoman bagi para pihak, dan pengangkatan para arbiter.38 
Ada beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase antara lain: 
Pertama, Badan Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase 
yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara 
yang bersangkutan, misalnya: BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang 
didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977; 
BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), dan Badan Arbitrase 
Penanaman Modal Indonesia di Indoneia, Kedua, Arbitrase institusional yang 
bersifat internasional yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan 
yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya: ICSID (The International Center 
for Settlentent of Investment Disputes) yang didirikan pada tanggal 14 oktober 
1966 oleh World Bank yang berkedudukan di Washington. ICSID didirikan untuk 
penyelesaaian sengketa di bidang pananaman modal asing. 39 
Ciri dari lembaga arbitrase institusional ini yang dapat pula dikatakan 
sebagai perbedaan antara lembaga ini dengan lembaga arbitrase ad hoc adalah 
sebagai berikut: 
1. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk bersifat 
permanen/selamanya, sedangkan arbitrase ad hoc sifatnya sementara dan 
akan bubar setelah perselisihan selesai diputus. 
2. Arbitrase intitusional sudah ada/sudah berdiri sebelum suatu perselisihan 
timbul, sedangkan arbitrase ad hoc didirikan setelah perselisihan timbul 
oleh pihak yang bersangkutan. 
3. Karena bersifat permanen/selamanya, maka pendirian arbitrase 
intitusional didirikan lengkap dengan susunan organisasi, tata cara 
pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan perselisihan yang pada 
                                                 
38 Moch. Basarah, loc. cit. Lihat juga Joni Emirson, Alternatif Penyelesaian Sengketa di 
Luar Pengadilan (Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2001), h. 103 
39 Moch. Basarah, op. cit., h. 38 - 39 
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umumnya tercantum dalam anggaran dasar pendirian lembaga tersebut, 
sedangkan arbitrase ad hoc tidak ada sama sekali.40 
Pada umumnya lembaga ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan 
lembaga peradilan lainnya. Kelebihan tersebut adalah :  
1. Bahwa berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan 
fleksibel. Tidak ada tata cara proses perkara yang mutlak yang harus 
dijalani. Hakim dalam hal ini arbitrator tidak pula terikat dengan aturan-
aturan proses berperkara serta para pihak yang menentukan tempat 
sekaligus hukum atau bahasa yang akan dipakai. 
2. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan. 
Dengan adanya kerahasiaan ini, nama baik para pihak tetap terlindungi. 
Sementara bagi perusahaan, dapat menjaga kerahasian informasi-
informasi dagang mereka. 
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiter sendiri dan 
untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki 
integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidangnya 
masing-masing. 
4. Putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niat para pihak 
merupakan putusan final dan mengikat para pihak terhadap sengketanya. 
5. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak 
mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan 
dalam proses pengadilan. 
6. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh 
karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara 
penyelesaian kekeluargaan dan damai (amicable). Memberi kesempatan 
luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari 
setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketanya. 
7. Adanya kebebasan, kepercayaan, dan keamanan. Arbitrase pada 
umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang dan investor sebab 
memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. 
Secara relatif memberikan rasa aman terhadap keadaan yang tidak 
menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang 
berbeda, juga menghindari kemungkinan keputusan hakim yang berat 
sebelah yang melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang 
terlibat dalam suatu perkara. 
8. Lebih cepat dan hemat biaya dan proses pengambilan keputusan 
arbitrase seringkali lebih cepat, tidak terlalu formal, dan lebih murah 
dari pada proses litigasi di pengadilan. Dikatakan lebih cepat, karena 
para pihak tidak harus menunggu dalam proses antrean litigasi, seperti 
adanya pemeriksaan pendahaluan. Sementara perkara berlangsung, para 
pihak masih tetap dapat menjalankan usahanya dan tidak merasakan 
                                                 
40 Ibid., h. 39 
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kekecewaan dan ketidakpuasan yang terjadi dalam proses litigasi. Selain 
itu, dalam proses arbitrase tidak dimungkinkan banding atau kasasi, 
putusan bersifat final dan mengikat. 
9. Adanya kepekaan arbiter/wasit. Dalam mengambil keputusan, arbitrase 
pada umumnya menerapkan pola nilai-nilai secara terbalik, yaitu arbiter 
dalam pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan sengketa 
sebagai bersifat privat daripada bersifat publik. Dengan kata lain, arbiter 
akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas, dan 
praktik bisnis para pihak. 
10. Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan 
administratif. 
11. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 
masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. 
12. Eksekusi  mudah. Keputusan arbitrase umumnya lebih mudah 
dilaksanakan daripada putusan-putusan pengadilan. Hal ini disebabkan 
karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat yang tentunya 
dilandasi dengan itikad baik para pihak. 
13. Kecenderungan yang modern. Dalam dunia perdagangan modern, 
kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan perundang-
undangan arbitrase untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase 
daripada penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan. Pada umumya 
undang-undang dirancang untuk memberikan otonomi, kebebasan dan 
fleksibilitas secara maksimal dalam menyelesesaikan sengketa. Hal ini 
dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 
menunjuk hukum atau prinsip-prinsip yang adil yang dapat diterapkan 
terhadap sengketa yang terjadi di antara mereka dan memberikan 
kewenangan kepada mereka untuk memilih para arbiter, sekaligus 
prosedur yang dapat diterapkan dalam arbitrase. 
14. Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak 
terletak dalam bidang yuridis pun dapat digunakan sehingga tidak perlu 
terlambat karena ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang 
bersangkutan. 
15. Keuntungan yang lain ialah peradilan arbitrase potensial menciptakan 
profesi yang lain, yaitu sebagai arbiter merupakan faktor pendorong 
untuk para ahli agar menekuni bidangnya untuk mencapai tingkat paling 
atas secara nasional. 
16. Pemeliharaan hubungan. Arbitrase menghasilkan kesepakatan-
kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-
kebutuhan para pihak. Dengan kata lain, arbitrase mampu 
mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sedang berjalan 
maupun untuk masa mendatang.41 
                                                 
41 Dirangkum oleh Moch Basarah dari berbagai sumber. Lihat ibid.., h. 41-45 
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Meski arbitrase menyandang berbagai keuntungan seperti yang telah 
dikemukakan, namun di dalam praktek, ternyata arbitrase  memiliki kelemahan-
kelemahan, antara lain: 
1. Bahwa untuk  mempertemukan kehendak para pihak yang 
bersengketa  ke badan arbitrase tidaklah mudah, karena kedua pihak 
harus sepakat terlebih dahulu. Padahal untuk dapat mencapai 
kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit. 
2.  Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau 
keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Maka 
adalah logis adanya kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan 
yang saling berlawanan (conflicting decisions). 
3.  Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif 
terhadap semua sengketa hukum. 
4. Keputusan arbiter selalu bergantung kepada bagaimana 
mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak. 
Karena hal ini pula timbul adanya pernyataan popular tentang  
arbitrase ini, yaitu “an arbitration is a good as arbitrators.” 
5. Menurut Komar Kantaatmadja ternyata arbitrase pun dapat 
berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, 
terutama dalam hal arbitrase luar negeri.42 
Mr. P.A. Stein juga menunjukkan beberapa keberatan berikut ini dalam 
menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, antara lain: 
1. Peradilan arbitrase tidak selalu lebih murah, bahkan biayanya bisa 
lebih tinggi, karena pihak-pihak yang ikut menyelesesaikan arbitrase 
tersebut perlu diberi honor. 
2. Biaya atau honor bagi para arbiter tergantung kepada kompleksitas 
masalah yang dihadapi serta mutu dan tingkatan para arbiternya 
khususnya yang berhubungan dengan ketulusannya serta 
perikeadilannya (geode trouw en billijheid) yang relatif akan 
menambah biaya yang diperlukan. 
3. Sekalipun dalam arbitrase itu tidak disyaratkan adanya suatu 
perwakilan dalam proses, namun kenyataannya dalam banyak 
perkara yang saling kait-mengait, pihak-pihak yang bersangkutan 
pada umumnya menggunakan pengacara.  
4. Kemandirian dan tidak memihaknya seorang hakim pemerintah  
telah dijamin oleh undang-undang yang dalam hal arbitrase lebih 
bersifat subjektif. Oleh karena itu, dalam arbitrase bahaya terhadap 
tidak memihaknya ini lebih besar. Kepastian adanya syarat bahwa 
                                                 
42 Huala Adolf, op. cit., h. 16. 
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para arbiter itu akan bertindak sebagai orang-orang baik berdasarkan 
keadilan (als goedernannen aar billijheid) belum ada.43 
Satu kelemahan arbitrase lainnya adalah dalam hal eksekusi keputusan. 
Eksekusi putusan arbitrase kadang-kadang memerlukan bantuan pengadilan, akan 
tetapi hanya pada taraf eksekusi saja. Meski demikian, pada praktiknya, keadaan 
ini telah sangat berubah di zaman perkembangan tehnologi dan komunikasi yang 
semakin canggih, yang menyebabkan eksistensi suatu perkara sangat tergantung 
pada integritas, kejujuran dan profesionalitas. 
2. Konsultasi 
Tidak ada suatu rumusan yang diberikan dalam Undang-undang RI 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
mengenai arti dari konsultasi. Jika melihat pada Blacks Law Dictionary dapat 
diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi ( consultation ) adalah : 
Act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor; client with 
lawyer. Deliberation of persons on some subject. A conference between the 
counsel enganged in a case, to discuss its questions or arrange the method 
of conducting it. 44 
Rumusan yang diberikan tersebut merupakan suatu tindakan konsultasi 
atau berunding seperti: pasien dengan dokter, klien dengan pengacara dalam 
menyelesaikan beberapa sengketa dengan mengadakan pertemuan ketika 
konsultan memberikan nasihat terhadap sengketa kliennya atau menyusun cara 
alternatif penyelesaian sengketanya.  
Sedangkan Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani berpendapat bahwa 
konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “ personal “ antara pihak yang 
                                                 
43 Moch. Basarah, op. cit., h. 46 
44 “What is Consultations”, The Law Dictionary, Featuring Black’s Law Dictionary Free 
Online 2nd Ed., http://thelawdictionary.org/consultation/, (01 Januari 2012) 
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disebut dengan “klien“ dengan pihak “konsultan“ yang memberikan pendapatnya 
kepada  klien  tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien 
tersebut.45  
Klien bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil 
untuk kepentingannya sendiri karena tidak ada “keterikatan“ atau “kewajiban“ 
untuk mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Walau demikian, 
tidak menutup kemungkinan bahwa klien akan menggunakan pendapat yang 
disampaikan oleh konsultan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsultasi peran 
konsultan tidaklah dominan karena konsultan hanya memberikan pendapat 
hukum sedangkan keputusan mengenai penyelesaian tersebut diambil oleh para 
pihak yang bersengketa.46 
Berdasarkan pengertian konsultasi tersebut, terdapat persamaan antara 
keduanya yaitu tindakan klien untuk meminta saran dan pendapat kepada 
konsultan untuk dapat memecahkan sengketanya. Konsultan hanya memberikan 
pendapat hukum, selanjutnya klien bebas untuk menentukan keputusan mengenai 
penyelesaian sengketa yang diambil para pihak. Merupakan suatu tindakan yang 
bersifat ´personal´ antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan ´klien´ 
dengan pihak lain yang merupakan pihak ´konsultan´, yang memberikan 
pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan 
kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang mengatakan sifat ´keterkaitan´ 
atau ´kewajiban´ untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan 
oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri 
                                                 
45 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2001), h.28 – 29; lihat juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Panduan 
Bantuan Hukum di Indonesia:  Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 38 
46 Ibid.  
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keputusannya yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian 
tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang 
disampaikan oleh pihak konsultan tersebut.47  
3. Negosiasi 
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang 
paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi 
merupakan cara yang paling penting. Alasan utamanya adalah dengan cara ini, 
para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap 
penyelesaiannya didasarkan kesepakatan para pihak.48 
Negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang erat 
dengan filosofi kehidupan manusia karena setiap manusia memiliki sifat dasar 
untuk mempertahankan kepentingannya. Pada satu sisi, manusia lain juga 
memiliki kepentingan yang akan tetap dipertahankan, sehingga terjadilah 
benturan kepentingan. Padahal, kedua pihak tersebut memiliki suatu tujuan yang 
sama, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Apabila terjadi benturan 
kepentingan terhadap suatu hal, maka timbullah suatu sengketa. Ada berbagai 
macam cara dikenal dalam penyelesaian sengketa, salah satunya negosiasi.  
Secara umum, tujuan dilakukannya negosiasi adalah mendapatkan atau 
memenuhi kepentingan seseorang  yang telah direncanakan sebelumnya dimana 
hal yang diinginkan tersebut disediakan atau dimiliki oleh orang lain sehingga 
memerlukan negosiasi untuk mendapatkan yang diinginkan.49 Pada setiap proses 
                                                 
47 Ibid. 
48 “Penyelesaian Sengketa Alternatif” Kompasiana: Sharing. Connecting, , http://hukum. 
kompasiana.com/2011/07/24/hukum-perdata/  (26 September 2012) 
49 Ibid. 
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negosiasi, selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut 
pandangnya. Agar dapat menemukan titik temu atau kesepakatan, kedua belah 
pihak perlu bernegosiasi. 
Pengertian negosiasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang 
siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Negosiasi dapat didefinisikan sebagai: 
“pembicaran dengan orang lain agar maksudnya untuk mencapai kompromi atau 
kesepakatan untuk mengatur atau mengemukakan.”50 Istilah-istilah lain kerap 
digunakan pada proses ini seperti: tawar-menawar, perundingan, perantaraan atau 
barter 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai: 
1 proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai 
kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan 
pihak (kelompok atau organisasi) yg lain; 2 penyelesaian sengketa secara 
damai melalui perundingan antara pihak yg bersengketa.51 
Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara 
dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka 
sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah 
pihak mengenai masalah yang sama.52 Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah 
transaksi ketika kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini 
memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling 
memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.53  
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu 
proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, 
                                                 
50 Ibid. 
51 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1997), h. 1000 
52 Kompasiana: Sharing. Connecting, loc. cit 
53 Ibid. 
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mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang 
dikehendaki bersama yang terlibat dalam negosiasi. 
Negosiasi tidaklah untuk mencari pemenang dan pecundang; dalam setiap 
negosiasi terdapat kesempatan untuk menggunakan kemampuan sosial dan 
komunikasi efektif dan kreatif untuk membawa kedua belah pihak ke arah hasil 
yang positif bagi kepentingan bersama. 
Salah satu tujuan orang bernegosiasi adalah menemukan kesepakatan 
kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan/keinginan kedua 
belah pihak. Dengan kata lain, hasil dari sebuah negosiasi adalah adanya suatu 
kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Artinya, 
tidak ada satupun pihak yang merasa dikalahkan atau dirugikan akibat adanya 
kesepakatan dalam bernegosiasi. Selain alasan tersebut diatas, tujuan dari 
negosiasi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau menghindarkan kerugian 
atau memecahkan problem yang lain.54 
Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai tersebut dituangkan 
secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak dan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat 
para pihak dan wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 
hari  terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan. Dalam pasal 6 ayat 2 UU 
Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan 
berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. 
Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan 
dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.55 
                                                 
54 Ibid. 
55 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Pnyelesaian Sengketa Alternatif, pasal 6 ayat 2. 
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Keuntungan Negoisasi antara lain : 
a. Mengetahui pandangan pihak lawan; 
b. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan; 
c. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama;  
d. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah 
pihak; 
e. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum; 
f. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.56 
Sedangkan kelemahan negoisasi adalah: 
a. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak; 
b. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang 
mengambil kesepakatan; 
c. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang; 
d. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk 
mengetahui informasi yang dirahasiakan lawan; 
e. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak; 
f. Dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan.57 
Kelemahan utama dalam penggunaan cara penyelesaian ini adalah:  (1) 
ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak yang kuat 
berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini sering terjadi ketika 
kedua belah pihak  bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka; 
(2) proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan biasanya memakan 
waktu lama. Hal ini terjadi karena sulitnya permasalahan yang terjadi diantara 
para pihak. Selain itu, jarang sekali ada persyaratan penetapan batas waktu bagi 
para pihak untuk  menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi ini; (3) ketika 
salah satu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadan ini dapat 
mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.58 
                                                 
56 Adhitya Johan Rahmadan, “Negosiasi dan Mediasi” Blog Aditya Johan Ramadan, 





Mediasi sangat sulit diberi pengertian. Dimensinya sangat jamak dan tak 
terbatas, sehingga banyak orang yang menyebutkan mediasi tidak mudah diberi 
definisi. "Mediation is not easy to definite'.59 Hal ini karena mediasi tidak 
memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari 
proses pengambilan keputusan lainnya.  
Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin mediare yang berarti 
berada di tengah.60 Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak 
ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan 
menyelesaikan sengketa antara pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna 
mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam 
menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang 
bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak 
yang bersengketa.61  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan sebagai 
proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan 
sebagai penasihat.62 Menurut Syahrizal Abbas mediasi mengandung tiga unsur 
penting, pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau 
sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat 
dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak 
yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat  dalam penyelesaian sengketa 
                                                 
59 Laurence Boulle, Mediation: Principle, process, pratice, (Sydney: Butterworths, 
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60 “Definisi Mediasi,” shvoong.com the Global Source for Summeries & Reviews, http:// 
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61 Ibid.  
62 Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 932 
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tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apapun 
dalam pengambilan keputusan.63 
Adapun secara terminologi mediasi menurut Valerine JL Kriekhoff 
sebagaimana disampaikan oleh Zainuddin Fajari “salah satu bentuk negosiasi 
antara dua individu atau kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan 
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistik atau 
salah satu cara menyelesaikan masalah di luar pengadilan.” Menurut Priyatna 
Abdurrasyid mediasi adalah “suatu proses damai di mana para pihak yang 
bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang 
yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk 
mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar, tetapi tetap efektif dan 
diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. 64 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan menegaskan pengertian mediasi yang disebutkan pada pasal 1 butir 
6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para 
pihak dengan dibantu oleh mediator”. Di sini disebutkan kata mediator, yang 
harus mencari ”berbagai kemungkinan penyelesaian”. yang diterima para pihak. 
Pengertian mediator, disebutkan dalam pasal 1 butir 5 yaitu: ”Mediator adalah 
pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para 
pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”. Para pihak 
akan mengambil  keputusan sendiri atas dasar negosiasi  dengan pihak 
lawannya.65 
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Juga masih terdapat banyak pendapat yang  memberikan penekanan 
yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai 
apa sebenarnya yang dimaksud  dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa 
batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan. Salah satu di antaranya adalah 
definisi yang diberikan oleh the National Alternative Dispute Resolution 
Advisory Council yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut: 
Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance 
of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the disputed 
issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an 
agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to 
the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise 
on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted. 
Mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai, 
dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) 
mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-
opsi, memper-timbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai 
sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran 
menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil 
dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi 
saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah 
resolusi/penyelesaian).66 
Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi 
pemecahan masalah ketika pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja 
sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka 
memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.67 Goopaster mencoba 
mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, 
tetapi juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak 
ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, 
bahwa mediasi adalah proses  negosiasi, ketika pihak ketiga melakukan dialog 
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dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian 
sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak 
bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau 
kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Jadi, secara singkat bisa 
digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak 
yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak 
ketiga yang netral (mediator).68 
Menurut John W. Head, mediasi adalah : 
suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai 
"kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan 
mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin 
didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian 
tetap berada di tangan para pihak sendiri. Dari definisi tersebut, mediator 
dianggap sebagai "kendaraan" bagi para pihak untuk berkomunikasi. 
Mediator tidak akan ikut campur dalam menghasilkan putusan. 69 
Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan suatu proses informal 
yang ditujukan untuk memugkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan 
perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang 
netral.  
Yang menarik adalah pengertian lain dari mediasi, yaitu: 
" the intervention in a negotiation or o conflict of an occeptdble third par$ 
who has limited or no outhoritative decision making power but who ossisfs 
the involved parties in voluntarily reaching of mutually acceptable 
settlement of issues in dispute."70 
                                                 
68 Ibid. 
69 ”Mediasi Menurut Hukum di Indonesia,” http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/ 
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70 Ibid. 
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Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi, 
yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan 
oleh pihak ketiga. 
Dengan demikian ada 4 hal yang mendasar dari pengertian mediasi 
tersebut, yaitu: 
1. Adanya sengketa yang harus diselesaikan 
2. Penyelesaian melalui perundingan 
3. Tujuan perundingan untuk memperoleh kesepakatan 
4. Peranan Mediator dalam membantu penyelesaian.71 
Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas atau sama sekali tidak 
memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Tugas pihak ketiga adalah 
membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang 
diterima keduabelah pihak. Tugas pertamanya adalah menolong para pihak 
memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang 
disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang 
objektif dari keseluruhan situasi, dengan catatan tidak satu pun yang 
diungkapkan oleh para pihak dapat digunakan sebagai referensi dalam proses 
selanjutnya, misalnya untuk bukti di pengadilan.  
Jadi, seorang mediator seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina 
hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, 
menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, 
dan menitikberatkan persamaan. Tujuannya adalah membantu para pihak 
bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian. Mediator tidak akan 
memengaruhi salah satu pihak untuk menggolkan cita-cita pihak yang lain. 
Kemudian harus dijelaskan pula bahwa mediator mampu merahasiakan sengketa 
                                                 
71 Kompasiana: Sharing. Connecting, loc. cit 
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pihak-pihak yang sedang dihadapi. Hal ini penting agar para pihak tidak sungkan 
dalam mengemukakan akar perselisihan dan menemukan jalan keluar. 
Pada prakteknya, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara 
secara tertutup dengan masing-masing pihak. Di sini mediator perlu membangun 
kepercayaan para pihak yang bersengketa lebih dahulu. Banyak cara yang dapat 
dilakukan mediator untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan 
memperkenalkan diri melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. 
Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, pendidikan, 
agama, profesi, hobi, dan apa saja yang dirasakan dapat memperdekat jarak 
dengan para pihak yang bersangkutan. Meskipun salah satu atau kedua belah 
pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peran yang harus dilakukan 
mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya 
dihadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama 
berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, 
proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya, dan hasil-hasil dari 
mediasi. Cara  praktik itu tampaknya kemudian dituangkan dalam Perma No. 01 
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 9 ayat (3): “Apabila 
dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus”.72 
Pengertian kaukus disebutkan dalam pasal 1 butir (4), yaitu: “pertemuan 
antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya”. 
Pembicaraan atau diskusi-diskusi tersebut dilakukan tanpa adanya prasangka. 
semua harus terbuka dan tanpa tipu muslihat. 
Ada dua jenis mediasi yang dimaksud PERMA No, 1 tahun 2008 yaitu: 
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1. Mediasi di pengadilan, mediasi ini ada dua tahap yaitu, yang pertama 
mediasi awal litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan sebelum pokok 
sengketa diperiksa. Kemudian mediasi yang dilakukan dalam pokok 
pemerikaan, dan hal ini juga terbagi menjadi dua yaitu, selama dalam 
pemeriksaan tingkat pertama dan selama dalam tingkat banding dan 
kasasi. 
2. Mediasi di luar pengadilan, yaitu mediasi yang dilaksanakan diluar 
pengadilan, kemudian perdamaian terjadi dimohonkan kepengadilan 
untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.73 
Perbedaan utama antara mediasi di pengadilan dan mediasidi luar 
pengadilan adalah terletak pada pelaksanaan mediasi hukum jika dicapai 
kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi di pengadilan, 
penyelesaian sengketa itu diratifikasi dan disetujui oleh hakim. Penyelesaian 
terhadap sengketa tersebut berupa suatu penetapan dari hakim dan penetapan 
tersebut harus dilakanakan oleh para pihak yang berperkara seolah-olah telah 
diputuskan oleh hakim, termasuk kekuatan penegakannya oleh negara. Dalam 
mediasi di luar pengadilan, hasilnya adalah berbentuk suatu kontrak (perjanjian), 
baik kontrak baru maupun dalam bentuk revisi. Apabila salah satu pihak gagal 
memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut di dalam kontrak (perjanjian) 
yang telah disepakati dan dibuat bersama, maka pihak yang lain harus melakukan 
gugatan hukum untuk pelaksanaan kontrak tersebut. Pada umumnya sasaran dan 
prosedur mediasi di pengadilan dan mediasi di luar pengadilan mempunyai 
kesamaan.74 
Praktik di kebanyakan negara, mediasi merupakan bagian dari proses 
litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa 
mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan 




dilanjutkan. lnilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi 
ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses 
pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di Amerika Serikat telah lama 
berkembang suatu mekanisme, yaitu pengadilan meminta para pihak untuk 
mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan 
pemeriksaan. Begitupun juga terjadi dalam hukum acara perdata pada pengadilan 
di Indonesia, waktu mediasinya diberikan sampai dengan 40 hari. 
5. Konsiliasi 
Konsiliasi sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai permufakatan atau 
perdamaian di luar pengadilan, Konsiliasi berasal dari bahasa lnggris, 
'conciliation', yang berarti permufakatan.75 
Undang-undang RI nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi mengenai konsiliasi. 
Menurut Kamus Besar Bahasa lndonesia, konsiliasi adalah usaha 
mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan 
dan menyelesaikan perselisihan.76 Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah proses 
penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang 
yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah 
mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu 
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kesepakatan), membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun 
keputusan tersebut tidak mengikat.77 
Sementara itu, mengenai konsiliasi disebutkan dalam Black’s Law 
Dictionary, 
Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, 
unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards 
avoiding trial and in labor dispute before arbitrarion. Court of Conciliation 
is a court with propose terms of adjusments, so as to avoid litigation.78 
(konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu 
sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan 
yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan 
maksud untuk menghindari proses legitasi) 
Namun, apa yang disebutkan dalam Black’s Law Dictionary pada prinsipnya 
konsiliasi merupakan perdamaian sebelum sidang peradilan (litigasi). 
Pada dasamya konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama 
dengan mediasi, hanya saja peran konsiliator lebih aktif daripada mediator, yaitu: 
1. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara 
kooperatif. 
2. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan diterima 
oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. 
3. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk 
mencari penyelesaian.  
4. Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan 
pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak. 
5. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama 
perundingan berlangsung. 
6. Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna 
mengakhiri sengketa.79 
Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan 
mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi 
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dan mediasi, dalam proses konsiliasi konsiliator mempunyai peran luas. 
Konsiliator dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa, maupun 
terhadap hasil perundingan. Untuk menjalankan peran ini konsiliator dituntut 
untuk berperan aktif. Dengan demikian, konsiliasi merupakan proses penyelesaian 
sengketa alternatif dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk 
menyelesaikan sengketa. 
Untuk menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan 
kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak 
kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat 
putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak, sehingga keputusan 
akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak 
dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.80 
Fungsi komisi konsiliasi adalah untuk menyelidiki sengketa dan batas 
penyelesaian yang mungkin. Fungsi komisi konsiliasi adalah memberikan 
informasi dan nasehat tentang pokok masalah, posisi pihak-pihak dan untuk 
menyarankan suatu penyelesaian yang bertalian dengan apa yang mereka terima, 
bukan apa yang mereka tuntut. Karena proposal komisi konsiliasi dapat diterima 
atau ditolak, praktik yang umum untuk komisi itu adalah memberikan pihak-
pihak  jangka waktu tertentu selama beberapa bulan guna memperlihatkan 
tanggapan mereka. Jika proposal komisi diterima, komisi itu membuat proses 
verbal atau persetujuan yang mencatat fakta konsiliasi dan menentukan batas 
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penyelesaian. Jika batas diusulkan ditolak, maka konsiliasi itu gagal dan para 
pihak tidak  mempunyai kewajiban lagi.81 
Konsiliasi terbukti paling berguna untuk sengketa-sengketa mengenai 
hukum, tetapi para pihak menginginkan kompromi yang sama. Sengketa jenis ini 
ialah sengketa antara Italian Republic dan Holy See, konsiliasi akan muncul 
untuk menawarkan suatu alternatif yang jelas. Pertama, cara konsiliasi itu diatur 
melalui dialog dengan dan antara pihak-pihak – tidak terdapat resiko konsiliasi 
yang memberikan akibat yang sangat mengejutkan pihak-pihak, seperti yang 
kadang terjadi dalam acara pemeriksaan hukum. Kedua, proposal komisi tidak 
mengikat dan jika tidak dapat diterima , boleh ditolak.82 
Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah 
melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. 
Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan. Istilahnya acapkali digunakan 
dengan bergantian. Namun menurut Behrens, ada perbedaan antara kedua istilah 
ini, yaitu konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Konsiliasi bisa juga 
diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan 
atau komisi  konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa sudah terlembaga atau ad hoc 
(sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan 
penyelesaian yang  diterima oleh para pihak, namun  putusannya tidak mengikat 
para pihak.83 
                                                 
81 Wahidabdurrahman, “Hukum Perdata”, Kompasiana; Sharing. Connecting, 




Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, 
yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Untuk tahap pertama, sengketa  yang 
diuraikan secara tertulis diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini 
akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada 
tahap pendengaran,tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-
fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan 
laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan 
penyelesaian sengketanya. Usulan ini sifatnya tidak mengikat. Oleh karena itu, 
diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak. 
D. Lembaga Alternatif Penyelesaian Perkara di Indonesia 
Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor. 30 tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sejumlah lembaga alternatif 
penyelesaian sengketa mulai didirikan. Pada umumnya bergerak di wilayah 
hukum perdata, baik perdata umum maupun perdata khusus, meski ada juga yang 
bergerak di luar hukum perdata. Ada yang bersifat ad hoc ada pula yang bersifat 
institusional. 
Berikut akan dikemukakan beberapa lembaga alternatif penyelesaian 
sengketa yang ada di Indonesia, baik ad hoc maupun institusional 
 
1. BANI 
BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia  adalah suatu badan atau 
lembaga yang berdiri secara independen yang memberikan jasa beragam yang 
berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian 
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sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa tiga 
pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum Prof Soebekti S.H. dan Haryono 
Tjitrosoebono S.H. dan Prof Dr. Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola dan diawasi 
oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh 
masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan 
di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, 
Denpasar, Palembang, Medan dan Batam.84 
Dalam Wikipedia berbahasa Indonesia dicantumkan bahwa: 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah suatu badan yang 
dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia 
dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai 
sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-
bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-
bidang  korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan 
ntelektual,  lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan 
hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan 
perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak 
secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.85 
Guna memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk 
bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, 
BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan 
waktu untuk Majelis Arbitrase harus memberikan putusan.  Aturan ini 
dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di 
Indonesia.  Pada saat ini BANI, sebagaimana disebutkan dalam situs resminya, 
                                                 
84 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), “Tujuan dan Lingkup Kegiatan”  http: 
//www.bani-arb.org/bani_main_ind.html. (13 September 2012); dan Syaddan Dintara Lubis, “Pro 
sedur Arbitrase Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”.   http://prosedurarbitrase-
menurutbani.blogspot.com/2010/04/prosedur-arbitrase-menurut-badan.html, (13 September 
2012) 
85 Wikipedia Ensiklopedia Bebas “Badan Arbitrase Nasional Indonesia”. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Nasional_Indonesia, (13 September 2012). 
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memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% 
diantaranya adalah arbiter asing.86 
Animo masyarakat untuk menyelesaiakan sengketa melalui arbitrase 
dinyatakan dalam situs resmi BANI itu:  
Di Indonesia, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai 
meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU 
Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku 
bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik 
cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan 
tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya 
arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain 
arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat 
(binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses 
persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan.87 
BANI  menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa 
lainnya, seperti negiosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang 
mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur 
lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.88  
Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara 
tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan 
dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di 
hadapan BANI, atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa 
tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan 
tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati 
                                                 
86 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), loc. cit. 
87 Ibid. 
88 Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” 
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Arbitrase_Nasional_Indonesia&action=edit&se
ction=1(13 September 2012). 
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secara tertulis oleh para pihak, sepanjang  tidak bertentangan dengan ketentuan 
undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian 
sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak 
dengan berlandasan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.89  
2. BAMUI/BASYARNAS 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari 
nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu 
wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya 
diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 
H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat 
Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan 
akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.90 
Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan 
tanggal 21 Oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah 
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Peresmiannya ditandai dengan 
penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. 
Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum 
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai saksi yang ikut 
menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar 
                                                 
89 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), “Peraturan Prosedur Arbitrase Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia” http://www.bani-arb.org/bani_prosedur_ind.html (13 September 
2012) 
90 Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah Basyarnas”. http://www.mui.or.id/index.php? 
ptioncom_ ontent&view=article&id=57&Itemid=83 (13 September 2012) (13 September 2012) 
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Noor, S.E. (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat itu. BAMUI tersebut di Ketuai 
oleh H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat tahun 2003.91 
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya 
selama 10 tahun.  Pada tahun 2002, dengan pertimbangan bahwa anggota 
Pembina dan Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah 
banyak yang meninggal dunia dan bentuk badan hukum yayasan sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah 
tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat 
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 
tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) 
diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang sebelumnya 
direkomendasikan dari hasil Rakernas MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang merupakan badan yang 
berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama 
Indonesia (MUI). Di Ketuai oleh H. Yudo Paripurno, S.H.92 
Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sangat 
diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh 
kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan 
juga menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi 
dan keuangan di kalangan umat Islam. Karena itu, tujuan didirikan Badan 
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai badan permanen dan independen 
yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang 




timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain di 
kalangan umat Islam. 
Sejarah berdirinya Basyarnas ini tidak terlepas dari konteks 
perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Hal ini jelas dihubungkan 
dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan 
Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful yang lebih dahulu 
dari pada Basyarnas. 
Menurut Mustaghfirin, Dasar hukum berdirinya BAMUI di Indonesia 
adalah pasal 29 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 yaitu: 
1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu.93 
Sedangkan menurut pendapat lain, dasar hukum pendirian Basyarnas ada 
enam,94 yaitu : 
1. Alquran  
a. QS. al-Hujurāt/49 : 9   
 َﻦﻴِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟٱ َﻦِﻣ ِنﺎَﺘَِﻔﺋَﺎﻃ نِإَو  ُﻬ ٰـﯨَﺪْﺣِإ ْﺖَﻐَـﺑ نِﺈَﻓ  ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻََﺄﻓ اﻮُﻠَـﺘَﺘْـﻗٱﻰَﻠَﻋ ﺎَﻤ  ٰىَﺮْﺧُْﻷٱ
 ٰﻰﱠﺘَﺣ ﻰِﻐْﺒَـﺗ ﻰِﺘﱠﻟٱ اﻮُﻠِﺘ َٰﻘَـﻓ ﻪﱠﻠﻟٱ ِﺮْﻣَأ ٰﻰَﻟِإ َءﻰَِﻔﺗ   ُﻮﻄِﺴْﻗَأَو ِلْﺪَﻌْﻟِﭑﺑ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻَﺄَﻓ ْتَءَﺎﻓ نَِﺈﻓا   ﱠنِإ 




                                                 
93 Mustaghfirin, “Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah 
Nasional)” http://mustaghfirin.blog.unissula.ac.id/2011/10/09/penyelesaian-sengketa-perdata-
mela lui-basyarnas-badan-arbitrase-syariah-nasional. (13 September 2012). 
94 oBie_onLy, “Badan Arbetrase Syariah Nasional (Basyarnas)”. http://robbybarokah. 
blogspot.com/2009/06/makalah-basyarnas.html, (13 September 2012). 
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Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu 
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan 
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah 
Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.95 
b. QS. Al-Nisā/4 : 35 Allah berfirman : 
ﺎَﻤِﻬِﻨْﻴَـﺑ َقﺎَﻘِﺷ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِإَو  ِﻪِﻠْﻫَأ ْﻦﱢﻣ ﺎًﻤَﻜَﺣ اُﻮﺜَﻌْـﺑﭑَﻓۦ اَﺪِﻳُﺮﻳ نِإ ﺎَﻬِﻠْﻫَأ ْﻦﱢﻣ ﺎًﻤَﻜَﺣَو  ِﻖﱢﻓَﻮُـﻳ ﺎًﺤ
َٰﻠْﺻِإ
ﺎًﻤﻴِﻠَﻋ َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟٱ ﱠنِإ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ُﻪﱠﻠﻟٱ اًﺮﻴِﺒَﺧ  ءﺎﺴﻨﻟا)4  :35 ( 
Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.96 
2. Sunnah Nabi saw. 
Imam al-Nasai menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syuraih 
sebagai berikut:  
 ُﻪﱠﻧَأ ﺎﱠﻤَﻟ  َﺪَﻓَو ﻰَﻟِإ  ِلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو  ُﻪَﻌِﻤَﺳ  ْﻢُﻫَو  َنﻮُﻨْﻜَﻳ ﺎًِﺌﻧﺎَﻫ َﺎﺑَأ  ِﻢَﻜَﺤْﻟا 
 ُﻩﺎَﻋَﺪَﻓ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو  َلﺎَﻘَـﻓ  ُﻪَﻟ  ﱠنِإ  َﻪﱠﻠﻟا  َﻮُﻫ  ُﻢَﻜَﺤْﻟا  ِﻪَْﻴﻟِإَو  ُﻢْﻜُﺤْﻟا  ِﻠَﻓ َﻢ ﻰﱠﻨَﻜُﺗ َﺎﺑَأ 
 ِﻢَﻜَﺤْﻟا  َلﺎَﻘَـﻓ  ﱠنِإ ﻲِﻣْﻮَـﻗ اَذِإ اﻮُﻔَﻠَـﺘْﺧا ﻲِﻓ  ٍءْﻲَﺷ ﻲِﻧْﻮَـَﺗأ  ُﺖْﻤَﻜَﺤَﻓ  ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ  َﻲِﺿَﺮَـﻓ  َﻼِﻛ  ِﻦْﻴَﻘِﻳﺮَﻔْﻟا  َلَﺎﻗ 
ﺎَﻣ  َﻦَﺴْﺣَأ  ْﻦِﻣ اَﺬَﻫ ﺎَﻤَﻓ  َﻚَﻟ  ْﻦِﻣ  ِﺪْﻟُﻮْﻟا  َلَﺎﻗ ﻲِﻟ  ٌﺢْﻳَﺮُﺷ  ُﺪْﺒَﻋَو  ِﻪﱠﻠﻟا  ٌﻢِﻠْﺴُﻣَو  َلَﺎﻗ  ْﻦَﻤَﻓ  ْﻢُﻫُﺮَـﺒْﻛَأ  َلَﺎﻗ 
 ٌﺢْﻳَﺮُﺷ  َلَﺎﻗ  َﺖَْﻧَﺄﻓ ُﻮﺑَأ  ٍﺢْﻳَﺮُﺷ (ﻲﺋﺎﺴﻨﻟا ﻩاور)97 
 
Terjemahnya: 
                                                 
95 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., h. 846 
96 Ibid., h. 123 
97 Ahmad bin Syuaib Abu Abdirrahman al-Nasai, Sunan al-Nasai al-Kubra, Juz III 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), h. 466. 
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Ketika ada rombongan menghadap Rasulullah saw., beliau mendengar 
mereka memanggil seorang bernama Hani’ dengan “Abu al-Hakam”. Lalu 
Rasulullah memanggilnya dan berkata kepadanya bahwa sesungguhnya 
Allah adalah al-Hakam dan kepada-Nya-lah hukum diperhadapkan, lalu 
mengapa kamu dipanggil dengan Abu al-Hakam? Hani’ berkata bahwa 
kaumnya jika berselisih tentang suatu hal mereka mendatanginya lalu saya 
memutuskan hukum di antara mereka dan kedua pihak yang berselisih 
menerima keputusan saya. Nabi saw. bersabda: tidak ada yang lebih baik 
dari hal ini, lalu apakah kamu punya anak? Hani’ berkata: saya memiliki 
tiga orang masing-masing bernama Syuraih, Abdullah dan Muslim. 
Rasulullah bertanya: siapa yang paling tua di antara mereka? Hani’ 
berkata: Syuraih. Lalu Rasulullah bersabda: Kamu adalah Abu Syuraih.  
Banyak riwayat menunjukkan bahwa para ulama dan sahabat Rasulullah 
sepakat membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya 
diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat 
Umar menunggang kuda itu untuk uji coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak 
mengembalikan kuda itu kepada pemilik. Pemilik kuda itu menolak. Umar 
berkata: “Baiklah, tunjuklah seseorang yang kamu percayai untuk menjadi ḥakam 
(arbiter) antara kita berdua. Pemilik kuda itu berkata : “Aku rela Abu Syuraih 
untuk menjadi ḥakam”. Abu Syuraih yang dipilih itu memutuskan bahwa Umar 
harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syuraih berkata kepada 
Umar bin Khattab : “Ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya), atau 
kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa 
cacat”. Umar menerima baik putusan itu. 
3. Undang-undang RI No. 30 Tahun 1999 tentangg Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 
Arbitrase menurut Undang-undang RI No.30 Tahun 1999 adalah cara 
penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga 
arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk 
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syariah 
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Nasional (Basyarnas) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-
undang RI No. 30 Tahun 1999.  
4. SK. MUI 
SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawal 
1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. 
5. FATWA DSN-MUI 
Semua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan 
ketentuan : “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah”.98 
Kedudukan BAMUI ditinjau dari segi hukum Indonesia menjadi sangat 
kuat berdasarkan keberadaan BANI yang mendapat pengakuan dari Menteri 
Kehakiman, Menteri Negara Ekuin, Bappenas, dan Presiden Republik 
Indonesia. Dengan demikian masyarakat diberi kesempatan untuk menerapkan 
prosedur acara dalam arbitrase dengan mempergunakan aturan Rv atau rule 
lainnya. Oleh sebab itu, kehadiran BAMUI sah secara hukum di Indonesia 
karena dapat dijadikan sebagai pilihan arbitrase tribunal dalam menyelesaikan 
sengketa oleh siapa saja di Indonesia.99  
Dengan berdirinya Basyarnas di Indonesia terdapat dua lembaga 
arbitrase, yaitu BANI (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia) yang berwenang 
                                                 
98 Ibid. 
99 Mustaghfirin, loc. cit. 
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menyelesaikan semua masalah civil di Indonesia, dan Basyarnas (Badan 
Arbitrase Syariah Nasional) yang berwenang menyelesaikan semua 
permasalahan muamalat Islam secara tahkim menurut syariat Islam. Walaupun 
sampai sekarang masih sangat sedikit kasus civil yang berhubungan dengan 
masalah muamalah Islam yang diselesaikan oleh Basyarnas, bukan berarti 
Basyarnas belum melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya, tetapi karena 
permasalahan yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan Islam sampai saat ini 
masih boleh diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak perlu sampai 
mengadukan perkaranya ke Basyarnas. Di samping itu lembaga-lembaga 
keuangan syariah di Indonesia mulai bermuculan banyak setelah dikeluarkan 
Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian 
lembaga-lembaga perbankan syariah yang wujud di Indonesia akhir-akhir ini 
masih relatif baru berkembang.100  
Kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) 
semakin kuat setelah dikeluarkan Undang-undang RI Nomor 30 tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Undang-undang 
menjelaskan tentang prosedur berperkara melalui arbitrase. Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang Indonesia 
(Kadin) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang diprakarsai 
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kedudukan yang sama dalam 
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Perbedaannya dari segi obyek 
                                                 
100 Ibid. 
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penyelesaian sengketa, bila menyangkut dengan perkara civil syariah, maka ini 
boleh diselesaikan oleh Basyarnas.101 
 Hanya saja, keberadaan Basyarnas di tengah-tengah masyarakat, belum 
mempertontonkan hasil yang menggembirakan. Data menunjukkan bahwa dari 
awal berdirinya tahun 2003  hingga sekarang, hanya dua sengketa perbankan 
syariah yang berhasil dituntaskan Basyarnas. Tiga sengketa lainnya sempat 
didaftarkan tetapi akhirnya tidak diproses karena kurang memenuhi 
persyaratan. Sementara pada saat masih bernama BAMUI, dari 1993 hingga 
2003 tercatat menyelesaikan 12 sengketa perbankan syariah. Dengan demikian, 
Basyarnas plus BAMUI baru menyelesaikan 14 sengketa perbankan syariah.102 
Salah satu problem substantif dan urgen dipecahkan adalah mengenai 
regulasi penyelesaian sengketa melalui Basyarnas. Sampai saat ini, aturan yang 
dijalankan Basyarnas, baik secara konseptual dan implementasi, sepenuhnya 
masih merujuk kepada Undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini adalah pokok penerapan 
semua lembaga arbitrase di Indonesia. Hanya, perumusan aturan ini 
sesungguhnya dominan dilatarbelakangi perkembangan bisnis (ekonomi) 
konvensional yang banyak menimbulkan sengketa. Dengan demikian, muatan-
muatan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi syariah, khususnya 
Basyarnas sebagai penyelesain sengketa terlihat tidak diakomodir. Akibatnya, 
                                                 
101 Ibid. 
102 Hukum Online.com, “Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional”,  
http://beta.hukumonline.com/berita/baca/hol15990/function.mysql-pconnect/page/2, (13 Septem 
ber 2012). 
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terdapat berbagai persoalan muncul, yang paling heboh adalah kewajiban 
Basyarnas mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri.103 
Sejak awal, dipahami bahwa landasan yang digunakan ekonomi syariah 
dan konvensional memiliki perbedaan yang substansi, sehingga penyelesaian 
sengketa antara keduanya juga memiliki perbedaan. Dengan demikian, 
Pengadilan Negeri yang populer (dalam perkara perdata) menangani ekonomi 
konvensional sejatinya tidak dapat memproses sengketa ekonomi syariah yang 
memiliki perbedaan prinsip dengan ekonomi konvensional. Sementara itu, 
Pengadilan Agama yang diasumsikan sangat tepat menangani persolan ini, 
secara normatif, tidak berhak menanganinya karena tidak masuk dalam 
kompetensi absolutnya. Suasana dilematis ini terus berlangsung dalam 
lingkaran perasaan canggung bagi pihak Basyarnas, hanya saja tidak diekspos 
berlebihan dengan banyak pertimbangan. 
Tampaknya, ketidakefektivan kinerja Basyarnas disebabkan banyak hal. 
Selain faktor internal seperti stok dana operasional yang sangat minim, 
pengurus Basyarnas yang kurang intens, dan lain sebagainya. Ketidakefektivan 
itu juga sangat dipengaruhi oleh aturan yang tidak memihak kepada Basyarnas. 
Pengaturan terhadap Basyarnas harus digagas dan diterbitkan ulang oleh yang 
memiliki wewenang. 
Demikianlah dua contoh lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 
yang eksis dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada banyak 
lembaga lain, yang keseluruhannya berkaitan dengan hukum perdata. Di sini 
hanya dicukupkan dengan dua contoh itu saja sebagai bandingan nanti pada bab 
                                                 
103 Ibid. 
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berikut tentang bentuk lembaga pemaafan yang bergerak dalam hukum pidana. 
Dua contoh itu dianggap cukup karena keduanya mewakili dua hal yaitu, 
lembaga yang bergerak secara umum, yaitu BANI dan yang bergerak secara 




LEMBAGA PEMAAFAN SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF 
PENYELESAIAN PERKARA HUKUM ISLAM 
A. Dasar Hukum Lembaga Pemaafan dalam Islam 
Dalil yang secara tegas menuturkan tentang adanya lembaga pemaafan 
dalam hukum (pidana) Islam adalah QS. Al­Baqarah/2 : 178  
 َﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ ﺎ  ﱢﺮُﺤْﻟِﺎﺑ ﱡﺮُﺤْﻟا ﻰَﻠ ْـﺘَﻘْﻟا ﻲِﻓ ُصﺎَﺼِﻘْﻟا ُﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ اﻮُﻨَﻣآ  ﻰَﺜْـﻧﻷاَو ِﺪْﺒَﻌْﻟِﺎﺑ ُﺪْﺒَﻌْﻟاَو
 ِﻪﻴِﺧَأ ْﻦِﻣ ُﻪَﻟ َﻲِﻔُﻋ ْﻦَﻤَﻓ ﻰَﺜْـﻧﻷِﺎﺑ  َﻚِﻟَذ ٍنﺎَﺴْﺣِِﺈﺑ ِﻪَْﻴﻟِإ ٌءاَدَأَو ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ ٌعﺎَﺒـﱢﺗَﺎﻓ ٌءْﻲَﺷ  ْﻦِﻣ ٌﻒﻴِﻔْﺨَﺗ 
 ٌباَﺬَﻋ ُﻪَﻠَـﻓ َﻚِﻟَذ َﺪْﻌَـﺑ ىَﺪَﺘْﻋا ِﻦَﻤَﻓ ٌﺔَﻤَْﺣرَو ْﻢُﻜﱢَﺑر  ٌﻢِﻴﻟَأ   ةﺮﻘﺒﻟا)2  :178( 
Terjemahnya: 
Hai orang­orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang­orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). 
Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya  
siksa yang sangat pedih.1 
Menurut keterangan al­Baidāwī, pada zaman jahiliyah pernah terjadi 
pertumpahan darah di antara dua suku dari suku­suku Arab yang mengakibatkan 
salah satu suku memiliki dendam terhadap suku yang lain dan bersumpah bahwa 
mereka akan membunuh suku lawannya itu (jika membunuh anggota suku 
mereka)  biar pun yang terbunuh di kalangan mereka seorang budak, mereka 
akan meminta orang yang merdeka. Ketika Islam datang, mereka mengadukan 
                                                          
1 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Semarang: Toha Putra, 1987),  
h.  43. 
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kasus ini kepada Rasulullah saw.  sehingga turunlah ayat ini berkenaan dengan 
hal tersebut.2 
Ada dua kesan yang dapat ditangkap dari ayat ini. Pertama, urusan 
penuntutan bela kematian telah diserahkan kepada orang­orang yang beriman. 
Maksudnya  kepada masyarakat Islam. Pada zaman ayat turun yang memimpin 
masyarakat Islam itu ialah Rasulullah saw. sendiri. Ayat ini telah menunjukkan 
bahwa orang­orang yang beriman yang menjadi khitāb pada ayat ini, wajib 
mendirikan lembaga untuk menegakkan keadilan, di antaranya untuk menuntut 
bela atas orang yang mati teraniaya.3 
Kesan yang kedua ialah bahwa membela nyawa itu harus diatur seadil­
adilnya. Kalau seorang laki­laki merdeka membunuh laki­laki merdeka, wajiblah 
dilakukan pidana kisas kepadanya, yaitu dia dibunuh pula. Kalau seorang hamba 
sahaya membunuh seorang hamba sahaya, dia pun akan dipidana mati. Kalau 
seorang perempuan membunuh seorang perempuan, si pembunuh itu akan 
dipidana mati pula.4 
Dengan  turunnya ayat ini, maka mulailah ditanamkan peraturan yang adil, 
pengganti peraturan jahiliyah yang berdasar balas dendam. Pada zaman jahiliyah,  
sebagaimana dikatakan, walaupun yang terbunuh itu seorang budak, dan yang 
membunuh itu budak pula, wajiblah tuan dari budak yang terbunuh itu yang 
membayar dengan nyawanya. Walaupun yang terbunuh perempuan, 
pembunuhnya perempuan pula, wajiblah yang membayar dengan nyawanya laki­
                                                          
2 Nāṣiruddīn Abū al-Khair Abdullāh bin Umar al-Baiḍāwī al-Syairāzī, Tafsīr al-Baidāwī, 
(Jeddah: al-Haramain, t.th.), h. 95. dan Syihābuddīn Maḥmūd bin Abdullāh al-Alūsī, Rūh al-
Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur‘ān al-Azīm wa al-Sab’u al-Maṡānī, Juz II (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-
Arabī, t.th.), h. 49 





laki keluarga perempuan itu. Selama hal itu belum terjadi, keluarga terbunuh 
belumlah merasa puas. Ayat ini menerangkan bahwa siapa yang membunuh, 
itulah yang menjalankan pidana kisas dengan dirinya sendiri, baik yang terbunuh 
orang merdeka atau budak.  
 Ayat ini juga menimbulkan suasana yang berbeda dengan zaman 
jahiliyah. Panggilan untuk mencari penyelesaian jatuh ke atas pundak tiap­tiap 
orang yang beriman. Termasuk keluarga si pembunuh dan keluarga si terbunuh. 
Orang­orang yang beriman itu adalah bersaudara, sebagai mana ditunjuk oleh QS 
Al­Hujurat/49 : 10 sebagai berikut: 
 َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا ﺎَﻤﱠﻧِإ  ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘـﱠﺗاَو ْﻢُﻜْﻳَﻮَﺧَأ َﻦْﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻََﺄﻓ ٌةَﻮْﺧِإ  َنﻮُﻤَﺣْﺮُـﺗ  تاﺮﺠﳊا)49 :
10(  
Terjemahnya: 
Sesungguhnya orang­orang mukmin adalah bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya 
kamu mendapat rahmat.5 
Oleh karena itu, masih ada jalan lain, selain dari pidana mati, yaitu jalan 
maaf, dalam suasana orang beriman, saudara dengan saudara, adalah sangat 
diharapkan. Sebab itu lanjutan ayat menyatakan “maka barang siapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 
(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”. Maksudnya, 
jika ada pernyataan maaf dari keluarga yang terbunuh itu, walau pun sebahagian, 
tidak semuanya menyatakan pemberian maaf, hendaklah pernyataan maaf itu di­
sambut dengan sebaik­baiknya.6 
                                                          
5 Departemen Agama RI, op. cit., h. 846 
6 Hamka, loc. cit.  
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Adapun pembunuh dan keluarganya sebagai orang­orang yang mukmin 
pula harus mengingat kelanjutan, supaya persaudaraan ini menjadi kekal dan 
dendam kesumat jadi habis. Di sinilah keluar peraturan yang bernama diat, yaitu 
harta ganti kerugian. Jaminan harta benda untuk keluarga yang terbunuh. Ini yang 
disebut diat yang ditunaikan kepadanya dengan baik. Dengan pemberian maaf, 
maka permusuhan kedua keluarga telah hilang, bahkan  telah dianggap 
bersaudara.  
Banyak hadis dari Nabi saw., yang menyatakan pentingnya pemaafan dari 
keluarga korban pembunuhan dan bahwa tindak pidana pembunuhan itu dapat 
dihukum dengan kisas atau diat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dari Anas bin Malik r.a. 
 ٌصﺎَﺼِﻗ ِﻪﻴِﻓ ٌءْﻲَﺷ ِﻪَْﻴﻟِإ َﻊُِﻓر َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ُﺖْﻳََأر ﺎَﻣ َلَﺎﻗ ٍﻚِﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ ِﺲَﻧَأ ْﻦَﻋ 
 ِﻮْﻔَﻌْﻟِﺎﺑ ِﻪﻴِﻓ َﺮَﻣَأ ﱠﻻِإ (دواد ﻮﺑا ﻩاور)7 
Artinya : 
`Dari Anas bin Malik berkata: saya tidak pernah melihat Nabi saw. pada 
saat diajukan kepadanya perkara yang menyebabkan kisas melainkan Nabi 
memerintahkan agar memaafkannya.' 
Hadis tersebut diperkuat dengan hadis lain yang ditakhrij oleh Muslim dari 
Abu Hurairah: 
 ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر ْﻦَﻋ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ﻰِﺑَأ ْﻦَﻋ-ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ-  َلﺎَﻗ » ٍلﺎَﻣ ْﻦِﻣ ٌﺔَﻗَﺪَﺻ ْﺖَﺼَﻘَـﻧ ﺎَﻣ
 ُﻪﱠﻠﻟا ُﻪَﻌ َـَﻓر ﱠﻻِإ ِﻪﱠﻠِﻟ ٌﺪَﺣَأ َﻊَﺿاَﻮَـﺗ ﺎَﻣَو ا ﺰِﻋ ﱠﻻِإ ٍﻮْﻔَﻌِﺑ اًﺪْﺒَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َدَاز ﺎَﻣَو« (ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور)
8 
Artinya: 
'Tidaklah seseorang memaafkan suatu kelaliman (orang terhadapnya) 
melainkan Allah menambahkan baginya dengan kemaafan yang 
diberikannya itu suatu kemuliaan.' 
                                                          
7 Abū Dāwud Sulaimān bin al-Aṡ’asy al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Juz IV (Beirut: 
Dār al-Kutub al-Arabī, t.th.), h. 288 
8 Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisabūri, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz VIII (Beirut: Dār al-Āfāq al-
Jadīdah, t.th.), h. 21 
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Ada pula hadis dari Abu Hurairah r.a.,  yang ditakhrij oleh Imam Muslim,  
Rasulullah saw. bersabda, 
 َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ﻰِﺑَأ ْﻦَﻋ ... ِإ ِﻦْﻳَﺮَﻈﱠﻨﻟا ِﺮْﻴَﺨِﺑ َﻮُﻬَـﻓ ٌﻞﻴَِﺘﻗ ُﻪَﻟ َﻞُِﺘﻗ ْﻦَﻣﻞَﺘْﻘُـﻳ ْنَأ ﺎﱠﻣِإَو ىَﺪْﻔُـﻳ ْنَأ ﺎﱠﻣ  ﻩاور)
(ﻢﻠﺴﻣ9  
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah … barangsiapa yang menjadi keluarga korban terbunuh 
maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diat dan bisa juga dibunuh 
(kisas).”  
Hadis ini dalam riwayat al­Tirmizī diriwayatkan dengan lafal 
 َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ﻰِﺑَأ ْﻦَﻋ ... ْنَأ ﺎﱠﻣِإ ِﻦْﻳَﺮَﻈﱠﻨﻟا ِﺮْﻴَﺨِﺑ َﻮُﻬَـﻓ ٌﻞﻴَِﺘﻗ ُﻪَﻟ َﻞُِﺘﻗ ْﻦَﻣ َﻞُﺘْﻘَـﻳ ْنَأ ﺎﱠﻣِإَو َﻮُﻔْﻌَـﻳ  ﻩاور)
(يﺬﻣﱰﻟا10 
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah … barangsiapa yang menjadi keluarga korban terbunuh 
maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih memaafkannya dan bisa 
membunuhnya.”  
Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam hukum pidana pembunuhan, 
Islam mempunyai tiga tingkatan hukuman; pertama pidana persamaan, kedua 
maaf, ketiga diat. Jika tingkatan pertama, pidana persamaan/pidana kisas nyawa 
dibayar nyawa tidak ditempuh, maka dipilih yang kedua, yaitu memaafkan 
pelaku pembunuhan.  Orang yang memberikan pemaafan itu adalah keluarga 
korban pembunuhan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam mengenal dua 
paradigma dalam penyelesaian perkara,  yaitu paradigma litigasi dan non­litigasi. 
Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu 
satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui 
pengadilan. Sebaliknya, paradigma non­litigasi berangkat dari asumsi dasar 
bahwa penyelesaian perkara tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara­cara 
                                                          
9 Ibid, Juz IV, h. 110 
10 Abū Īsā al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, Juz IV (Beirut: Dār Ihyā al-Turāṡ al-Arabī, t.th.), 
h. 21  
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di luar pengadilan sangat efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka 
di dalam hati lawan.11   
Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian perkara 
dilakukan dengan cara­cara di luar pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam 
Hadis Nabi saw. dari Amr bin Syuaib dari Bapak dari Kakeknya: 
 ِﻩ ﱢﺪَﺟ ْﻦَﻋ ِﻪِﻴﺑَأ ْﻦَﻋ ٍﺐْﻴَﻌُﺷ ِﻦْﺑ وِﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ  ﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ َدوُﺪُﺤْﻟا اْﻮَـﻓﺎَﻌَـﺗ َلَﺎﻗ َﻢ
 َﺐَﺟَو ْﺪَﻘَـﻓ ﱟﺪَﺣ ْﻦِﻣ ﻲِﻧَﺎﺗَأ ﺎَﻤَﻓ ِِﻪﺑ ﻲِﻧُﻮﺗَْﺄﺗ ْنَأ َﻞْﺒَـﻗ (ﻲﺋﺎﺴﻨﻟا ﻩاور)
12 
Artinya: 
Dari ‘Amr bin Syuaib dari Bapak dari Kakeknya  dari Nabi saw. bersabda: 
“Saling memaafkanlah kalian dalam kasus­kasus hukum di antara kamu 
sebelum datang kepada saya (untuk mendapatkan putusan), sebab kasus 
hukum apa saja yang sampai kepada saya, maka saya wajib menegakkan 
ḥadd”.  
Secara implisit juga dijelaskan oleh Umar bin al­Khaṭṭāb: 
 ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻰِﺿَر ُﺮَﻤُﻋ َلَﺎﻗ  ر ُﺨْﻟا اوﱡد َﻦْﻴَـﺑ ُثِﺪْﺤُﻳ ِءﺎَﻀَﻘْﻟا َﻞْﺼَﻓ ﱠنَِﺈﻓ اﻮُﺤَِﻠﻄْﺼَﻳ ﻰﱠﺘَﺣ َمﻮُﺼ
 َﻦِﺋﺎَﻐﱠﻀﻟا ِمْﻮَﻘْﻟا(ﻲﻘﻬﻴﺒﻟا ﻩاور)13 
Artinya:  
Umar bin al­Khaṭṭāb berkata: Kembalikanlah penyelesaian perkara (kepada 
pihak berperkara) sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena 
sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak 
enak. 
Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan 
atas prakarsa pribadi masing­masing pihak yang sedang berperkara, bisa pula 
dengan melibatkan pihak ketiga (ḥakam). Ḥakam ini berfungsi sebagai penengah 
                                                          
11 Abu Rokhmad,  “Petani vs Negara: Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan 
Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh” http://dualmode.kemenag.go.id/acis11/file/dokumen/d2.Abu 
Rokhmad.pdf, (03 November 2012) 
12 Ahmad bin Syuaib bin Abd al-Rahmān al-Nasaī, al-Sunan al-Nasaī al-Kubrā,  Juz IV 
(Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 1991), h. 330.  
13 Abu Bakar al-Baihaqī, Sunan al-Baihaqī al-Kubrā, Juz VI (Makkah al-Mukarramah: 
Maktabah Dār al-Bāz, 1994), h. 66 dan Syamsuddīn al-Qurtubī, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Juz 
V (Riyād: Dār Ālim al-Kutub, 2003), h. 384, 
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(pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Istilah teknis 
penyelesaian perkara non­litigasi, ḥakam sejajar dengan mediator atau arbitator. 
Cara penyelesaian perkara dengan baik­baik itu merupakan tradisi yang telah 
lama berakar pada masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam lahir. Ketika 
risalah Islam hadir, tradisi itu diperkuat lagi dengan doktrin­doktrin Islam yang 
mengajarkan agar umat Islam menciptakan perdamaian dan harmoni dalam 
masyarakat.14 
Doktrin Islam tentang penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara 
damai dan musyawarah di antara pihak­pihak yang berperkara tanpa harus 
melalui proses hukum di depan hakim pengadilan. Hal­hal yang saat ini, baru 
muncul dan menunjukkan kekurangan dari sistem peradilan konvensional, 
sebenarnya telah disadari dalam Islam sehingga dianjurkan untuk tidak terburu­
buru membawa setiap perkara ke pengadilan. Karena jiwa yang telah didoktrin 
dengan ajaran pemaafan merupakan jiwa yang menjadi tujuan setiap muslim 
untuk mencapai ketaqwaan, maka diyakini perkara itu dapat diselesaikan di 
antara pihak­pihak berperkara. Doktrin Islam tentang lembaga alternatif 
penyelesaian perkara pidana bahkan telah merupakan hukum postif yang berlaku 
dalam negara dan masyarakat Islam mendahului doktrin sistem hukum manapun. 
Lembaga itulah yang dikenal sebagai lembaga pemaafan yang terukir dalam 
sejarah awal Islam.   
B. Kewenangan Lembaga Pemaafan 
Ada dua istilah dalam hukum Islam yang sering digunakan untuk tindak 
pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Menurut bahasa, jinayah adalah bentuk masdar 
dari kata kerja  janā  yang berarti mengambil, seperti pernyataan janaytu al-
                                                          
14 Abu Rokhmad, loc. cit. 
 149
ṡamara yang berarti mengambil buah dari pohonnya”.15 Kata jinayah dalam 
makna yang lebih luas sering ditujukan bagi perbuatan yang diharamkan oleh 
syarak. Pendapat ini dapat dilihat pada penjelasan yang diberikan Abd al­Qadir 
Audah. Menurut Audah,  jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu 
perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu 
perbuatan yang diharamkan  syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta 
benda, maupun selain jiwa dan harta benda.16 
Pemahaman yang diberikan oleh Audah menunjukkan istilah jinayah 
mengacu kepada hasil dari perbuatan seseorang. Pada umumnya, pengertian 
tersebut dibatasi secara tegas dalam perbuatan­perbuatan terlarang menurut 
syarak, merugikan keselamatan jiwa atau  harta benda, seperti: kekerasan, 
penipuan, pemukulan, pembunuhan, pencurian, dan lain­lain. 
Sayyid Sābiq memberikan definisi yang sedikit berbeda secara redaksional 
bahwa yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syarak adalah setiap 
perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan 
yang oleh syarak dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap 
agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda”.17  Dalam konteks ini pengertian 
Jinayah sama dengan jarimah. 
Menurut bahasa, jarimah  berasal  dari  kata  ( َمَﺮَﺟ ) yang sinonimnya 
(  َﻊَﻄَﻗَو َﺐَﺴَﻛ ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini 
khusus untuk usaha yang tidak  baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.18 
                                                          
15 Abū al-Husain bin Fāris bin Zakariyā, Mu’jam al-Maqāyīs fī al-Lugah (Beirut: Dār al-
Fikr, 1994), h. 225. 
16 Abd al-Qadīr Awdah,  al-Tasyrī’ al-Jinā’i Al-Islāmī, juz I, (Beirut: Dār al-Kitāb al-
‘Arabī, t.th.), h. 67. 
17 Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, juz II  (Beirut: Dār Al Fikr, 1982), h. 110 
18 Muhammad Abū Zahrah, al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: 
Maktabah  al-Miṣriyah, t.th.), h. 22 
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Sedangkan  menurut istilah, seperti dikemukakan oleh Imam al­Mawardi adalah 
Jarimah adalah perbuatan­perbuatan yang dilarang  yang bersifat syar’i  
(mahzūrāt syar’iyyah), yang diancam oleh Allah swt. dengan hukuman ḥadd atau 
takzir.19 
Perbuatan yang dilarang ( mahzūrāt ) adakalanya berupa mengerjakan 
perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. 
Sedangkan lafal syariah (syar’iyyah) dalam definisi tersebut mengandung 
pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru di anggap sebagai jarimah  apabila 
perbuatan itu dilarang oleh syarak  dan diancam dengan sanksi pidana. 
Dengan demikian, jarimah adalah perbuatan dosa, baik bentuk, macam, 
atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pencurian, pembunuhan, 
perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua 
dapat disebut dengan istilah jarimah. Oleh karena itulah, digunakan istilah jarimah 
pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan, dan jarimah politik dan 
bukan istilah jinayah pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan dan 
jinayah politik. Dalam hukum positif, jarimah diidentikkan dengan istilah delik 
yang dapat berarti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran 
pidana, perbutan yang boleh dihukum.  
Jarimah itu sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi secara garis 
besar ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat di bagi kepada 
tiga  bagian,  yaitu   jarimah  ḥudūd,  jarimah  kisas  dan diat,  dan jarimah 
takzir.20 
 
                                                          
19 Abū al-Ḥasan al-Māwardi, al-Aḥkām Al-Ṣulṭāniyyah wa Wilāyah al-Dīniyyah (Mesir: 
Maktabah Mustafā Al-Bāb Al-Ḥalabī, 1973), h. 219. 
20 Muhammad al-Mansur, loc. cit. 
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a. Jarimah Ḥudūd 
Jarimah ḥudūd adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ḥadd. 
Pengertian hukuman ḥadd adalah hukuman yang telah di tentukan oleh syarak dan 
menjadi hak Allah (masyarakat).21 
Ciri khas jarimah ḥudūd itu adalah sebagai berikut: 
1. Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah 
ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata­mata, atau kalau ada hak 
manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol.22 
Pengertian hak Allah di sini sebagaimana dikemukakan oleh Mahmūd 
Syaltūt  adalah  “suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan 
tidak tertentu bagi seseorang”.23 Dalam hubungannya dengan hukuman ḥadd 
maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa 
dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau 
oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. 
Adapun jarimah ḥudūd ini terbagi menjadi tujuh macam, yakni : 
1. Jarimah zina 
2. Jarimah qazf 
3. Jarimah syurb al-khamr 
4. Jarimah pencurian 
5. Jarimah hirābah 
6. Jarimah riddah 
7.  Jarimah al-bagy (pemberontakan)24  
Sejarah mencatat, kata Makhrus, bahwa terjadi perbedaan ketika 
menerapkan sanksi dalam kasus yang sama. Contoh, zina yang dianggap sebagai 
jarimah ḥudūd, ternyata dalam penetapan hukumannya berlaku hukum gradasi 
dengan prinsip adanya tahapan­tahapan dalam menerapkan hukuman dengan 
                                                          
21 Ibid.  
22 Ibid. 
23 Maḥmūd  Syaltūt, al-Islām: ‘Aqīdah wa Syarī’ah. (t.t.: Dār al-Qalam, 1996), h. 296. 
24 Abd al-Qadīr Audah, op cit, h. 79  
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melihat kondisi individu dan struktur masyarakat. Awal sanksi zina adalah 
kurungan dalam rumah,25 kemudian cercaan dan hinaan,26 kemudian hukuman 
dera.27 Sedangkan hukuman rajam yang sumbernya hadis Nabi saw. 
dipertanyakan keotentikannya.28 
Contoh lain menurut Makhrus adalah kasus pencurian yang ditegaskan 
dalam Alquran dikenakan hukuman potong tangan. Ternyata hukum tersebut 
bukan harga mati dalam Islam. Umar bin al­Khaṭṭāb pernah mengadakan 
penyimpangan asas legalitas dalam hukum potong tangan yang terjadi pada 
musim paceklik.29 Sikap Umar bukan mengkhianati hukum Allah, melainkan 
semangat menangkap ruh syariat  Islam dengan pemahaman kontekstual. Hal 
                                                          
25 Sebagaimana ditunjuk oleh QS. Al-Nisa/4 : 15 
 ْﻢُِﻜﺋﺎَِﺴﻧ ْﻦِﻣ َﺔَﺸِﺣَﺎﻔْﻟا َﻦِﯿْﺗَﺄﯾ ِﻲﺗﻼﻟاَو  َﻋ اوُﺪِﮭَْﺸﺘْﺳَﺎﻓ ﱠُﻦھﻮُﻜِﺴَْﻣَﺄﻓ اوُﺪِﮭَﺷ ِْنَﺈﻓ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ًﺔََﻌﺑَْرأ ﱠﻦِﮭَْﯿﻠ  ُتْﻮَﻤْﻟا ﱠُﻦھﺎﱠﻓََﻮَﺘﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ِتُﻮُﯿﺒْﻟا ِﻲﻓ
 ﱠُﻦَﮭﻟ ُ ﱠﷲ َﻞَﻌَْﺠﯾ َْوأ ﻼِﯿﺒَﺳ   
Terjemahnya: 
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang 
saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi 
persaksian, maka kurunglah mereka (wanita­wanita itu) dalam rumah sampai mereka 
menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. 
26 Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Nisa/4 : 16 
ﺎَُﻤھوُذَﺂﻓ ْﻢُﻜْﻨِﻣ َﺎِﮭﻧَﺎِﯿْﺗَﺄﯾ ِناَﺬﱠﻠﻟاَو ﺎًﻤﯿِﺣَر ًﺎﺑا ﱠَﻮﺗ َنﺎَﻛ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ﺎَُﻤﮭْﻨَﻋ اﻮُﺿِﺮَْﻋَﺄﻓ ﺎََﺤﻠَْﺻأَو ﺎَﺑَﺎﺗ ِْنَﺈﻓ  
Terjemahnya: 
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah 
hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka 
biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.  
27 Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Nur/24 : 2 
ﻲِﻧا ﱠزﻟاَو ُﺔَﯾِﻧا ﱠزﻟا اَو ﱠلُﻛ اوُدِﻠْﺟﺎَﻓﺎَﻣِﮭِﺑ ْمُﻛْذُْﺧﺄَﺗ ﻻَو ٍةَدْﻠَﺟ َﺔَﺋﺎِﻣ ﺎَﻣُﮭْﻧِﻣ ٍدِﺣ  ِمْوَﯾْﻟاَو ِ ﱠ ﺎِﺑ َنوُﻧِﻣْؤُﺗ ْمُﺗْﻧُﻛ ِْنإ ِ ﱠﷲ ِنﯾِد ﻲِﻓ ٌﺔَﻓْأَر  ِرِﺧﻵا
 َنﯾِﻧِﻣْؤُﻣْﻟا َنِﻣ ٌﺔَﻔِﺋﺎَط ﺎَﻣُﮭَﺑاَذَﻋ ْدَﮭْﺷَﯾْﻟَو  
Terjemahnya: 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari 
keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang 
yang beriman. 
28 Makhrus Munajat, op. cit., h. 96. 
29 Ibid. 
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senada dilakukan oleh Rasulullah saw. jauh sebelum peristiwa tersebut, yakni 
ketika Rasulullah saw. tidak menghukum apa­apa bagi pencuri buah­buahan yang 
dimakan di tempat.30 Ini bukti bahwa hukum Islam tidak tertutup bagi ijtihad. 
Dengan demikian, pemahaman jarimah ḥudūd harus disikapi sebagai 
sebuah ijtihad ulama terdahulu. Pada perkembangan hukum modern, tidak 
mustahil diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 
zaman dengan tidak mengubah nilai­nilai dasar yang terkandung di dalam 
syariah.31 
Jika disepakati bahwa penggolongan jarimah­jarimah tertentu sebagai hak 
Allah swt. atau bukan adalah hasil ijtihad para ulama terdahulu, maka 
memasukkan jarimah ḥudūd sebagai bagian dari kewenangan Lembaga Pemaafan 
tidaklah menjadi masalah. Apalagi jika mengacu pada hadis­hadis Nabi saw. yang 
telah dikemukakan. Misalnya sabda Nabi saw.: "Saling memaafkanlah kalian 
dalam kasus­kasus hukum sebelum datang kepada saya (untuk mendapatkan 
putusan), sebab kasus hukum apa saja yang sampai kepada saya, maka saya wajib 
menegakkan ḥadd".32 Hadis ini mengindikasikan bahwa kasus­kasus hukum apa 
pun dapat diselesaikan melalui mekanisme Lembaga Pemaafan. Bahwa kasus­
kasus hukum harus lebih dahulu diusahakan untuk diselesaikan melalui jalur non 
litigasi sebelum dibawa ke pengadilan. Dengan begitu, maka Lembaga Pemaafan 
dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara sebelum kasus itu diajukan 
ke pengadilan. Jika kasusnya dapat diselesaikan maka tidak perlu lagi ke 
pengadilan, sebaliknya jika tidak dapat diputuskan, maka pihak yang berperkara 
bisa mengajukannya ke pengadilan. Dalam hal ini, hadis Nabi tidak 
mengklasifikasi perkara­perkara apa saja yang dapat diperlakukakn dengan 
                                                          
30 Ibid. 
31 Ibid., h. 97-98. 
32 Lihat kembali teks hadis pada catatan kaki nomor 14 pada bab ini. 
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mekanisme seperti itu. Semua  berlaku  umum  untuk segala macam tindak 
pidana.  
Demikian pula dengan sabda Nabi saw. yang lain: “hindarilah 
melaksanakan ḥudūd semampu kamu. Jika ada jalan untuk menghindarinya, maka 
tempuhlah jalan itu, karena seorang imam yang melakukan kesalahan karena 
memberi pemaafan lebih baik dari pada melakukan kesalahan karena memberikan 
hukuman".33 Hadis ini menekankan pentingnya kehati­hatian dalam melaksanakan 
hukuman yang telah ditentukan bentuk hukumannya dalam Alquran. Ada kesan 
bahwa sedapat mungkin hal itu dihindari. Tentu saja caranya adalah dengan tidak 
membawa kasus itu ke depan hakim, karena jika sudah sampai ke hakim, maka 
ketentuan hukum harus diberlakukan. Jika bukan melalui hakim, maka satu­satu 
cara adalah bahwa harus ada lembaga yang bisa menangani kasus itu sebelum 
sampai ke pengadilan, dan itulah tugas Lembaga Pemaafan sebagai lembaga 
alternatif selain pengadilan. 
b. Jarimah Kisas dan Diat 
Jarimah kisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 
kisas atau diat. Baik kisas maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah 
ditentukan oleh syarak. Perbedaanya dengan hukuman ḥadd adalah bahwa ḥadd 
merupakan hak Allah (masyarakat), sedangkan kisas dan diat adalah hak manusia 
(individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana 
dikemukakan oleh Maḥmūd Syaltūt adalah “suatu hak yang manfaatnya kembali 
kepada orang tertentu”.34 Pengertian hak manusia di sini  adalah bahwa hukuman 
tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. 
Adapun ciri khasnya jarimah kisas dan diat adalah sebagai berikut : 
                                                          
33 Lihat kembali teks hadis pada catatan kaki nomor 36 pada bab ini. 
34 Maḥmūd Syaltūt, loc. cit. 
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1. Hukumannya sudah tertentu terbatas, dalam arti bahwa hukumannya 
telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti 
bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan 
terhadap pelaku.35 
Adapun jarimah kisas dan diat hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan 
dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu: 
1. Pembunuhan sengaja 
2. Pembunuhan menyerupai sengaja 
3. Pembunuhan karena kesalahan 
4. Penganiayaan sengaja 
5. Penganiayaan tidak sengaja.36 
Jarimah kisas merupakan hukuman pokok yang dikenakan pada pelaku 
jarimah kisas yakni pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja, hukuman 
kisas menurut pakar merupakan menghilangkan jiwa pelaku, pelukaan pada 
angota badan, atau penganiayaan atas diri seseorang, hukuman­hukuman dapat 
diterapkan dapat dilihat dari jarimahnya masing­masing. Kalau membunuh, si 
pelaku dapat dibunuh, kalau melukai si pelaku dapat dilukai sehingga hukuman 
kisas  dapat dikatakan hukuman seimbang atau mengikuti jejak si pelaku jarimah. 
Akan tetapi, meskipun kisas merupakan hukuman pokok, tetapi bukan berarti 
Jarimah kisas itu merupakan satu­satunya hukuman yang harus dan mutlak 
dilaksanakan. Jarimah kisas dapat diganti dengan hukuman alternatif yaitu 
hukuman diat, hal ini diterapkan bila ada permintaan dari pihak korban, baik 
korban sendiri ataupun keluarga korban. 
Jarimah kisas merupakan ciri khas hukum Islam, yang sangat fleksibel. 
Keterlibatan keluarga korban dalam penyelesaian perkara dengan memberian 
pemaafan dan mendapatkan diat atau sama sekali tanpa diat. Hal inilah yang tidak 
disadari oleh banyak kalangan sehingga melontarkan tuduhan bahwa hukum 
                                                          
35 Muhammad al-Mansur, loc. cit. 
36 Ibid. 
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Islam, terutama menyangkut jarimah kisas, adalah hukuman kejam, barbarian dan 
tidak manusiawi. Tuduhan­tuduhan itu, hanyalah tuduhan yang tidak berdasar dan 
sangat subyektif, serta hanya didasari ketakutan terhadap syariat Islam. 
c. Jarimah Takzir 
Jarimah takzir adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman takzir. 
Pengertian takzir menurut bahasa ialah ta’dīb atau memberi pelajaran. Juga 
diartikan al-radd wa al-man’u,37 artinya menolak dan mencegah, akan tetapi 
menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh imam Al­Māwardi bahwa 
“Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum di 
tentukan hukumannya oleh syarak.38  
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman takzir  itu adalah 
hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, dan diserahkan kepada ulī al-amr, 
baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman 
tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya 
pembuat undang­undang tidak menetapkan hukuman untuk masing­masing 
jarimah takzir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang 
seringan­ringannya sampai yang seberat­beratnya.39 
Adapun ciri­cirinya adalah sebagai berikut : 
1. Hukumannya sudah tertentu terbatas, dalam arti bahwa hukumannya 
telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 
2. Penentuan hukumannya adalah hak penguasa.40 
                                                          
37 Abd al-Azīz ‘Āmir, al-Ta’zīr fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah (t.t.: Dār al-Fikr al-Arabī, 
1969), h. 52 
38 Al-Māwardi, op. cit., h. 236 
39 Muhammad al-Mansur, loc. cit. 
40 Ibid.. 
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Berbeda dengan jarimah ḥudūd dan kisas­diat, maka jarimah takzir tidak 
ditentukan banyaknya, hal ini oleh karena yang termasuk jarimah takzir ini adalah 
setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman ḥadd dan kisas, yang 
jumlahnya sangat banyak. 
Tentang jenis­jenis jarimah takzir ini, Ibnu Taimiyah mengemukakan : 
 “perbuatan­perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman ḥadd dan 
tidak pula kaffārat, seperti mencium anak­anak (dengan syahwat) mencium 
wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau 
memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai ..., Maka 
semuanya itu di kenakan hukum takzir sebagai pembalasan dan pengajaran, 
dengan kadar hukuman yang di tetapkan oleh penguasa.41  
 Abd al­Qadīr Audah membagi jarimah takzir menjadi tiga, yaitu: 
1. Jarimah ḥudūd dan kisas­diat yang mengandung unsur subhat atau tidak 
memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan 
maksiyat, seperti pencurian harta, pembunuhan ayah terhadap anaknya, 
dan pencurian yang bukan harta benda. 
2. Jarimah takzir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi 
sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah 
palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, 
menghianati amanah, dan menghina agama. 
3. Jarimah takzir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh 
menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. 
Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. 
Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, 
dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.42 
Untuk menetapkan jarimah takzir, prinsip utama yang menjadi acuan 
penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota 
masyarakat dari kemudaratan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah takzir 
harus sesuai dengan prinsip syar'i. 
Dilihat dari penjelasan­penjelasan di awal, muncul kesan bahwa 
kewenangan lembaga pemaafan hanya mengurusi kasus pembunuhan saja, sebab 
                                                          
41 Ibnu Taimiyah, al-Siyāsah al-Syar’iyyah (Kairo: Maktabah Anṣār al-Sunnah al-
Muḥammadiyah, 1961), h. 112 
42 Abd al-Qadīr Audah, op. cit., juz II, h. 302 
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itulah yang ditunjuk langsung oleh ayat Alquran. Tetapi sesungguhnya tidaklah 
demikian, sebab dalam kasus­kasus pidana lain pun lembaga pemaafan ini dapat 
berfungsi, sebagaimana sabda Nabi saw.yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib 
di atas. 
Pada hadis  yang diriwayatkan dari ‘Āisyah r.a. dikatakan bahwa seorang 
imam sebaiknya menghindari pemberlakuan ḥudūd, dan lebih mengedepankan 
pemaafan, sebab kesalahan karena memberi pemaafan lebih baik daripada 
kesalahan karena memberikan hukuman. Sabda Nabi saw. dari ‘Āisyah yang 
diriwayatkan oleh al­Tirmizī. 
 ْﺖَﻟَﺎﻗ َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ  ﺎَﻣ َﻦﻴِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ْﻦَﻋ َدوُﺪُﺤْﻟا اوَُءرْدا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ
 ْنَأ ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ِﻮْﻔَﻌْﻟا ﻲِﻓ َﺊِﻄْﺨُﻳ ْنَأ َمﺎَﻣ ِْﻹا ﱠنَِﺈﻓ ُﻪَﻠﻴِﺒَﺳ اﻮﱡﻠَﺨَﻓ ٌجَﺮْﺨَﻣ ُﻪَﻟ َنﺎَﻛ ْنَِﺈﻓ ْﻢُﺘَْﻌﻄَﺘْﺳا ﻲِﻓ َﺊِﻄْﺨُﻳ
 َِﺔﺑﻮُﻘُﻌْﻟا   ر)(يﺬﻣﱰﻟا ﻩاو43  
Artinya : 
‘Dari ‘Āisyah r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: “hindarilah melaksanakan 
ḥudūd semampu kamu. Jika ada jalan untuk menghindarinya, maka 
tempuhlah jalan itu, karena seorang imam yang melakukan kesalahan karena 
memberi pemaafan lebih baik daripada melakukan kesalahan karena 
memberikan hukuman.’ 
Pernyataan “saling memaafkanlah dalam masalah ḥudūd” yang terdapat 
dalam hadis di atas, yang kemudian disusul pernyataan “hindarilah melaksanakan 
ḥudūd semampu kamu” pada hadis berikutnya, menunjukkan bahwa bukan hanya 
dalam masalah pembunuhan saja lembaga pemaafan dapat bekerja, tetapi dalam 
kasus­kasus pidana lainnya pun bisa. Sebab dalam praktik ketatanegaraan Islam, 
hal tersebut telah dipraktikkan. Mengacu pada kata­kata ḥudūd dalam hadis­hadis, 
tampaknya pada jarimah ḥudūd pun sebagai delik tindak pidana tertinggi dalam 
Islam, lembaga pemaafan dapat berfungsi, apalagi pada dua delik tindak pidana 
lainnya, jarimah kisas­diat dan jarimah takzir. 
                                                          
43 Al-Tirmizī, op. cit., h. 33 
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Lafal ḥadd atau ḥudūd memang mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan 
arti khusus. Ḥadd dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah di 
tentukan oleh syarak, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. 
Dalam pengertian ini termasuk sanksi pidana untuk kisas dan diat. Arti khusus 
ḥadd itu adalah salah satu bentuk jarimah dalam hukum pidana Islam selain 
kisas/diat dan takzir. Ḥadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan 
merupakan hak Allah,  seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, 
dera seratus kali untuk jarimah zina, dan dera delapan puluh kali untuk untuk 
jarimah qazf. Pengertian khusus ini, pidana kisas dan diat tidak termasuk, karena 
keduanya merupakan hak individu.44  
Menurut Makhrus Munajat, jarimah ḥudūd sering diartikan sebagai tindak 
pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah swt. 
sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman selain hukum yang 
ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Ketetapan ini sesungguhnya hasil kreasi 
ijtihad para ulama terdahulu dengan berbagai pertimbangan. Alasan para fuqaha 
mengklasifikasikan jarimah ḥudūd sebagai hak Allah, pertama, karena perbuatan 
yang disebut secara rinci oleh Alquran sangat mendatangkan kemaslahatan baik 
perorangan maupun kolektif. Kedua, jenis pidana dan sanksinya secara definitif 
disebut secara langsung oleh lafal yang ada dalam Alquran, sementara pidana lain 
tidak.45  
Hasil ijtihad ulama ini kemudian diikuti oleh pemikir yang datang 
kemudian karena melihat urgensinya ketika ada pembagian jarimah berdasarkan 
berat ringannya hukuman ke dalam tiga macam jarimah yang telah disebutkan. 
                                                          
44 Muhammad al-Mansur, “Pengertian Jinayah/Jarimah”, Blog Muhammad al-Mansur, 
http://muhammad-almansur.blogspot.com/2012/05/pengertian-jinayahjarimah.html, (02 Novem- 
ber 2012) 
45 Makhrus Munajat,  Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, 
2004), h. 95 
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Mengingat hal ini adalah bentuk ijtihad, lanjut Makhrus,46 maka penggolongannya 
pun terjadi perselisihan pendapat. Jumhur Ulama merumuskan jarimah ḥudūd ada 
tujuh, yaitu zina, qazf (tuduhan palsu zina), sariqah (pencurian),  hirābah 
(perampokan), riddah (murtad), bagy (pemberontakan), dan syurb al-khamr 
(minum khamar).47 Sementara Mazhab Malikiyah hanya memasukkan lima saja, 
yaitu zina, qazf, sariqah, hirābah, dan bagy.48 
Jika perkara­perkara yang tergolong jarimah hudūd masih diperdebatkan 
menjadi kewenangan Lembaga Pemaafan, maka perkara­perkara lainnya yang 
termasuk jarimah kisas/diat dan jarimah takzir, sama sekali tidak ada masalah jika 
menjadi kewenangan Lembaga Pemaafan.  
Dasar utama lembaga pemaafan adalah QS. Al­Maidah/5 : 178 yang 
menganjurkan pemaafan bagi pelaku pembunuhan. Karena itu, boleh jadi 
kewenangan utama lembaga ini adalah menyelesaikan kasus pembunuhan tanpa 
harus melalui pengadilan. Di sini lembaga maaf memainkan fungsi sebagai 
lembaga penyalur aspirasi keluarga korban pembunuhan yang memaafkan pelaku 
pembunuhan. Terutama jika keluarga korban berkenan untuk menerima diat dari 
terjadinya pembunuhan itu. 
Perlu dicatat, dalam hukum Islam, untuk hukuman bagi pembunuh, para 
fuqaha sudah sepakat bahwa wali korban boleh mengambil dari dua hal yaitu 
kisas atau pemberian ampunan. Kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal 
pemindahan dari hukuman kisas kepada hukuman diat atau selain diat. Diat 
merupakan salah satu hak wali korban tanpa ada pilihan dalam hal itu bagi orang 
yang dikenai kisas tidak bisa ditetapkan melainkan kesepakatan kedua belah 
pihak. Maka tidak lain bagi korban adalah kisas atau memberikan ampunan. 
                                                          
46 Ibid. 
47 Abd al-Qadīr Audah, loc. cit. 
48 Marsum, Fiqh Jinayah,  (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1986), h. 86 
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Menurut Iman Malik, wali korban hanya diharuskan mengambil kisas atau 
mengambil diat secara suka rela.49 Menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Abu 
Saur bahwa wali korban boleh memilih mengambil kisas atau diat, baik orang 
yang membunuh rela atau tidak.50 
Dari kedua pendapat ini, menurut Imam Malik harus ada kesepakatan 
antara kedua belah pihak, pelaku dan keluarga korban, sedangkan Imam Syafi’i 
dan sebagian ulama lain, wali korban boleh memilih antara kisas atau diat dengan 
pihak pelaku setuju atau tidak. Bila dilihat dari kedua pendapat ini boleh 
diselesaikan dengan jalan bila wali korban memberikan pemaafan dan membayar 
diat, maka jika diat ringan, tidak perlu persetujuan pelaku. Tapi bila diat itu berat, 
harus ada persetujuan pelaku atau keluarganya, karena dalam ketentuan diat harus 
bisa ditanggung oleh pelaku atau keluarganya.51 
Jika wali atau keluarga korban menginginkan penegakan hukum, maka 
mereka harus ke pengadilan untuk menuntut pelaksanaan kisas. Tetapi apabila 
mereka memaafkan dan bermaksud untuk menuntut diat, maka mereka bisa 
memanfaatkan lembaga pemaafan untuk menyalurkan keinginan tersebut, dan 
lembaga pemaafanlah yang kemudian bernegosiasi dengan pelaku pembunuhan 
atau keluarganya, termasuk menegosiasikan jumlah diat yang dapat diterima oleh 
kedua belah pihak dan menghapus akibat lanjutan  dari terjadinya kasus 
pembunuhan tersebut. 
Perlu dicatat bahwa tidak seluruh pembunuhan dibalas dengan hukuman 
kisas dalam hukum pidana Islam. Ada ulama yang mengelompokkan pembunuhan 
                                                          
49 Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz II ( Beirut: Dār al-
Fikr, 1981 ),. h. 146. 
50 Sayyid Sābiq, op. cit.,  Juz. X,  h. 61-62. 
51 Zidni Mubarok, “Hukum Qishash dalam Perspektif Hukum Islam,” Blog Zidni 
Mubarok, http://zidni-zidnighujarat.blogspot.com/2012/05/makaalah-hukum-qishas-dalam-pers 
pektif.html  (4 Noveber 2012) 
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ke dalam dua macam, yaitu pembunuhan yang diharamkan dan pembunuhan yang 
dibenarkan. Penjelasan keduanya adalah sebagai berikut: 
1. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur 
permusuhan dan penganiayaan 
2. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak 
dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang 
dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman kisas.52 
Namun pembagian yang lebih umum adalah bahwa pembunuhan itu 
dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pembunuhan sengaja (qatl al-'amd), 
pembunuhan  menyerupai sengaja (qatl syibh al-'amd), dan pembunuhan salah 
(qatl al-khata'). 
1. Pembunuhan Sengaja (qatl al-'amd), 
Menurut Ibnu Rusyd pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang 
direncanakan lebih dahulu dengan mempersiapkan alat yang biasa digunakan 
untuk membunuh. Pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan yang  tidak 
direncanakan dan akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Dan Pembunuhan 
tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak direncanakan lebih dahulu untuk 
membunuh.53 Sedangkan menurut Sayyid Sābiq, yang dimaksud pembunuhan 
sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada 
orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya 
dapat menyebabkan mati.54 Adapun menurut Abd al­Qadīr Audah, pembunuhan 
sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan 
niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika 
orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika 
                                                          
52 Wahbat al-Zuhailī,  al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz VI ( Damaskus: Dār al-Fikr, 
1989 ), h. 217. 
53 Ibnu Rusyd, op. cit.,. h. 81. 
54 Sayyid Sabiq, op. cit., Juz II, h.  435 
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seseorang tidak bermaksud membunuh, semata­mata hanya menyengaja 
menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada 
akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati 
(masuk dalam katagori syibh ‘amd).55 
Qatl al-amd dapat terjadi dengan cara langsung atau dengan sebab, 
seperti merusak bagian penting mobil seseorang yang berakibat pada kematian 
sopirnya atau yang menaikinya. Banyak lagi bentuk pidana yang sifatnya tidak 
aktif atau biasa disebut al-jarāim al-salbiyah (pidana pasif) yang masuk pada 
pembunuhan disengaja. Jika lebih dari seorang terlibat dalam pembunuhan, 
sedang mereka sengaja melakukannya, maka kondisi tersebut masuk dalam 
pembunuhan disengaja dan setiap orang terkena sanksi pembunuhan 
disengaja.56  
Pendapat tersebut diikuti sebagian besar fuqaha dengan berdasar pada 
pendapat Umar bin al­Khattab sebagaimana riwayat dari Imam Mālik berikut:  
 ٍﺪِﺣاَو ٍﻞُﺟَﺮِﺑ ًﺔَﻌْـﺒَﺳ ْوَأ ًﺔَﺴْﻤَﺧ اًﺮَﻔَـﻧ َﻞَﺘ َـﻗ ِبﺎﱠﻄَﺨْﻟا َﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ﱠنَأ ِﺐﱠﻴَﺴُﻤْﻟا ِﻦْﺑ ِﺪﻴِﻌَﺳ ْﻦَﻋ
ﺎًﻌﻴِﻤَﺟ ْﻢُﻬ ُـﺘْﻠ َـﺘَﻘَﻟ َءﺎَﻌْـﻨَﺻ ُﻞْﻫَأ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ََﻷﺎَﻤَﺗ ْﻮَﻟ ُﺮَﻤُﻋ َلﺎَﻗَو ٍﺔَﻠﻴِﻏ َﻞْﺘَـﻗ ُﻩﻮُﻠ َـﺘ َـﻗ (ﻚﻟﺎﻣ ﻩاور)
57  
Artinya:  
‘Diriwayatkan oleh Said bin al­Musayyab bahwa Umar bin al­Khattab 
membunuh lima atau tujuh orang penduduk San'a yang membunuh satu 
orang dan berkata: “Jika penduduk San'a membangkang maka akan aku 
bunuh semuanya’.  
2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (syibh al-'amd) 
Pembunuhan menyerupai sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan 
seseorang secara tidak sengaja dan tidak bermaksud membunuhnya tetapi 
                                                          
55 Abdul Qadir ‘Audah, at-Tasyri’i al-Jina’i al-Islami, Juz II  (Beirut: Dar al-Kitab al-
‘Arabi, t.t.), h. 10 
56 Lihat “Mengapa Qishaas adalah Keadilan yang Tdk Adil” loc. cit. 
57 Imam Mālik bin Anas, Muwaṭṭa’ Mālik, Juz II (Mesir: Dār Ihyā al-Turāṡ al-Arabī, 
t.th.), h. 871 
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hanya bermaksud melukainya, tetapi menimbulkan kematiannya. 
Perbedaannya dengan qatl al-amd ada dua, yaitu pada niat atau maksud 
pelakunya dan pada sarana yang dipakai. Kalau dalam qatl al-amd pelaku 
memang bermaksud membunuhnya dan sarana yang dipakai pun secara 
dominan dapat digunakan untuk membunuh seperti; pedang, pistol dan lain­
lain, maka dalam al-qatl syibh al-amd pelakunya tidak berniat membunuhnya 
dan alat yang digunakannya biasanya tidak membunuh.58  
Pendapat ini diyakini oleh jumhur ulama sebagaimana dalil hadis dari 
Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda:  
 ىَﺮْﺧُْﻷا ﺎَﻤُﻫاَﺪْﺣِإ ْﺖَﻣَﺮ َـﻓ ٍﻞْﻳَﺬُﻫ ْﻦِﻣ ِنﺎَﺗَأَﺮْﻣا ْﺖَﻠ َـﺘَﺘ ْـﻗا َلﺎَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر َةَﺮ ْـﻳَﺮُﻫ َﺎﺑَأ ﱠنَأ
 َﻳِد ﱠنَأ ﻰَﻀَﻘَـﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻰَﻟِإ اﻮُﻤَﺼَﺘْﺧﺎَﻓ ﺎَﻬِﻨْﻄَﺑ ﻲِﻓ ﺎَﻣَو ﺎَﻬ ْـﺘَﻠ َـﺘَﻘ َـﻓ ٍﺮَﺠَﺤِﺑ َﺔ
 ِﻨَﺟﺎَﻬِﺘَﻠِﻗﺎَﻋ ﻰَﻠَﻋ ِةَأْﺮَﻤْﻟا ََﺔﻳِد ﱠنَأ ﻰَﻀَﻗَو ٌةَﺪﻴِﻟَو ْوَأ ٌﺪْﺒَﻋ ٌةﱠﺮُﻏ ﺎَﻬِﻨﻴ  (يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور)
59  
Artinya: 
Abu Hurairah ra. berkata: ada dua orang wanita dari suku Huzail saling 
bunuh. Seorang di antara mereka melempar dengan batu dan 
membunuhnya dan janin yang ada dalam perut pun meninggal. Maka 
orang­orang datang pada Rasul saw. meminta fatwa. Kemudian beliau 
memutuskan bahwa bagi mereka yang membunuh terkena sanksi dengan 
membayar diat anaknya seorang hamba lelaki atau perempuan dan 
memutuskan  untuk  membayar  diat wanita bagi keluarga si 
pembunuhnya.  
Pembunuhan menyerupai sengaja dapat terjadi karena dua sebab, yaitu: 
a. Pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan yang dibuat jarimah  
tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkan. Kekeliruan ini adakalanya 
terdapat pada perbuatan itu sendiri, seperti orang yang melemparkan 
batu ke jalan, akan tetapi mengenai orang lain yang secara kebetulan 
lewat di jalan dan mengenanya. 
b. Pembuat tidak sengaja yaitu pembuat dan jarimah  yang terjadi sebagai 
akibat kelalaiannya, misalnya orang yang sedang tidur di atas ranjang 
                                                          
58 Lihat “Mengapa Qishaas adalah Keadilan yang Tdk Adil” loc. cit. 
59 Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz V (Beirut: Dār Ibnu Kaṡīr,  
1987), h. 2172 
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tingkat kemudian ia jatuh dan kena orang yang ada di bawahnya dan 
mati.60 
3. Pembunuhan Salah (qatl al-khata’) 
Adapun pembunuhan salah (qatl al-khata’) adalah tindakan pelaku 
pembunuhan yang tidak ada maksud membunuh dan tidak pula menyakitinya 
tetapi terjadi korban karena kesalahan. Dan pembunuhan tanpa sengaja disebut 
pidana sebagaimana disebutkan dalam QS. Al­Nisa/4 : 92  
ﺎَﻣَو  َنﺎَﻛ  ٍﻦِﻣْﺆُﻤِﻟ  ْنَأ  َﻞُﺘْﻘَـﻳ ﺎًﻨِﻣْﺆُﻣ  ﱠﻻِإ  ًَﺄﻄَﺧ  ْﻦَﻣَو  َﻞَﺘَـﻗ  ُﻣﺎًﻨِﻣْﺆ  ًَﺄﻄَﺧ  ُﺮِﻳﺮْﺤَﺘَـﻓ  ٍﺔَﺒَـَﻗر  ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ  ٌَﺔﻳِدَو 
 ٌﺔَﻤﱠﻠَﺴُﻣ ﻰَﻟِإ  ِﻪِﻠْﻫَأ  ﱠﻻِإ  ْنَأ اﻮُﻗﱠﺪﱠﺼَﻳ  ْنَِﺈﻓ  َنﺎَﻛ  ْﻦِﻣ  ٍمْﻮَـﻗ  ﱟوُﺪَﻋ  ْﻢُﻜَﻟ  َﻮُﻫَو  ٌﻦِﻣْﺆُﻣ  ُﺮِﻳﺮْﺤَﺘَـﻓ  ٍﺔَﺒَـﻗَر  ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ 
 ْنِإَو  َنﺎَﻛ  ْﻦِﻣ  ٍمْﻮَـﻗ  ْﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ  ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑَو  ٌقَﺎﺜﻴِﻣ  َﻓ ٌَﺔﻳِﺪ  ٌﺔَﻤﱠﻠَﺴُﻣ ﻰَﻟِإ  ِﻪِﻠْﻫَأ  ُﺮِﻳﺮْﺤَﺗَو  ٍﺔَﺒَـَﻗر  ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ  ْﻦَﻤَﻓ  ْﻢَﻟ  ْﺪِﺠَﻳ 
 ُمﺎَﻴِﺼَﻓ  ِﻦْﻳَﺮْﻬَﺷ  ِﻦْﻴَِﻌﺑﺎَﺘَﺘُﻣ  ًَﺔﺑْﻮَـﺗ  َﻦِﻣ  ِﻪﱠﻠﻟا  َنﺎََﻛو  ُﻪﱠﻠﻟا ﺎًﻤﻴِﻠَﻋ ﺎًﻤﻴِﻜَﺣ  ءﺎﺴﻨﻟا)4  :92 (  
Terjemahnya: 
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia 
mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba­sahaya 
yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si 
pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa 
yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua 
bulan berturut­turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.61 
Mengenai perbuatan­perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai tindak 
pidana pembunuhan yaitu : 
1. Pembunuhan dengan muḥaddad, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, 
dan menusuk badan yang dapat mencabik­cabik anggota badan. 
2. Pembunuhan dengan muṡaqqal, yaitu alat yang tidak tajam, seperti 
tongkat dan batu. Mengenai alat ini fuqaha berbeda pendapat apakah 
termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan kisas atau  syibh ‘amd 
 yang  mewajibkan diat. 
                                                          
60Ibnu Rusyd, loc. cit. 
61 Departemen Agama RI, op. cit., h. 135. 
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3. Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan 
yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa 
perantaraan), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan 
pistol, dan lain­lain. 
4. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab­sebab 
yang dapat mematikan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan 
yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematikan tetapi dapat menjadikan 
perantara atau sebab kematian.62 
Dari ketiga ketegori pembunuhan ini, hanya satu saja yang memungkinkan 
berlakunya hukum kisas, dalam arti pelaku pembunuhan juga dibunuh, yaitu 
pembunuhan sengaja. Sedangkan dua kategori pembunuhan lainnya, yaitu 
pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan salah, sanksinya adalah 
membayar diat. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga maaf sangat besar, 
jika kasus­kasus pembunuhan itu diselesaikan melalui mekanisme lembaga maaf. 
Keinginan­keinginan keluarga korban pembunuhan dapat dikomunikasikan 
dengan pelaku pembunuhan sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama 
yang menguntungkan kedua belah pihak. 
Berdasarkan uraian di atas, perkara­perkara pidana yang dapat diselesaikan 
melalui mekanisme lembaga pemaafan sangatlah besar. Hanya sedikit perkara 
pidana yang digolongkan ulama sebagai hak Allah, yaitu perkara­perkara yang 
tergolong dalam ḥudūd yang menurut ulama menjadi hak mutlak Tuhan dalam 
penetapan sanksinya. Itu pun menurut Makhrus, pendapat itu terbuka untuk 
dikritik, sebab ternyata, dalam sejarahnya, penerapan sanksi terhadap perkara 
ḥudūd itu pernah mengalami penyimpangan dari apa yang ditentukan oleh Allah 
swt. berdasarkan ulama dan para penguasa Islam. 
C. Iṣlāḥ dan Ḥakam sebagai Fungsi Lembaga Pemaafan 
Setelah mengetahui perkara­perkara apa saja yang dapat diselesaikan 
melalui mekanisme lembaga pemaafan dan batas kewenangan lembaga tersebut, 
                                                          
62 Ibnu Rusyd, op. cit., h. 232 
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maka berikut akan dijelaskan apa yang dilakukan oleh lembaga pemaafan ketika 
ada kasus atau perkara hukum yang diajukan kepadanya. 
Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh lembaga pemaafan, yaitu  iṣlāḥ 
atau melakukan proses perdamaian dan berfungsi sebagai ḥakam atau penengah di 
antara dua pihak yang berperkara. Meskipun hanya dua, namun kedua konsep ini 
sangat terbuka untuk dikembangkan, sehingga boleh jadi akan mencakup banyak 
hal yang terkait dengan penyelesaian perkara.  
1. Iṣlāḥ atau ṣulḥ 
Menurut bahasa, akar kata iṣlāḥ berasal dari lafal ﺢﻠﺻ  ­ ﺢﻠﺼﻳ  ­ﺎﺣ ﻼﺻ  
yang berarti  “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata iṣlāḥ  merupakan 
bentuk maṣdar dari wazan  لﺎﻌﻓإ   yaitu dari lafal ﺢﻠﺻا  – ﺢﻠﺼﻳ  – ﺎﺣﻼﺻإ , yang 
berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian per­
tikaian).63 Kata  حﻼﺻ  merupakan lawan kata dari  ﺔﺌﻴﺳ / دﺎﺴﻓ   (rusak). Sementara 
kata ﺢﻠﺻا   biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan 
persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.64   
Ibnu Manzūr berpendapat bahwa kata iṣlāḥan sebagai antonim  dari kata 
fasād biasanya mengindikasikan rehabilitasi setelah terjadi kerusakan, sehingga 
terkadang dapat dimaknai dengan iqāmah.65  Sementara Ibrāhīm Mazkūr dalam 
mu’jam­nya berpendapat bahwa kata iṣlāḥ mengandung arti menghilangkan 
kerusakan dari sesuatu, dan sesuatu yag dianggap bermanfaat atau serasi dapat 
disebut ṣulḥ.66 Karena itu, jika kata tersebut mendapat imbuhan menjadi seperti 
frase ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ  ﺎﺣﻼﺻإ  maka berarti menghilangkan segala sifat permusuhan dan 
                                                          
63 Ramdani Wahyu S, “Islah: Model Resolusi Konflik dalam Islah”, Blog al-Fajar Forum, 
http://alfajarforum.blogspot.com/2011/09/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html (4 Novem 
ber 2012). 
64 Ibid. 
65 Ibnu Manzūr, Lisān al-Arab, Juz II (Bairut: Dār Sādir, t.th.), h. 516. 
66 Ibid. 
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pertikaian antara kedua belah pihak.67 Dengan demikian, ﺎﺣﻼﺻإ   berarti 
menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian.   
Secara istilah, term iṣlāḥ dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam 
kaitannya dengan perilaku manusia.68 Karena itu, dalam terminologi Islam secara 
umum, iṣlāḥ dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang ingin membawa 
perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.69 Dengan kata 
lain, perbuatan baik lawan dari perbuatan jelek. ‘Abd Salam menyatakan bahwa 
makna ṣalaḥa yaitu memperbaiki semua amal perbuatannya dan segala 
urusannya.70  
Kata iṣlāḥ juga memiliki beberapa sinonim, di antaranya adalah tajdĩd 
(pembaruan) dan tagyīr (perubahan), yang keduanya mengarah kepada kemajuan 
dan perbaikan keadaan. Maka dalam hal ini, iṣlāḥ   bertalian erat dengan tugas 
para Rasul  yang ditindaklanjuti hingga sekarang. Di samping itu, ishlah juga 
merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan 
perbaikan dengan jalan damai, baik dalam keluarga, sosial maupun dalam 
peperangan dan lain­lain71  
Sementara menurut ulama fikih, kata iṣlāḥ diartikan sebagai perdamaian, 
yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di 
antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.72  Sejalan dengan 
definisi tersebut, Hasan Sadily menyatakan bahwa iṣlāḥ merupakan bentuk 
persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian 
                                                          
67 Ibrāhīm Mustafā, dkk, al-Mu’jam al-Wasīṭ, juz I (t.t.: Dār al-Da’wah, t.th.), h. 520 
68 Ramdani Wahyu, loc. cit. 
69 Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Aynayni, al-Bidãyah fī Syarh al-Hidãyah, 
Jilid X  (Beirut: Dār al-Fikr, t,th.),  h. 3 
70 Ramdani Wahyu, loc. cit. 
71 Hasbi ash-Shiddiqy, al-Islam II (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h. 448 
72 Abu Muhammad Mahmud, loc. cit. 
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pertikaian dengan jalan baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, 
pengadilan, peperangan dan lain­lain.73  
Sayid Sābiq menerangkan bahwa iṣlāḥ merupakan suatu jenis akad untuk 
mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya 
Sayyid Sābiq menyebut pihak yang berperkara dan sedang mengadakan iṣlāḥ 
tersebut dengan muṣālih. Adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan muṣālih 
'anh, dan hal yang dilakukan oleh masing­masing pihak terhadap pihak lain untuk 
memutus perselisihan disebut dengan muṣālih 'alaih.74  
Keterangan itu, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa, meskipun kata iṣlāḥ 
dan kata ṣulḥ merupakan sinonim, namun kata iṣlāḥ lebih menekankan arti suatu 
proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata ṣulḥ lebih menekankan arti 
hasil dari proses iṣlāḥ tersebut yaitu berupa ṣulḥ (perdamaian/ kedamaian). Dapat 
juga dinyatakan bahwa iṣlāḥ mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga sebagai 
perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara dalam  
ṣulḥ  tidak mengisyaratkan diperlukan adanya mediator.75 
Menurut HM. Quraish Shihab, ada puluhan  ayat dalam Alquran  berbicara 
tentang kewajiban melakukan ṣalāḥ dan iṣlāḥ. Dalam kamus­kamus bahasa Arab, 
kata  ṣalāḥ   diartikan sebagai  antonim  dari kata fasād (kerusakan), yang juga 
dapat diartikan  sebagai  yang  bermanfaat.  Sedangkan  kata  iṣlāḥ digunakan  
oleh Alquran dalam dua bentuk: Pertama iṣlāḥ yang selalu  membutuhkan  objek;  
dan  kedua  adalah ṣalāḥ  yang digunakan  sebagai  bentuk  kata sifat. Sehingga, 
ṣalāḥ dapat diartikan terhimpunnya sejumlah nilai  tertentu  pada  sesuatu agar 
bermanfaat dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. 
Apabila pada sesuatu ada satu nilai  yang  tidak menyertainya  hingga  tujuan  
                                                          
73 Ramdani Wahyu, loc. cit.Ibid. 
74 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz III (Beirut: D r al-Fikr, 1977), h. 275. 
75 Ibid. 
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yang dimaksudkan tidak tercapai, maka manusia dituntut untuk menghadirkan 
nilai  tersebut,  dan hal yang dilakukannya itu dinamai iṣlāḥ.76 
Dengan demikian teori iṣlāḥ bersumber dari Alquran. Ada sekitar 217 lafal 
yang seakar kata dengan lafal iṣlāḥ.77 Bahkan konsep iṣlāḥ dalam Alquran seakar 
kata dengan ’amal ṣālih, sebuah konsep yang selalu disebutkan bersamaan dengan 
keimanan kepada Allah swt. yang menunjukkan bahwa pelaku iṣlāḥ adalah 
mereka yang merealisasikan keimanan mereka dalam kehidupan yang nyata. 
Khusus yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, Alquran 
menyebutkan kata iṣlāḥ dalam beberapa ayat, yaitu: 
a. Iṣlāḥ antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak 
(muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil; QS al­Hujurat : 9­10,  
b. Iṣlāḥ antara suami­isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus 
al-ḥakam (juru runding) dari kedua belah pihak; QS al­Nisa:35. dan 
lain­lain. 
c. Iṣlāḥ memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu 
pelakunya memperoleh pahala yang besar (al­Nisa 114) 
d. Iṣlāḥ itu baik, terutama iṣlāḥ dalam sengketa rumah tangga (al­Nisa: 
128).78 
 Iṣlāḥ  merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh 
Alquran. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang­orang yang 
beriman harus diselesaikan dengan damai (iṣlāḥ). Iṣlāḥ adalah suatu cara 
penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk 
permusuhan dan pertikaian antara manusia.79 Allah berfirman dalam QS al­
Hujurāt/49 : 9 ­ 10 
 َﻦﻴِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟٱ َﻦِﻣ ِنﺎَﺘَِﻔﺋَﺎﻃ نِإَو ﻰَﻠَﻋ ﺎَﻤُﻬ ٰـﯨَﺪْﺣِإ ْﺖَﻐَـﺑ نَِﺈﻓ  ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻََﺄﻓ اﻮُﻠَـﺘَﺘْـﻗٱ  ٰىَﺮْﺧُْﻷٱ
 ِﺴْﻗَأَو ِلْﺪَﻌْﻟِﭑﺑ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻََﺄﻓ ْتَءَﺎﻓ نَِﺈﻓ ِﻪﱠﻠﻟٱ ِﺮْﻣَأ ٰﻰَﻟِإ َءﻰِﻔَﺗ ٰﻰﱠﺘَﺣ ﻰِﻐْﺒَـﺗ ﻰِﺘﱠﻟٱ اﻮُﻠِﺘ
َٰﻘَـﻓ ﱠنِإ اُﻮﻄ  َﻪﱠﻠﻟٱ
                                                          
76 Shihab, H.M. Quraish,Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 
Umat (Bandung: Mizan,1996), h. 498 
77 Muhammad Fuad Abd al-Baqi, op. cit., h. 520-523 
78 Ramdani Wahyu, loc. cit. 
79 Ibid. 
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 َﻦﻴِﻄِﺴْﻘُﻤْﻟٱ ﱡﺐِﺤُﻳ   ٌةَﻮْﺧِإ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟٱ ﺎَﻤﱠﻧِإ  ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َﻪﱠﻠﻟٱ اﻮُﻘـﱠﺗٱَو  ْﻢُﻜْﻳَﻮَﺧَأ َﻦْﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻََﺄﻓ  َنﻮُﻤَﺣْﺮُـﺗ
 تاﺮﺠﳊا)49  :9  - 10 (  
Artinya: 
Dan jika ada dua golongan dari orang­orang mukmin berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu 
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang 
berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; 
jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang­orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang­orang 
mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu 
dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.80 
Iṣlāḥ atau ṣulḥ adalah suatu proses penyelesaian perkara ketika para  pihak 
bersepakat mengakhiri perkara mereka secara damai. Islam menganjurkan pihak 
yang berperkara menempuh jalur iṣlāḥ/ṣulḥ dalam penyelesaian perkara, baik di 
depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Iṣlāḥ/ṣulḥ memberikan kesempatan 
para  pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan perkara, dan 
mereka tidak lagi terpaku secara  ketat  pada pengajuan alat bukti. Para pihak 
memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar perkara mereka dapat 
diakhiri. Anjuran Alquran memilih ṣulḥ sebagai sarana penyelesaian perkara yang 
didasarkan pada  pertimbangan bahwa ṣulḥ dapat  memuaskan para pihak, dan 
 tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian perkara 
mereka. ṣulḥ mengantarkan pada  ketentraman hati,  kepuasan dan memperkuat  
tali silaturahmi para  pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim 
harus senantiasa  mengupayakan para pihak yang berperkara  untuk menempuh 
jalur damai (iṣlāḥ),  karena  jalur damai  akan mempercepat  penyelesaian perkara 
dan mengakhirinya  atas  kehendak kedua  belah pihak.81 
Mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami 
konflik, perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun tidak 
                                                          
80 Departemen Agama RI, op. cit., h. 846 
81 Ilham Tanzilulloh, http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/06210042-m-ilham-
tanzilulloh.ps, (04 November 2012 
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dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, perdamaian harus karena 
kesepakatan para pihak. Imam Mālik dalam hal ini pernah berkata bahwa dia tidak 
sependapat jika hakim memaksa salah satu pihak yang berperkara atau 
mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak, karena semata­mata hanya 
menginginkan perdamaian.82  
Dengan demikian, iṣlāḥ merupakan cara yang ditetapkan oleh Alquran 
untuk mencari penyelesaian konflik, ketegangan, perkara dan perselisihan. Oleh 
karena itu, iṣlāḥ dipandang sebagai norma dasar yang ditetapkan Alquran untuk 
mencari penyelesaian konflik dan perkara. Sebagai norma dasar penyelesaian 
konflik, di dalam konsep iṣlāḥ tidak dijelaskan mengenai kriteria muslih 
(pendamai) dan teknis penyelesain konflik. Hal semacam ini diserahkan pada 
pemikiran manusia. Sedangkan perselisihan dan sengketa yang terjadi antara 
suami istri penyelesaiannya dilakukan melalui perantara seorang ḥakam dengan 
tetap bertujuan untuk menegakkan perdamaian (iṣlāḥ)83 
Selain dari ayat Alquran, hadis Nabi pun tidak luput mengingatkan 
pentingnya penyelesaian perkara melalui cara iṣlāḥ. Nabi saw. bersabda dalam 
salah satu hadis yang diriwayatkan Amr bin Auf:  
  ﻲﻧﺰﻤﻟا فﻮﻋ ﻦﺑ وﺮﻤﻋ ﻦﻋ ﱠنَأ َﻦْﻴَـﺑ ٌِﺰﺋﺎَﺟ ُﺢْﻠﱡﺼﻟا َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر 
 َمﱠﺮَﺣ ًﺎﻃْﺮَﺷ ﱠﻻِإ ْﻢِﻬِﻃوُﺮُﺷ ﻰَﻠَﻋ َنﻮُﻤِﻠْﺴُﻤْﻟاَو ﺎًﻣاَﺮَﺣ ﱠﻞَﺣَأ ْوَأ ًﻻَﻼَﺣ َمﱠﺮَﺣ ﺎًﺤْﻠُﺻ ﱠﻻِإ َﻦﻴِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا 
ﺎًﻣاَﺮَﺣ ﱠﻞَﺣَأ ْوَأ ًﻻَﻼَﺣ (يﺬﻣﱰﻟا ﻩاور)
84 
Artinya:  
Rasulullah saw. bersabda: perdamaian itu boleh dilakukan di antara sesama 
orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang 
menghalalkan yang haram dan orang­orang Islam diikuti persyaratan 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram. 
                                                          
82 Ibid. 
83 Ramdani Wahyu, loc. cit. 
84 Abū Isā al-Tirmizī, op. cit., Juz III, h. 634. 
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Dua ayat dan hadis Rasulullah saw. tersebut adalah landasan dalam 
penyelesaian perkara dan perselisihan. Ketika seorang mukmin terlibat konflik 
satu sama lain, maka konflik itu harus didamaikan, dalam ayat tersebut keharusan 
damai itu ditunjukkan dengan menggunakan kata fa aṣlihū yang menunjukkan 
adanya perintah damai terhadap orang­orang yang beriman yang terlibat konflik. 
Kata fa aṣlihū  adalah perintah Allah kepada orang beriman, atas keimanannya itu 
seorang mukmin diperintah Allah untuk patuh. Di sisi lain, fa aṣlihū adalah 
perintah Allah bagi uli al-amri untuk mendamaikan orang beriman ketika mereka 
terlibat konflik85 
Iṣlāḥ merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan 
memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila 
berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka iṣlāḥ mencegah 
hal­hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal­hal yang 
membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab­sebab serta 
menguatkannya dengan persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu 
kebaikan yang dianjurkan oleh syarak.86  Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa tujuan sebuah perdamaian adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang 
sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.  
Kesepakatan damai  (iṣlāḥ) tidak hanya dapat diterapkan di  pengadilan,  
tetapi dapat juga  digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif 
penyelesaian perkara. Penerapan ṣulḥ dapat dilakukan terhadap seluruh perkara 
baik perkara politik, ekonomi, hukum, sosial,  dan lain­lainnya. Rasulullah hanya 
menegaskan ṣulḥ tidak boleh dilakukan jika bertujuan menghalalkan yang haram 
atau mengharamkan yang halal.  Itulah  batasan yang diberikan Rusulullah 
terhadap perkara yang dapat diajukan melalui upaya damai (iṣlāḥ).87 
                                                          




Sabda Nabi saw. yang berasal dari Abu Hiurairah ra. 
 ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ﻰِﺑَأ ْﻦَﻋ -ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ-   ﱠﻻِإ َﻦﻴِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا َﻦْﻴَـﺑ ٌِﺰﺋﺎَﺟ ُﺢْﻠﱡﺼﻟا
 ًﻻَﻼَﺣ َمﱠﺮَﺣ ْوَأ ﺎًﻣاَﺮَﺣ ﱠﻞَﺣَأ ﺎًﺤْﻠُﺻ(ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور)
88  
Artinya:  
Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. telah bersabda: ṣulḥ  itu boleh di 
kalangan umat Islam, kecuali ṣulḥ yang menghalalkan yang haram atau 
mengharamkan yang halal. 
Jelasnya, iṣlāḥ atau ṣulḥ  akan menjadi payung bagi masyarakat untuk 
mewujudkan keadilan dan kedamaian. Karena  dalam ṣulḥ para  pihak 
berpartisipasi aktif untuk mengupayakan  jalan keluar terhadap perkara yang 
dihadapinya. Bahkan dalam penerapannya, keterlibatan pihak ketiga sangat 
membantu penyelesaian perkara. Oleh karena itu,  dalam hukum syariah, ṣulḥ 
merupakan payung dari sejumlah bentuk penyelesaian perkara  dengan cara  
damai baik  di pengadilan  maupun  di luar pengadilan.  
Hukum Islam dalam prakteknya,  tidak hanya menganjurkan berdamai 
untuk kasus­kasus perdata saja, bahkan damai dimungkinkan untuk masalah 
pidana. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al­Tirmizī dari 
’Amr bin Syuaib dari Bapak dari Kakeknya:   
ﻩﺪﺟ ﻦﻋ ﻪﻴﺑأ ﻦﻋ ﺐﻴﻌﺷ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﻋ  َﻞَﺘَـﻗ ْﻦَﻣ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ
 َأ اوُءﺎَﺷ ْنِإَو اﻮُﻠَـﺘَـﻗ اوُءﺎَﺷ ْنَِﺈﻓ ِلﻮُﺘْﻘَﻤْﻟا ِءﺎَِﻴﻟْوَأ ﻰَﻟِإ َﻊِﻓُد اًﺪﱢﻤَﻌَـﺘُﻣ ﺎًﻨِﻣْﺆُﻣ ََﺔﻳ ﱢﺪﻟا اوُﺬَﺧ...  ﺎَﻣَو
 ِﻞْﻘَﻌْﻟا ِﺪﻳِﺪْﺸَِﺘﻟ َﻚِﻟَذَو ْﻢُﻬَﻟ َﻮُﻬَـﻓ ِﻪْﻴَﻠَﻋ اﻮُﺤَﻟﺎَﺻ  (يﺬﻣﺮﺘﻟا ﻩاور)89  
 
Artinya:  
’’Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan 
kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang 
setimpal  (kisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin 
                                                          
88 Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II (Beirut: Dār 
al-Fikr, t.th.), h. 788 
89 Al-Tirmizī, op. cit., Juz IV, h. 11 
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membunuhnya, mereka dapat mengambil diat (denda). ...  Dan bila mereka 
berdamai, itu terserah kepada wali mereka.’‘  
Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang 
harus dilakukan, yakni ijab, kabul dan lafal dari perjanjian damai tersebut. Jika 
ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana  
yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang 
masing­masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui 
bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara 
sepihak.  Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan 
perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.90 
Syarat­syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada 
bebarapa hal sebagai berikut : 
1. Menyangkut Subjek (Pihak­pihak yang mengadakan perjanjian 
perdamaian) 
Subyek atau orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap 
bertindak menurut hukum. Adapun orang yang cakap bertindak menurut hukum 
tersebut adalah orang yang telah dewasa menurut hukum. Adapun orang yang 
cakap bertindak menurut hukum akan tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau 
wewenang seperti; 
a. Wali, atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannnya. 
b. Pengampu, atas harta benda orang yang berada di bawah 
pengampuannya. 
c. Nazir wakaf, atas hak milik wakaf yang ada dibawah pengawasannya.91 
2. Menyangkut Objek Perdamaian 
Objek perdamaian haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Berbentuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah dan dapat 
juga berupa benda tidak berwujud seperti hak milik intelektual) yang 
dapat dinilai atau dihargai, dapat diserah terimakan dan bermanfaat. 
                                                          
90 Asyūr Abd al- Jawwād Abd al-Hamīd, al-Nizām li al-Bunūk al-Islāmī (Kairo: Al 
Ma’had al-Alamī li al-Fikr al Islāmī, 1996), h. 230 
91 Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 
Sinar Grafika,1996), h. 28  
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b. Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan 
ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian 
baru terhadap objek yang sama (sedangkan perdamaian memutus 
pertikaian untuk selama­lamanya).92 
3. Persoalan yang Boleh Didamaikan 
Tidaklah segala sesuatu persoalan dapat didamaikan. Adapun persoalan 
yang boleh atau dapat didamaikan hanyalah sebatas menyangkut hal­hal: 
a. Pertikaian tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai. 
b. Pertikaian tersebut menyangkut hak manusia yang boleh diganti, dengan 
kata lain perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan­persoalan 
muamalah saja. Sedangkan persoalan yang menyangkut hak Allah swt. 
tidak dapat diadakan perdamaian.93 
Keberadaan pihak ketiga dalam iṣlāḥ sangat penting,  guna  
menjembatani para pihak yang berperkara. Para pihak umumnya memerlukan 
bantuan pihak lain untuk mencari  solusi tepat bagi  penyelesaian perkara mereka. 
Pihak ketiga sangat  berperan melakukan fasilitas,  negosiasi,  mediasi,  dan 
arbitrase merupakan bentuk teknis penyelesaian perkara dengan menggunakan 
pola ṣulḥ.  Pola ṣulḥ ini dapat dikembangkan dalam alternatif penyelesaian 
perkara  di luar pengadilan seperti  mediasi, arbitrasi,  dan lain­lain.  Pola ini 
sangat fleksibel, dan memberikan keleluasaan pada para  pihak dan pihak ketiga 
untuk merumuskan opsi dan alternatif penyelesaian perkara. Ṣulḥ merupakan 
sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara  menyeluruh. 
Ṣulḥ tidak dilakukan bila mendatangkan kerusakan dan kemudaratan  bagi  umat 
manusia. 
2. Taḥkīm atau Ḥakam 
Taḥkīm berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi,  taḥkīm berarti 
menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu perkara.94 Secara umum, taḥkīm 
                                                          
92 Ibid., h. 29 
93 Ibid., 29­30 
94 Muḥammad Ismāīl Ibrāhīm, Mu‘jam al-Alfāẓ  wa al-A’lām al-Qur’aniyyah, (Kairo: 
Dār al-Fikr al-Arabī, t.th.), h. 132. 
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memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni 
pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih 
atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang 
menyelesaikan disebut dengan “Ḥakam”.95 
Taḥkīm dalam literatur hukum Islam,  yang secara etimologis berarti 
menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut ḥakam sebagai 
penengah suatu perkara. Bentuk taḥkīm itu sudah dikenal oleh orang Arab pada 
masa jahiliyah. Ḥakam-lah yang harus didengar pendapatnya. Apabila terjadi 
suatu perkara, maka para pihak pergi kepada ḥakam. Kebanyakan perkara yang 
terjadi di kalangan Arab adalah tentang: siapa yang paling pandai memuji 
golongannya dan menjelekkan golongan lain.96 
Menurut Abu al­Ainain Fatah Muhammad, pengertian taḥkīm menurut 
istilah fikih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada 
seseorang yang mereka setujui untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang 
berperkara.97 Sedangkan menurut Abd al­Karim Zaidan dalam bukunya “Nizām 
Al-Qadā’ fī al-Syarīat al-Islāmiyat”, sebagaimana dikutip oleh Mustaghfirin, 
taḥkīm  adalah pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang 
berperkara akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan perkara 
antara mereka.98 
                                                          
95 Abd. Manan, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: sebuah Kewenangan Baru 
Pengadilan Agama”, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/makalah%20pak%20manan.pdf, (4 
November 2012) 
96 Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), h. 43 
97 Abū al Ainain Fatah Muhammad, Al-Qadā wa al-Isbāt fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dar 
Al Fikr, 1976), h..84 
98 Mustaghfirin, “Basyarnas-MUI” Blog Mustagfirin, http://mustaghfirin.blog.unissula. 
ac.id/?s=tahkim, (4 November 2012) 
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Said Agil Husein al Munawar mengatakan pengertian  “taḥkīm” menurut 
kelompok ahli hukum Islam dari mazhab Hanafiyah adalah memisahkan 
persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan  ucapan yang 
mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai 
kekuasaan secara umum.99 Sedangkan pengertian “taḥkīm” menurut ahli hukum 
dari kelompok Syafiiyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai 
atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syarak 
terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.100 
Berdasarkan pengertian taḥkīm tersebut bisa ditarik sebuah gambaran 
bahwa unsur atau ciri khusus taḥkīm sebagai salah satu mekanisme penyelesaian 
perkara di luar pengadilan (non litigasi) sebagai berikut. 
a. Taḥkīm sebagai sarana penyelesaian perkara, dipimpin oleh seorang 
mediator (ḥakam) yang netral. Oleh sebab itu, para pihaklah yang 
menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator sesuai 
kesepakatan. ḥakam yang ditunjuk tidak terbatas pada satu orang, tetapi 
dapat lebih dari satu orang.  
b. Ḥakam bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan­
persetujuan. Sebagai upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka 
ḥakam seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan 
tempat dalam rangka mengadakan pertemuan­pertemuan, menyusun 
proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang 
keinginan­keingina para pihak yang berperkara dalam rangka 
menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing­masing 
pihak (win-win solution). Kelancaran dan ketertiban proses taḥkīm sangat 
menentukan berhasilnya proses taḥkīm dengan baik. 
c. Ḥakam tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan. Taḥkīm 
dapat dianggap merupakan pengembangan dari negosiasi (negosiasi juga 
salah satu bentuk sarana penyelesaian perkara alternatif) yang didukung 
oleh  bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator tidak 
bertindak sebagai hakim karena mediator tidak mempunyai otoritas 
mengambil keputusan sendiri. Orang yang berhak mengambil keputusan 
                                                          
99 Abd. Manan, loc. cit.  
100 Ibid. 
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atau menentukan keputusan adalah pihak­pihak yang berperkara yang 
disepakati selama berlangsungnya proses mediasi. 101  
Lembaga taḥkīm telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu 
meskipun belum terdapat sistem peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada 
persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak­hak lainnya seringkali 
diselesaikan melalui juru damai (wāṣiṭ) yang ditunjuk oleh mereka yang 
berperkara. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai 
alternatif penyelesaian perkara dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada 
masa pra  Islam. Tradisi taḥkīm ini lebih berkembang pada masyarakat Mekah 
sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan perkara bisnis di antara mereka. 
Ada juga yang berkembang di Madinah, tetapi banyak dalam kasus­kasus yang 
berhubungan dengan pertanian, sebab daerah Madinah dikenal dengan daerah 
agraris. Nabi Muhammad saw. sering mejadi mediator dalam berbagai perkara 
yang terjadi baik di Mekah maupun di Medinah. Ketika daerah sudah berkembang 
luas, mediator ditunjuk dari kalangan sahabat dan dalam menjalankan tugasnya 
tetap  berpedoman pada Alquran, hadis dan ijtihad menurut kemampuannya.102 
Menurut  sejarah Islam  dikenal seseorang yang bernama  Abu Syuraih dan 
sering juga dipanggil Abu al­Ḥakam di kalangan masyarakat Arab ketika zaman 
Nabi Muhammad saw. Abu Syuraih sudah cukup populer dan dihormati karena 
kebijaksanaannya dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan anggota 
masyarakat yang diajukan kepadanya. Kepiawaian dan kelincahannya dalam 
menyelesaikan perselisihan tersebut sangat dihargai dan dipuji oleh Nabi sebagai 
                                                          
101 Abdul Halim, “Kentekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian” http://www.badilag.net/ 




suatu terobasan dan pekerjaan yang sangat mulia.103 Demikian hadis Nabi saw 
dari Yazīd bin al­Miqdām yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 
Pujian Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Syuraih dalam hadis 
tersebut, kiranya menjadi tonggak sejarah titik awal pengembangan sistem ḥakam  
dalam masyarakat Islam. Sistem ḥakam ini sesungguhnya telah dikenal sejak masa 
pra­Islam. Dalam rangka menyelesaikan setiap perkara diselesaikan melalui 
bantuan juru damai yang ditunjuk oleh masing­masing pihak yang bersengketa. 
Umumnya orang yang ditunjuk sebagai arbiter adalah orang yang mempunyai 
kekuatan supranatural dan punya kelebihan­kelebihan di bidang tertentu. 
Karenanya dalam proses pemeriksaan perkaranya ḥakam tersebut lebih banyak 
menggunakan kekuatan firasat dari pada menggunakan alat­alat bukti seperti saksi 
atau pengakuan.104 
Menrurt catatan sejarah para arbiter Arab yang  terkenal di antaranya; 
Rabī’ bin Rabī’ah bin al­Zi’b, Aksam bin Sifi, Qaṣṣ bin Sa’idah al­Iyādī, Amr bin 
Zārib al­Adawānī, Umaiyyah bin Abi al­Siāt, Abdullāh bin Abi Arbi’ah, dan lain­
lain. Para arbiter tersebut dalam memeriksa atau menyidangkan perkaranya 
dilaksanakan di dalam kamp­kamp yang didirikan atau bahkan tidak jarang di 
bawah pohon­pohon. Setelah Khusai bin Ka’ab membangun sebuah gedung di 
Mekah yang pintunya sengaja dihadapkan ke arah Kabah, maka di situlah sidang­
sidang ḥakam dilaksanakan dan gedung itu dikenal dengan sebutan  Dār al 
da’wah.105 
Tatkala Islam datang dan umat Islam mulai berkembang, sistem ḥakam 
(arbitrase) tersebut dikembangkan dengan dihilangkan hal­hal yang bersifat  
                                                          
103 Rahmat Rosyadi dan Ngatino, op. cit., h. 48 
104Ibid., h. 49 
105 Ibid. 
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tahayul  dan  bidah. Sistem ḥakam ini pada awalnya berkembang di kalangan 
masyarakat Mekah yang pada umumnya masyarakat yang bergelut di bidang 
bisnis. Di antara sahabat Nabi yang pernah dipercaya sebagai  ḥakam (arbiter) 
selain Abu Syuraih (Abu al­Ḥakam) adalah Sa‘īd bin Muāz untuk menyelesaikan 
perselisihan di antara Bani Quraizah, atau ketika Zaid bin Sābit  menyelesaikan 
perselisihan antara Umar bin al­Khattāb dengan Ubay bin Ka’ab tentang nahl dan 
Jubair bin Mut’am dalam menyelesaikan perkara antara Usman dengan 
Thalhah.106 
Praktik taḥkīm juga pernah dilakukan antara Ali bin Abi Thalib r.a. dengan 
Muawiyah bin Abi Sufyan r.a. dalam perang Ṣiffīn. Taḥkīm tersebut dikenal 
dengan Majlis Taḥkīm Dawmat al-Jandāl. Taḥkīm dilakukan untuk menghentikan 
perang yang melibatkan dua kelompok; Ali dengan pengikutnya dan Muawiyah 
dan pengikutnya, meskipun kemudian diketahui bahwa terjadi kecurangan dari 
salah satu ḥakam yang menyebabkan Ali dan pengikutnya dianggap kalah dalam 
perang tersebut.  
Pertumbuhan sistem  ḥakam pada masa Khalifah Umar bin Khattab 
mengalami perkembangan yang menggembirakan seiring dengan pembenahan 
lembaga peradilan (al-Qadā) dan tersusunnya pokok­pokok pedoman beracara di 
pengadilan yang dikenal dengan istilah Risālat al-Qadā Abū Mūsā al-Asy’arī, 
yang salah satu isinya adalah pengukuhan terhadap kedudukan arbitrase.107 
Pada penghujung masa al-Khulafā al-Rāsyidūn masalah ḥakam ini tidak 
hanya untuk menyelesaikan masalah­masalah atau perkara keluarga dan bisnis 
                                                          
106 Ibid. 
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akan tetapi juga menyelesaikan masalah­masalah politik perdagangan dan 
peperangan. Dengan demikian wilayah yurisdiksi arbitrase semakin luas dan 
fenomena yang demikian menjadikan bidang garapan badan arbitrase pada awal 
masa Islam datang juga semakin luas, sesuai dengan perkembangan atau 
kemajuan untuk pemenuhan kebutuhan hajat hidup umat manusia terhadap 
hukum.108 
Jika mengacu pada Alquran, maka boleh jadi ada pendapat yang 
mengatakan bahwa ḥakam atau taḥkīm  hanya boleh dilaksakan dalam perkara­
perkara perdata saja, khususnya perdata keluarga, dengan alasan bahwa ayat 
Alquran secara tegas menunjuk itu.109 Akan tetapi, secara tegas Nabi 
menganjurkan semua perkara yang menyangkut permasalahan antar manusia 
(haqq al-ādam) untuk diselesaikan sendiri secara damai. Peradilan diformulasikan 
sebagai diri Nabi dalam jabatan hakim dan Nabi melarang persengketaan sahabat 
sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka Nabi akan 
memutuskannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa 
bahwa perkara pidana pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga 
pemaafan. 
Syarafuddin al­Hajawī dalam al-Iqnā’, mengatakan jika dua orang 
bertaḥkīm  kepada satu orang, lalu ḥakam tersebut memutuskan perkara keduanya, 
maka keputusannya harus dilaksanakan, baik dalam masalah harta, kisas, ḥadd, 
nikah, li’ān dan sebagainya, meskipun di daerah itu ada hakim.110 Ibnu Qudāmah 
di dalam al-Mugni menjelaskan, bahwa hukum yang ditetapkan oleh ḥakam 
                                                          
108 Ibid., h. 52 
109 Ayat dimaksud adalah QS. Al-Nisa 4/35 
110 Syarafuddin al-Hajawi, al-Iqna’ fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz IV (Beirut: 
Dar al-Ma’rifah, t.th.), h. 376 
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berlaku segala macam perkara, kecuali dalam empat bidang; nikah, li’ān, qazf  
dan kisas.111  
Berkaitan dengan kewenangan seorang ḥakam, ulama fikih berbeda 
pendapat, apakah jika dia gagal dalam mendamaikan antara kedua belah pihak 
yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraian tanpa seizin sang suami. 
Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang ḥakam 
juga berhak memutus perceraian para pihak tanpa seizin suami. Menurut mereka 
seorang ḥakam sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusannya harus 
dilaksanakan.112  
 Taḥkīm dalam konteks ini  sama dengan arbitrase. Secara umum arbitrase, 
mediasi atau cara­cara lain penyelesaian perkara di luar proses pengadilan di­
ekivalenkan dengan pemeriksaan perkara oleh orang­orang yang ahli mengenai 
objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya 
ringan dan pihak­pihak dapat menyelesaikan perkara tanpa publikasi yang dapat 
merugikan reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase, mediasi atau cara­cara lain 
penyelesaian perkara di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk 
menyelesaikan perkara bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.  
Tujuan akhir yang akan dicapai dari iṣlāḥ  dan taḥkīm adalah tercapainya 
kesepakatan damai di antara pihak yang berperkara, pelaku dan korban. 
Kesepakatan damai yang terjadi bisa dalam dua bentuk, yaitu terjadinya pemaafan 
sama sekali atau terjadinya pemaafan disertai kewajiban membayar diat atau ganti 
rugi dari pelaku terhadap korban.  
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D. Diat dan Keadilan Restoratif 
Tujuan akhir yang akan dicapai dari proses iṣlāḥ dan taḥkīm adalah 
tercapainya kesepakatan damai di antara pihak yang berperkara, pelaku dan 
korban. Kesepakatan damai yang terjadi bisa dalam dua bentuk, yaitu terjadinya 
pemaafan sama sekali atau terjadinya pemaafan disertai kewajiban membayar diat 
atau ganti rugi dari pelaku terhadap korban. 
Inilah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh hukum Islam. Saat ini, 
di dunia hukum Barat, sering dikeluhkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh 
hakim tidak berpihak pada korban atau tidak berorientasi pada pemenuhan hak­
hak korban. Pada hukuman terhadap perkara pembunuhan atau penganiayaan 
misalnya, peran korban diambil alih oleh negara (dalam hal ini oleh polisi, jaksa 
atau hakim). Korban seringkali tidak dipedulikan dalam sistem dan proses 
peradilan pidana. Hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak memenuhi rasa 
keadilan korban dan tidak membawa manfaat apa­apa bagi korban dan 
keluarganya. 113 
Pada hukum Islam, hukuman terhadap pembunuh dan juga terhadap 
pelaku tindak pidana penganiayaan adalah kisas sebagaimana disebutkan dalam 
QS Al­Maidah/5 : 45 
                                                          
113 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan syariat dalam Wacana 
dan Agenda (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 95 
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 ُْﻷِﺎﺑ َنُذُْﻷاَو ِﻒَْﻧْﻷِﺎﺑ َﻒَْﻧْﻷاَو ِﻦْﻴَﻌْﻟِﺎﺑ َﻦْﻴَﻌْﻟاَو ِﺲْﻔﱠـﻨﻟِﺎﺑ َﺲْﻔﱠـﻨﻟا ﱠنَأ ﺎَﻬﻴِﻓ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻨ ْـﺒَﺘََﻛو ﱠﻦﱢﺴﻟاَو ِنُذ
ﻟا َلَﺰْـَﻧأ ﺎَﻤِﺑ ْﻢُﻜْﺤَﻳ ْﻢَﻟ ْﻦَﻣَو ُﻪَﻟ ٌَةرﺎﱠﻔَﻛ َﻮُﻬَـﻓ ِﻪِﺑ َقﱠﺪَﺼَﺗ ْﻦَﻤَﻓ ٌصﺎَﺼِﻗ َحوُﺮُﺠْﻟاَو ﱢﻦﱢﺴﻟِﺎﺑ ُﻢُﻫ َﻚَِﺌﻟوُﺄَﻓ ُﻪﱠﻠ




Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka­luka (pun) ada 
kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan 
hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan 
perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang­
orang yang lalim.114 
Selain hukum kisas, yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatan 
pelaku, juga sangat dianjurkan terjadinya pemaafan dari korban atau keluarganya 
dan dianggap sebagai sifat terpuji. Jika pemaafan terjadi, maka pelaku dapat 
dikenai sanksi diat berupa pemberian harta tertentu kepada korban atau 
keluarganya. Hal ini membawa kebaikan kepada kedua pihak. Tidak akan terjadi 
lagi saling dendam di antara keduanya dan korban berperan aktif dalam 
menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan. 
Sejak era tahun 1960­an, menurut Eva Achjani Zulfa, muncul suatu model 
pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang dikenal sebagai keadilan 
restoratif (restoratif justice) yang menekankan pada adanya partisipasi langsung 
pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.115 
Menurut Eva, keadilan restoratif adalah adalah sebuah konsep pemikiran yang 
merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada 
                                                          
114 Departemen Agama RI, op. cit., h. 167. 
115 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif  (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), h. 2 
 186
kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan 
mekanisme  yang bekerja  pada  sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.116 
Munculnya ide  restorative justice  merupakan  kritik atas penerapan 
sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif 
menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik 
tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi 
korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga 
dan sebagainya. 
Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai 
gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum 
pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan 
merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik 
kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, 
meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. 
Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana 
dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem 
kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan 
dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator 
penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan 
penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (security approach).  
Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang 
berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, 
proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pemidanaan restoratif 
melibatkan korban, keluarga dan pihak­pihak lain dalam menyelesaikan masalah. 
Di samping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk 
                                                          
116 Ibid. 
 187
memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Pada korban, 
penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan 
kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah 
pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat 
pun menerimanya. Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara 
kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat 
pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya. 
Secara konseptual, keadilan alternatif ini adalah keadilan yang bisa 
melihat keadilan secara menyeluruh dan lebih sensitif. Keadilan secara 
menyeluruh ini juga mencakup kemungkinan perbaikan yang dilakukan oleh 
pihak terhukum kepada korban. Dengan adanya kesempatan itu, konsep keadilan 
lebih bisa diterima semua pihak. Tidak seperti sekarang, di mana seseorang bisa 
saja melakukan balas dendam pada terhukum setelah korban keluar dari penjara, 
atau si korban merasa trauma berlebihan karena pahitnya perasaan akibat ekses 
dari tindakan pelaku atas diri korban.  
Keadilan  restoratif tersebut sebenarnya hampir sama dengan sistem diat 
dalam hukum Islam.   Diat adalah harta sebagai pengganti jiwa atau anggota 
tubuh. Diat adalah sebagai ganti rugi yang diberikan oleh seorang pelaku tindak 
pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pembunuhan atau 
kejahatan terhadap anggota badan seseorang. 
Para ulama  membagi jinayah  terhadap tubuh menjadi lima macam, yaitu: 
1. Ibānat al-Atrāf, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya 
pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya 
2. Izhāb mā ’alā al-Atrāf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan 
(anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya 
membuat korban buta, tuli, bisu dan sebagainya 
3. Al-Syajjāj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus) 
4. Al-Jirah, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di 
dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada 
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5. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis 
pelukaan di atas.117 
Khusus pada al-Syijjāj  menurut ulama salaf ada 2 (dua) kelompok, yaitu, 
pertama pelukaan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketetapan dari 
syari’at mengenai jumlah diatnya, yang termasuk kelompok ini adalah; 
1. Al-Mudīhah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang 
menampakkan tulang, 
2. Al-Hāsyimah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang 
menyebabkan pecah atau patahnya tulang, 
3. Al-Munqilah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang 
menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya, 
4. Al-Ma’mūmah, yaitu  pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada 
kulit otak, 
5. Al-Dāmigah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada 
kulit otak dan memecahkannya, pelukaan ini lebih berat daripada al-
Ma’mūmah.118 
Sedangkan kelompok yang kedua adalah pelukaan terhadap kepala atau 
wajah yang belum ada penjelasan dari syari’at tentang diatnya, yaitu; 
1. Al-Hārisah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang 
merobekkan  sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah, 
2. Al-Dāmiyah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang 
merobekkan kulit dan mengeluarkan/mengalirkan darah, 
3. Al-Bādi’ah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang 
memutihkan tulang, artinya mematahkan tulang, 
4. Al-Mutalāhimah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang 
meremukkan tulang, hal ini lebih berat daripada al­Badi’ah, 
5. Al-Simhāq, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir 
mengenai tulang.119 
Kemudian pada jenis al­jirah  dibedakan pula menjadi; 
1. Jāifah, yaitu pelukaan yang sampai pada rongga perut, 
2. Pelukaan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk, 
3. Mematahkan lengan tangan atas, betis, atau lengan bawah.120 
                                                          
117 Topo Santoso, op. cit., h. 38. 
118 Abu  Bakar  Jābir al-Jazāirī, Minhāj al-Muslim, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 429-
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119 Ibid., h. 430 
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Adapun Sanksi­sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan 
tindak pidana terhadap tubuh menurut ketentuan hukum pidana Islam adalah kisas 
juga dengan persyaratan­persyaratan dari segi pelakunya sebagai berikut : 
1. Pelaku berakal 
2. Sudah mencapai umur balig 
3. Motivasi kejahatan disengaja 
4. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang 
melukai.121 
Sedangkan dari segi perbuatanya, persyaratannya adalah sebagai berikut: 
1. Tidak adanya kebohongan di dalam pelaksanaan, maka apabila ada 
kebohongan maka tidak boleh dikisas, 
2. Memungkinkan untuk dilakukan kisas, apabila kisas itu tidak mungkin 
dilakukan, maka diganti dengan diat, 
3. Anggota yang hendak dipotong serupa dengan yang terpotong, baik 
dalam nama atau bagian yang telah dilukai, maka tidak dipotong 
anggota kanan karena anggota kiri, tidak dipotong tangan karena 
memotong kaki, tidak dipotong jari­jari yang asli (sehat) karena 
memotong jari­jari tambahan, 
4. Adanya kesamaan 2 (dua) anggota, maksudnya adalah dalam hal 
kesehatan dan kesempurnaan, maka tidak dipotong tangan yang sehat 
karena memotong tangan yang cacat dan tidak dikisas mata yang sehat 
karena melukai mata yang sudah buta, 
5. Apabila pelukaan itu pada kepala atau wajah (al-syijjāj), maka tidak 
dilaksanakan kisas, kecuali anggota itu tidak berakhir pada tulang, dan 
setiap pelukaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kisas, 
maka tidak dilaksanakan kisas dalam pelukaan yang mengakibatkan 
patahnya tulang juga dalam jāifah, akan tetapi diwajibkan diat atas hal 
tersebut.122 
Selain kisas, dapat pula sanksinya berupa diat, yaitu harta yang wajib 
karena adanya tindak pidana dan diberikan kepada korban tindak pidana atau 
walinya. Ulama telah menetapkan jumlah diat untuk mesing­masing tindak pidana 
terhadap badan itu. Dalam hal penganiayaan jenis  jināyat al-atrāf, pelaksanaan 
diat dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenakan sepenuhnya dan yang dikenakan 
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122 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, op. cit., h. 425. 
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hanya setengahnya saja, ada pun diat yang dikenakan sepenuhnya adalah dalam 
hal sebagai berikut : 
1. Menghilangkan hidung, 
2. Menghilangkan pendengaran dengan menghilangkan kedua telinga, 
3. Menghilangkan penglihatan dengan membutakan kedua belah mata, 
4. Menghilangkan suara dengan memotong lidah atau dua buah bibir, 
5. Menghilangkan penciuman dengan memotong hidung, 
6. Menghilangkan kemampuan bersenggama/jima’ dengan memotong 
zakar atau memecahkan dua buah pelir 
7. Menghilangkan kemampuan berdiri atau duduk dengan mematahkan 
tulang punggung.123 
Hal­hal tersebut berdasarkan hadis Nabi yang tertera dalam suratnya yang 
ditujukan kepada penduduk Yaman : 
 ِﻋوُأ اَذِإ ِﻒَْﻧﻷا ﻰِﻓَو ﻰِﻓَو ، َُﺔﻳ ﱢﺪﻟا ِﻦْﻴَـﺘَﻔﱠﺸﻟا ﻰِﻓَو ، َُﺔﻳ ﱢﺪﻟا ِنﺎَﺴﱢﻠﻟا ﻰِﻓَو ، َُﺔﻳ ﱢﺪﻟا ُﻪُﻋْﺪَﺟ َﺐ
 ﱢﺮﻟا ﻰِﻓَو ، َُﺔﻳ ﱢﺪﻟا ِﻦْﻴَـﻨ ْـﻴَﻌْﻟا ﻰِﻓَو ، َُﺔﻳ ﱢﺪﻟا ِﺐْﻠﱡﺼﻟا ﻰِﻓَو ، َُﺔﻳ ﱢﺪﻟا ِﺮَﻛﱠﺬﻟا ﻰِﻓَو ، َُﺔﻳ ﱢﺪﻟا ِﻦْﻴَـﺘَﻀْﻴَـﺒْﻟا ِﻞْﺟ
، َِﺔﻳ ﱢﺪﻟا ُﻒْﺼِﻧ ِةَﺪِﺣاَﻮْﻟا ﻲﻣراﺪﻟا ﻩاور)(124  
Artinya:  
Dan tentang hidung apabila dihilangkan kemampuan menciumnya 
diwajibkan bayar diat, menghilangkan kemampuan lidah wajib diat, 
menghilangkan dua bibir wajib diat, menghilangkan dua pelir wajib diat, 
menghilangkan kemaluan wajib diat, merusak tulang punggung wajib diat, 
menghilangkan kemampuan mata wajib diat, dan menghilangkan satu kaki 
wajib setengah diat. 
Sedangkan diat yang dikenakan hanya setengahnya saja adalah dalam hal 
melukai: 
1. Satu buah mata 
2. Satu daun telinga 
3. Satu buah kaki 
4. Satu buah bibir 
5. Satu buah pantat 
6. Satu buah alis 
7. Satu buah payudara wanita125 
                                                          
123 Ibid., h. 428.  
124 Ibid., h. 428-429. Lihat Juga Abdullah bin Abdurrahman al-Darimiy, Sunan al-
Darimiy, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1407H), h. 253 
125 Al-Jazāirī, loc. cit..  
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Kemudian pelukaan yang mewajibkan  diat  kurang dari setengahnya 
adalah memotong sebuah jari, yaitu diatnya sepuluh ekor unta, berdasarkan hadis 
Nabi saw. dari Ibnu Abbas ra. 
 ﻦﺑا ﻦﻋﻲﻓ ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ : لﺎﻗ سﺎﺒﻋ  ِﻦْﻳَﺪَﻴَْﻟا ِﻊِﺑﺎَﺻَأ َُﺔﻳِد
 ٍﻊَﺒْﺻإ ﱢﻞُﻜِﻟ ِﻞِﺑ ِْﻹَا ْﻦِﻣ َﺮَﺸَﻋ ,ٌءاَﻮَﺳ ِﻦْﻴَﻠْﺟﱢﺮﻟاَو ﻩاور) (يﺬﻣﺮﺘﻟا
126  
Artinya:  
Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. telah bersabda tentang diat dari 
merusak jari­jari tangan dan jari­jari kaki adalah sama, sepuluh ekor unta 
untuk tiap jari. 
Dan wajib dalam mematahkan gigi diat sebanyak lima ekor unta, 
berdasarkan sabda Rasul dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari 
Bapak dari Kakeknya. 
 ﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﺮﻜﺑ ﻲﺑأ ﻦﻋﻩﺪﺟ ﻦﻋ ﻪﻴﺑأ ﻦﻋ مﺰﺣ ﻦﺑ وﺮﻤﻋ ﻦ   ... ﻰِﻓَو  ﱢﻦﱢﺴﻟا  ٌﺲْﻤَﺧ 
 َﻦِﻣ  ِﻞِﺑِﻹا (ﻲﺋﺎﺴﻨﻟا ﻩاور) 127  
Artinya:  
 “dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Bapak dari 
Kakeknya ... diat dari merusak gigi adalah lima ekor unta”. 
Sedangkan sanksi dalam hal al-jīrah, sesuai dengan pembagiannya yaitu 
yang telah ada ketetapan syarak dan juga yang belum adalah sebagai berikut : 
1. al-Muḍīḥaḥ, diatnya sebanyak lima ekor unta, berdasarkan hadis, 
2. al-Hāsyimah, diatnya sebanyak sepuluh ekor unta, berdasar hadis, 
3. al-Munqilah, diatnya sebanyak lima belas ekor unta,  
4. al-Ma’mūmah, diatnya sebesar sepertiga diat,  
5. al-Dāmigah, hukum dari hal ini sama dengan al­Ma’mumah  yaitu  
diatnya sepertiga.128  
Mengenai hukuman dari pelukaan yang bersifat al-jīrah ditentukan bahwa: 
1. Jāifah, diatnya sepertiga diat seperti dalam kitabnya Amr Ibnu Hazm, 
                                                          
126 Abu Isā al-Tirmizī, op. cit., Juz IV, h. 13 
127 Al-Nasaī, op. cit., Juz IV, h. 245. 
128 Pintu Online, “Delik Penganiayaan Dan Pembunuhan Menurut Hukum Islam” 
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2. Dalam hal mematahkan tulang rusuk diatnya sebanyak satu ekor unta 
(ba‘īr) 
3. Dalam hal mematahkan lengan tangan atas, bawah atau pun 
betis, diatnya sebanyak dua ekor unta (ba‘īr).129 
Para ulama telah bersusah payah memberi nama untuk masing­masing 
jenis tindak pidana pada masanya serta menentukan jumlah diat yang harus 
dibayarkan untuk masing­masing tindak pidana itu berdasarkan apa yang mereka 
ketahui dari dalil­dalil agama, baik itu Alquran, hadis Nabi saw., maupun 
pengembangan nalar mereka dalam memahami dua sumber agama tersebut. Tentu 
saja ketentuan­ketentuan mereka ini tidak boleh langsung diambil dan diterapkan 
pada kondisi kita saat ini yang sudah berbeda ruang dan waktunya. Ketentuan­
ketentuan yang mereka gariskan menjadi inspirasi bagi pengembangan hukum 
Islam yang sesuai dengan perkembangan.  
Inilah tugas lembaga pemaafan dalam menyelesaikan perkara­perkara 
pidana atas badan. Tidak mungkin menerapkan diat dalam bentuk seperti yang 
ditentukan oleh para ulama fikih, seperti 100 ekor unta dan sebagainya. Tugas 
lembaga pemaafan menentukan jumlah diat atau ketetapan lain yang dapat 
diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, dengan semangat keduanya 
merasa beruntung dengan solusi hukum itu (win-win solution). 
Jika dalam jarimah kisas dan diat peluang untuk menerapkan lembaga 
pemaafan dalam penyelesaian kasus­kasusnya sangat besar, dan dalam kasus 
jarimah ḥudūd diperdebatkan boleh tidaknya melalui mekanisme lembaga 
pemaafan, maka dalam kasus jarimah takzir, boleh jadi peluang itu lebih besar, 
karena tergantung pada kebijakan dan pertimbangan yang diambil oleh 
pemerintah.  
Karena itu, dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah saat 
ini, sebagaimana diungkapkan diawal tulisan ini, seperti berbelit­belitnya dan 
                                                          
129 Ibid. 
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mahalnya proses peradilan, dan daya tampung lembaga pemasyarakatan yang 
sudah melebihi kapasitasnya, maka akan sangat lebih baik jika pemerintah 
mengambil langkah untuk menetapkan bentuk­bentuk pelanggaran pidana yang 
dapat diselesaikan melalui mekanisme  lembaga pemaafan.. 
E. Pentingnya Penerapan Lembaga Pemaafan dalam Sistem Hukum 
Nasional 
Keadilan dalam masyarakat akan tegak apabila orang  mendapatkan hak 
sesuai dengan ajaran Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw.  Sebaliknya, 
masyarakat akan hancur dan lalim bila keadilan tidak ditegakkan  dan  orang 
memperoleh hak, bukan berdasarkan ketentuan yang sah  dan benar. Kelaliman, 
ketidakadilan dan perampasan hak merupakan faktor dominan yang menyebabkan 
hancurnya suatu masyarakat. Oleh karena itu Alquran mengajak setiap muslim 
untuk menegakkan keadilan. Keadilan adalah ajaran dasar dalam Islam, dan 
kehadiran Nabi Muhammad membawa misi menegakkan  keadilan. Alquran 
mengajarkan bahwa menegakkan keadilan merupakan  perintah Allah, dan harus 
dilakukan oleh setiap muslim,  karena penegakan keadilan  lebih dekat kepada 
takwa. Sebaliknya, orang yang tidak menegakkan keadilan dan menyia­nyiakan 
hak orang lain akan mendapat siksa  dari Allah.130 Alquran menegaskan  dalam  
QS al­Nahl/16 : 90 
 ﱠنِإ  َﻪﱠﻠﻟٱ  َﻳ ُﺮُﻣْﺄ  ِلْﺪَﻌْﻟِﭑﺑ  ِﻦ َٰﺴْﺣ ِْﻹٱَو  ِئﺎَﺘﻳِإَو ىِذ  ٰﻰَﺑْﺮُﻘْﻟٱ  ٰﻰَﻬ ْـﻨَـﻳَو  ِﻦَﻋ  ِءﺎَﺸْﺤَﻔْﻟٱ  ِﺮَﻜﻨُﻤْﻟٱَو 
 ِﻰْﻐَـﺒْﻟٱَو  ْﻢُﻜُﻈَِﻌﻳ  ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ  َنوُﺮﱠَﻛﺬَﺗ  ﻞﺤﻨﻟا )16  :90 (  
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.131 
                                                          
130 Ilham Tanzilulloh, loc. cit. 
131 Departemen Agama RI, op. cit. h. 414 
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Pada ayat lain, Allah juga menegaskan dalam QS al­Nisā’/4 : 58: 
 ﱠنِإ  َﻪﱠﻠﻟٱ  ْﻢُُﻛﺮُﻣَْﺄﻳ نَأ اوﱡدَﺆُـﺗ  ِﺖَٰﻨ َٰﻣَْﻷٱ ﻰَﻟِإ ﺎَﻬِﻠْﻫَأ اَذِإَو ﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ  َﻦْﻴَـﺑ  ِسﺎﱠﻨﻟٱ نَأ اﻮُﻤُﻜْﺤَﺗ لْﺪَﻌْﻟِﭑﺑ 
 ﱠنِإ  َﻪﱠﻠﻟٱ ﺎﱠﻤِِﻌﻧ ﻢُﻜُﻈَِﻌﻳ  ِِﻪﺑٓۦ   ﱠنِإ  َﻪﱠﻠﻟٱ  َنﺎَﻛ اًﺮﻴِﺼَﺑﺎًﻌﻴِﻤَﺳ  ءﺎﺴﻨﻟا)4  :58 (  
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik­baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.132 
Penegakan keadilan dalam Islam dapat  dilakukan melalui  proses 
pengadilan (mahkamah) maupun di luar proses pengadilan. Pemenuhan hak dan 
penegakan keadilan melalui mahkamah mengikuti ketentuan formal yang diatur 
dalam ajaran Islam. Penegakan keadilan melalui mahkamah melibatkan kekuasaan 
negara dalam menjalankannya. Oleh karena itu, perhatian Alquran sangat serius 
memberikan kepada orang yang mendapat kepercayaan menegakkan keadilan di 
mahkamah, yaitu hakim atau qāḍī. Merekalah yang memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Para hakim atau qāḍī   
memiliki kekuasaan penuh untuk menegakkan hukum Allah, karena dialah yang 
diberikan kekuasaan untuk menyatakan “putih atau hitamnya sesuatu”. Hakim 
atau qāḍī memiliki kewenangan untuk menyatakan  seseorang  bersalah  atau 
tidak,  atau menyatakan seseorang mendapatkan sesuatu sebagai hak maupun 
tidak sesuatu sebagai haknya.133 
Proses  penyelesaian perkara  melalui adjudikasi ternyata  tidak mampu 
menyelami hakikat fakta sebenarnya dari persengketaan para pihak, karena hakim 
hanya mampu memahami dan memutuskan perkara sebatas alat bukti  kuat  yang 
diajukan kepadanya. Atas dasar keyakinan hakim dan bukti­bukti yang ada, maka 
hakim memutuskan hukum tersebut, padahal hakikatnya yang paling tahu adalah 
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para  pihak yang berperkara. Kenyataan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad 
saw. dalam salah satu sabdanya dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud.   
 ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ ْﺖَﻟَﺎﻗ َﺔَﻤَﻠَﺳ ﱢمُأ ْﻦَﻋ-ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ-  » ْﻢُﻜﱠﻧِإَو ٌﺮَﺸَﺑ َﺎﻧَأ ﺎَﻤﱠﻧِإ
 ْﺳَأ ﺎَﻣ ِﻮْﺤَﻧ ﻰَﻠَﻋ ُﻪَﻟ َﻰِﻀْﻗََﺄﻓ ٍﺾْﻌَـﺑ ْﻦِﻣ ِﻪِﺘ ﱠﺠُﺤِﺑ َﻦَﺤْﻟَأ َنﻮُﻜَﻳ ْنَأ ْﻢُﻜَﻀْﻌَـﺑ ﱠﻞَﻌَﻟَو ﱠﻰَﻟِإ َنﻮُﻤِﺼَﺘْﺨَﺗ ُﻊَﻤ
 ﱠﻧَِﺈﻓ ﺎًﺌْﻴَﺷ ُﻪْﻨِﻣ ْﺬُﺧَْﺄﻳ َﻼَﻓ ٍءْﻰَﺸِﺑ ِﻪﻴِﺧَأ ﱢﻖَﺣ ْﻦِﻣ ُﻪَﻟ ُﺖْﻴَﻀَﻗ ْﻦَﻤَﻓ ُﻪْﻨِﻣ ِرﺎﱠﻨﻟا َﻦِﻣ ًﺔَﻌْﻄِﻗ ُﻪَﻟ ُﻊَﻄْﻗَأ ﺎَﻤ«  
)(دواد ﻮﺑأ ﻩاور134  
Artinya: 
Dari Ummu Salamah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya 
aku adalah seorang manusia, dan sesungguhnya kalian melaporkan 
persengketaan kalian kepadaku, dan bisa jadi sebagian kalian lebih kuat  
dibandingkan dalil orang lain, maka aku memutuskan hukum  untuknya 
sesuai dengan yang aku dengar. Barang siapa yang aku putuskan hak 
saudaranya berkat  kesaksiannya yang sebenarnya dia tidak  berhak  
menerimanya,  maka dia akan mendapatkan siksaan api neraka. 
Hadis Nabi Muhammad ini mengindikasikan dua hal, pertama, hakim 
menyelesaikan perkara berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan ia ketahui dari 
alat  bukti  yang diajukan ke pengadilan. Boleh jadi pihak yang pintar dan mampu 
berhujah, telah meyakinkan hakim untuk memberikan hak kepadanya, walaupun 
hakikatnya pihak yang pintar tersebut tidak berhak. Kedua, alat bukti tidak 
menjamin seluruhnya mampu mengungkap fakta­fakta hukum, karena dalam 
proses pengadilan terdapat pula alat­alat bukti palsu yang diajukan oleh para pihak 
yang berperkara. Proses penyelesaian perkara melalui adjudikasi tidak dapat 
menjamin kepuasan para pihak yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan 
bukti. Oleh karenanya, alquran menawarkan proses  penyelesaian perkara  melalui 
perdamaian (iṣlāḥ­ṣulḥ).135  
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135 Ilham Tanzilulloh, loc. cit 
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Islam adalah agama yang tidak dapat dilepaskan dari politik. Islam adalah 
nilai yang menjadi spirit kaum muslim untuk berperilaku dalam kehidupannya 
sehari­hari dibidang apa saja, tak terkecuali masalah politik. Berkaitan dengan hal 
tersebut, Sahal Mahfud menyatakan bahwa dalam  fikih  politik bertujuan untuk 
mendekatkan maslahah  dan menjauhkan dari  mudarat. Dengan  demikian  
maṣlaḥaḥ  adalah titik poin yang menjadi pijakan politik dalam Islam.136  
Sebagai sebuah konsep  maqāṣid al-syarīah,  maṣlaḥaḥ  secara implisit 
sudah ada sejak zaman Nabi. Akan tetapi,  maṣlaḥaḥ baru menjadi disiplin 
metodologi pemikiran Islam yang sistematis sejak dipelopori oleh al­Juwainī.  
Maṣlaḥaḥ merujuk pada pengertian yang dibangun oleh Al­Gazālī adalah 
”menjaga maksud Pembuat syariah (Allah). Adapun maksud Allah adalah agar 
manusia menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Dan setiap yang 
bertentangan dengan dasar ini adalah mafsadah (kerusakan), sedang yang 
menolak mafsadah adalah maṣlaḥaḥ”.137  
Sebagai sebuah konsep yang diperuntukkan untuk kebaikan manusia, Al­
Tūfī berpendapat bahwa, maṣlaḥaḥ  hanya boleh  beroperasi pada muamalah dan 
adat saja, tidak pada ibadah  mahḍah.138 Jadi,  apapun bentuk urusan dunia, yang 
menyangkut hubungan antar manusia atau yang lainnya, konsep  maṣlaḥaḥ 
memegang peranan penting untuk menjadi dasar pijakan. Secara rinci Al­Tūfi 
menyatakan bahwa (1) Akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan secara 
mandiri (2)  Maṣlaḥaḥ  tidak memerlukan konfirmasi pada  nas  untuk 
kehujjahannya (3)  Maṣlaḥaḥ  hanya menjadi dalil  muamalah  dan adat saja (4)  
                                                          
136 Sahal Mahfud, Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 209 
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Maṣlaḥaḥ adalah dalil terkuat. Jika  maṣlaḥaḥ  dan nas kontradiktif, maka yang 
didahulukan adalah maṣlaḥaḥ.139 
Kemudian maṣlaḥaḥ paling tidak dapat dilihat dari tiga dimensi. (1) 
Dilihat dari keberadaan  nas, maṣlaḥaḥ  terbagi menjadi dua; yang terdapat dalam  
nas dan yang tidak terdapat dalam  nas.  (2) Dilihat dari kualitas kebutuhan 
manusia,  maṣlaḥaḥ dibagi menjadi tiga: pertama, maṣlaḥaḥ ḍarūriyyah atau 
kebutuhan primer yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan 
harta (al-usūl al-khamsah). Kedua, hājiyyah;  kebutuhan untuk menghindarkan  
diri  dari kesulitan dan kemelaratan dalam hidup.  Ketiga, taḥsīniyyah;  kebutuhan 
pelengkap. (3) Dilihat dari cakupannya, maṣlaḥaḥ ada tiga: pertama, maṣlaḥaḥ 
khas, kedua, maṣlaḥaḥ aglab, dan yang ketiga maṣlaḥaḥ ‘ām.140 
Pembagian ini berangkat dari konsep  “hak” dalam Islam.  Maṣlaḥaḥ 
dipandang sebagai pemenuhan  kebutuhan hak­hak tersebut.  Maṣlaḥaḥ khāṣ  
adalah  maṣlaḥaḥ yang berkaitan dengan seseorang secara pribadi. Menurut 
pandangan Khudari Bek, maṣlaḥaḥ khāṣ  sama dengan  haqq al-abd. Sedangkan  
maṣlaḥaḥ ‘ām  dipandang sebagai hak Allah.141 
Berkaitan dengan itu, hak dalam Islam ada tiga (1) hak manusia, seperti 
contoh hutang (2) hak Allah,  yaitu sesuatu yang berhubungan dengan 
kemanfaatan umum bagi semua makhluk. Untuk ini bisa berupa ubūdiyyah 
maupun maqāṣid al-syarīah. (3) hak gabungan. Jenis hak yang ketiga ini terbagi 
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menjadi dua (a) Hak Allah yang dominan, seperti qazf (b) hak manusia yang 
dominan.142 
Berkaitan dengan hak menggugurkan hukuman, maka yang mempunyai 
hak itulah yang dapat menggugurkan hukuman. Jika hak manusia maka yang 
dapat menggugurkan adalah manusia yang bersangkutan. Demikian sebaliknya. 
Adapun dalam hak gabungan, ketika hak Allah dominan sebagaimana  qazf,  maka 
yang dituduh zina tidak bisa menggugurkan hukuman juga tidak punya 
kewenangan untuk memberikan penilaian, sebab kewenangan ada pada penguasa 
(Imām).143 Sedangkan ketika hak hamba dominan, maka korban mempunyai 
kewenangan untuk menggugurkan hukuman dengan pemaafan atau iṣlāḥ.144  
Dengan demikian, dalam kepentingan publik, yang diakui sebagai hak 
Allah, yang mempunyai kewenangan untuk memaafkan atau menghukum adalah 
penguasa (imām). Akan tetapi,  pilihan memaafkan dan menghukum oleh 
penguasa mempunyai syarat (1) untuk kepentingan  maṣlaḥaḥ.  Menurut kaedah  
fiqhiyah  “ ِﺔََﺤﻠْﺼَﻤْﻟِﺎﺑ ٌطُْﻮﻨَﻣ ِﺔﱠﯿِﻋا ﱠﺮﻟا َﻰﻠَﻋ ِمﺎَﻣ ِْﻷا ُف ﱡﺮََﺼﺗ” (kebijakan seorang 
pemimpin atas rakyatnya harus sejalan dengan kemaslahatan). (2) Pemaafan atau 
penghukuman tidak boleh melampaui wewenangnya. Maksudnya, jika dalam 
kepentingan publik itu ada hak individu, maka penguasa tidak boleh mengambil 
alih hak tersebut.145 
Dengan mempertimbangkan maṣlaḥaḥ  dan dengan penjelasan sebelumnya 
bahwa lembaga pemaafan dapat menangani segala jenis jarimah dalam Islam, 
maka dapat dikatakan bahwa ditetapkannya lembaga pemaafan dalam sistem 
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hukum pidana nasional menjadi sangat urgen, bukan saja karena lembaga ini 
jelas­jelas diakui dalam hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasioanal, 
tetapi juga karena keberadaan lembaga pemaafan ini akan mengurangi masalah 
yang dihadapi oleh pihak­pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan kasus­
kasus pidana yang terjadi. 
Hal ini tidak berarti bahwa lembaga pemaafan akan menjadi lembaga 
penyelesaian perkara baru yang akan menjadi saingan pengadilan. Untuk hal ini, 
tidak semua kasus akan diserahkan penanganannya kepada lembaga pemaafan, 
melainkan harus ada prioritas kasus tertentu yang diatur oleh negara yang 
penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga 
pemaafan.  
Menurut T. Gayus Lumbuun kasus­kasus hukum yang memiliki preferensi 
untuk diselesaikan melalui ADR atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 
adalah sebagai berikut:: 
Pertama, kasus­kasus yang pelaku (atau tersangka pelaku) tidak 
melibatkan negara. Atau, dapat pula diprioritaskan untuk tindak pidana yang 
termasuk kategori delik aduan sebagaimana telah dijelaskan. Di samping itu, ADR  
juga dapat diperluas mencakup tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat 
atau warga negara sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian 
yang dialaminya.146 
Kedua, tindakan pidana yang walaupun melibatkan negara (sebagai 
tersangka pelaku), tetapi memerlukan penyelesaian mengingat berdampak 
langsung kepada masyarakat. Misalnya, untuk tindak pidana di bidang ekonomi 
                                                          
146 Adrianus Meliala, “Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia” Law Community, 
http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/alternatif-penyelesaian-sengketa-di-indonesia/ (9 No- 
vember 2012).  
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yang negara mengharapkan adanya pengembalian dana negara dalam kasus­kasus 
korupsi.147 
Sedangkan menurut Setyo Utomo, beberapa alasan bagi dilakukannya 
penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana adalah sebagai berikut : 
 
1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik 
aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif. 
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai 
ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 
KUHP). 
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, 
bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda. 
4. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang 
hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum 
remedium. 
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba 
ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk 
melakukan diskresi. 
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke 
pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum 
yang dimilikinya. 
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran 
hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.148 
Dengan demikian, maka perkara­perkara yang dapat diperioritaskan 
menjadi kewenangan lembaga pemaafan dalam sistem hukum di Indonesia adalah:  
1. Perkara Kecil atau Ringan 
Terkait sistem peradilan pidana Indonesia, pada dasarnya proses yang 
harus dilalui dan berkas yang perlu dilengkapi terkait perkara besar atau kecil, 
sama saja. Berkaitan dengan itu, perkara kecil seyogyanya diselesaikan dengan 
                                                          
147 Ibid.  
148 Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative 
Justice,” Makalah, disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik 
Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-undang di luar KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat 
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 
Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010. 
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cara lain guna menghindari tumpukan perkara (congestion).149 Adapun yang 
dimaksud dengan perkara kecil atau ringan mencakup sebagai berikut: 
Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP 
1. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak­banyaknya Rp 
7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) 
2. Kejahatan ringan (lichte musjdriven) sebagaimana diatur dalam KUHP 
sebagai berikut: 
a. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan 
b. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia 
c. Pasal 364 tentang pencurian ringan 
d. Pasal 373 tentang penggelapan ringan 
e. Pasal 379 tentang penipuan ringan 
f. Pasal 482 tentang penadahan ringan 
g. Pasal 315 tentang penghinaan ringan.150 
Jika hal ini terjadi maka kasus­kasus hukum yang terjadi akhir­akhir ini, 
seperti kasus Nenek Minah dan Kasus sandal jepit, yang kedua pelakunya divonis 
bersalah dan harus menjalani hukuman sebagai terdakwa atas perbuatan yang 
mereka perbuat, meskipun perbuatan itu dari segi logika sesungguhnya 
menciderai keadilan hukum di negeri ini. 
Kasus nenek Minah misalnya, nenek  asal Banyumas yang divonis 1,5 
bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan akibat mencuri tiga buah kakao 
membuat Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar prihatin. Para penegak 
hukum harusnya mempunyai prinsip kemanusiaan, bukan hanya menjalankan 
hukum secara positivistik.151 
"Itu saya kira sangat memalukan," ujar Patrialis Akbar di kompleks Istana 
Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (20/11/2009). "Penegak hukum 
                                                          
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 DetikNews, “MenkumHam: kasus Nenek Minah Memalukan” http://news.detik.com/ 
read/2009/11/20/135420/1245643/10/  (9 November 2012) 
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memang harus mempunyai prinsip kemanusiaan. Masa nenek­nenek begitu ... 
hakimnya saja sampai menangis melihat nenek itu," kata Patrialis. Mantan 
Menteri dari PAN ini berjanji ke depan Depkum HAM akan membuat sistem yang 
bisa menjawab permasalahan­permasalahan seperti yang sedang dialami oleh 
Nenek Minah. "Nanti kita bikin sistemlah. Penjara sekarang sudah penuh," 
imbuhnya.152 
Secara pribadi, Patrialis juga merasa prihatin dan kasihan dengan nasib 
yang menimpa Minah. Namun tidak mau ikut campur masalah hukum yang 
dihadapi Minah, karena jalan untuk intervensi tertutup baginya. "Kita tidak boleh 
ikut campur. Kalau ikut campur pintunya tidak ada," ujar mantan anggota DPR 
tersebut. "Hal yang bisa kita lakukan adalah membuat kebijakan, dan kedua 
pengampunan presiden," tambah Patrialis. Kasus ini sudah sampai didengar oleh 
Presiden? "Saya kira sudah terbuka untuk umum," jawabnya.153 
Minah (55) yang buta huruf divonis di PN Purwokerto. Ironi hukum di 
Indonesia itu berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di 
Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa 
Tengah, pada 2 Agustus lalu. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA 
untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah 
tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah 
kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah 
dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan digeletakkan begitu saja 
di bawah pohon kakao. Tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan 
kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. 
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Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi 
bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Seminggu 
kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus 
berlanjut sampai akhirnya nenek itu harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus 
pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.154 
Juga kasus lainnya, yaitu kasus pencurian sandal jepit yang menjadikan 
AAL (15) pelajar SMK 3, Palu, Sulawesi Tengah, sebagai pesakitan di hadapan 
meja hijau. Pelajar itu dituduh mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi 
Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng. Hanya gara­gara sandal jepit butut AAL 
terancam hukuman kurungan maksimal lima tahun penjara. 
Proses hukum atas AAL pun tampak janggal. Ia didakwa mencuri sandal 
merek Eiger nomor 43. Namun, bukti yang diajukan adalah sandal merek Ando 
nomor 9,5. Selama persidangan tak ada satu saksi pun yang melihat langsung 
apakah sandal merek Ando itu memang diambil AAL di depan kamar Rusdi.155 
Di persidangan, Rusdi yakin sandal yang diajukan sebagai barang bukti itu 
adalah miliknya karena, katanya, memiliki kontak batin dengan sandal itu. Saat 
hakim meminta mencoba, tampak jelas sandal Ando itu kekecilan untuk kaki 
Rusdi yang besar. AAL memang dibebaskan dari hukuman dan dikembalikan 
kepada orangtuanya. Namun, majelis hakim memutus AAL bersalah karena 
mencuri barang milik orang lain.156 
2. Kasus­kasus Pidana Kepolisian 
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Damai dalam hukum pidana secara diam­diam sebenarnya sering 
diterapkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu 
lintas. Perdamaian seringkali terjadi antara pihak penabrak dengan pihak korban 
yang diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada 
korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau biaya santunan 
bagi korban yang meninggal dunia. Biasanya pihak korban telah merasa adil 
sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang. 
Meskipun demikian, akibat aparat yang masih berpikir yuridis formal, maka pihak 
penabrak kadang­kadang tetap akan diajukan ke sidang pengadilan karena secara 
formal tidak ada ketentuan pengecualian. Semua kasus pidana harus diselesaikan 
melalui proses peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu telah membayar 
sejumlah uang kepada korban atau tidak.157 
Dengan seringnya terjadi perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, 
menunjukan bahwa sebenarnya masyarakat menghendaki adanya lembaga ADR 
(Alternative Dispute Resolution) dalam hukum pidana. Sampai saat ini, secara 
yuridis formal, tidak ada satupun kasus pidana yang dapat diselesai di luar jalur 
peradilan. Sudah saatnya pembentuk undang­undang merespon kenyataan­
kenyataan dalam masyarakat yang menghendaki adanya ADR dalam perkara 
pidana. Walaupun tidak seluruh perkara pidana yang diberi peluang untuk 
diselesaikan secara ADR, namun terdapat indikasi terhadap tindak pidana tertentu 
sekarang justru sangat banyak orientasinya dilakukan secara damai. Untuk  hal­hal 
seperti inilah yang perlu direspon dan dirumuskan untuk diberikan landasan 
legalitas sehingga tidak lagi dilakukan secara ilegal, seperti yang selama ini 
terjadi. 
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Demikianlah, beberapa perkara yang dapat diserahkan kewenangan 
penyelesaiannya kepada lembaga pemaafan. Kewenangan ini dapat saja terus 
dievaluasi dengan menambahkan perkara­perkara baru sesuai dengan 
perkembangan yang terjadi, dan tentu saja hal ini dapat terjadi dengan mengatur 





Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Dalam Hukum Islam, Lembaga Pemaafan dalam perkara pidana adalah 
lembaga yang eksis, bahkan jauh sebelum Islam itu sendiri datang. Hal itu 
terlihat pada kisah Abu Syuraih yang bergelar Abū al-Ḥakam, karena ia 
menjadi tempat mengadu dan menyelesaian setiap perkara penduduk di 
sukunya yang diajukan kepadanya. Ketika hal tersebut diketahui oleh Nabi, 
beliau menyanjung apa yang dilakukan oleh Abu Syuraih, meskipun Nabi 
pada akhirnya mencegah Abu Syuraih untuk dipanggil sebagai Abu al-Hakam 
lagi.  Eksistensi lembaga itu kemudian terus tampak misalnya dalam kasus 
perang antara Muawiyah dan Ali yang diselesaikan melalui mekanisme 
tahkim, hingga saat ini lembaga itu masih tetap eksis dengan adanya Lajnat 
al-‘Afw wa al-Iṣlāḥ żāt al-Bain, lembaga Pemaafan dan Perdamaian antara 
Kedua Pihak Bersengketa di Saudi Arabia.  
2. Kewenangan  Lembaga Pemaafan ini dalam perkara pidana tidak hanya 
menyangkut pembunuhan saja, tetapi pernyataan Nabi saw. bahwa “saling 
memaafkanlah kamu dalam perkara ḥudūd”, menunjukkan bahwa lembaga ini 
dapat bergerak leluasa dalam berbagai macam perkara pidana. 
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3. Lembaga Pemaafan dapat dijadikan sebagai lembaga alternatif penyelesaian 
sengketa yang perlu dimasukkan ke dalam hukum positif di Indonesia. 
Dengan diadopsinya lembaga pemaafan ini, maka kelemahan-kelemahan 
pengadilan saat ini dapat diatasi seperti mengurangi penumpukan perkara dari 
pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi, mempercepat proses 
penyelesaian suatu perkara dengan biaya murah dan hasil keputusan yang 
memuaskan para pihak, sekaligus dapat mengatasi daya tampung lembaga 
pemasyarakatan yang sudah tidak memenuhi persyaratan laik huni nara 
pidana. 
B. Rekomendasi 
1. Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional Indonesia, selain 
hukum adat dan hukum Barat, maka sudah sewajarnya jika semua pihak, baik 
pakar hukum, akademisi, ulama dan lembaga pendidikan, dapat mendorong 
pengadopsian lembaga pemaafan ini ke dalam hukum nasional, selain untuk 
turut membantu terciptanya tatanan hukum yang lebih baik dan lebih 
memihak pada rakyat, juga sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai ajaran 
agama dalam kehidupan bermasyarakat. 
2. Pengadopsian lembaga pemaafan ke dalam sistem hukum nasioanl tentu tidak 
untuk menjadi lembaga penyelesaian sengketa “tandingan” pengadilan. 
Karena itu, lembaga ini tentu saja tidak bisa menangani segala macam perkara 
pidana, sehingga sangat dibutuhkan pemikiran dan konsep tentang perkara apa 
saja yang kewenangannya dapat diserahkan kepada lembaga pemaafan dan 
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kewenangan itu harus ditetapkan melalui Undang-undang seperti halnya 
Undang-undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, yang digunakan pada perkara perdata. Dan untuk itu, 
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al-ṣafḥ : suatu kondisi psiko-spiritual yang ditandai 
oleh kemampuan menerima berbagai 
kenyataan yang tidak menyenangkan dengan 
tenang dan terkendali. 
Alternative Dispute Resolution : suatu proses penyelesaian perkara non litigasi 
dimana para pihak yang berperkara dapat 
membantu atau dilibatkan dalam 
penyelesaian perkara  tersebut  atau  
melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral 
 
Arbitrase : proses dimana dua pihak  atau lebih 
menyerahkan sengketa mereka kepada satu 
orang atau lebih yang imparsial untuk 
memperoleh suatu putusan yang final dan 
mengikat 
 
fiqih jinayah : ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan 
dengan masalah perbuatan yang dilarang 
(jarimah) dan hukumnya, yang diambil dari 
dalil-dalil yang terperinci. 
Iṣlāḥ : suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri 
suatu persengketaan antara dua pihak yang 
saling berperkara 
 
Jarimah ḥudūd : perbuatan melanggar hukum yang jenis dan 
ancaman hukumannya ditentukan oleh nas 
yaitu hukuman ḥadd (hak Allah) 
jarimah takzir : tindak pidana yang jenis sanksinya secara 
penuh berada pada wewenang penguasa demi 
terealisasinya kemaslahatan umat 
 
Majlis Taḥkīm Dawmat al-
Jandāl 
: Majlis penghakiman yang dibentuk di 
zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib yang 
bertujuan untuk menyelesaikan 
persengketaan antara pasukan perang Ali 
bin Abi Thalib dan pasukan Mu’awiyah bin 
Abi Sufyan. 
Restorative Justice : suatu pemulihan hubungan dan penebusan 
kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku 
tindak pidana (keluarganya) terhadap korban 
tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya 
perdamaian) di luar pengadilan dengan 
maksud dan tujuan agar permasalahan hukum 
yang timbul akibat terjadinya perbuatan 
pidana tersebut dapat diselesaikan dengan 
baik dengan tercapainya persetujuan dan 
kesepakatan diantara para pihak. 
 
Tahkim : persetujuan anatara kedua pihak yang 
berselisih untuk menerima keputusan tertentu 
dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 
 
tobat : pengakuan penyesalan, pencabutan terhadap 
perbuatan masa lalunya yang kelam, dan 
tekat  manusia untuk tidak membinasakan 
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